
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 54 TAHUN 2021 
TANGGAL : 30 Desember 2021 

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA ........................... [SKPD] 

SELAKU PA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

(PPK) 

KOP NASKAH DINAS 

KEPUTUSAN KEPALA .... .. .. . .... . ..... .... ... .... [SKPD] KOTA MADIUN 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR: ........ - 401. .... / ......... /20 ... . 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

PADA ................... [SKPD] KOTA MADI UN 

TAHUN ANGGARAN ......... . 

KEPALA ................ . .... ..................... KOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tcrtib pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2022, dipandang perlu menctapkan Keputusan 

Mengingat 

Kepala ..... ........ ............. Kota Madiun tentang 

Pcnunjukan Pcjabat Pcmbual Komitmen pada 

..................... Kola Madiun Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kcputusan 

Kepala ......... ........ ten tang Pcnunjukan Pcjabal Pembuat 

Komitmen pada ......... ...... .... [SKPD] Kota Madiun Tahun 

Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lenlang 

2. 

Pcmbcntukan Peraluran 

sebagaimana Lelah diubah 

Nomor 15 Tahun 20 19; 

Pcrundang-undangan 

dengan Undang- Undang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcnlang 

Pemerinlahan Daerah scbagaimana Lelah diubah 

beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Dacrah; 

4. Peraluran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tcntang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021; 

5. Peraturan Menleri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 2020 

tenlang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor ........ Tahun 2021 

tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor ....... Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor ....... Tahun 2021 

tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

MEMUTUSKAN : 

Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada ........ ........... . 

Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan ini. 

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada 

Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas pokok dan kewenangan 

se bagai beriku l: 

a. menyusun perencanaan pengadaan; 

b. melaksanakan konsolidasi pengadaan 

c . menetapkan spesifikasi leknis/Kcrangka Acuan Kerja 

(KAK); 

d. menetapkan rancangan kontrak; 

c. menetapkan HPS; 



KETIGA 

KEEMPAT 

- 3 -

f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan 

kepada Penyedia; 

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di 

atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus jula rupiah); 

1. mengendalikan Kontrak; 

J. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan; 

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 

kepada PA/ KPA; 

1. menyerahkan hasil pckerjaan pelaksanaan kegiatan 

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 

m. menilai kinerja Penyedia; 

n. menetapkan lim pendukung; 

o. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan 

p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa. 

Selain melaksanakan lugas pokok dan kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" Pejabat 

Pembuat Komitmen yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 

pad a Diktum "PERTAMA" JUga melaksanakan tugas 

pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yaitu: 

a. melakukan tindakan yang mengakibalkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan 

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain 

dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

(Catatan: Diktum "KETIGA" dicantumkan dalam surat 

keputusan apabila PPK mendapatkan pelimpahan dan 

kewenangan tu.gas dari PA/ KPA untuk melaksanakan tu.gas 

sebagaimana dimaksud pada Diktum "KETIGA" huruf a dan 

huruf b). 

Dalam melaksanakan tugas-lugasnya, Pejabat sebagaimana 

dimaksud pada Diktum "PERTAMA" diberikan honorarium 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibal pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 

KEPALA .................. [SKPD] 

Selaku PA 

NAMA 

Pangkat 

NIP. 

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kata Madiun; 
2. Sdr. Kepala BKAD Kata Madiun; 
3. Sdr. Pejabat Pembuat Kamitmen yang 

bersangkutan. 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA ...... [SKPD] 
SELAKU PA 
NOMOR ... /401. .. / ... /2022 
TANGGAL : 

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
PADA .............. .... ...... .. ........ KOTA MADIUN 

NAMA, NIP 
DAN JABATAN 
DALAM DINAS 

2 

TAHUN ANGGARAN 2022 

JABATAN SPESIMEN 
DALAM 

PARAF 
TANDA 

PELAKU PENGADAAN TANGAN 
3 4 5 

KEPALA ........ ... .. .... ... [SKPD] 
SELAKU PA 

NAMA 
Pangka t 

NIP. 
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B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA ............. [SKPD] SELAKU PA 

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN 

KOP NASKAH DINAS 

KEPUTUSAN KEPALA ............ ... ..... . . [SKPD] KOTA MADIUN 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR: .... .... - 401. .... / ......... /20 ... . 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA 

PADA .. ................ . [SKPD] KOTA MADIUN 

TAHUN ANGGARAN ..... . . .. . 

KEPALA ............................ . .... ......... KOTA MADIUN, 

a. bahwa dalam rangka lertib pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2022, dipandang perlu menctapkan Kepulusan 

Kepala 

Penunjukan Pejabat 

Kola Madiun lenlang 

Pengadaan Barang/ J asa 

pada ................... .. Kota Madiun Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana 

1. 

2. 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala tenlang Penunjukan Pejabal 

Pengadaan Barang/Jasa pada .. ................. (SKPD] Kola 

Madiun Tahun Anggaran 2022; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

se bagaimana telah diubah dengan U ndang-U ndang 

Nomor 15 Tahun 2019; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerin tahan Daerah sebagaimana telah diubah 

bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 

Pcngclolaan Keuangan Daerah; 

4 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021; 

5. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan Dacrah; 

6. Peraluran Daerah Kata Madiun Nomor ........ Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

7 . Peraturan Walikota Madiun Nomor ........ Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor ........ Tahun 2021 

tentang Pelunjuk Operasional Kegialan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

MEMUTUSKAN : 

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada 

.................... [SKPD] Kola Madiun Tahun Anggaran 2022 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Pejabal Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada 

Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas pokok dan kewenangan 

sebagai berikut: 

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung; 

b. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus jula rupiah); 

c. melaksanakan persiapan pengadaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 

1. Penetapan metode pemilihan Penycdia; 

langsung 
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2. Penetapan metode Kualifikasi; 

3. Penetapan metodc cvaluasi penawaran; 

4. Penelapan metode penyampaian dokumen penawaran; 

5. Penetapan jadwal pemilihan; dan 

6. Pcnyusunan Dokumen Pemilihan. 

d. Melaksanakan pelaksanaan pengadaan langsung 

sebagaimana dimaksud pada huruf a melipuli: 

1. menelapkan Dokumen Pengadaan; 

2. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 

di website Pemerin tab Daerah dan pa pan 

pengumuman resm1 unluk masyarakat serta 

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam 

Portal Pengadaan Nasional; 

3. menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa; 

4. melakukan evaluasi adminislrasi, lcknis dan harga 

terhadap penawaran yang masuk; 

5. menetapkan Penyedia Barang/Jasa; 

6. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen 

Pemilihan Pcnyedia Barang/Jasa kepada PPK; 

7. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa kepada PA/KPA; 

8. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada 

PA/KPA;dan 

9. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegialan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

Dalam melaksanakan tugas- tugasnya, Pejabat Pengadaan 

sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" diberikan 

honorarium 

undangan. 

sesua1 kelen tuan peraluran perundang-

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pclaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

TEMBUSAN: 

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun; 

2. Sdr. Kepala BKAD Kota Madiun; 

3. Sdr. Pejabat Pengadaan yang 

bersangku tan. 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 
KEPALA .... ......... .... . [SKPD] 

Selaku PA/KPA 

NAMA 

Pangkat 

NIP. 
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LAM Pl RAN : KEPUTUSAN KEPALA .. .... [SKPD] 
SELAKU PA 
NOMOR ... /401. .. / ... /2022 
TANGGAL : 

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA 
PADA .. ................................ KOTA MADIUN 

NAMA, NIP 
DAN JABATAN 
DALAM DINAS 

2 

TAHUN ANGGARAN 2022 

JABATAN SPESIMEN 
DALAM 

PARAF 
TANDA 

PELAKU PENGADAAN TANGAN 
3 4 5 

KEPALA .. .... .............. [SKPD] 
SELAKU PA 

NAMA 
Pangkal 

NIP. 
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C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA ... ... ... .... [SKPD] TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN 

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN 

KOP NASKAH DINAS 

KEPUTUSAN KEPALA ..... . ............... . [SKPD] 

KOTA MADIUN 

NOMOR: ........ - 40 1. .... / ......... /20 ... . 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN 

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN 

Menimbang 

Mengingat 

PADA ................... [SKPD) KOTA MADIUN 

TAHUN ANGGARAN .......... 

KEPALA ......................... .. ............... KOTA MADIUN, 

1. 

2. 

bahwa dalam rangka terlib pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2022, dipandang pcrlu menetapkan Keputusan 

Kepala . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . Kola Madiun ten tang 

Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegialan, dan Pembantu Bendahara Pengcluaran pada 

......... .. .. .. ...... Kota Madiun Tahun Anggaran 2022; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lenlang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

3. Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 lcnlang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

lcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor ....... . Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

7. Peraluran Walikota Madiun Nomor .......... Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

8. Peraturan Walikola Madiun Nomor ......... Tahun 2021 

tentang Petunjuk Operasional Kegiat.an Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

MEMUTUSKAN : 

Menunjuk Pejabat. Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkal Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegialan dan 

Pembantu Bendahara Pengeluaran pada .................... Kota 

Madiun Tahun Anggaran 2022 sebagaimana t.ercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada Dikt.um "PERTAMA" 

mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP­

LS, bcscrta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh 

bendahara pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungj a waban 

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 
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Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada Diktum "PERTAMA" mempunyai lugas: 

a. mengendalikan dan mclaporkan perkcmbangan 

pelaksanaan leknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD; 

b. mcnyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan/ sub kegiatan; dan 

c. mcnyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada 

kegiatan/sub kegiatan SKPD. 

Pembantu Bcndahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud 

pada Diklum "PERTAMA" mcmpunyai tugas m embantu 

Bendahara Pengeluaran sebagai kasir, pembuat dokumen 

pengeluaran uang dari satu atau beberapa kegiatan SKPD. 

Dalam melaksanakan lugas-lugasnya, Pejabal sebagaimana 

dimaksud Diktum "PERTAMA" diberikan honorarium sesuru 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibal pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Diletapkan di Madiun 

pada tanggal 

KEPALA .... ... .... .... [SKPD] 

NAMA 
Pangkat 

NIP. 

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun; 
2. Sdr. Kepala BKAD Kota Madiun; 
3. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan 

yang bersangkutan. 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA ...... lSKPD) 
NOMOR ... / 401. .. / ... /2022 
TANGGAL : 

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN 

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN 

NO. 

1 

PADA ...... ............ ... .. ... .. ...... KOTA MADI UN 

NAMA, NIP 
DAN JABATAN 
DALAM DINAS 

2 

TAHUN ANGGARAN 2 022 

JABATAN SPESIMEN 

DALAM 
PENGELOLA 

KEGIATAN 
PARAF 

TANDA 

KEUANGAN TANGAN 

3 4 5 6 

KEPALA ................ [SKPD) 

NAMA 
Pangka t 

NIP. 
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CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA .. .. . ............. .. ....... (SKPD] 

SELAKU PA TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIS 

KOP NASKAH DINAS 

KEPUTUSAN KEPALA . .. . . ..................... . ... [SKPDJ KOTA MADIUN 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR: .. ...... - 401. .... / ......... /20 ... . 

TENTANG 

PENUNJUKAN TIM TEKNIS 

PADA ................ . .. (SKPD] KOTA MADIUN 

TAHUN ANGGARAN ....... . . . 

KEPALA ...... ... ... ........... ................... KOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lertib pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan Keputusan 

Mengingat 

Kepala ....... ............... . ... Kata Madiun tenlang 

Penunjukan Tim Teknis pada ..................... Kola Madiun 

Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepulusan 

Kepala .... ............ tentang Penunjukan Tim Teknis pada 

................... (SKPD) Kola Madiun Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

2. 

9. 

Pembentukan Peraturan 

sebagaimana telah diubah 

Nomor 15 Tahun 2019; 

Perundang-undangan 

dcngan Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana Lelah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021; 
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11. Peraluran Menleri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor ........ Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

13. Pcraturan Walikola Madiun Nomor .... ... Tahun 2021 

tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapalan dan Bclanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

14. Peraturan Walikota Madiun Nomor .. ..... Tahun 2021 

lentang Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

MEMUTUSKAN : 

Menunjuk Tim Teknis pada .................... Kola Madiun Tahun 

Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" 

mempunyai lugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 

a. membantu dan memberi masukan kepada Pengguna 

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan/ atau Pejabal 

Pembuat Komilmen dalam mcngcndalikan pelaksanaan 

pekerjaan barang/ jasa; 

b. membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran 

dan/atau Pejabal Pembuat Komilmen dalam mencliti 

apabila lerjadi pcrubahan alau adendum kontrak; 

c. membuat berita acara hasil penelitian perubahan konlrak; 

d. membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran 

dan/ atau Pejabat Pembuat Komilmen mclakukan 

pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan barang/ jasa sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 

e. menandatangani Serita Acara Hasil Pemcriksaan 

Pekerjaan. 
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KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibal pelaksanaan 

Kepulusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

TEMBUSAN: 
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun; 

2. Sdr. Kepala BKAD Kota Madiun; 
3. Sdr. Pejabal Pembuat Komitmen; 
4. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan. 

Ditetapkan di Madiun 

pada langgal 

KEPALA .................. [SKPD] 

Selaku PA 

NAMA 

Pangkat 

NIP. 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA ...... [SKPD] 
SELAKU PA 
NOMOR ... /401. .. / ... /2022 
TANGGAL : 

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS 
PADA .................................. KOTA MADIUN 

TAHUN ANGGARAN 2022 

NAMA, NIP 
DAN JABATAN DALAM 

DINAS 
2 

JABATAN PEKERJAAN 
DALAM BARANG/JASA YANG 

TIM TEKNIS DIKELOLA 
3 4 

KEPALA .......... ......... . [SKPD] 
SELAKU PA 

Salinan aeauai dengan aalinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN NAMA 

Pangkal 
NIP. 

Daerah 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 54 TAHUN 2021 
TANGGAL : 30 Desember2021 

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN/PERGESERAN 
ANGGARAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK BELANJA YANG 
SAMA 

KOP NASKAH DINAS 

BER1TA ACARA 

NOMOR: ....... ... .. /401. ..... /20 ....... . 

TENTANG 

PERUBAHAN /PERGESERAN ANGGARAN 

ATAS URAIAN DARI SUB RlNCIAN OBJ EK BELANJA 

KEGIATAN .............. . ..... .. .... .. .. ... .................. . 

SUB KEGIATAN ..... ........ ..... .. .. . ........... . . ... . ... . 

TAHUN ANGGARAN ..... .............. . 

Pada hari ini .... ... ... tanggal ........ ...... bulan ... .. . . .... lahun .......... , yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Berdasarkan: 

..... .. ..................... ..... ....... ... {Nama Kepala SKPD] 

.... ....................................... [Kepala SKPD] 

................................. ..... .. . {Alamat SKPDJ 

1. Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 lenlang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraluran Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (*); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (*); 

3. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kola Madiun Nomor 

. . . . . . . . . . . Ta ngga1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten tang Pengesahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah Kegialan 

...... . ······ ·· .. .............. .. , 



Dengan memperlimbangkan: 

1. 

2. 

3. 

- 2 -

Maka dipandang perlu unluk melakukan pcrubahan/pergeseran 

penggunaan anggaran alas urruan dari sub nnc1an objek belanja 

Kegiatan Sub Kegiatan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Serita Acara ini. 

Demikian Berita Acara m1 dibuat, unluk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Kepala SKPD ......... .. . ... . 

...... . .. ................... [Nama] 
Pangkal 

NIP ............. . 

(*) Catatan : Dasar peraturan agar disesuaikan dengan peraturan yang bcrlaku. 



PROGRAM 

KEGIATAN 

SUB KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 

Kode 
Rekening 

1 

Uraian 

2 

- 3 -

Sebelum Perubahan/Pergeseran 

Harga Volume Satuan 
Satuan Jumlah 

3 4 5 6=3x5 

LAMPIRAN BERlTA A CARA PERUBAHAN / PERG ES ERAN 
ANGGARAN 
NOMOR : ......... / ......... . /401. .... /20 ...... . 
TANGGAL : ..................... ..................... ... . 

Setelah Peru bah an/ Pergeseran 
Bertambah 

Harga (berkurang) Volume Satuan 
Satuan Jumlah 

7 8 9 10 = 7 X 9 11 = 10 - 6 

Kepala SKPD ... . ..... ... ... . 

............................ [Nama) 
Pangkat 

NIP ............. . 
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8. CONTOH FORMAT SERITA ACARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR 
RINCIAN OBJEK DAN/ ATAU SUB RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM JENIS 
DAN OBJ EK BELANJA YANG SAMA 

KOP NASKAH DINAS 

SERITA ACARA 

NOMOR: ............ /401. ..... /20 .... . 

TENTANG 

PERGESERANANGGARAN 

ANTAR RINCIAN OBJEK DAN/ATAU SUB RINCIAN OBJEK 

DALAM OBJEK BELANJA 

KEGIATAN ................................................... . 

SUB KEGIATAN ..... ............ ........................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Nama SKPDJ ........................... . 

TAHUN ANG GARAN ........ ... ........ . 

Pada hari ini . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . . . lahun .......... , yang 

bertanda Langan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Berdasarkan: 

.................. .. ...................... .[Nama Kepala SKPDJ 

...................... ... ............... .. . [Kepala SKPDJ 

...... ... ............ .. ... . ........... . .. [Alamat SKPDJ 

1. Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 lcntang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Menleri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 lenlang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (*); 

2. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 lcnlang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (*); 

3. Keputusan Pejabat Pengclola Kcuangan Daerah Kola Madiun Nomor 

........... Tanggal ......... ......... ..... lentang Pengcsahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Dacrah Kcgiatan 

...... ··· ·· ···· .. .... ····· ... . , 



Dengan mempertimbangkan: 

1. 

2. 

3. 

- 5 -

Maka dipandang perlu untuk melakukan pergeseran anggaran unluk 

perincian penggunaan dari rincian objek belanja dan/atau sub rincian objek 

belanja Kegiatan .. . . . .. . . . . . . . . . . . Sub Kcgialan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. pada 

.. ...... . [nama OPD}. ...... ...... ............... sebagaimana Lercanlum dalam lampiran 

Serita Acara ini. 

Demikian Serita Acara m1 dibuat, unluk dipergunakan sebagaimana 

meslinya. 

Menyetujui, 
Kepala Sadan Keuangan 

dan Asel Daerah 
selaku PPKD 

.. .. .... . .. ... . ... .......... [Namal 
Pangkal 

NIP ............ .. 

Dibual o lch, 
Kepala SKPD ................... . 

................. ...... ..... [Namal 
Pangkal 

NIP ............. . 

(*)Catalan: Dasar peraturan agar disesuaikan dengan peraturan yang bcrlaku . 



NAMA SKPD 

PROGRAM 

KEGIATAN 

SUB KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 

Kode 
Rekening 

1 

Uraian 
Volume 

2 3 

Menyetujui, 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 

selaku PPKD 

...... ...................... [Namaj 
Pangkat 

NIP ............. . 

- 6 -

Sebelum Pergeseran 

Harga 
Satuan 

Satuan 
Jumlah 

4 5 6=3x5 

LAMPIRAN BERITA ACARA PERGESERAN ANGGARAN 
NOMOR : .. .. .... . / . ....... . . /401.. ... /20 ...... . 
TANGGAL : ......................................... .... . 

Setelah Pergeseran 
Bertambah 

Harga Volume Satuan 
Satuan Jumlah (berkurang) 

7 8 9 10 = 7 X 9 11 = 10 - 6 

Dibuat oleh, 
Kepala SKPD .......... ..... . 

······ ······ ················rNamal 
Pangkat 

NIP .... .... ..... . 
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C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR 
OBJEK BELANJA DALAM JENJS BELANJA YANG SAMA 

KOP NASKAH DINAS 

SERITA ACARA 

NOMOR: ............ /401. ..... /20 ...... . 

TENTANG 

PERGESERAN ANGGARAN 

ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA 

I<EGIATAN ............ ... . ... . ...... ......................... . 

SUB KEG IATAN .... ... ...... ... ...... .. ....... ... ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Nama SKPDJ ........................... . 

TAHUN ANGGARAN ................... . 

Pada hari ini .......... langgal ... .... ....... bulan ........... lahun .......... , yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Alamal 

Bcrdasarkan: 

........ .................................. . [Nama Kepala SKPD] 

... ................... ..................... [Kepala SKPD] 

..... . .. . .. .................... . ........ . [Alamat SKPD] 

1. Peraluran Pcmerinlah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan/ alau Pcraluran Mcnlcri Dalam Ncgeri 

Nomor 77 Tahun 2020 lentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan 

Daerah (*); 

2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 202 1 lcnlang Pedoman 

Pcnyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 

2022 (*); 

3. Kepulusan Pejabal Pengelola Keuangan Daerah Kota Madiun Nomor 

........... Tanggal ...................... . tenlang Pcngcsahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkal Daerah Kcgialan 

•• • ♦ ••••• • ••••••• • •••• • • • •••••• •• ••• , 



Dengan memperlimbangkan: 

1. 

2. 

3. 

- 8 -

Maka dipandang perlu unluk melakukan pergeseran penggunaan 

anggaran 

Kegiatan 

unluk perincian pcnggunaan 

Sub Kegiatan 

dari objek belanja 

pada 

......... [nama OPD}. ... . ....................... sebagaimana lercanlum dalam lampiran 

Serita Acara ini. 

Demikian Serita Acara m1 dibuat, unluk dipergunakan sebagaimana 

meslinya. 

Menyelujui, 
Sekrelaris Daerah 

Kota Madiun 

............................ 
Pangkal 

NIP .. ........... . 

Dibual oleh, 
Kepala SKPD ....... ...... ...... . 

............................ [Namal 
Pangkal 

NIP ........ ..... . 

(*) Catalan : Dasar peraturan agar disesuaikan dcngan pcraturan yang berlaku. 



AMA SKPD 

PROGRAM 

KEGIATAN 

SUB KEGIATA 

TAHUN ANGGARAN 

Kode 
Rekening 

1 

Uraian 

2 

Menyetujui, 
Sekretaris Daerah 

Kota Madiun 

....... .. .. ... .. ... ... .. .... [ ama] 
Pangkat 

IP .. .. .. ... . ... . 

Volume 

3 

- 9 -

LAMPIRAN 

Sebelum Pergeseran 

Satuan 

4 

Harga 
Satuan 

Jumlah Volume 

5 6=3x5 7 

Salinan sesuai dengan aalinya 
a.n. WALIKOTA MADWN 

ria Daerah 

BERITA ACARA PERGESERAN ANGGARAN 
OMOR : ... ...... / .. .... ... . /401.. ... /20 .... .. . 

TA GGAL : .. . .... ... .. ... .... ... .... . .... ......... ... .. . 

Setelah Pergeseran 
Bertambah 

Satuan 

8 

Harga (berkurang) 
Satuan 

Jumlah 

9 10 = 7 X 9 11 = 10 - 6 
I 

I 
Dibuat oleh , 

Kepala SKPD .. ... . .. .. . ... . . 

.... ... ... ..... ... ..... .... . [ amal 
Pangkat 

IP .. .. .. . ... ... . 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Ors. H. MA.IOI, SH, MM, M.Pd. 



-----------------------------------kAMPIRAN III PERA.TUR.l\N W-Abl-KG+A----MM)++--1--------

NO MOR 54 TAHUN 2021 
TANGGAL : 30 Desember 2021 

A. TABEL PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI KLASIFIKASI SEDERHANA OLEH KONSULTAN 

KLASIFIKASI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
BIAYA 

KONSTRUKSI Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas 
ISIK (Juta s.d. 

250 500 1.000 2 .500 5 .000 10.000 25.000 50.000 100.000 250.000 
Rp) 

250 
s.d. s.d. s .d . s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s .d. 

KOMPONEN 500 1 .000 2.500 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 250.000 500.000 
KEGIATAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. PERENCANAAN 18.11 15.03 12.39 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 
KONSTRUKSI 18.11 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 
(dalam % ) 15.03 12.39 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80 

2. PENGAWASAN 10.59 9.15 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 
KONSTRUKSI 10.59 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 
(dalam %) 9.15 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.49 

~D-=ik.:.::e:..:::tah=u_i_:_~------------------------; Nilai Persentase Komponen (Pk) : 
l-:.,.==::__------1----=-==--=cc:=c..:.:,_:.c..;:_:c.:.c:..: _____________ -i Pk = P(max); - [ { ( Pagu - Biaya(minh) }x (P(max), - P(min) , ) 

·atan terendah, (Biaya(max), - Biaya(min)1) 

I 
Dicari: 
Bk 
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B. TABEL PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI KLASIFIKASI TIDAK 
SEDERHANA OLEH KONSULTAN 

KLASIFIKASI 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

~ 
Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas 

K 250 500 1.000 2.500 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 250.000 
) s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
N 250 500 1.000 2.500 5 .000 10.000 25.000 50.000 100.000 250.000 500.000 

N 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. PERE CANM 19 .80 16.61 13.97 1 1.81 10.83 9 .33 8 .28 6 .04 4 .02 2 .55 

KO STRUKSJ 19.80 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 

(dalam %) 16.61 13.97 11.8 1 10.83 9.33 8 .28 6 .04 4 .02 2. 55 2 .32 

2 . MA AJEME 28 .57 24.43 20 .69 17 .7 3 14.97 10.47 7 .34 4. 89 3.25 2 .03 

KO STRUKSI 28.57 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 

(dalam %) a tau 24 .43 20.69 17.73 14.97 10 .47 7 .34 4 .89 3 .25 2 .03 1.36 

3 . PE GAWASAN 21.08 18 .20 15.37 12 .88 10.76 7 .62 5 .13 3.50 2 .39 1.50 

KO STRUKSI 2 1. 08 sd d sd sd sd sd sd sd sd sd 

(dalam %) 18.20 15.37 12 .88 10 .76 7 .62 5 .13 3 .50 2 .39 1.50 1. 10 

Pada klasifikasi konstruksi tidak sederhana hanya dapat menggunakan salah satu pilihan aitu Manajemen Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi . 
Penentuan bia a erencanaan, mana·emen konstruksi atau en awasan dihitun men unakan metode seba ai berikut : 
Diketahui : Nilai Persentase Komponen (Pk) : 

=Pa Pk = P(max) ; - [ { ( Pagu - Biava(minlz) }x (P(max) , - P(min) , ) 
=Pe atan terendah, (Biaya(max) i - Biaya(min)z) 

=Bia a Konstruksi fisik terendah, ilai Komponen Kegiatan (Bk) : 
=Bia a Konstruksi fisik tertin ·i Bk = Pk x Pagu ~ ~~~ ~ -+_______:::=...:::...:...:::::..:.==-=-=-=~:.::..:....:~= - -:----:---------i 
=Klasifikasi kelom ok bia a konstruksi Salinan aesuai dengan aalinya I 

Dicari : 
Bk 

a.n . WALIKOTA MADIUN 

ldJ>.itm Tingkat I 
~ ~ ~ 01171996021001 

WALIKOTA MADIUN , 

ttd 

Drs. H. MAIDI , SH , MM , M.Pd. 



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 54 TAHUN 2021 
TANGGAL : 30 Desember 2021 

A. CONTOH FORMAT BERJTA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN/SERAH 
TERIMA LOKASI KERJA (PEKERJAAN KONSTRUKSI) 

PEMERINTAH KOTA BERITA ACARA 
MADIUN SERAH TERIMA LAPANGAN/ 

..... . .... ........ (SKPD) SERAH TERIMA LOKASI KERJA 

Nama Pekerjaan .................. Nomor 050 / ······ / 401. ..... /20 .... 
Lokasi Pckcrjaan: .. . ...... .. ...... Tanggal ........ .......................... 
Sumbcr Dana :APBD/DAK Lampiran ........ ... .. ..................... 

Tahun 20 ...... 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . langgal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bulan . .. . ................... . 

tahun ............ . . , yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama 

NIP 

Jabatan 

Alamal 

Bcrdasarkan Surat Keputusan Kepala ...... . .. ............ [SKPD] nomor ........ . 

tanggal ........... . . tenlang ............ ..... . .. [diisi SK Pengangkatan PPK] tclah 

ditunjuk sebagai Pejabat 

pekerjaan ..................... . [nama 

Pembuat Komitmcn 

paket pekerjaan] pada 

unluk pakel 

[SKPDJ, dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama Pemerinlah Kola 

Madiun c .q. Badan/Dinas/Kantor/Kecamalan ............................... [SKPD] 

sebagai: PIHAK PERTAMA 

2. Nama 

Jabatan 

Alamat 

Dircktur/Direklris PT/CV .. .... . 

Menjalankan Jabalan terscbul dan oleh karcna ilu dalam hal ini 

bertindak untuk dan alas nama, .. . . .. ........... [nama badan usaha] 

Berdasarkan Akte Notaris ... ....... nomor ............ langgal ............ oleh 

notaris ............ , selanjulnya disebut: PIHAK KEDUA. 
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Berdasarkan konlrak Nomor Langgal 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mcngadakan serah 

terima lokasi pekerjaan guna dilaksanakan Pekerjaan ........................... ..... . . 

oleh PIHAK KEDUA dengan kclenluan lersebut dalam pasal- pasal di bawah 

1n1: 

Pasal 1 

PIHAK PERTAMA mcnyerahkan lokasi pekerjaan kcpada PIHAK KEDUA dan 

PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA lokasi pckcrjaan unluk 

melaksanakan pekerjaannya. 

Pasal 2 

Lokasi pekcrjaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 

Pckcrjaan .......................... .. ... .......................... dan mcnjadi langgung jawab 

PIHAK KEDUA unluk melaksanakannya. 

Pasal 3 

Lokasi Pckcrjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di alas menjadi 

langgung jawab PIHAK KEDUA sclama masa pelaksanaan Kegialan/Konlrak 

sampai berakhimya masa pemeliharaan (PII)/sampai serah tcrima akhir 

pekerjaan . 

Yang mcnerima 

PIHAK KEDUA 

Dircktur /Direktris CV /PT 

...... .... .. .. ........ .............. . 

Yang mcnycrahkan 

PIHAK PERT AMA 

Pejabal Pembual Komilmcn 

..................................... 
NIP .......................... .. .. . 
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B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN 
PEKERJAAN (PCM) [PEKERJAAN KONSTRUKSI] 

KOP NASKAH DINAS 

BERITA ACARA 
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PCM 

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk memaslikan bahwa 

pelaksanaan pckerjaan yang akan di lakukan sesuai dengan yang tclah 

diLetapkan dalam dokumcn konlrak maka perlu diadakan rapal persiapan 

pelaksanaan (pre construction meeting) unLuk menghasilkan kesepakatan­

kesepakatan beberapa malcri yang dapat menimbulkan masalah dalam 

pclaksanaan pekerjaan. 

Pad a hari ini . .. . .. . . . . . langgal .. . .. bulan .. . .. . . . lahun ....... , Pejabat PembuaL 

Komitmen Kegiatan ........... . .. . ....... ........ .. . .. ............. Pekerjaan Pembangunan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lelah melakukan rapaL Pesiapan Pelaksanaan 

Pekerjaan/PCM yang dihadiri (daflar Lerlampir) dcngan hasil sebagai berikut: 

1. Kese akatan Materi PCM 

a . Mcnyampaikan pcrsepsi lentang pasal-pasal atau buLir-butir yang 

Lerluang dalam dokumen kontrak; 

b. Menyampaikan usulan-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal­

pasal dokumen konlrak, scpcrti jadwal mobilisasi jadwal wakLu 

pelaksanaan, segala sesuaLu yang Lelah disepakati saaL 

penandatanganan kontrak; 

c. Membahas prosedur hubungan dengan institusi lain seperti 

pemakaian laboraLorium; 

d. Mcmbahas taLa cara pengaLuran pelaksanaan pckcrjaan, anLara lain: 

1. Tata cara pengajuan permintaan pckerjaan (Request for Work); 

2. Tata cara pengetesan ( Quality Contron; 

3 . TaLa cara pembayaran Lermin; 

4. Pengajuan perubahan pekerjaan (Pckcrjaan lambah/kurang); 

5. Pcmutusan konLrak; 

6. Pengajuan gambar kerja (Shop Drawing); 

7. Pengajuan PHO dan FHO, dan lainnya yang dianggap perlu. 
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2 . Hasil Kesepakatan 

a. Dari pihak konlraktor mcngcnai butir-butir dalam pasal kontrak 

langgapannya lidak ada perubahan; 

b. Tidak ada perubahan mendasar mcngenai jadwal mobilisasi, jadwal 

waktu pelaksanaan dengan waktu pemasukan pcnawaran, jadwal 

mobilisasi personil dan peralalan dircncanakan tanggal ............... . 

s/d .......... ...... . 

1) Untuk pckerjaan awal akan dilaksanakan pengukuran elevasi 

dasar saJuran, pemasangan patok dan mcngidenlifikasi pekerjaan 

lain yang bclum masuk dalam RAB. Rapat progress akan 

dilaksanakan scmmggu sekali selelah dilaksanakan opname 

kemajuan fisik pekerjaan, kesepakalan opname dilaksanakan 

setiap hari Sabtu pagi, dan rapal hasil opname akan diadakan 

seliap hari Rabu minggu berikutnya. 

2) Opname berdasarkan dari mata pembayaran. 

3) Pelaksanaan berdasarkan perencanaan dan hasil MC-0, seliap 

desain awaJ dari suatu proyek pada umumnya selalu mengalami 

rev1s1-rev1s1 pada saal pelaksanaannya, hal m1 biasanya 

diakibatkan kondisi lapangan yang sesungguhnya telah 

mengalami perubahan-perubahan kondisi dibandingkan dengan 

kondisi pada saat survc1 untuk pembualan desain, atau 

dikarenakan kesalahan-kesalahan kecil baik pada saat surve1 

maupun kesalahan desain itu sendiri. Tujuan dari Kaji Ulang 

Desain adalah untuk menghasilkan desain final yang optimum 

untuk dilaksanakan, Pcngukuran MC-0 ini harus didasarkan pada 

data-data lerbaik dan terkini yang dapat diperoleh. lni 

dimaksudkan sesuai spcsifikasi dan kondisi lapangan, serla masih 

dalam batas nilai kontraknya. Konsultan pengawas mempelajari 

pcrubahan yang diperlukan berdasarkan dala-data yang diperoleh 

jika terjadi pcrubahan pada saal pelaksanaan maka akan 

dilakukan adendum dan re-schedule sesuai hasil dari anaJisa 

kebutuhan lapangan dan kelentuan-ketentuannya berdasarkan 

kontrak. 

c. Unluk pembuatan Job Mix Design akan dilaksanakan di 

Laboralorium Universitas Merdeka atau Laboratorium Pemcrintah 

Daerah Kabupalen Madiun, 
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1) Untuk quality control bcton kubus dilaksanakan di Bathcing Plan 

dan Slump dilaksanakan di Lapangan, 

1. Tata cara pengajuan perminlaan pekerjaan (Request for Work) 

dilaksanakan per minggu. 

2. Tata cara pengelesan (Quality Contro~, Quality control akan 

dilaksanakan di Lab. Univcrsitas Merdeka atau Laboratorium 

Pemerinlah Dacrah Kabupalen Madiun yang disaksikan dari 

unsur Dinas PUTR dan Konsultan Pengawas. 

3. Tata cara pembayaran Termin ditclapkan scsuai klausul yang 

ada dalam Kontrak. 

4. Pengajuan perubahan pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang) kc 

PPK dan disepakali bersama oleh Konsullan Pengawas 

berdasarkan juslifikasi. 

5. Pemutusan Kontrak, ketenluan berdasarkan Kontrak. 

6. Pengajuan gambar kcrja (Shop Drawing) di awal kegialan 

pekerjaan. 

7. Pengajuan PHO dan FHO berdasarkan konlrak. 

2) Format la po ran disepakali (terlampir) . 

3) Keselamatan kerja di ulamakan. 

4) Item pekerjaan yang lidak sesuai dcngan spesifikasi yang lerlera 

dalam RAB tidak akan dibayar. 

Demikian berita acara rapal Persiapan Pclaksanaan Pckcrjaan (PCM) ini dibuat 

dan ditandatangani di Madiun pada langgal tersebut di atas dalam rangkap 

secukupnya untuk dipcrgunakan seperlunya . 

. . b 1selUJUl 1 h ersama o e 

NO. NAMA JABATAN/KEDUDUKAN TANDA TANGAN 

1. Pejabal Pembual Komilmen 

Direktur / Direktris 
2. PT/CV ... ......... ... 

(Penycdia/Pelaksana Pekcrjaan) 

Direktur / D irektris 
3. PT/CV .............. . 

(Konsultan Pengawas/MK) 

4. 
[dari unsur lainnya/Tim Ahli/Tim 
Tcknis (apabila ada)] 
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C. CONTOH FORMAT BERTTA ACARA UITZET/EVALUASI PEKERJAAN 

fKONSTRUKSI] 

KOP NASKAH DINAS 

BERITA ACARA UITZETEN/ EVALUASI PEKERJAAN 

PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Pckcrjaan 

Lokasi 

Penyedia Jasa 

Nomor Kontrak 

Tanggal Kon trak 

N ilai Kon lrak 

Sumber Dana 

Nomor 

Tanggal 

: 050 /PPK/ / 401. ... / 20 .... 

050 / PPK / / 401. ... I 20 .... 

Rp. ····························································· 
APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 20 ... 

Pada hari ini ........ . . .. . tanggal .......... bulan ........ .. lahun ............ , kami yang 

berlanda tangan di bawah ini: 

a. Nama 

Jabalan 

b. Nama 

Jabalan 

c. Nama 

Jabatan 

d . Nama 

Jabatan 

Selaku Pejabal Pcmbuat Komitmen 

Dircktur / Dircktris PT/ CV .............. . 

[Penyedia/ Pelaksana Pekerjaan hadir bersama 

Tenaga Ahli/ pelaksana lapangan] 

Dircktur/Direktris PT/CV .............. . 

[Konsullan Pcngawas/MK, hadir bcrsama 

Tenaga Ahli/Pengawas Lapangan] 

[dari unsur lainnya/Tim Ahli/Tim Teknis 

(apabila ada)] 
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Berdasarkan: 

1. Surat Pcrjanjian (Konlrak) Nomor: 050 / PPK/ ......... / 401. .... / 20 ... . 

langgal. ........................ ; 

2. Surat Perintah Mulai Kcrja (SPMK) Nomor: 050 / PPK / ...... / 401. ... / 

20 .... , langgal. ... . ................ ; 

Dengan ini mcnyatakan: 

Tclah mcngadakan uitzeten/ cvaluasi kcgialan dilokasi 

.. . ..... . ........ . ..... ... ........ . , adapun hasil dari cvaluasi scbagai bcrikul: 

1. 

2. 

Pckerjaan 

Dari hasil evaluasi di alas, lcrdapal adanya pcrubahan pckerjaan anlara 

rencana gambar dan existing (kondisi yang ada di lapangan) . Terkait adanya 

perbedaan lerscbul, diusulkan agar dapalnya diadakan pckcrjaan lambah dan 

kurang terhadap pclaksanaan kegialan konslruksi guna penyesuaian kcgialan 

di lapangan. 

Oemikian Bcrita Acara ini dibual dan dilandalangani di Madiun pada langgal 

terscbul di alas, dalam rangkap sccukupnya unluk dipcrgunakan scpcrlunya. 

NO. NAMA JABATAN/KEDUDUKAN TANDA TANGAN 

1. Pejabal Pcmbual Komilmen 

Dircktur / Dircklris 

2. PT/CV ......... ...... 

(Penycdia/Pelaksana Pekcrjaan) 

Direktur / Dircklris 

3. PT/CV ......... .. .. .. 

(Konsullan Pengawas/MK) 
-

f dari unsur lainnya/Tim Ahli/Tim 
4. 

Teknis (apabila ada)] 
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D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN PERUBAHAN VOLUME 

PEKERJAAN TAMBAH KURANG (MC 0/50/ 100) [KONSTRUKSI] 

KOP NASKAH DINAS 

BERITA ACARA 
PERHITUNGAN PERUBAHAN VOLUME 

PEKERJAAN TAMBAH - KURANG MC O 50 100 

Pekerjaan 
Sumber Dana 

Lokasi 

Nomor 
Tanggal 

050 / PPK/ ........... / 401. .. . / 20 ... . 

Pem bangunan .... .. ...... . .. ..... .. . ... . .... .... .... ........................ . 
APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 20 .. .. 

Kola Madiun 

Pad a hari ini .. .. .. .. .. . tanggal .. .. .. bulan .. .. .. .. . Tahun ......... , kami yang 
bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nam a 
NIP 
Jabatan 

Alarnal 

selaku Pejabat Pembual Komitmen Kcgiatan 
............................... Kola Madiun Tahun Anggaran 20 .... 

Selanjutnya dalam Bcrila Acara Pcrhilungan Perubahan Pelaksanaan 
Pekerjaan Tambah dan Kurang ini discbut scbagai PIHAK PERTAMA. 

2. Nam a 
Jabalan 
Alarnat 

. . .................................................................................. . 
: Direklur / Dircktris PT/ CV ................... . . . .. .. . .................. . 
: Jl. ... ............... ..... . ................ ... .......... ......................... . 

Selanjutnya dalarn Bcrita Acara Perhitungan Pcrubahan Pelaksanaan 
Pckerjaan Tambah dan Kurang ini discbut scbagai PIHAK KEDUA. 

Berdasarkan : 

a. SSUK Huruf B3 lcntang Perubahan Kontrak pada Surat Pcrjanjian 
(Kontrak) Nomor: 050 / PPK / .......... .. . / 401. ... / 20 .... ; 
Tanggal ........... . ........... . ......... .. ................... .. .. .......................... ; 

b. Berila Acara Uitzeten/Evaluasi Pckcrjaan Pclaksanaan Konslruksi, 
lerhadap Pekcrjaan Pembangunan ............... ................ . ................ , 
Nomor 050 / PPK / ................ / 401. .... / 20 ... . ; 
Tanggal : ............ ... ......... . .... ........................................... ... ... ; 

Dengan ini menyatakan : 

1. PIHAK PERTAMA memerinlahkan kepada PIHAK KEDUA lerhadap 
perubahan pekcrjaan untuk: 
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a. Narna Kegiatan 
b. Pekerjaan Pcm ban gun an . .... . ............................................ . 
c. Lok as i : Kola Madiun 
d . Nomor Kontrak : 050 / PPK/ ............. / 401. . ... / 20 .. . 
e. Tanggal SPK 
f. Penycdia J asa 
g. Nilai Kontrak 

: P'f /CV ......................................................... ... .... . 

: Rp ····························· ······ ·· ········ ·········· · ···· ······· ·· 

2. Perhilungan perubahan volume pckcrjaan tarnbah dan kurang, Lerlampir. 

3. Nilai Konlrak pada hasil perhilungan pckerjaan tambah dengan pekcrjaan 
kurang Lelap/tidak mcmpengaruhi nilai kontrak. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Madiun pada tanggal 
lers but di alas, dalarn rangkap secukupnya untuk dipergunakan scperlunya. 

PIHAK PERTAMA 

Pcjabal Pembual Komitmen, 

[namaj 
Pangkat 

NIP. 

Salinan sesuai dengan aalinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 

• Daerah 

PIHAK KEDUA 

PT /CV ....... .... ..... .... ........ . 

fnamaj 
Jabalan 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 54 TAHUN 2021 
TANGGAL : 30 Desember 2021 

A.1 CONTOH SURAT PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN PAKET 

PEKERJAAN KONSTRUKSI 

KOP SKPD 

SURAT PERJANJIAN 
Kontrak Barga Satuan 

Paket Pekerjaan Konstruksi .... ........ ........... . /diisi nama paket pekerjaanj 
Nomor: .. ............ .......... /diisi nomor Kontrakj 

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kcrja Konstruksi 
Harga Saluan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibual dan ditandatangani di 
..... ...... pada hari .......... tanggal ....... bulan ................. tahun .............. /tanggal, 
bulan dan tahun diisi dengan huruj], berdasarkan Surat Penelapan Pcmcnang 
Nomor....... tanggal ....... , Surat Pcnunjukan Penycdia Barang/Jasa (SPPBJ) 
Nomor ....... langgal ....... , [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan 
pejabat yang berwenang, misal: "dan Nota Kesepakatan bersama antara . . . . . . . (diisi 
kepala daerah pemda setempat) dan DPRD ............... (diisi DPRD daerah setempat) 
(untuk sumber dana APBD) Nomor ..... .... tanggal. ...... . perihal .......... "/, antara: 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Berkedudukan di 

.............. /namaPPKJ 

........... . .. /NIP PPKJ 
PPK .......... . /sesuai SK Pengangkatan} 
........... ... /alamat PPK] 

yang berlindak untuk dan atas nama *) Pemerintah Kota Madiun c.q. Satuan Kerja 
....... berdasarkan Surat Keputusan ....... Nomor ....... tanggal ....... tentang ....... (SK 

pengangkatan PPK] selanjutnya discbut "PPK", d engan: 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukan di 
Akta Notaris Nomor 
Tanggal 
Notaris 
yang bertindak untuk 
disebut "Penyedia". 

...... ........ f nama wakil Penyedia} 

.............. [sesuai akta notarisj 

...... .. . ..... [alamat Penyediaj 

............ .. /sesuai akta notarisj 

.... .......... [tanggal penerbitan aktaj 

.............. [nama notaris penerbit aktaj 
dan atas nama .............. fnama badan usahaj selanjutnya 

Paraf 
PPK Penycdia 
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Dan dengan memperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi; 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021; 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015; 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui 
Penyedia. 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHW A: 

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 
Pemilihan; 

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat 
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan 
Pekerjaan Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaanj sebagaimana 
diterangkan dalam dokumen kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan 
Konstruksi"; 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, 
tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis, serta telah menyetuj ui 
untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan dalam kontrak ini; 

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk 
menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili; 

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan 
penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak: 
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh 

advokat; 
2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua 
fakta dan kondisi yang terkait. 

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui 
untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi .......... ... [dii.si 
namapaket pekerjaanj dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

Paraf 
PPK Penyedia 
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Pasal 1 
ISTILAH DAN UNGKAPAN 

Peristilahan dan ungkapan dalarn Sural Perjanjian ini mcmiliki arli dan makna yang 
sama sepcrti yang tcrcantum dalarn lampiran Surat Pcrjanjian ini. 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

Ruang lingkup utama pckerjaan lerdiri dari: 
1. .............. .. 

2. .. ............ .. 
3. dst. 

Pasal 3 
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBlAYAAN DAN PEMBAYARAN 

(1) Harga kontrak lermasuk Pajak Pcrtarnbahan Nilai (PPN) yang diperoleh 
berdasarkan total harga penawaran lerkoreksi scbagaimana lcrcantum dalam 
Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp .......... .. ( ........... ditu.lis dalam 
huruf ...... .) dengan kode akun kegialan .......... ; 

(2) Kontrak ini dibiayai dari ........... fdiisi sumber pembiayaannyaj; 

(3) Pembayaran untuk konlrak ini dilakukan ke Bank ..... nomor rckcning: 
alas narna Pcnyedia : ............... . 

/Catalan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian p endanaan untuk masing­

masing Tahun Anggarannyaj 

Pasal 4 

DOKUMEN KONTRAK 

( 1) Kelengkapan dokumen-dokumen beriku t meru pakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak tcrpisahkan dari kontrak ini terdiri dari adendum Surat Pcrjanjian 
(apabila ada), Surat Perjanjian, Sural Penawaran, Daftar Kuanlilas dan Harga, 
Syaral-Syarat Umum kontrak, Syarat-Syaral Khusus kontrak bcscrta 
lampirannya berupa lampiran A (daftar harga saluan lirnpang, subpenyedia, 
personcl manajerial dan peralalan utama), lampiran B (Rcncana Kesclamatan 
Konstruksi), spesifikasi leknis, garnbar- gambar dan dokumen lainnya seperti: 
Sural Penunjukan Pcnyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pckerjaan, 
jaminan-jaminan, Berila Acara Rapal Persiapan Pcnandatanganan konlrak, 

Berila Acara Rapal Pcrsiapan Pelaksanaan kontrak. 
(2) Jika lerjadi pertentangan antara ketcntuan dalam suatu dokumen dengan 

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang bcrlaku adalah kclcntuan dalarn 
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki scbagai bcrikul: 

a. Adcndum Surat Perjanjian (apabila ada) ; 

b. Sural Perjanjian; 

Paraf 
PPK Pcnycdia 
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c. Daftar Kuantilas dan Harga (Daftar Kuanlitas dan Harga Hasil Negosiasi 
apabila ada negosiasi) ; 

d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuanlitas dan Harga Tcrkorcksi apabila 
ada Koreksi Aritmatik); 

e . 
f. 
g. 

Sura t Penawaran; 
Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 
Syarat-Syarat Umum Kontrak; 

h. spesifikasi teknis; dan 
gambar-gambar. 1. 

Pasal 5 
MASA KONTRAK 

( l) Masa kontrak adalah jangka waktu bcrlakunya kontrak ini tcrhitung sejak 
tanggal penandatanganan Kontral< sampai dcngan Tanggal Pcnyerahan Akhir 
Pekerjaan; 

(2) Masa Pelaksanaan dilenlukan dalam Syarat-Syaral Khusus Kontrak, 
dihilung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalarn SPMK sarnpai 
dengan Tanggal Penyerahan Pertarna Pekerjaan sclama...... .... (. .. dalam 
huruf .. ) hari kalcnder; 

(3) Masa Pe meliharaan ditcntukan dalam Syaral-Syaral Khusus Kontrak 
dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertarna Pekerjaan sarnpai dengan 
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (. ...... dalam huruf ..... ) hari 
kalender. 

Dengan demikian, PPK dan Penyedia te lah bersepakat unluk mcnandalangani 
kontrak ini pada langgal lersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai 
dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan di Rcpublik Indonesia dan 
dibuat dalarn 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dcngan meterai, 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mcngikal bagi para pihak, rangkap 
yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan lanpa dibubuhi melerai. 

Untuk dan atas narna 
........ ..... f diisi nama bad an usahaj 

ftanda tangan dan cap (jika salinan asli 
ini untuk PPK maka rekatkan meteraij 

[nama lenqkap[ 
[jabatanj 

Un tuk dan alas nama PPK ............ . 
fdiisi sesuai SK Pengangkatanj 

/tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 
untuk Penyedia maka rekatkan meterai)j 

[nama lenqkap[ 
NIP ........................ . 
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A.2 CONTOH SURAT PERINTAH MULA! KERJA (SPMK) PAKET PEKERJAAN 

KONSTRUKSI 

KOP SKPD 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

Nomor: ... .. ..................... [nomor suratj 
Pakct Pekerjaan: ....... ..... . ............... [nama paket pekerjaanj 

Yang berlanda tangan di bawah ini: 

...... ............. ......... . .. ......... . [nama Pejabat Pembuat Komitmen] 

......................................... [jabatan Pejabat Pembuat Komitmenj 

..... ... .. ... ....... ... ..... ............. [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmenj 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 

berdasarkan Surat Perjanjian nomor .. ... ............. .. .... . [nomor Surat Perjanjianj 
tanggal ... .......... .... ..... ..... [tanggal/bulan/tahunj, bersama ini memcrintahkan: 

.......... ....... ............................... [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksij 

..................... ......... .................. [alamat Penyedia Pelcerjaan Konstruksij 
yang dalam hal ini diwakili oleh: . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. [nama lengkap 
wakil sah badan usaha] 

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhalikan 
kelentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Macam pekerjaan: ............................. ................... ; 

2. Tanggal mulai keria: ...... . ...................................... .. . ; 

3. Syarat-syaral pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan kctcntuan 
kontrak; 

4. Waktu penyelesaian: selama ....... ....... ( ...... ................ ) [hari 
kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 
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5. Denda: Terhadap seliap hari kclerlambalan pelaksanaan/penyclcsaian 

pckerjaan Penyedia akan dikcnakan Denda Kctcrlambalan sebesar 1/ 1000 

(salu per seribu) dari Nilai Kontrak alau bagian lcrlenlu dari Nilai Kontrak 

sebclum PPN scsuai dcngan kclenluan yang lcrcantum dalam Syarat­

Syarat Khusus Kontrak. 

... . ............. , ······ ··················· 20 .... 

Unluk dan atas nama ............. .... [satuan /cerja PPKJ 
Kepala Dinas ............................ ................. . 

selaku 
Pejabat Pembuat Komilmcn 

[tanda tangan PPKJ 

............ ................ {nama lengkap PPKJ 
NIP ... ..... .............. [NIP PPK} 

Menerima dan menyetujui: 

Unluk dan a las nama ........ .. .. .... . 

[tanda tanganj 

... ............................. .fnama Zeng/cap wakil sah badan usahal 
........................ ljabatanj 
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A.3 CONTOH SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) PAKET 

PEKERJAAN KONSTRUKSI 

KOP SKPD 

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
Paket Pekerjaan: ............................ /nama paket pekerjaanj 

A. KETENTUAN UMUM 
1. Dcfinisi Istilah-istilah yang digunakan dalarn Syarat-Syaral 

Umum Kontrak sclanjulnya disebut SSUK harus 

m empunyai arti alau laf siran seperti yang 

dimaksudkan scbagai bcrikul: 

1.1 Aparat Pengawas Intern Pem erinlah yang 

sclanju tnya dis ingkal APIP adalah aparat 

yang melakukan pengawasan m elalui audit, 

rcviu , pemanta uan, evaluasi dan k egialan 

pengawasan lain terhadap p en yelen ggaraan 

tugas dan fungsi Pemerintah. 

1.2 Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan 

a dalah bagian pckerjaan ulama alau bagian 

p ck crjaan bukan utama yang ditelapkan 

scbagaimana lcrcantum dalam Dokumcn 

Pcmilihan yang p c laksanaan nya diserahkan 

k epada Pcnycdia lain (subpcnyedia ) dan 

disetujui tcrlcbih dahulu olch PPK. 

1.3 Daflar Kuantitas dan Harga a dalah daflar 

kuantitas yang telah diisi harga satuan 

dan jumlah biaya k eselu ruhan yang 

m erupakan b agian dari penawaran. 

1.4 Direksi La pangan adalah lcnaga/ tim 

pendukung yang dibentuk/ditctapkan olch 

PPK, terdiri dari 1 (sa tu) orang a tau lebih, 

untuk mcngclola administrasi Kontrak dan 

m engendalikan p claksanaan p e k erjaan. 

1.5 Harga Kontrak adalah total harga 

pelaksanaan pckcrjaan yang tercantum 

dalam Kon trak. 

1.6 Harga Pcrkiraan Scndiri yang sclanjutnya 

disingka l HPS a dalah pcrkiraan harga 

barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

1 . 7 Harga Satuan Pekerjaan yang sclanju tnya 

disingkat HSP adalah harga satu jcnis 

pckerjaan tertcnlu p er satu satuan tcrte ntu . 
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1.8 Jadwal Pclaksanaan Pckcrjaan adalah 

kerangka waklu yang sudah terinci 

berdasarkan 

dilaksanakan 

bersama dan 

Masa Pelaksanaan, setclah 

pemeriksaan lapangan 

disepakali dalam rapat 

persiapan pelaksanaan Kon lrak. 

l. 9 Kcadaan kahar adalah sualu kcadaan yang 
terjadi di luar kchcndak para pihak dalam 

Kontrak dan lidak dapal diperkirakan 

sebelumnya, schingga kewajiban yang 

dilenlukan dalam Konlrak menjadi lidak 

dapat dipenuhi. 

1.10 Kcgagalan Bangunan adalah suatu keadaan 

kerunluhan bangunan dan/ alau lidak 

berfungsinya bangunan selelah pcnyerahan 

akhir hasil Jasa konstruksi. 

1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya 

disingkal KSO adalah kerja sama usaha 

anlar Penyedia yang masing-masing pihak 

mempunyai hak kcwajiban dan langgung 

jawab yang jelas berdasarkan perjanjian 

lcrtulis. 
1.12 Konlrak Kcrja Konstruksi selanjutnya 

disebul Konlrak adalah kescluruhan 

dokumen yang mcngalur hubungan hukum 

anlara PPK dengan Penycdia dalam 

pclaksanaan jasa konsullansi konstruksi 

atau pekerjaan konstruksi. 

1. 13 Kon trak Harga Satuan ad alah Kon trak 

dengan harga saluan yang letap unluk 

seliap saluan alau unsur pckcrjaan dengan 

spesifikasi teknis lerlenlu alas penyelesaian 

seluruh pekcrjaan dalam batas waktu yang 

tclah dilelapkan, volume alau kuantilas 

pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada 

saat Kontrak dilandalangani, pembayaran 

berdasarkan hasil pengukuran bersama 

alas rcalisasi volume pekerjaan dan nilai 
akhir Kontrak diletapkan sclclah seluruh 

pekcrj aan diselesaikan. 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBN yang selanju tnya 

disingkal KPA adalah pejabal yang 

memperoleh kuasa dari PA unluk 
mclaksanakan sebagian kewenangan dan 

langgung jawab Penggunaan Anggaran pada 

Kementerian Negara/Lcmbaga yang 

bcrsangku tan. 
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1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada 

pelaksanaan APBD yang sclanju Lnya 

disingkal KPA adalah pejabal yang diberi 

kuasa un luk melaksanakan sebagian 

kewenangan Pengguna Anggaran dalam 

melaksanakan scbagian lugas dan fungsi 

Pcrangkal Daerah. 

1.16 Masa Konlrak adalah jangka waktu 

berlakunya Kontrak ini lcrhilung scjak 

tanggal penandatanganan Kontrak sampai 

dengan Tanggal Penycrahan Akhir 

Pekcrjaan. 

1.1 7 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu 

unluk melaksanakan seluruh pckerjaan 

lerhitung sejak Tanggal Mulai Kcrja sampai 

dengan Tanggal Pcnyerahan Pertama 

Pekerjaan. 

1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waklu 

untuk melaksanakan kewajiban 

pcmcliharaan oleh Pcnycdia, Lcrhilung sejak 

Tanggal Penyerahan Pertama Pekcrjaan 

sampai dcngan Tanggal Penyerahan Akhir 

Pekcrjaan. 

1.19 Mala Pembayaran Utama adalah mala 

pcmbayaran yang pokok dan penting yang 

nilai bobol kumulalifnya minimal 80% 

(delapan puluh pcrseralus) dari scluruh 

nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mala 

pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. 

1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah 

melode yang menggambarkan penguasaan 
p e nyelcsaian pekerjaan yang sistcmalis dari 

awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan 

pckerjaan utama dan uraian/cara kerja dari 

masing-masing j e nis kegiatan pekerjaan 

utama yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara teknis. 
1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pckcrjaan yang 

selanju tnya disingkat PPHP adalah Lim yang 

bertugas memeriksa administrasi hasil 

pckcrjaan Pcngadaan Barang/Jasa. 

1.22 Pejabat Pembuat Komilmen yang 

selanju tnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 

mengambil keputusan dan/atau mclakukan 

Lindakan yang dapal m engakibalkan 

pcngeluaran anggaran b elanja 

negara/ anggaran belanja daerah. 
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1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan 

alau sebagian kegiatan yang melipuli 

pembangunan, pengoperas1an, 

pemeliharaan, pembongkaran dan 

pembangunan kcmbali sualu bangunan. 

1.24 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegialan 

dalam sualu penyelcnggaraan pekerjaan 

konstruksi yang memiliki pengaruh lerbesar 

dalam mengakibalkan lerjadinya 

kelerlam balan penyelcsaian pekerjaan 

konslruksi dan secara langsung menunjang 

lerwujudnya dan berfungsinya sualu 

konslruksi sesuai perunlukannya 

sebagaimana tercantum dalam rancangan 

Kontrak. 

1.25 Pelaku Usaha adalah seliap orang 

perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan alau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama­

sama melalui perjanjian m enyeJcnggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

1.26 Pengawas Pekerjaan alau Direksi Teknis 

adalah tirn pendukung yang 

dilunjuk/ditetapkan oleh PPK yang 

bertugas un tuk mengawasi pelaksanaan 

pekerjaan. 

l.27 Pengguna Anggaran yang sclanjulnya 

disingkal PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat 

Daerah. 

1.28 Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi 

pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa 

Konslruksi yang dapal berupa Pengguna 

Anggaran, Ku asa Pengguna Anggaran, atau 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

1.29 Penyedia adalah Pelaku 

menyediakan 

Kontrak. 

barang/jasa 

Usaha yang 

berdasarkan 

1.30 Personel Manajerial adalah lenaga ahli a lau 

tenaga teknis yang dilempalkan sesuai 

penugasan pada organisasi pelaksanaan 

pekerjaan. 



2.Penerapan 
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1.31 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang 
dibcrikan kepada Pescrta pemilihan/ 
Penyedia berupa larangan mengiku ti 
Pengadaan Barang/Jasa diseluruh 
Kernen tcrian / Lembaga/ Pcrangkal Daer ah 
dalarn jangka waktu tertcntu 

1.32 Subpenyedia adalah Penyedia yang 
mengadakan perjanjian kcrja 
dcngan Penyedia penanggung 
Konlrak, unluk mclaksanakan 
pekcrjaan (subkontrak). 

lertulis 
jawab 

sebagian 

1.33 Surat Jarninan yang sclanjutnya disebul 
Jaminan adalah jaminan lcrlulis yang 
dikcluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga 
kcuangan khusus yang menjalankan usaha 
di bidang pcmbiayaan, pcnjaminan dan 
asurans1 untuk mendorong ekspor 
Indoncsia/Konsorsium Pcrusahaan 
Asuransi Umum/Konsorsium Lcmbaga 
Penjaminan/ Konsorsium Perusahaan 
Pcnjaminan sesuai dengan ketcntuan dalam 
peraturan pcrundang-undangan. 

1.33 Surat Perin lab Mulai Kerja yang 
sclanju lnya disingkal SPMK adalah sural 
yang dilerbilkan oleh PPK kepada Penyedia 
unluk memulai mclaksanakan pckcrjaan. 

1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang 
dinyatakan pada SPMK yang diterbilkan 
oleh PPK unluk memulai mclaksanakan 
pekerjaan. 

1.35 Tanggal Pcnycrahan Pcrlama Pekcrjaan 
adalah langgaJ scrah lcrima perlama 
pckerjaan sclcsai (Provisional Hand 

Over/ PHO) dinyatakan dalam Bcrita Acara 
Serah Terima Perlama Pekcrjaan yang 
diterbitkan oleh PPK. 

1.36 Tanggal Pcnyerahan Akhir Pekcrjaan adalah 
tanggal serah terima akhir pekerjaan selcsai 
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam 
Berila Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan 
yang dilerbilkan oleh PPK. 

1.37 Tenaga Kerja Konslruksi adalah lenaga 
kerja yang bckcrja di scklor konslruksi 
yang mclipu ti ahli, leknisi alau analis dan 
operator. 

SSUK diterapkan secara luas dalam pclaksanaan 
Pckerjaan Konstruksi m1 tclapi tidak dapal 
berlentangan dengan kclcnluan-kelenluan dalam 

Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi 

berdasarkan uru tan hierarki dalam Surat 

Perjanjian. 



3.Bahasa dan Hukum 

4. Korespondensi 

5. Wakil Sah Para Pihak 

6. Larangan Korupsi, 
Kolusi dan 
Nepotisme (KKN), 
Penyalahgunaan 
Wewenang 
Penipuan 

serta 

3.1 
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Bahasa Kontrak harus dalam bahasa 
Indonesia. 

3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak 
asing harus dibual dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa lnggris. Dalarn hal terjadi 
perselisihan dengan pihak asing digunakan 
Kontrak dalam bahasa Indonesia. 

3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum 

4.1 

yang berlaku di Indonesia. 
Semua korespondcnsi dapat berbenluk sural, 
e-mail dan/ alau faksimile dengan alamat 
lujuan para pihak yang lcrcanlurn dalam 
SSKK; 

4.2 Semua pembcrilahuan, permohonan, atau 
persetujuan berdasarkan Konlrak ini harus 

dibuat secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia dan dianggap lclah diberilahukan 
jika lclah disampaikan secara langsung 

kepada W akil Sah Para Pihak dalam SSKK, 
atau jika disampaikan mclalui surat 

lcrcatat dan/ alau faksimile dilujukan ke 

5.1 
alamal yang tercan tum dalam SSKK. 
Scliap lindakan yang disyaralkan atau 
diperbolehkan untuk dilakukan dan seliap 

dokumcn yang disyaralkan a tau 
diperbolehkan untuk dibual b e rdasarkan 
Konlrak ini oleh PPK a tau Penyedia hanya 

dapat dilakukan atau dibuat olch Wakil Sah 
Para Pihak alau pejabal yang discbulkan 
dalam SSKK. 

5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak dialur 
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak 
dan harus disampaikan kepada masing­

masing pihak. 
5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan 

ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK, maka selain 

6.1 

melaksanakan 
Kontrak dan 

pekerjaan, 

pengelolaan administrasi 

pcngendalian pclaksanaan 
Dircksi Lapangan juga 

melaksanakan pendclegasian sesuai dengan 
pelimpahan dari Pengguna Jasa. 

Bcrdasarkan clika pengadaan barang/jasa 

pemcrintah, para pihak dilarang unluk: 

a. Menawarkan, menerima atau 

menjanjikan untuk membcri atau 

menerima hadiah atau imbalan berupa 

apa saja alau melakukan tindakan 

lainnya unluk mcmpengaruhi siapapun 

yang diketahui alau patu l dapal diduga 

bcrkailan dengan pengadaan ini; 



7. Asal Malcrial/Bahan 
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b. Mendorong lerjadinya persaingan lidak 

sehat; dan / a tau 

c. Membual dan/ a tau menyampaikan 

sccara tidak benar dokumen dan/atau 

keterangan lain yang disyaratkan unluk 

penyusunan dan pelaksanaan Kontrak 

IUl. 

6.2 Pcnyedia menjamin bahwa yang 
bersangkutan termasuk semua anggola 
KSO (apabila bcrbcnluk KSO) dan 
subpenyedianya Uika ada) tidak pernah dan 
tidak akan mclakukan tindakan yang 
dilarang pad a pasal 6. l di alas. 

6.3 Penyedia yang menurul pcnilaian PPK 
lcrbukli melakukan larangan-larangan di 
alas dapat dikcnakan sanksi-sanksi 
administratif oleh PPK scbagai berikul: 
a. Pemulusan Konlrak; 
b. Jaminan Pelaksanaan d.icairkan dan 

disetorkan sebagaimana dilclapkan 
dalam SSKK; 

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh 
Penyedia atau Jaminan Uang Muka 
dicairkan dan diselorkan sebagaimana 
dilclapkan dalam SSKK; dan 

d. Pcngcnaan Sanksi Daftar Hitam. 
/catatan: pengenaan Sanksi Daft.ar Hitam 
ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK. 
PAI KPA menyampaikan dokumen 
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada: 
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi 

Daft.ar Hitam; dan 
2) unit kerja yang melaksanakan fangsi 

lay a nan pengadaan secara 
elektronik, untuk ditayangkan dalam 
Daft.ar Hitam Nasional/ 

6.4 Pengenaan sanksi adminislrasi di alas 
dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA. 

6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan 
dikcnakan sanksi bcrdasarkan kelcnluan 

7.1 

pcraturan pcrundang-undangan. 

Penyedia harus mcnyampaikan asal 

material/bahan yang terdiri dari rincian 

komponen dalam negeri dan komponen 

impor selama pelaksanaan pekcrjaan 

kcpada PPK. 
7.2 Asal material/bahan merupakan tempal 

matcrial/bahan dipcroleh, anlara lain 

tern pat matcrial/bahan di lam bang, 

tumbuh, alau diproduksi. 



8. Pembukuan 

9. Perpajakan 

10. Pcngalihan 

Seluruh Kon lrak 

11. Pengabaian 

12. Penyedia Mandiri 

13. KSO 

14. Pengawasan 

Pclaksanaan 

Pckcrjaan 
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7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman 
dan pcngangkutan material/bahan mematuhi 
peraturan pcrundangan tcrkait bcban dan 
dimcnsi kcndaraan. 

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencalalan 
keuangan yang akurat dan sistcmatis sehu bu ngan 
dengan pclaksanaan pekerjaan ini berdasarkan 
standar akuntansi yang berlaku. 
Penyedia, Subpcnyedia Uika ada) dan Tenaga Kcrja 
Konslruksi yang bcrsangkutan bcrkcwajiban untuk 
membayar semua pajak, bea, rctribusi dan 
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan 
pcrpajakan alas pelaksanaan Konlrak ini. Semua 
pengcluaran pcrpajakan m1 dianggap tclah 
termasuk dalam Harga Kontrak. 
10.1 Pcngalihan seluruh Konlrak hanya 

diperbolchkan dalam haJ pcrgantian nama 
Pcnycdia, baik scbagai akibat pelcbu ran 
(merger) maupun akibal lainnya. 

10.2 Jika kctenluan di atas dilanggar maka 
Konlrak dipuluskan sepihak olch PPK dan 
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana 
diatur daJam pasaJ 44.2. 

Jika tcrjadi pcngabaian olch satu pihak terhadap 
pclanggaran kclenluan lcrlcnlu Konlrak oleh pihak 
yang lain maka pengabaian terse bu L Lidak mcnjadi 
pengabaian yang terus-menerus sclama Masa 
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian 
terhadap pclanggaran kclenluan yang lain. 
Pcngabaian hanya dapat mcngikal jika dapat 
dibuklikan secara Lerlulis dan dilandalangani olch 
Wakil Sah Pihak yang mclaku kan pengabaian. 
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bcrlanggung 
jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konslruksi dan 
su bpenycdianya Uika ada) serta pckerjaan yang 
dilakukan olch mcrcka. 
KSO mcmbcri kuasa kcpada salah salu anggola 
yang discbul dalam Surat Pcrjanjian untuk 
bertindak atas nama KSO dalam pclaksanaan hak 
dan kewajiban Lerhadap PPK bcrdasarkan Konlrak 
1n1. 

14.1 PPK menelapkan Pengawas Pckerjaan (Dircksi 
Teknis) untuk melakukan pengawasan 
pelaksanaan pckerjaan scsuai Kontrak ini. 
Pengawas Pekcrjaan dapat bcrasal dari 
personcl PPK/Pengguna Jasa alau Pcnycdia 
Jasa Pcngawasan (Konsullan Pengawas). 

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas 
Pekcrjaan bertindak profesional. Jika 
tercantum dalarn SSKK, Pcngawas Pekerjaan 
yang berasal dari Personcl PPK dapat 
berlindak sebagai Wakil Sah PPK. 



15. Tugas dan 
Wewenang 
Pengawas 
Pekcrjaan 
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15.1 Semua gambar dan rcncana kcrja yang 
digunakan dalam pclaksanaan pekerjaan 

sesuai Kontrak, unluk pekerjaan permancn 
maupun pckerjaan scmenlara mcndapalkan 

pcrsclujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai 
pclimpahan wewenang dari Pcngguna 

15.2 
Jasa/PPK. 
Jika dalam pelaksanaan pckerjaan m1 

dipcrlukan terlebih dahulu ada pekerjaan 
semcntara yang tidak Lercanlum dalam 
Daftar Kuanlitas dan I-larga di dalam Konlrak 
maka Penyedia bcrkewajiban untuk 

menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan 
pekcrjaan sementara lersebut untuk 

mendapatkan pcrnyalaan Lidak 
bcrkcberalan (no objection) unluk 
dilaksanakan dari Pcngawas Pckcrjaan. 

Pernyalaan tidak bcrkcbcratan alas rencana 
pekcrjaan semenlara ini Lidak melcpaskan 
Pcnyedia dari langgung jawabnya sesuai 
Konlrak. 

15.3 Pengawas Pckcrjaan mclaksanakan Lugas 
dan wewenang paling scdikil meliputi: 

a. Mengcvaluasi dan menyetujui rcncana 

mutu pckerjaan konstruksi Pcnycdia Jasa 
pclaksana konslruksi; 

b. Mcmbcrikan ijin dimulainya setiap 

tahapan pekerjaan; 
c. Memeriksa dan mcnyetujui kcmajuan 

pclaksanaan Pckcrjaan Konstruksi 

scsua.i dcngan ketentuan dalam 

Kontrak; 
d. Memeriksa dan menilai mutu dan 

keselamatan konslruksi tcrhadap hasil 

akhir pckcrj aan; 
c. Mcnghentikan setiap pckcrjaan yang 

tidak mcmcnuhi pcrsyaralan ; 
f. Bertanggung jawab terhadap hasil 

pclaksanaan Pekerjaan Konstruksi 

scsuai tu gas dan tanggung jawabnya; 
g. Memberikan laporan secara pcriodik 

kepada PPK scsuai dengan kelcntuan 

dalam Kontrak. 
15.4 Dalam hal Pcngawas Pckcrjaan 

melaksanakan tu gas dan wewenang 
scbagaimana yang dimaksud pada pasal 
] 5.3 yang akan mempcngaruhi ketentuan 

alau persyaratan dalam Konlrak maka 
Pengawas Pekerjaan terlcbih dahulu 

mendapatkan persctujuan dari PPK. 



16. Penemuan­
Pcnemuan 

1 7. Akscs ke Lokasi 
Kerja 
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15.5 Penyedia bcrkewajiban untuk melaksanakan 

pcrintah Pengawas Pckerjaan yang scsuai 

dcngan kewenangan Pengawas Pekerjaan 
dalam Kon trak ini. 

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan 

kepada pihak yang berwenang semua penemuan 

benda/barang yang mempunyai nilai sejarah alau 
penemuan kekayaan di lokasi pekcrjaan yang 
menurut pcraturan perundang-undangan dikuasai 
oleh negara. 

1 7.1 Penyedia bcrkewajiban untuk menjamin 
akscs PPK, W akil Sah PPK, Pengawas 
Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapal 

izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi 

lainnya dimana pekerjaan ini scdang alau 
akan dilaksanakan. 

17.2 Pcnyedia harus dianggap telah mene.rima 

kelayakan dan ketcrsediaan jalur akses 
menuju lapangan. Penycdia harus bcrupaya 
mcnjaga scliap jalan atau jembalan dari 

kerusakan akibat pcnggunaan/lalu linlas 
Pcnyedia atau akibal personcl Pcnyedia. 

Kecuali ditenlukan lain maka: 
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas 

pemeliharaan yang mungkin diperlukan 
akibat pcnggunaan jalur akses; 

b. Penyedia harus mcnycdiakan ram bu 

alau pelunjuk sepanjang jalur akses dan 
mcndapalkan pcrizinan yang mungkin 

disya.ratkan oleh oloritas lerkait untuk 
penggunaan jalur, ram bu dan pelunjuk; 

c. biaya karena kclidaklayakan alau tidak 
lersedianya jalur akses untuk digunakan 
oleh Penyedia, ha.rus dilanggung 
pcnyedia; dan 

d. PPK lidak berlanggung jawab atas klaim 

yang mungkin limbul akibal penggunaan 
jalur akses. 

17.3 Dalam hal untuk menjamin kctersediaan 
jalan akscs terscbut mcmbutuhkan biaya 

yang lebih besar da.ri biaya umum (overhead) 

dalam Penawaran Penyedia, maka PPK dapal 
mcngalokasikan biaya untuk penycdiaan 
jalur akses terscbut di dalam Harga Konlrak. 

17.4 PPK tidak bertanggung jawab alas klaim 
yang mungkin timbul selain pcnggunaan 

jaJur akses tcrsebul. 
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B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 

18. Masa Pelaksanaan 
Kontrak 

B. l Pelaksanaan Pekerjaan 
19. Penyerahan Lokasi 

Kerja 

20. Surat. Pcrinlah Mulai 
Kerja (SPMK) 

21. Rencana Mutu 
Pckerjaan Konst.ruksi 
(RMPK) 

Kontrak ini berlaku efeklif sejak penandalanganan 
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan 
Tanggal Pcnyerahan Akhir Pekcrjaan dan hak dan 
kewajiban Para Pihak yang terdapal dalam Kontrak 
sudah lcrpenuhi. 

19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan 
peninjauan lapangan bcrsama oleh para 
pihak. 

19.2 PPK berkcwajiban untuk m cnycrahkan lokasi 
kcrja scsuai dengan kebuluhan Pcnycdia yang 
tercantum dalam rencana kcrja yang Lelah 
discpakali olch para pihak dalam Rapal 
Pcrsiapan Pcnandatanganan Konlrak, untuk 
mclaksanakan pckerjaan lanpa ada hambatan 
kepada Penycdia scbclum SPMK ditcrbitkan. 

19.3 Hasil peninjauan dan pcnyerahan dituangkan 
dalam Bcrita Acara Penyerahan Lokasi Kcrja. 

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan b ersama 
dilcmukan hal-hal yang dapat mcngakibatkan 
pcrubahan isi Konlrak maka perubahan 
lcrsebut harus dituangkan dalam Bcrita Acara 
Pcnyerahan Lokasi Kerja yang selanju tnya 
akan dituangkan dalam adendum Kontrak. 

19.5 Jika PPK lidak dapal mcnycrahkan lokasi 
kcrja sesuai kebuluhan Pcnycdia yang unluk 
mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kcrja untuk 
mclaksanakan pekerjaan dan Lerbukli 
mcrupakan suatu hambalan yang disebabkan 
oleh PPK, maka kondisi ini ditetapkan sebagai 
Pcrisliwa Kompcnsasi. 

20.1 PPK mcncrbilkan SPMK paling lambal 14 (cmpal 
belas) hari k erja scjak Langgal 
pcnandatanganan Konlrak alau 14 (empa l 
bcla s) hari k e rja sejak pcnyerahan lokasi kcrja 
perlama kali. 

20.2 Dalam SPMK dicanlumkan scluruh lingkup 
pckerjaan dan Tanggal Mulai Kerja. 

21.1 Pcnyedia berkewajiban unluk 

mcmpresentasikan dan mcnycrahkan RMPK 

sebagai penjaminan dan pcngendalian mulu 

pelaksanaan pckcrjaan pada ra pal pcrsiapan 

pclaksanaan Konlrak, kcmudian dibahas dan 

disetujui oleh PPK. 

21.2 RMPK disusun paling scdikit berisi: 

a. Rcncana Pelaksanaan Pckcrjaan (Method 
Statement); 
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b. Rencana Pemeriksaan dan Pcngujian/ 
Inspection and Test Plan (ITP); 

c. Pengendalian Subpcnyedia dan Pcmasok. 
21.3 Penycdia wajib mcncrapkan dan 

mcngendalikan pclaksanaan RMPK secara 

konsisten untuk mencapai mutu yang 

dipersyaratkan pada pclaksanaan pckerjaan 
lill. 

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi 
pekerjaan. 

21 .5 Penyedia berkewajiban untuk memu takhirkan 

RMPK jika terjadi ad end um Kontrak dan/ atau 

peristiwa kompensasi. 

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan 

perkembangan kemajuan sctiap pckerjaan dan 

dampaknya terhadap penjadwalan sisa 

pekerjaan, termasuk peru baban terhadap 

urutan pekerjaan. Pe mutakhiran RMPK harus 

mendapatkan persetujuan PPK. 

21. 7 Pcrsetujuan PPK tcrhadap RMPK Lidak 

mengubah kewajiban Kontraktual Penyedia. 

22.1 Pcnyedia bcrkcwajiban untuk 

mcmpresentasikan dan menyerabkan RKK 

pada saat rapat pers1apan pclaksanaan 

Konlrak, kemudian pclaksanaan RKK dibahas 

dan disctujui olch PPK. 

22.2 Para Pihak wajib mencrapkan dan 

mengendalikan pelaksanaan RKK sccara 

konsislen. 

22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 

22.4 Penyedia bcrkcwajiban untuk memutakhirkan 

RKK scsuai dcngan kondisi pckerjaan, jika 

terjadi peru baban maka di luangkan dalam 

adendum Konlrak. 

22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapal persetujuan 

PPK. 

22.6 Persctujuan PPK tcrhadap pclaksanaan RKK 

tidak mcngubah kcwajiban Kontraktual 

Penycdia. 
23.1 Paling lambat 7 (Lujuh) hari kalender sejak 

diterbitkannya SPMK dan scbelum 

pclaksanaan pekcrjaan, PPK bersama 

dengan Penyedia, unsur pcrancangan dan 

unsur pengawasan, harus sudab 

m enyelenggarakan rap at persiapan 

pelaksanaan Kontrak. 
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23.2 Bcbcrapa hal yang dibahas dan disepakali 

dalarn rapat persiapan pclaksanaan Konlrak 

melipuli: 

a. Penerapan SMKK: 
1) RKK; 
2) RMPK; 
3) Rcncana Kcrja Pcngelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan (RKPPL) 
(apabila ada); dan 

4) Rencana Manajemen Lalu Lintas 
(RMLL) (apabila ada). 

b. Rcncana Kerja; 

c. organisasi kerja; 

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan 
termasuk permohonan pcrsctujuan 
mcmulai pekerjaan; 

c. jadwal pelaksanaan pckcrjaan, yang 
diiku li uraian ten tang metode kerja yang 
mcmpcrhatikan Keselamatan Konstruksi; 
dan 

f. hal - haJ lain yang dianggap pcrlu. 
23.3 Hasil rapat persiapan pclaksanaan Konlrak 

dituangkan dalam Berita Acara Rapal 

Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila 

dalarn rapal persiapan pelaksanaan Kontrak 

mcngakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 

harus dituangkan dalam adcndum Kontrak. 

23.4 Pada tahapan rapat pcrsiapan pclaksanaan 

Kontrak, PA/KPA dapat membcntuk 

Pejabat/Panitia Peneliti Pclaksanaan KonLrak. 

24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai 

dilaksanakan dalarn waktu 30 (liga puluh) hari 

kalcnder sejak ditcrbitkan SPMK, atau sesuai 

kebutuhan dan rcncana kcrja yang disepakati 

saal Rapat Pcrsiapan Pclaksanaan Kontrak. 

24.2 Mobilisasi dilakukan scsuai dengan lingkup 

pekerjaan, yaitu: 

a. mendatangkan 

terkait yang 

pelaksanaan 

instalasi alat; 

pcralatan-pcralatan 

dipcrlukan dalam 

pckerjaan, lcrmasuk 

b. mcmpcrsiapkan fasilitas scpcrli kanlor, 

rumah, gcdung laboralorium, bengkel, 

gudang dan sebagainya; dan/atau 

c . mcndalangkan Tenaga Kcrja Konstruksi. 

24.3 Mobilisasi peralatan dan Kcndaraan yang 

digunakan mematuhi peraturan perundangan 

terkail bcban dan dimcnsi kendaraan. 
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24.4 Mobilisasi peralalan dan Tenaga Kerja 

Konslruksi dapal dilakukan secara berlahap 

sesuai dcngan kebuluhan. 

25.1 Pada Lahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK 

dan Pengawas Pekerjaan bersarna-sama 

dengan Penyedia melakukan pengukuran dan 

pemcriksaan detail terhadap kondisi lokasi 

pekerjaan untuk sctiap rencana mata 

pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi dan 

Peralatan Utama (Mutual Check 0% ). 

25.2 Hasil pemeriksaan bersama diluangkan dalarn 

Berila Acara. Apabila dalam pcngukuran/ 

pemeriksaan bersarna mengakibatkan 

peru bahan 1s1 Kon lrak, maka harus 
diluangkan dalam adendum Konlrak. 

25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama 

Tenaga Kerja Konslruksi dan/alau Peralalan 

Utama mengikuli kelenluan pasal 67 dan 68. 

26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia 

berkewaji ban mengu tamakan male rial/ bah an 

produksi dalam negeri dan tcnaga kerja 

Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan 

di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan 

pada saal penawaran. 

26.2 Dalam pclaksanaan 

bahan baku, Tenaga 

Pekerjaan Konstruksi, 

Kerja Konslruksi dan 

perangkal lunak yang digunakan mengacu 

kepada dokumen: 

a. Formulir rekapilulasi perhilungan 

Tingkal Komponen Dalam Negeri (TKDN) , 

untuk Pcnyedia yang mendapal 

preferensi harga; dan 

b. Daftar barang yang diimpor, untuk 

barang yang diimpor. 

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan 

dilemukan kelidakscsuaian dengan dokumcn 

pada pasal 26.2, maka akan dikcnakan sanksi 

sesuai peraluran perundangan yang berlaku. 

27 .1 Keeuali Kontrak dipu tuskan lebih awal, Penyedia 

berkewajiban unluk memulai pelaksanaan 

pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan 

melaksanakan pekcrjaan sesuai dengan RMPK, 

serta menyelesaikan pckerjaan paling lambat 

selama Masa Pclaksanaan yang dinyatakan 

dalam SSKK. 
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27 .2 Apabila Penycdia berpendapat tidak dapat 

m enyelcsaikan pekerjaan sesuai Masa 

Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya 

yang dapat dibuktikan dcmikian dan Pcnyedia 

telah melaporkan kejadian tcrsebut kepada 

PPK, dengan discrtai bukti-bukti yang dapal 

disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan 

peristiwa kompcnsasi dan melakukan 

penjadwalan kcrnbali pelaksanaan tugas 

Pcnyedia dengan membuat adendum kontrak. 

27.3 Jika pekerjaan tidak selesai scsuai Masa 

Pclaksanaan bukan akibat keadaan kahar atau 

Peristiwa Kompcnsasi atau karena kesalahan 

atau kelalaian Pcnyedia maka Penycdia 

dikenakan denda. 

27.4 Apabila diberlakukan serah tcrima scbagian 

pckcrjaan (sccara parsial), Masa Pclaksanaan 

dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebul 

sesuai dengan SSKK. 

27 .5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah 

bagian pekerjaan yang Lelah ditetapkan dalarn 

Dokumen Pemilihan. 

Pcngawas Pekerjaan dapat rnemerinlahkan secara 

tertulis Penyedia untuk mcnunda pclaksanaan 

pckerjaan. Setiap pcrintah pcnundaan ini harus 

segcra ditembuskan kepada PPK. 

29.1 Pcngawas Pekerjaan alau Penyedia dapal 

menyclenggarakan rapat peman tau an dan 

meminta satu sarna lain untuk menghadiri 

rapat terse but. Ra pal pcrnantauan 

d iselenggarakan untuk membahas 

perkembangan pekerjaan dan perencanaan 

atas s1sa pekerjaan serta untuk 

mcnindaklanjuti pcringatan dini. 

29.2 Hasil r apal pemantauan akan dituangkan oleh 

Pengawas Pckerjaan dalam beri la acara rapal 

dan rekarnannya discrahkan kepada PPK dan 

pihak-pihak yang mcnghadiri rapat. 

29 .3 Mengenai hal-hal dalam rapal yang perlu 

diputuskan, Pengawas Pekcrjaan dapat 

mcmu tuskan baik dalarn rapat atau setelah 

rapat melalui pernyataan Lcrlulis kepada 

scmua pihak yang mcnghadiri rapat. 
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30.1 Pcnycdia berkewajiban untuk 

memperingatkan scdini mungkin Pcngawas 

Pekcrjaan atas peristiwa atau kondisi tertenlu 

yang dapal mcmpengaruhi mutu pekerjaan, 

menaikkan Harga Kontrak atau menunda 

pcnyelcsaian pckcrjaan. Pengawas Pekcrjaan 

dapal mcmcrinlahkan Penyedia untuk 

menyampaikan secara lertulis perkiraan 

darnpak peristiwa atau kondisi Lersebu l di atas 

tcrhadap Harga Kon Lrak dan Masa 

Pclaksanaan. Pernyalaan p crkiraan ini harus 

scsegera mungkin disampaikan olch Penycdia. 

30.2 Penycdia berkewajiban untuk bekerja sama 

dengan Pengawas Pckcrjaan untuk mcncegah 

alau mcngurangi dampak p cristiwa atau 

kondisi lersebu l. 

31.1 Apabila Penycdia terlarnbat melaksanakan 
pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus 
mcmbcrikan pcringatan sccara lcrtulis atau 
memberlakukan ketentuan Kontrak krilis. 

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 

a. Dalam pcriode I (rencana fisik pclaksanaan 
0% - 70% dari Kontrak) , sclisih kclcrlambatan 

anlara rcalisasi fisik pelaksanaan dcngan 
rencana lebih besar 10%; 

b. Dalam pcriodc II (rcncana fisik pclaksanaan 
70% 100% dari Konlrak) , selisih 
ketcrlambalan antara rcalisasi fisik 
pelaksanaan dcngan rencana lebih besar 5%; 

c. Dalarn periode II (rcncana fisik pelaksanaan 
70% 100% dari Kontrak), selisih 
kelerlambatan antara rcalisasi fisik 
pelaksanaan dengan rcncana pelaksanaan 
kurang dari 5% dan akan m elampaui tahun 

anggaran bcrjalan. 
31.3 Penanganan Kontrak krilis dilakukan dcngan 

rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) 

a. pada saat Kontrak dinyatakan kritis, 
Pcngawas Pekerjaan memberikan 
pcringatan sccara tertulis kcpada penyedia 
dan selanjulnya m enyclcnggarakan Rapa t 

Pembuktian (SCM) Tahap I. 
b. dalarn SCM Tahap I, PPK, Pcngawas Pekcrjaan 

clan Penyedia mcmbahas dan menycpakali 
besaran kcmajuan fisik yang harus dicapai 
oleh Pcnyedia dalam periodc waJ<:tu lertentu 

(uji coba pcrtama) yang dituangkan dalam 

Serita Acara SCM Tahap I. 
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c. apabila Penyedia gagal pada uji coba 
pertama, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis l dan harus 
disclenggarakan SCM Tahap II yang 
membahas dan mcnycpakati bcsaran 
kcmajuan fisik yang harus dicapai olch 
Penycdia dalam waktu lerlenlu (uji cob a 
kcdua) yang dituangkan dalam Bcrita Acara 
SCM Tahap II. 

d. apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, 
maka PPK menerbitkan Surat Peringatan 
Kontrak Kritis II dan harus diselcnggarakan 
SCM Tahap III yang m embahas dan 
mcnyepakati besaran kemajuan fisik yang 
harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu 
tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan 
dalam Berita Acara SCM Tahap III. 

c. apabila Pcnycdia gagal pada uji coba kctiga, 
maka PPK mcnerbilkan Surat Peringatan 
Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan 
pemutusan Kontrak secara sepihak d engan 
mengesampingkan Pasal 1266 clan 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Perd a ta. 

f. apabila uji coba bcrhasil , namun pada 
pelaksanaan pekerjaan selanju tnya Kontrak 
dinyatakan kritis lagi maka berlaku 
ketentuan SCM dari awal. 

32.1 Dalarn hal diperkirakan Penyedia gagal 

menyelesaikan pckcrjaan sampru Masa 

Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai 

bahwa Penyedia mampu mcnyelesaikan 

pekcrjaan, PPK da pat mcmbcrikan kescmpalan 

kcpada 

pekcrjaan. 

Pcnycdia unluk men yclcsaikan 

32.2 Pemberian kesempalan kepada Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam 

adcndum Kontrak yang didalamnya mcngatur: 

a. waktu pcmberian kcscmpatan 

penyelesaian p ckcrj aan; 

b. pengcnaan sanksi denda k ctcrlam batan 

kepada Penyedia; 

c. perpanJangan masa bcrlaku Jaminan 

Pelaksanaan; dan 

d. sumbcr dana untuk membiayai 

penyelesaian sisa pekerjaan yang akan 

dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya 

dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikulnya, 

apabila pembcrian kescmpatan mclampaui 

Tahun Anggaran. 
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32.3 Pemberian kesempatan kepada Penycdia 

mcnyelesaikan pekcrjaan sampai dengan 50 

(lima puluh) hari kalender, sejak Masa 

Pclaksanaan bcrakhir. 

32.4 Pembcrian kcsempatan kepada Penyedia 
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 

melampaui Tahun Anggaran. 

33.1 Sctelah pekerjaan dan / atau bagian pckcrjaan 
selcsai, sesuai dengan ketcntuan dalam 
Kon trak, Penyedia mcngajukan perminLaan 
sccara Lcrtulis kcpada PPK untuk scrah Lcrima 
perlama pekerjaan. 

33.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan 
untuk melakukan pemcriksaan terhadap hasi1 
pekcrjaan. 

33.3 Pcmcriksaan dan/atau pengujian dilakukan 
tcrhadap kesesuaian hasil pckcrjaan tcrhadap 
kriLcria/ spcsifikasi yang Lcrcan Lum dalam 
Kontrak. 

33.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan 
disampaikan kepada PPK, apabila dalam 
pemcriksaan hasil pekerjaan Lidak sesuru 
dcngan keLenLuan yang LercanLum dalam 
Konlrak dan/atau cacaL hasil pekcrjaan, PPK 
memcrintahkan Pcnyedia untuk memperbaiki 
dan/atau melcngkapi kekurangan pckerjaan . 

33.5 Apabila dalam pcmcriksaan dan/ atau 
pcngujian hasil pekcrjaan Lelah scsuai dengan 
ketenLuan yang tercan Lum dalam Kontrak 
maka PPK dan Pcnyedia menandatangani 
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan. 

33.6 Pcmbayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan 
puluh lima persen) dari Harga Konlrak, 
sedangkan yang 5% (lima pcrscn) m erupakan 
rctensi selama masa pemeliharaan, atau 
pembayaran dilakukan sebcsar 100% (seraLus 
pcrscn) dari Harga Kon trak dan Pcnyedia 
harus menycrahkan Jaminan Pemeliharaan 
sebesar 5% (lima pcrscn) dari Harga Kontrak. 

33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan 
selama Masa Pemeliharaan schingga kondisi 
tctap seperLi pada saal penyerahan pertama 
pekcrjaan. 

33.8 Masa Pcmcliharaan paling singkal untuk 
pekcrjaan permancn selama 6 (enam) bulan, 
sedangkan untuk pckerjaan semi permanen 
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui 
Tahun Anggaran. Lamanya Masa 
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. 
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33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia 
mengajukan permintaan secara tert-ulis 

kepada PPK untuk penyerahan akhir pckerjaan. 
33.10 PPK setclah menerima pengajuan sebagaimana 

pasal 33.9 memcrintahkan Pengawas Pekerjaan 

untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian 

apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan. 
33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, 

Penyedia tclah melaksanakan scmua 
kewajibannya sclama Masa Pemeliharaan 
dengan baik dan tclah sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak 
maka PPK dan Penyedia menandatangani 

Serita Acara Serah Terima Akhir Pckerjaan. 

33.12 PPK wajib mclakukan pembayaran sisa Harga 

Kontrak yang belum dibayar a tau 

mengembalikan Jaminan Pemcliharaan. 

33.13 Apabila Penyedia lidak melal<Sanakan kewajiban 

pemeliharaan sebagaimana mcslinya, maka 

Kontrak dapal diput-uskan sepihak olch PPK 

dan Penycdia dikcnakan sanksi scbagaimana 

dialur dalam pasal 44.3. 

33.14 Setclah penandatanganan Serita Acara Scrah 

Terima Akhir Pekerjaan, PPK m cnyerahkan hasil 

pckerjaan kepada PA/KPA. 

33.15 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan 

pcmeriksaan administratif lcrhadap hasil 

pckerjaan yang diserah tcrimakan. 

33.16 PPHP melakukan pe meriksaan administratif 

proses pengadaan barang/jasa sejak 

perencanaan pcngadaan sampai dengan serah 

terima hasil pekcrjaan, melipu ti dokumen 

program/penganggaran, sural penelapan PPK, 

dokumen perencanaan pcngadaan , RUP/SIRUP, 

dokumen pers1apan pengadaan, dokumen 

pemilihan Penycdia, dokumen Konlrak dan 

perubahannya serta pengendaliannya dan 

dokumen serah terima hasil pekerjaan. 

33.17 Apabila hasil pemeriksaan administrasi 

ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 

PPHP melalui PA/KPA m emerintahkan PPK 

untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi 

kckurangan dokumen adminislratif 

33.18 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan 

dalam Serita Acara. 

33. 1 9 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan 

perbagian pckerjaan (secara parsial) yang 

kctcntuannya ditetapkan dalam SSKK. 
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33.20 Bagian pekerjaan yang dapal dilakukan scrah 

tcrirna pekerjaan scbagian alau sccara parsial 

yaitu: 

a. bagian pckcrjaan yang t idak tergantung 

salu sama lain; dan 

b. bagian pckcrjaan yang fungsinya lidak 

lcrkail salu sama lain dalam pcncapaian 

kincrja pekcrjaan. 

33.21 Dalam hal dilakukan scrah lcrima pckerjaan 

secara parsial, maka cara pembayaran, 

ketenluan denda dan kewajiban pemeliharaan 

lcrsebut di alas disesuaikan. 

33.22 Kewajiban pcmeliharaan di perhitungkan 

setclah serah terima pcrlama pckerjaan untuk 

bagian pckcrjaan (PHO parsial) tcrscbut 

dilaksanakan sarn pa.I M asa Pcmcliharaan 

bagian pekerjaan terse bu l berakhir 

sebagaimana yang lercantum dalam SSKK. 

33.23 Scrah lcrima pcrlama pckcrjaan untuk bagian 

pckerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam 

Seri ta Acara. 

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan 

dalam jangka waklu lcrlenlu sclclah dikeluarkan surat 

kelcrangan selesai/ pcngakhiran pckcrjaan. 

33.24 Penycdia djwajibkan mcmbcrikan kcpada PPK 

Garn.bar As-Built dan pcdoman pcngopcrasian 

dan pcrawatan/ pcmeliharaan sesuai dengan 

SSKK. 

33.25 Apabila Penyedia tidak mcmberikan pedoman 

pengoperasian dan perawalan / pemeliharaan, 

PPK berhak mcnahan uang relensi alau 

Jarninan Pcmeliharaan. 

36.1 Konlrak hanya dapal diu bah melalui adcndum 

Kontrak. 
36.2 Perubahan Konlrak dapal dilaksanakan 

apabila disctujui oleh para pihak, yang 

diilibatkan bebcrapa hal bcrikul meliputi: 

a. perubahan pekcrjaan; 

b. perubahan Harga Kontrak; 

c. perubahan jadwal pclaksanaan pekcrjaan 

dan/atau Masa Pelaksanaan; 

d. perubahan person el manajcrial dan/ atau 

peralatan utama; dan/alau 

c. perubahan Kontrak yang disebab-

kan masalah administrasi. 
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36.3 Untuk kepentingan perubahan Konlrak, PPK 

dapat meminta pertimbangan dari Pcngawas 

Pckerjaan dan Panitia Pcncliti Pelaksanaan 

Konlrak. 

36.4 Pcjabat/Panitia Pcncliti Pela.ksanaan Kontrak 

mencliti kelayakan pcrubahan Konlrak. 

37 .1 Dalarn hal terdapat perbedaan an Lara kondisi 
lapangan pada saat pclaksanaan dcngan 
gambar dan/ atau spesifikasi tcknis yang 
ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK 
bersama Penycd.ia dapat mclakukan pcrubahan 
pekcrjaan, yang mclipu Li: 

a. menambah atau mengurangi volume yang 
lercantum dalam Konlrak; 

b. menambah dan/atau mcngurangijenis 
kegiatan/ pckcrjaan; 

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau 
gambar pekerjaan; dan/atau 

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 
37 .2 Dalam hal tidak lcrjadi perubahan kondisi 

lapangan sepcrti yang dimaksud pada pasal 37.1 
namun ada perinlah pcrubahan dari PPK, PPK 
bersama Pcnyedia dapal mcnycpakati 
perubahan pekcrjaan yang meliputi: 

a. mcnambah dan/ atau mcngurang1 
jenis kcgialan/pckcrjaan; 

b. mengu bah spcsifikasi leknis 
dan/atau gambar pckcrjaan; dan/atau 

c. mengubah jadwal pclaksanaan pekerjaan. 
37.3 Perintah perubahan pckcrjaan dibuat oleh PPK 

secara tertulis kcpada Penycdia kcmudian 
dilanju tkan dengan negosiasi lcknis dan 
h arga dengan tetap mcngacu pada 
kctentuan yang tercanlum dalam konlrak 
awal. 

37.4 Hasil ncgosiasi terse bu l dituangkan dalam 
Serita Acara sebagai dasar penyusunan 
adendum kontrak. 

37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, 
perubahan kontrak dilaksanakan dcngan 
ketcntuan penambahan Harga Kontrak akhir 
tidak melebihi 10% (scpuluh perseratus) dari 
harga yang lcrcantum dalam Kontrak awal 
dan tersedianya anggaran. 

38.1 Pcrubahan Harga Konlrak dapat diakibatkan 

oleh: 

a. perubahan pckcrjaan; 
b. penyesuaian harga; dan/ alau 
c . Pcristiwa Kompcnsasi. 
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38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama 

yang akan dilaksanakan berubah akibat 

perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh 

perseratus) 

pembayaran 

dari kuanlitas awal, 

volume selanju tnya 

maka 

dengan 
rnenggunakan harga saluan yang disesuaikan 
dengan negosiasi. 

38.3 Apabila dari basil evaluasi penawaran lcrdapal 
harga saluan timpang, maka harga saluan 

timpang terscbut hanya bcrlaku unluk 

kuanlilas pekcrjaan yang tercanlum dalam 

Dokumcn Pemilihan. Unluk kuanlilas 
pekcrjaan Lambahan digunakan harga saluan 
berdasarkan basil ncgosiasi. 

38.4 Apabila ada daflar mala pcmbayaran yang 

masuk kalegori harga satuan timpang, maka 

dicantumkan dalam Lampiran A SSKKK. 
38.5 Apabila diperlukan mata pcmbayaran baru, 

maka Pcnyedia jasa harus mcnyerahkan 

rincian harga saluannya kepada PPK. 

Penentuan harga satuan mala pcmbayaran 
baru dilakukan dengan ncgosiasi. 

38.6 Ketcntuan pcnggunaan rumusan pcnyesuaian 
harga adalah sebagai beriku L: 

a) Harga yang tcrcantum dalam Konlrak 

dapal berubah akibal adanya 
penyesuaian harga sesuai dengan 

peratu ran yang berlaku; 

b) penyesuaian harga diberlakukan pada 
Kontrak Tahun Jamak dcngan yang masa 

pelaksanaannya lcbih dari 18 (delapan 
belas) bulan; 

c) pcnycsuaian harga saluan diberlakukan 
mulai bulan ke-13 (tiga bclas) scjak 

pclaksanaan pekerjaan; 

d) penyesuaian harga saluan berlaku bagi 
seluruh kcgiatan/mata pcmbayaran, 
kecuali komponen keuntungan, biaya 
lidak langsung ( overhead cost) dan harga 

saluan limpang scbagaimana Lcrcanlum 

dalam penawaran; 
e) pcnyesuaian harga satuan diberlakukan 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang 
tercantum dalam Kontrak awal/ ad end um 

Kontrak; 
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen 

pekerjaan yang berasal dari luar negeri, 

menggunakan indeks pcnyesuaian harga 

dari negara asal barang tersebut; 
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g) jenis pckerjaan baru dcngan harga satuan 
baru scbagai akibat adanya adendum 
Konlrak dapat diberikan penyesuaian 
harga mulai bulan ke-13 (Liga belas) sejak 
ad end um Konlrak lerscbul 

di land alangani; 
h) indeks yang digunakan dalam 

pelaksanaan Kontrak terlambal 
disebabkan oleh kcsalahan Pcnycdia 
adalah indeks lcrendah anlara jadwal 
Konlrak dan realisasi pekcrjaan; 

i) Jems pekerjaan yang lebih cepat 
pelaksanaannya diberlakukan 
penycsuaian harga berdasarkan indeks 
harga pada saat pelaksanaan. 

38.7 Ketentuan lebih lanju t terkaiL pcnycsuaian 
harga diat.ur dalam SSKK. 

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat. Peristiwa 
Kompensasi mengacu pada pasal Pcrisliwa 
Kompcnsasi. 

39. Perubahan Jadwal 39.1 Pcrubahan jadwal pclaksanaan pekcrjaan 

Pelaksanaan dapat diakibatkan oleh: 
Pekerjaan dan/atau 
Masa Pelaksanaan 

a. pcrubahan pekcrjaan; 

b . perpanjangan masa pelaksanaan; dan/alau 

c. Perisliwa Kompensasi. 

39.2 Perpanjangan masa pelaksanaan dapal 

dibcrikan olch PPK alas pcrlimbangan yang 

layak dan wajar unluk hal-hal sebagai berikut: 

a. perubahan pekerjaan; 

b. perisliwa kompensasi; dan/alau 

c. kcadaan kahar. 

39.3 Masa pclaksanaan dapat diperpanjang paling 

kurang sama dengan waklu terhentinya 

konlrak akibat kcadaan kahar alau waktu 

yang dipcrlukan unluk mcnyelesaikan 

pekcrjaan akibat dari kelenluan pada pasal 

37.2 huruf a alau b. 

39.4 PPK dapal menyctujui perpanjangan masa 

pelaksanaan alas Kon Lrak sctclah mclakukan 

pcnelitian terhadap usulan tertulis yang 

diajukan oleh Pe nyedia dalam jangka waktu 

sesuru. pcrtimbangan yang waJar setelah 

Penyedia meminta perpanj angan. Jika 

Penyedia lalai unluk mcmbcrikan peringalan 

dini alas kelerlambatan at.au Lidak dapat 

bekcrja sama unluk mencegah kelerlambalan 

sesegera mungkin, maka kctcrlambalan 

seperti ini t.idak dapal dijadikan alasan untuk 

memperpanjang Masa Pelaksanaan. 
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39.5 PPK bcrdasarkan perlimbangan Pcngawas 
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak harus telah mcnctapkan ada 
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa 
lama. 

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan 
dan/ a tau pcrpanjangan Masa Pelaksanaan 
dituangkan dalam Adcndum Kontrak. 

39.7 Jika tcrjadi Peristiwa Kompcnsasi schingga 
penyelesaian pekcrjaan akan melampaui Masa 
Pclaksanaan maka Pcnyedia bcrhak untuk 
meminta pcrpanjangan masa pclaksanaan 
bcrdasarkan data pcnunjang. PPK 
bcrdasarkan pcrtimbangan Pcngawas 
Pckcrjaan mcmperpanjang masa pclaksanaan 
secara tertulis. Perpanjangan Masa 
Pclaksanaan harus dilakukan melalui 
adendum Kontrak. 

40.1 Jika PPK menilai bahwa personel Manajcrial: 
1. tidak mampu atau tidak dapat mclakukan 

pekcrjaan dengan baik; 
2. tidak menerapkan prosedur SMKK dan/atau; 
3. mengabaikan pckcrjaan yang mcnjadi 

tugasnya. 
Maka Penycdia berkcwajiban untuk 
menycdiakan pengganti dan penjarnin Personel 

Manajerial tersebut mcninggalkan lokasi kerja 
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalendcr scjak 

diminta oleh PPK. 
40.2 Jika PPK mcnilai bahwa Pcralatan Utama: 

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

spcsifi.kasi per ala tan; dan / a tau 
2. tidak sesuai pcraturan pcrundangan terkait 

be ban dan dirnensi kcndaraan. 
Mal<:a Penycdia bcrkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dan menjamin peralatan 
utama tcrsebut meninggalkan lokasi kerja dalarn 
waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh 

PPK 
40.3 Dalarn hal penggantian Pcrsonel manajcrial 

dan / a tau Per ala tan U tarn a pcrlu dilakukan, 
maka Pcnyedia bcrkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dcngan kualifikasi yang 
setara atau lcbih baik dari tcnaga kerja 
konstruksi dan/ atau peralatan yang digantikan 

tanpa biaya tambahan apapun. 
40.4 PPK dapat menyetujui pcnempatan/penggantian 

Pcrsoncl Manajcrial dan/atau Peralatan Utama 
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah 

mcndapat 

Pekcrjaan. 

rckomendasi dari Pcngawas 



B.5 KcadaanKahar 
41. Keadaan kahar 
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40.5 Pcrubahan Personel Manajerial dan/atau 
Peralatan Utama harus mendapat persetujuan 
lcrlcbih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam 

adcndum Kontrak. 

40.6 Biaya mobilisasi/ dcmobilisasi yang Limbul 
akibal perubahan Personel Manajerial dan/atau 
Peralatan Utama mcnjadi tanggung jawab 
Pcnyedia. 

41.1 Con toh keadaan kahar tidak tcrbalas pada: 

bencana alam, bencana non alam, bencana 

sosial, pemogokan, kcbakaran, kondisi cuaca 

ckstrem dan gangguan induslri lainnya. 

41.2 Tidak tcrmasuk kcadaan kahar adalah hal­

hal merugikan yang dise babkan oleh 

perbuatan atau kclalaian para pihak. 

41.3 Dalam hal Lcrjadi kcadaan kahar, PPK atau 

Pcnycdia mcmbcritahukan Lcntang Lcrjadinya 

kcadaan kahar kcpada salah satu pihak 

secara tcrtulis dengan kelentuan : 

a. dalam waktu paling lambal 14 (empal 

belas) hari kalender sejak menyadari atau 

scharusnya menyadari alas kejadian atau 

lcrjadinya keadaan kahar; 

b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan 

c. menyerahkan hasiJ idcntifikasi kewajiban 

dan kinerja pelaksanaan yang tcrhambat 

dan/atau akan tcrhambal akibat kcadaan 

kahar tersebut. 

41.4 Bukti kcadaan kahar dapat bcrupa: 

d. pernyataan yang diterbitkan oleh 

pihak/instansi yang bcrwcnang scsuai 

kctcntuan pcraturan perundang-

undangan; dan/alau 

c. foto/vidco dokumcntasi kcadaan kahar 

yang tclah divcrifikasi ke benarannya. 

41.5 Hasil idcntifikasi kcwajiban dan kincrja 

pclaksanaan dapat berupa : 

41.6 

a. foto/video dokumcnlasi pckerjaan yang 

terdampal<; 

b. kurva S pekerjaan; dan 

c. dokumcn pendukung lainnya (apabila ada). 

PPK memin ta Pcngawas Pckcrjaan un tuk 

mclakukan penelitian terhadap penyampaian 

pemberitahuan kcadaan kahar dan bukti 

serta hasil idcntifikasi sebagaimana 

dimaksud pada pasal 41.5. 



41.7 

41.8 
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Oalarn hal kcadaan kahar Lerbukti, kegagalan 
salah salu Pihak untuk memenuhi 
kcwajibannya yang ditentukan dalam 
Kontrak bukan merupakan cidcra janji alau 
wanpreslasi apabila tclah dilakukan scsuai 
pada pasal 41.3. Kcwajiban yang dimaksud 
adalah hanya kcwajiban dan kinerja 
pelaksanaan tcr hadap pckerj aan / bagian 
pckcrjaan yang Lerdarnpak dan/ alau akan 
Lcrdampak akibal dari keadaan kahar. 
Dalam hal lerjadi kcadaan kahar, 
pelaksanaan Konlrak dapat dihentikan. 
Penghenlian konlrak karena keadaan kahar 
dapat bersifat: 
a. Sementara hingga keadaan kahar berakhir 

apabil akibal Keadaan kahar masih 
memungkinkan dilanjulkan/diselesaikan 
pckerjaan; 

b. Permanen apabila akibat kcadaan kahar 
Lidak memungkinkan dilanjulkan/ 
diselesaikannya pekcrjaan; 

c. Scbagian apabila kcadaan kahar hanya 
bcrdampak pada bagian Pckerjaan; 
dan/atau 

d . Scluruhnya 
bcrdampak 
pckcrjaan. 

apabila kcadaan kahar 
terhadap kescluruhan 

41.9 Penghcnlian pckcrjaan/konlrak akibat 
keadaan kahar scsuai pasal 41.8 dilakukan 
sccara Lcrlulis olch PPK dengan diserlai 
alasan penghentian pekerjaan dan 
dituangkan dalam perubahan Rcncana Kcrja 
Pcnyedia. 

41.10 Dalam hal penghcntian pckcrjaan mcncakup 
scluruh pekerjaan (baik scmenlara alaupun 
pcrmanen) karena keadaan kahar, maka: 
a. kontrak dihentikan scmcnlara hingga 

keadaan kahar berakhir; alau 
b. kontrak dihentikan pcrmancn apahila akibat 

keadaan kahar tidak mcmungkinkan 
dilanju tkan/ disclesaikannya pckcrjaan. 

41.11 Penghentian Kontrak scbagaimana pasal 41.10 
dilakukan melalui perintah lcrtulis oleh PPK 
dengan disertai alasan penghcntian Kontrak 
dan dituangkan dalam adcndum Kontrak. 

41.12 Dalam hal pclaksanaan Kontrak dilanjulkan, 
para pihak dapat mclakukan peru bahan 
Konlrak Masa Pelaksanaan dapal 
diperpanjang sekurang-kurangnya sama 
dcngan jangka waktu lerhentinya Kontrak 
akibat keadaan kahar. Perpanjangan Masa 
Pelaksanaan dapal mclcwali Tahun 

Anggaran. 
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41.13 Selama masa keadaan kahar, jika PPK 
memcrinlahkan secara lerlulis kc pad a 

Penyedia untuk scdapat mungkin 
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia 
berhak unluk menerima pembayaran 
sebagaimana ditcnlukan dalam Kontrak dan 
mendapat penggantian biaya yang wajar 
sesuai dengan kondisi yang lelah dikeluarkan 
untuk bekerja dalam keadaan kahar. 
Penggantian biaya ini harus diatur dalam 
suatu adendum Konlrak. 

41.14 Dalam hal pelaksanaan konlrak dihcntikan, 
para pihak menyelcsaikan hak dan kcwajiban 
sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk 
menerima pembayaran sesuai dengan 
prcstasi alau kcmajuan hasil pekerjaan yang 
lelah dicapai selclah dilakukan 
pengukuran/pemcriksaan bcrsama alau 
berdasarkan hasil audit. 

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 
42. Penghenlian Konlrak Penghenlian Konlrak dapal dilakukan karena lerjadi 

keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 
41. 

43. Pemutusan Kontrak 43 .1 Pemutusan kontrak dapal dilakukan oleh 
PPK atau Penyedia. 

43.2 Pcmutusan Konlrak dilakukan dengan 
lerlcbih dahulu membcrikan sural peringalan 
dar-i salah satu pihak kc pihak yang lain yang 
rnelakukan tindakan wanprcslasi kccuali 
lelah ada putusan pidana 

43.3 Surat pemutusan dibcrikan 3 (tiga) kali 
kecuali pelanggaran Lcrscbut bcrdampak 
terhadap kerugian alas konslruksi, jiwa 
rnanusia, keselamatan publik dan lingkungan 
dan ditindaklanjuti dengan surat pcrnyataan 
wanprestasi dari pihak yang dirugikan 

43.4 Pemulusan Kontrak sekurang-kurangnya 14 
(em pal bclas) hari kalcndcr sctclah 
PPK/Penyedia rncnyampaikan pcmbcrilahuan 
rcncana Pemulusan kontrak sccara tertulis 
kepada Penyedia/PPK. 

43.5 Dalam hal dilakukan pcmutusan kontrak 
olch salah satu pihak maka PPK membayar 
kepada Pcnyedia scsuai dcngan pcncapaian 
preslasi pekerjaan yang Lelah ditcrima oleh 
PPK dikurangi dcnda yang harus dibayar 
Pcnycdia (apabila ada), scrta Penyedia 
mcnyerahkan semua hasil pelaksanaan 
kcpada PPK dan selanjutnya menjadi hak 

milik PPK. 
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44.1 Mcngesampingkan Pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdala, PPK 
dapat melakukan pcmu lusan Kontrak 

apabila: 
a. Penyedia terbukti mclakukan KKN, 

kecurangan dan / atau pemalsuan dalam 
proses pengadaan yang diputuskan oleh 
lnslansi yang berwcnang; 

b. Pengaduan lentang pcny1mpangan 
prosedur, dugaan KKN dan/alau 
pelanggaran persaingan sehat dalam 
pelaksanaan Pcngadaan Barang/ J asa 
dinyatakan bcnar oleh Instansi yang 
berwcnang; 

c. Pcnyedia bcrada dalam kcadaan pailit 
yang diputuskan oleh pengadi1an; 

d. Penycdia Lerbukli dikenakan Sanksi 
Daftar Hitam scbelum pcnandatanganan 
Kontrak; 

c. Pcnycdia gagal mcmperbaiki kincrja; 
f. Penyedia Lidak mcmpcrlahankan 

berlakunya Jaminan Pclaksanaan; 

g. Penyedia lalai/cidcra janji dalam 
melaksanakan kcwajibannya dan Lidak 
mempcrbaiki kclalaiannya dalam jangka 
waktu yang Lelah dilelapkan; 

h. Berdasarkan pcnelilian PPK, Pcnycdia lidak 

akan mampu menyelesaikan kescluruhan 
pckcrjaan walaupun dibcrikan kesempatan 

sampai dcngan 50 (lima puluh) hari 
kalender sejak masa bcrakhirnya 

pelalrnanaan pckcrjaan untuk 

mcnyelcsaikan pekerjaan; 
1. Sctelah dibcrikan kesempatan 

mcnyclcsaikan pckcrjaan sampai dcngan 
50 (lima puluh) hari kalender scjak masa 

bcrakhirnya pclaksanaan pckerjaan, 
Pcnyedia lidak dapal menyclcsaikan 

pekerjaan; 
J. Penyedia menghcntikan pekerjaan selama 

28 (dua puluh dclapan) hari kalender dan 
penghentian mi lidak tercantum dalam 
jadwal pelaksanaan pekcrjaan serta tanpa 

persclujuan pengawas pckcrjaan; alau 

k. Penycdia mengalihkan scluruh Kontrak 
bukan dikarenakan pcrgan Lian nama 

Penyedia. 
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 

pada Masa Pclaksanaan karena kesalahan 

Pcnycdia, maka: 
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a. Jaminan Pelaksanaan tcrlebih dahulu 
dicairkan scbelum pemutusan Konlrak; 

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh 
Penyedia alau Jaminan Uang Muka 

terlebih dahulu dicairkan (apabila 
diberikan); 

c. Penyedia membayar denda (apabila ada); 
dan 

d. Penyedia dikenakan Sanksi Daflar Hilam. 
44.3 Dalam hal pcmutusan Konlrak dilakukan 

pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan 
Pcnycdia, maka: 

a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi 
atau lcrlebih dahulu mencairkan Jaminan 

Pcmcliharaan scbclum pemulusan Konlrak 

untuk membiayai pcrbaikan/ 
pemeliharaan; dan 

b. Penyedia dikenakan sanksi Daflar Hitam. 
44.4 Dalam hal Lcrdapal nilai sisa penggunaan 

uang rctensi atau uang pencairan Jaminan 
Pemeliharaan unluk membiayai pembiayaan/ 
pemcliharaan maka PPK wajib menyctorkan 
sebagaimana diletapkan dalam SSKK. 

44.5 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud 
pasal 44.2 dan pasal 44.4 discrlai dcngan : 
a . Bukti kesalahan pcnyedia sesuai dengan 

ketenluan Kontrak; dan 
b. Dokumen pendukung. 

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 44.2 di alas, dicairkan dan 
disclorkan sesuai kclcntuan dalam SSKK 

Mcngesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kilab 
Undang-Undang Hukum Perdata, Pcnyedia dapat 
melakukan pemutusan Konlrak apabila: 
a. PPK mcnyetujui Pengawas Pckerjaan un Luk 

mcmcrintahkan Pcnycdia mcnunda pclaksanaan 
pckcrjaan yang bukan discbabkan olch 
kesalahan Penyedia dan pcrintah penundaan 
tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh 
dclapan) hari kalcnder; 

b. PPK Lidak menerbitkan Surat Pcrminlaan 
Pembayaran (SPP) untuk pcmbayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang discpakati 
sebagaimana Lercantum dalam SSKK. 

46.1 Para pihak dapat mcnycpakali pcngakhiran 

pckerjaan dalam hal terjadi : 
a. Pcnyimpangan prosedur yang diakibalkan 

bukan olch kesalahan para pihak; 
b. Pelaksanaan Kontrak Lidak dapat 

dilanju Lkan akibat keadaan kahar; alau 
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- 36 -

c . Ruang lingkup Konlrak sudah lerwujud. 

46.2 Pcngakhiran pckerjaan scsuai pasal 46.1 
dituangkan dalam adendum final yang bcrisi 

peru bahan akhir dari Kon lrak. 

47.1 Pengakhiran pelaksanaan Konlrak dilakukan 

bcrdasarkan kesepakalan para pihak 
4 7 .2 Kontrak bcrakhir apabila tclah dilakukan 

pengakhiran pckerjaan dan hak dan 
kcwajiban para pihak yang terdapat dalam 
Kontrak sudah lerpenuhi. 

4 7 .3 Tcrpenuhinya hak dan kewajiban para pihak 
sebagaimana dimksucl pada pasal 47.2 
adalah lerkail clengan pembayaran yang 
scharusnya dilakukan akibal dari pelaksaan 
Konlrak. 

Semua bahan, pcrlengkapan, peralalan, hasil 
pekerjaan semenlara yang masih berada dj lokasj 
kerja sclclah pcmutusan Konlrak akibal kclalaian 
atau kesalahan Penyedia, dapal dimanfaalkan 
sepenuhnya oleh PPK tan pa kewajiban 
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali 
semua pcninggalan Lcrsebu t oleh Pcnyeclia hanya 
dapal dilakukan setelah mcmpertimbangkan 
kepen tingan PPK. 

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 
49. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki scrla kcwajiban-kewajiban 

Pcnyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam 

melaksanakan Konlrak, mcliputi: 

a. mcnerima pembayaran unluk pelaksanaan 

pekcrjaan sesuai dcngan harga clan kctentuan 

yang telah ditclapkan dalam Kontrak; 

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bcntuk sarana 

dan prasarana clari PPK unluk kelancaran 

pclaksanaan pckerjaan sesuai kctcnluan Konlrak; 

c. mclaporkan pclaksanaan p ekerjaan sccara 

periodik kepada PPK; 

cl. mclaksanakan, mcnyclesaikan dan 

menyerahkan pekerjaan sesuai clengan jadwal 

pclaksanaan pckerjaan dan kctenluan yang 

telah ditetapkan dalam Kontrak; 

e . melaksanakan clan mcnyclesaikan pekcrjaan 

secara ccrmat, akural clan pcnuh tanggung 

jawab dengan mcnycdiakan tenaga kcrja, 

bahan-bahan, pcralatan, angkutan ke alau clari 

lapangan dan segala pekerjaan permanen 

maupun scmcntara yang diperlukan unluk 

pclaksanaan, pcnyelcsaian dan perbaikan 

pekcrjaan yang dirinci clalam Kontrak; 
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f. mcmbcrikan kclcrangan-kclerangan yang 

diperlukan untuk pemcriksaan pelaksanaan 

yang dilakukan PPK; 
g. mengambil langkah-langkah yang memadai 

dalam rangka membcri pcrlindungan kepada 
sctiap orang yang bcrada di lcmpat kerja 
maupun masyarakal dan lingkungan sekilar 
yang bcrhu bungan dcngan pemindahan bahan 
baku, penggunaan peralalan kerja konstruksi 
dan proses produksi; 

h. melaksanakan semua perintah Pcngawas 
Pekcrjaan yang scsuai dcngan kewenangan 
Pcngawas Pekerjaan dalam Kon lrak ini; 

1. hak dan kcwajiban lain yang timbul akibat 
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK. 

Penyedia tidak dipcrkenankan menggunakan dan 

men gin formasikan 

dokumcn lainnya 

dokumcn Konlrak 

yang bcrhu bungan 

atau 

dcngan 

Kontrak untuk kcpentingan pihak lain, misalnya 

spesifikasi teknis dan/alau gambar-gambar, scrta 

informasi lain yang bcrkaitan dcngan Konlrak, 

kecuali dengan 1zm tertulis dari PPK scsuai 

ketentuan peraluran perundang- undangan. 

Penycdia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan 

atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan 

penggunaan atau alas pclanggaran Hak Kekayaan 

Intclektual olch Penyedia. 
52 .1 Pcnycdia berkewajiban untuk melindungi, 

membebaskan dan menanggung tanpa balas 

PPK bcserta instansinya tcrhadap semua 
benluk luntulan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kcrugian, denda, 

gugatan atau tuntutan hukum, proses 
pemcriksaan hukum dan biaya yang 
dikenakan tcrhadap PPK beserta instansinya 

(kccuali kerugian yang mendasari tuntutan 
lcrsebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian bcral PPK) sehubungan dcngan 
klaim yang timbul dari hal-hal berikul 
lcrhilung scjak Tanggal Mulai Kcrja sampai 

dengan Tanggal Pcnycrahan Akhir 

Pckerjaan: 
a. kchilangan alau kcrusakan peralatan dan 

harta bend a Pcnycdia, Su bpenyedia Uika 

ada) dan tenaga kcrja konslruksi; 

b. cidcra tubuh, sakil atau kemalian lcnaga 

kerja konstruksi; 
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c. kehilangan atau kerusakan harta bcnda 
dan cidera tubuh, sakit atau kematian 

pihak kctiga. 
52.2 Tcrhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 

dcngan Tanggal Pcnyerahan Akhir 

Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau 

kcrusakan hasil pckerjaan ini, bahan dan 
pcrlcngkapan mcrupakan risiko Pcnycdia, 
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkan oleh kcsalahan atau kclalaian 
PPK. 

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 
Pcnyedia tidak membatasi kewajiban 

penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal 
pcrtanggungan asuransi lidak mencukupi 

maka biaya yang timbul dan/atau sclisih biaya 
tetap dilanggung Penyedia. 

52.4 Kchilangan atau kcrusakan tcrhadap hasil 

pekerjaan atau bahan yang mcnyatu dengan 
hasil pekerjaan scjak Tanggal Mulai Kerja 
sampai dengan Tanggal Pcnycrahan Akhir 

Pekerjaan harus diganti atau dipcrbaiki oleh 

Penyedia alas tanggungannya sendiri jika 
kehilangan atau kcrusakan tersebut terjadi 
akibat tindakan atau kclalaian Penyedia. 

53.1 Penyedia dan Subpcnycdia berkcwajiban atas 
biaya scndiri untuk mcngikutsertakan Tenaga 
Kcrja Konstruksinya pada program Badan 
Penyelenggara Jamin an Sosial (BPJS) 
Kctenagakcrjaan sebagaimana diatur dalam 
Pcraturan Perundang-undangan. 

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mcmatuhi dan 
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya 
untuk memaluhi peraluran kcselamatan 
kerja. Pada waktu pelaksanaan pekcrjaan, 
Penyedia beserla Tenaga Kcrja 
Konstruksinya dianggap telah membaca dan 
memahami pcraturan kcselamatan kcrja 

lersebut. 
53.3 Penycdia bcrkcwajiban untuk menyediakan 

kcpada sctiap Tenaga Kcrja Konstruksinya 
(termasuk Tenaga Kcrja Konstruksi 
Subpenyedia, jika ada) pcrlengkapan 
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia 
unluk melaporkan kecelakaan berdasarkan 
hukum yang bcrlaku, Penyedia wajib 
melaporkan kcpada PPK mcngcnai scliap 
kecelakaan yang limbul sehubungan dengan 
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 
(dua puluh empal) jam setelah kejadian. 
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Penycdia berkewajiban unluk mcngambil langkah­
langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan 
baik di dalam maupun di luar lcmpat kcrja dan 
membalasi gangguan lingkungan lcrhadap pihak 
keliga dan harla bendanya schubungan dcngan 
pelaksanaan Konlrak ini, scsuai dengan kelenluan 
peraturan pcrundang-undangan yang mcngalur 
mengenai pcngelolaan lingkungan hidup. 

55.1 apabila disyaratkan, Penyedia wajib 
menyediakan asuransi scjak SPMK sampai 
dcngan Tanggal Penyerahan Akhir Pekcrjaan 
untuk pekerjaan/barang/pcralatan yang 
mcmpunyai risiko tinggi tcrhadap : 
a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan 

pckcrjaan atas : 
i. scgala risiko lerhadap kccclakaan; 

ii . kerusakan akibat kccclakaan. 
b. kehilangan; clan/ atau 
c. scrta risiko lain yang tidak dapat diduga. 

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi 
pihak kctiga scbagai akibat kecelakaan di 
lokasi kcrj a. 

55.3 Besarnya asuransi sudah diperhilungkan 
dalam penawaran dan termasuk dalam Harga 
Konlrak. 

56.1 Penyedia bcrkcwajiban untuk mendapatkan 

lcbih dahulu persetujuan tertulis PPK 
scbelum mclakukan tindakan- lindakan 
berikut: 
a. mensu bkonlrakkan sebagian pekerjaan 

dalam Lampiran A SSKKK; 
b. menunjuk Personel Manajcrial yang 

namanya tidak Lercanlum dalam Lampiran 

A SSKK; 
c . mengubah alau mcmutak.hirkan dokumcn 

penerapan SMKK; 
d. tindakan lain yang diatur dalam SSUK. 

56.2 Penyedia berkewajiban unluk mendapatkan 
lcbih dahulu persetujuan tertulis Pengawas 

Pekerjaan sebelum mclakukan lindakan­

Lindakan bcrikut: 
a . mclaksanakan sctiap Lahapan pckerjaan 

berdasarkan rencana kerja dan mctodc 

kerja; 
b . mengubah syaral dan kclenluan polis 

asurans1; 
c . mcngu bah Person cl Manajerial dan/ atau 

Pcralatan Utama; 
d. tindakan lain yang diatur dalam SSUK. 

56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 

56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK. 
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Pemeriksaan pckerjaan dilakukan selama 

pclaksanaan Konlrak unluk mcnelapkan 

volume pekcrjaan alau kcgialan yang Lelah 

dilaksanakan guna pembayaran hasil 

pckcrjaan. Hasil pcmeriksaan pekcrjaan 

dituangkan dalam laporan kcmajuan hasil 

pekerjaan. 

Unluk kepen tingan pengcndalian dan 

pcngawasan pelaksanaan pckcrjaan, 

seluruh aklivilas kcgiatan pekerjaan di 

lokasi pckcrjaan dicalal dalam buku harian 

scbagai bahan laporan harian pckcrjaan 

yang bcrisi rcncana dan rcalisasi pekcrjaan 

harian. 

57 .3 Laporan harian bcrisi: 

a. jenis dan kuanlilas bahan yang berada 

di lokasi pekerjaan; 

b. pcnempalan Lcnaga kcrja konslruksi 

unluk liap macam lugasnya; 

c. jcnis, jumlah dan kondisi peralalan; 

d. jenis dan kuanlilas pckerjaan yang 

dilaksanakan; 

c. keadaan cuaca lcrmasuk hujan, banjir 

dan pcrisliwa alam lainnya yang 

berpcngaruh lerhadap kelancaran 

pekerjaan; dan 

f. calalan-calalan lain yang bcrkenaan 

dengan pelaksanaan pekcrjaan. 

57.4 Laporan mingguan lcrdiri dari rangkuman 

laporan harian dan berisi hasil kernajuan 

fisik pekcrjaan dalam pcriodc satu minggu, 

serla hal-hal pcnting yang pcrlu dilonjolkan. 

57 .5 Laporan bulanan lcrdiri dari rangkuman 

laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan 

fisik pekcrjaan dalam pcriodc salu bulan, serta 

hal-hal penling yang perlu dilonjolkan. 

57 .6 Untuk merckam kcgiatan pclaksanaan 

pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia 

mernbuat foto-folo dokumenlasi dan video 

pclaksanaan pckcrjaan dilokasi pekerjaan 

sesuai kcbutuhan. 

57 . 7 Laporan hasil pekcrjaan dibual olch Penycdia, 

diperiksa olch Pcngawas Pekcrjaan dan 

disetujui oleh PPK/ pihak PPK. 
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Semua rancangan, gambar, spesifikasi, dcsain, 
laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranli 
lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan 
Konlrak ini sepenuhnya mcrupakan hak milik PPK. 
Pcnyedia paling lambal pada waklu pemulusan 
atau pcnghcntian alau akhir Masa Konlrak 
bcrkewajiban untuk menyerahkan scmua dokumcn 
dan piran ti lunak terse bu l beserta daJtar rinciannya 
kepada PPK. Pcnyedia dapat mcnyimpan 1 (satu) 
buah salinan tiap dokumen dan piranli lunak 
lersebul. Pcmbalasan (jika ada) mcngcnai 
penggunaan dokumcn dan piranli lunak lcrsebul di 
atas di kcmudian hari dialur dalam SSKK. 
59. l Penyedia hanya bolch melakukan 

subkontrak scbagian : 
a. pekcrjaan utama kcpada Pcnycdia 

Spesialis; dan/alau 
b. pekerjaan bukan pckcrjaan ulama kepada 

Pcnyedia Usaha Kecil. 
59.2 Penycdia letap berlanggung jawab alas 

bagian pckcrjaan yang di subkonlrakkan 
Lersebul. 

59.3 Subpenyedia dilarang mcngalihkan atau 
mensubkonlrakkan pekerjaan. 

59.4 Penyedia Usaha Kccil tidak boleh 
mcnsu bkon lrakkan pckerjaan kepada pihak 
lain. 

59.5 Pcnycdia Usaha Non Kecil yang 
melakukan kerjasama dcngan Su bpcnycdia 
hanya bolch mclaksanakan sesuai dengan 
daflar bagian pckerjaan yang di 
subkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan 
dalam Lampiran A SSKK. 

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang di 
subkontrakkan dan Subpcnycdia) lidak 
boleh diubah kccuali alas persclujuan 
tertulis dari PPK dan diluangkan dalam 
adendum Kontrak. 

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Anlara Penycdia dan 
Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pckerjaan 
dan Penyedia mclaporkan sccara periodik 
kcpada PPK. 

59.8 Apabila Penycdia mclanggar kelenluan 
sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 
59.5 maka akan dikcnakan denda scnilai 
pekcrjaan yang di subkonlrakkan lcrsebul. 

Penyedia berkcwajiban untuk bckcrja sama dan 
mcnggunakan lokasi kerja tcrmasuk jalan akses 
bersama-sama dengan Pcnycdia Lain (jika ada) dan 
pihak-pihak lainnya yang berkepcntingan alas 
lokasi kcrja. Jika dipandang pcrlu, PPK dapat 
memberikan jadwal kerja Pcnycdia Lain di lokasi 

kerja. 
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Dalam hal pelaksanaan pakcl pekerjaan konstruksi 
dengan nilai pagu anggaran di alas 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), 
Pcnyedia diwajibkan mcmberikan alih 
pcngalaman/kcahlian bidang konslruksi melalui 
sislem kcrja praklik/magang sesuai dengan jumlah 
yang disepakati pada saal Rapal Pcrsiapan 
Pcnunjukan Penyedia. 
Penycdia berkcwajiban unluk mcmbayar sanksi 
finansial berupa dcnda scbagai akibal wanprestasi 
alau cidcra janji lcrhadap kcwajiban- kcwajiban 
Penycdia dalam Konlrak ini. PPK mcngcnakan 
denda dengan memolong angsuran pcmbayaran 
prestasi pckcrjaan Penycdia. Pcmbayaran dcnda 
Lidak mengurangi langgung jawab Konlraktual 
Pcnycdia. 
63.1 Jaminan yang digunakan dalam 

pclaksanaan Kontrak ini dapat bcrupa bank 
garansi atau surety bond. Jaminan bersifal 
Lidak bcrsyaral, mudah dicairkan dan harus 
dicairkan oleh pcnerbil jaminan paling 
lam.bat 14 (empat bclas) hari kerja sclclah 
sural perinlah pcncairan dari PPK atau 
pihak yang diberi kuasa oleh PPK dilerima. 

63.2 Pcncrbit Jaminan sclain Bank Umum harus 
Lelah ditetapkan/mcndapal rekomcndasi 

dari Otoritas Jasa Kcuangan (OJK) 
63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, 

Jaminan Uang Muka dan Jaminan 
Pemcliharaan scbagai berikul: 

a . pakel pekerjaan sampai dcngan 

b. 

Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) dapal diterbitkan oleh: 
1) Bank Umum; 
2) Perusahaan Asuransi; 
3) Perusahaan Penjaminan; 
4) Lembaga keuangan khusus yang 

menjalankan usaha di bi dang 
pembiayaan, penjaminan dan 
asuransi unluk mcndorong ckspor 
Indonesia scsuai dcngan kctcnluan 
peraluran pcrundang-undangan di 
bidang lembaga pcmbiayaan ekspor 
Indonesia; alau 

5) Konsorsium Perusahaan Asuransi 
Lcmbaga Umum/Konsorsiuro 

Pcnjaminan/Konsorsium Perusahaan 

Penjarninan yang 
program 
(suretyship). 

asurans1 

mempunyai 
kcrugian 

Paket pekcrjaan di 

Rpl0.000.000.000,00 (scpuluh 
rupiah) dapat dilcrbitkan oleh: 

alas 
miliar 
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1) Bank Umum; alau 
2) Konsorsium Pcrusahaan Asuransi 

Umum/Konsorsium Lembaga 
Pcnjaminan/Konsorsium Pcrusahaan 

Penjaminan yang mempunyai 

program asuransi kerugian 
(suretyship). 

63.4 Jaminan Pclaksanaan dibcrikan kepada 
PPK selclah dilcrbilkannya Surat 
Penunjukan Penycdia Barang/Jasa (SPPBJ) 
se belum dilakukan Penandatanganan 

Konlrak dcngan bcsar: 

63.5 

a. 5% (lima pcrseralus) dari Harga 
Kontrak; atau 

b. 5% (lima perscralus) dari nilai total 
HPS unluk harga penawaran alau 
penawaran lcrkoreksi di bawah 80% 

(delapan puluh perscralus) nilai total 
HPS . 

Masa 
paling 

berlakunya 
kurang 

Jaminan 
sejak 

Pclaksanaan 
langgal 

penandatanganan Konlrak sampai dengan 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekcrjaan 
(Provisional Hand Over/PHO). 

63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan sctclah 
pckcrjaan dinyatakan selesai 100% (seralus 
perseralus) dan diganli d engan Jaminan 
Pemeliharaan atau mcnahan uang retcnsi 
sebcsar 5% (lima pcrscratus) dari Harga 

Kontrak. 
63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK 

dalam rangka pengambilan uang muka yang 
besarannya paling kurang sama dengan 
besarnya uang muka yang ditcrima 

Pcnycdia. 
63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapal dikurangi 

secara proporsional sesuai dcngan sisa uang 
muka yang ditcrima. 

63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka 
paling kurang sejak langgal perse lujuan 
pcmberian uang muka s ampai dengan 
Tanggal Penyerahan Pcrtama Pcke rjaan 

(PHO). 
63.10 Jaminan Pemcliharaan dibcrikan kcpa d a 

PPK sctelah pekerjaan dinyatakan selesai 
100% (seratus perseralus). 

63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan 
dilakukan paling lambal 14 (empat belas) 
hari kcrja setelah Masa Pcmeliharaan selesai 
dan pekerjaan dilerima dcngan baik sesuai 

dengan ketentuan Konlrak. 
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63.12 Masa bcrlaku Jaminan Pemeliharaan paling 
kurang scjak Tanggal Penycrahan Pcrtama 
Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
Pcnyerahan Akhir Pckerjaan (Final Hand 

Over/FHO). 

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 
64. Hak dan Kewajiban PPK 

65. Fasilitas 

66. Peristiwa Kompcnsasi 

Hak-hak yang dimiliki scrta kcwajiban-kcwajiban 
yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam 
melaksanakan Kontrak, meliputi: 
a. mcngawasi dan memeriksa pckcrjaan yang 

dilaksanakan oleh Pcnycdia; 
b. mcnenma laporan-laporan secara periodik 

mcngenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakan olch Pcnycdia; 

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan 
jadwal penycrahan pe kerjaan dan ketcntuan 
yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 

d. membayar pckerjaan scsuai dengan harga yang 
lercantum dalam Konlrak yang telah 
ditetapkan kepada Pcnyedia; 

c. memberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana yang dibu luhkan oleh Pcnyedia 
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
scsuai ketentuan Kontrak; dan 

f. mcnilai kinerja Pcnyedia. 
PPK dapat memberikan fasililas berupa sarana dan 
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang 
tercanlum dalam SSKK unluk kelancaran 
pelaksanaan pckcrjaan ini. 

66.1 Peristiwa Kompcnsasi d a pat dibcrikan kepada 
Penyedia yaitu: 
a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang 

dapal mempengaruhi pelaksanaan 
pckerjaan; 

b. kelcrlambalan pembayaran kcpada 
Pcnyedia; 

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, 
spesifikasi dan/atau instruksi scsuai 
jadwal yang dibutuhkan; 

d. Penycdia bclum bisa masuk ke lokasi 
scsuai jadwal dalam Konlrak; 

e. PPK mcnginstruksikan kepada pihak 
Penycdia untuk mclakukan pengujian 
tam bah an yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyala tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

f. PPK mcmcrintahkan penundaan 
pelaksanaan pckerjaan; 

g. PPK memerintahkan unluk m engatasi 
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 
sebelumnya yang disebabkan/tidak 
disebabkan olch PPK; atau 

h. ketentuan lain dalam SSKK. 
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66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan 
pcngeluaran tam bah an dan / a tau 
ketcrlambatan penyclcsaian pckcrjaan maka 
PPK berkewajiban untuk mcmbayar ganti 
rugi dan/atau membcrikan perpanjangan 
masa pelaksanaan. 

66.3 Ganti rugi akibat peristiwa kompcnsasi hanya 
dapat dibayarkan jika berdasarkan data 
penunjang dan perhitungan kompcnsasi 
yang diajukan olch Pcnycdia kepada PPK, 
dapat dibuktikan kcrugian nyata. 

66.4 Pcrpanjangan Masa Pelaksanaan hanya 
dapat diberikan jika berdasarkan data 
pcnunjang dan pcrhilungan kompcnsasi 
yang diajukan olch Penycdia kcpada PPK, 
dapat dibuktikan perlunya lambahan waktu 
akibat Peristiwa Kompensasi. 

66.5 Penyedia tidak bcrhak alas ganti rugi 
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika 
Pcnyedia gagal alau lalai unluk mcmbcrikan 
pcringatan dini dalam mcngantisipasi atau 
mengatasi dampak Pcristiwa Kompcnsasi. 

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 
67. Tenaga Kerja Konslruksi 67.1 SeLiap Tenaga Kcrja Konslruksi yang bckerja 

pada pckcrjaan ini wajib mcmiliki sertifikat 

kompetensi kerja. 

68. Personcl Manajcrial 
dan / a tau Pcralatan 
Utama 

67.2 Tenaga Kerja Konstruksi sclain Personel 

Manajerial yang bckerja/akan bekerja pada 

pekcrjaan ini dan bclum mcmiliki sertiftkat 

kompetcnsi kcrja, maka Pcnyedia wajib 

mcmastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat 

kompetensi 

Pclaksanaan. 

kerja sepanjang Masa 

68.1 Pcrsoncl Manajerial yang ditcmpalkan dan 

diperkcrjakan harus scsuai dengan yang 

lercantum dalam Lampiran A SSKK. 

68.2 Peralatan Utama yang dilempatkan dan 

digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan 

adalah pcralatan yang laik dan harus sesuai 

dengan yang lcrcantum dalarn Lampiran A 

SSKK. 
68.3 Pcrsonel Manajcrial bcrkcwajiban unluk 

menjaga kerahasiaan pekcrjaannya. Jika 

dipcrlukan olch Pengguna Jasa, Pcrsonel 

Manajerial dapal sewaktu - waktu disyaratkan 

untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di 

bawah sumpah. 
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F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 

69. Harga Kontrak 69.1 PPK membayar kcpada Pcnyedia alas 
pelaksanaan pekerjaan dalam Konlrak sebesar 
Harga Kontrak. 

70. Pembayaran 

69.2 Harga Kontrak lelah mempcrhitungkan 
meliputi: 
a. beban pajak; 
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya 

umum); 
c. biaya pclaksanaan pekerjaan; dan 
d. biaya penerapan SMKK. 

69.3 Rincian Harga Konlrak scsuai dengan 
rincian yang lercanlum dalam Daflar 
Kuanlilas dan Harga. 

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dcngan 
penawaran yang scbagaimana yang telah 
diubah lcrakhir kali scsuru dcngan 
kelentuan dalam Konlrak. 

70.1 Uang muka 
a. uang muka dibayar unluk membiayai 

mobilisasi pcralalan/lcnaga kcrja 
konstruksi, pcmbayaran uang Landa 
jadi kepada pcmasok bah an/ material 
dan/ alau unluk persiapan teknis lain. 

b. untuk usaha kecil, uang muka dapal 
diberikan paling linggi 30% (liga puluh 
persen) dari Harga Konlrak. 

c. unluk usaha non kecil, uang muka 
dapal diberikan paling linggi 20% (dua 
puluh persen) dari Harga Konlrak. 

d. untuk Konlrak Tahun Jamak, uang 
muka dapal dibcrikan paling linggi 15% 
(lima belas pcrscn) dari Harga Konlrak. 

c. besaran uang muka ditenlukan dalam 
SSKK dan dibayar setelah Penyedia 
menyerahkan Jaminan Uang Muka 
paling scdikit scbcsar uang muka yang 
dilerima. 

f. dalarn hal dibcrikan uang muka, maka 
Penyedia harus mcngajukan 
permohonan pengambilan uang muka 
secara tertulis kcpada PPK diserlai 
dcngan rencana penggunaan uang 
muka un luk mclaksanakan pckerjaan 
sesuai Ko.nlrak dan rcncana 

g. 

pengembaliannya. 
PPK haru s mengajukan 
Perminlaan Pembayaran (SPP) 

Surat 
kepada 

Pejabal Penandatanganan Surat 
Perinlah Membayar (PPSPM) untuk 
pcrmohonan tersebul pada huruf f, 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
selelah Jarninan Uang Muka dilcrima. 
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pengcm balian 
diperhitungkan 

uang 

secara proporsional 
pcmbayaran prcslasi 

paling lambal harus 

muka harus 
berangsur-angsur 

pad a seliap 

pekerjaan dan 

lunas pada saat 
pekerjaan mcncapai prcslasi 100% 

(scralus perscn). 
70.2 Prcslasj pekcrjaan 

Pcmbayaran preslasi hasil pckcrjaan yang 
discpakati dilakukan olch PPK, dcngan 
kctcntuan: 

a. Penyedia telah mcngajukan lagihan 
diserlai la po ran kcmajuan hasil 
pekcrjaan; 

b. pembayaran di lakukan tidak boleh 
mclcbihi kcmajuan hasil pckerjaan yang 

Lelah dicapai dan dilcrima oleh PPK; 
c. pembayaran dilakukan Lcrhadap 

pekerjaan yang sudah lerpasang; 
d. pembayaran dilakukan dengan sistem 

bulanan alau sislcm lcrmin scsuai 

kelenluan dalam SSKK; 

c. pcmbayaran harus mcmpcrhitungkan: 
1) angsuran uang muka; 

2) peralatan dan/alau bahan yang 
menjadi bagian pcrmanen dari hasil 

pekerjaan yang akan discrah 

lerimakan (material on site) yang 
sudah dibayar scbclurnnya; 

3) denda (apabila ada); 

4) pajak; dan/ alau 
5) uang rctensi. 

f. untuk Konlrak yang mempunyai 

subkonlrak, pcrminlaan pcmbayaran 

harus dilengkapi bukli pcmbayaran 
kcpada selu ruh Su bpcnycdia sesuai 

dcngan prcstasi pekerjaan. 
g. pcmbayaran lerakhir hanya dilakukan 

selclah pekerjaan selesai 100% (seralus 

pcrseralus) dan Bcrila Acara Scrah 
Terima Per lama Pckerjaan 

ditandalangani olch PPK dan Pcnycdia; 

h. PPK dalam kurun waklu 7 (lujuh) hari 
kcrja sclelah pcngajuan perminlaan 
pcmbayaran dari Penycdia ditcrima 

harus sudah mcngajukan Surat 

Permintaan Pernbayaran kepada Pcjabal 

Pcnandalanganan Surat Pcrinlah 

Mcmbayar (PPSPM); 
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1. apabila terdapat kelidakscsuaian dalam 
perhilungan angsuran, tidak akan 

menjadi alasan unluk menunda 

pcmbayaran. PPK dapat meminta 

Penycdia unluk menyampaikan 

perhitungan preslasi sementara dengan 

mengesampingkan hal- hal yang scdang 
menjadi pcrsclisihan. 

70.3 Material on site 
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi 
bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai 

dcngan kelenluan: 

a. Bah an dan / alau pcralalan yang menjadi 
bagian pcrmancn dari hasil pckerjaan; 

b. bahan dan/alau peralalan yang belum 
dilakukan uji fungsi (commisioning), serta 

merupakan bagian dari pckerjaan ulama 
harus memcnuhi persyaratan sebagai 
berikul: 

(1) bcrada di lokasi pekerjaan 

(2) 

(3) 

(4) 

sebagaimana lercan Lum dalam 

Kon Lrak dan peru bahannya; 

memiliki serlifikal UJl mutu dari 

pabrikan / produ sen; 

berserti fikal garansi dari 

produsen/agen rcsmi yang 

ditunjuk olch produscn; 

disctujui olch PPK scsuai dengan 

capaian fisik yang ditcrima; 

(5) dilarang dipindahkan dari area 

lokasi pekerjaan dan/ atau 
dipindahtangankan olch pihak 

manapun; dan 
(6) keamanan penyimpanan dan risiko 

kcrusakan s e bclum discrah 

terimakan sccara salu kcsatuan 
fungsi merupakan tanggung jawab 

Penycdia. 
c. sertifikal uji mu tu dan scrlifikal garansi 

lidak diperlukan dalam hal peralalan 
dan/ atau bah an dibuat/ dirakil oleh 

Penyedia; 
d. bcsaran yang akan dibayarkan dari 

material on site (berkisar antara 50% 
sampai dcngan 70% ) dari Harga Satuan 

Pekerjaan (HSP); 
e. besaran nilai pembayaran dan jenis 

material on site dicanlumkan di dalam 

SSKK. 
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70.4 Dcnda dan Ganti Rugi 

a. Denda merupakan sanksi finansial yang 
dikcnakan kepada Penycdia, antara 

lain: denda keterlarnbalan dalam 

penyclcsaian pelaksanaan pekerjaan, 
denda kelcrlambalan dalam perbaikan 
cacal mu lu, denda Lcrkait pelanggaran 
kclenluan subkonlrak. 

b. Ganti rugi merupakan sanksi financial 

yang dikenakan kepada PPK maupun 
Pcnyedia karena tcrjadinya cidera 
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi 

gan li rugi adalah scbesar nilai kerugian 
yang dilimbulkan. 

c. Besarnya denda kelerlambalan yang 
dikenakan kepada Penycdia alas 
kcterlambatan pcnyclcsaian pekcrjaan 
adalah: 

1) 1 %0 (salu pcrscribu) dari harga 
bagian Konlrak yang Lcrcantum 

dalam Konlrak (scbclum PPN); alau 
2) 1 %0 (satu pcrscribu) dari Harga 

Kontrak (sebclum PPN). 
scsuai yang diletapkan dalam SSKK. 

d. Besaran denda cacat mu Lu sebcsar 1 %0 

(satu pcrseribu) per hari kctcrlambatan 

pcrbaikan dari nilai biaya pcrbaikan 
pckerjaan yang ditcmukan cacat mutu . 

e . Besaran denda pclanggaran subkontrak 
sebesar nilai pckcrjaan subkontrak yang 
disubkontrakkan tidak scsuai ketcntuan . 

f. Bcsarnya ganli rug1 scbagai akibal 
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh 
PPK alas kcterlambatan pcmbayaran 
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan 
yang lcrlambat dibayar, berdasarkan 
lingkat suku bunga yang bcrlaku pada 
saat itu mcnurut kctetapan Bank 
Indonesia, sepanjang telah dipu tuskan 
olch lcmbaga yang bcrwenang. 

g. Pembayaran denda dan/alau ganli rugi 
dipcrhitungkan dalam pembayaran 

preslasi pekcrjaan. 
h. Ganli rugi kcpada Penyedia dapal 

mengubah Harga Konlrak sclclah 

dituangkan dalam adcndum Konlrak. 
1. Pcmbayaran ganli rugi dilakukan oleh 

PPK, apabila Penycdia lclah 
mengajukan Lagihan discrtai 

pcrhitungan dan data-data. 



71. Hari Kerja 

72. Perhitungan Akhir 

73. Penangguhan 
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71. l Orang hari standar aLau salu hari orang 
bekerja adalah 8 (delapan) jam, Lerdiri atas 
7 (tujuh) jam kerja (efcktif) dan 1 (salu) jam 
istirahal. 

71.2 Pcnycdia Lidak diperkenankan melakukan 
pckcrjaan apapun di lokasi kcrja pada waklu 
yang secara kctcntuan peraLuran 
pcrundang-undangan dinyatakan scbagai 
hari libur atau di luar jam kcrja normal, 
kccuali: 
a. dinyaLakan lain di dalam KonLrak; 
b. PPK membcrikan izin; atau 
c. pckcrjaan Lidak dapaL dilunda, aLau 

unluk kcselamalan/pcrlindungan 
masyarakaL, dimana Pcnyedia harus 
scgera memberiLahukan urgensi 
pekerjaan Lersebut kcpada Pengawas 
Pckcrjaan dan PPK. 

71.3 Scmua pckerja dibayar sclama hari kerja dan 
daLanya disimpan oleh Penycdia. Daflar 
pembayaran masing-masing pekerja dapat 
dipcriksa oleh PPK. 

71 .4 UnLuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari 
kcrja cfcktif dan jam kcrja normal harus 
mengikuLi keLentuan Men Leri yang 
membidangi ketenagakerjaan. 

7 l .5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kcrja efektif 
dan/ atau jam kerja normal harus diawasi olch 
Pengawas Pekcrjaan. 

72.1 Pembayaran angsuran prcsLasi pekcrjaan 

terakhir dilakukan sctclah pckcrjaan sclcsai 

100% (scratus perseraLus) dan berita acara 

scrah tcrima pertama pekerjaan Lelah 

ditandatangani olch kcdua pihak. 

72.2 Sebclum p embayaran Lerakhir dilakukan , 

Penycdia berkcwajiban untuk menycrahkan 

kepada Pengawas Pckerjaan rincian 

perhitungan nilai tagihan tcrakhir yang 

jaLuh Lempo. PPK berdasarkan hasil 

penclilian agihan oleh Pcngawas Pckcrjaan 

bcrkcwajiban untuk mcncrbilkan SPP unt-uk 

pembayaran tagihan angsuran tcrakhir 

paling lambaL 7 (tujuh) hari kcrja terhitung 

sejak Lagihan dan 

dinyatakan lcngkap 

Pcngawas Pekcrjaan. 

dokumcn penunJang 

dan diterima oleh 

73.1 PPK dapat mcnangguhkan pembayaran 

setiap angsuran prestasi pekcrjaan Pcnycdia 

jika Pcnycdia gagal aLau lalai memenuhi 

kcwajiban kontraktualnya, lcrmasuk 

penyerahan setiap Hasil Pekcrjaan sesuai 

dcngan waktu yang Lelah diLetapkan. 



G. PENGAWASAN MUTU 

7 4. Pcngawasan dan 
Pcmeriksaan 

75. Penilaian Pekcrjaan 
Semcnlara oleh PPK 

76. Pemeriksaan dan 
Pengujian Cacat Mulu 
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73.2 PPK sccara terlulis memberilahukan kepada 

Pcnyedia ten tang penangguhan hak 

pembayaran, discrtai alasan-alasan yang 

jelas mengenai pcnangguhan tcrscbut. 

Penyedia diberi kescmpalan untuk 

mcmperbaiki dalam jangka waktu lcrtenlu. 

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus 

discsuaikan dengan proporsi kcgagalan alau 

kelalaian Penyedia. 

73.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, 

penangguhan pembayaran akibal 

ketcrlambatan pcnycrahan pckcrjaan dapat 

dilakukan bcrsamaan dengan pcngenaan 

denda kcpada Penycdia. 

PPK berwenang melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan lerhadap pelaksanaan pckcrjaan yang 
dilaksanakan olch Pcnycdia. PPK dapat 
memerintahkan kcpada pihak kcliga untuk 
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas 
semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan 
oleh Penyedia. 
75.1 PPK dalam Masa 

dapal melakukan 
hasil pekerjaan 
Penyedia. 

Pelaksanaan peke rjaan 
penilaian scmentara atas 

yang dilakukan oleh 

75.2 Penilaian 
lcrhadap 
pekerjaan. 

alas hasil pckcrjaan dilakukan 
mulu clan kemajuan fisik 

76.1 PPK atau Pcngawas Pekcrjaan akan 
mcmeriksa setiap hasil pekcrjaan dan 
memberilahukan Pcnyedia secara Lertulis 
atas sctiap cacal mulu yang dilcmukan. PPK 
alau Pcngawas Pckerjaan dapal 
mcmcrintahkan Pcnycdia unluk mcncmukan 
dan mcngungkapkan cacal mutu, serla 
menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh 
PPK alau Pengawas Pekcrjaan mengandung 
cacal mutu. Pcnycdia berlanggung jawab 
alas perbaikan cacal mulu sclama Masa 
Kontrak. 

76.2 Jika PPK atau Pcngawas Pckcrjaan 
memerintahkan Pcnycdia untuk mclakukan 
pengujian cacal mutu yang lidak tercantum 
dalam Spesifikasi Tcknis dan Gambar dan 
hasil uji coba mcnunjukkan adanya cacal 
mulu maka Pcnyedia berkcwajiban unluk 
mcnanggung biaya pcngujian lcrsebul. Jika 
tidak dilemukan adanya cacat mu tu maka uji 
coba tcrse bul dianggap scbagai Pcristiwa 
Kompcnsasi. 
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77.1 PPK atau Pcngawas Pekerjaan akan 

mcnyampaikan pcmbcrilahuan cacal mutu 

kepada Penyedia scgera selelah dilemukan 

cacal mutu Lcrscbul. Penyedia berlanggung 

jawab alas cacal mulu sclama Masa Konlrak. 

77 .2 Tcrhadap pembcrilahuan cacat mutu 

Lersebut, Penyedia berkcwajiban unluk 

mcmperbaiki cacal mulu dalam jangka waklu 

yang diletapkan dalam pcmbcrilahuan. 

77.3 Jika Pcnycdia Lidak mcmperbaiki cacat mutu 

dalam jangka waklu yang dilcntukan maka 

PPK, berdasarkan pcrlimbangan Pcngawas 

Pekcrjaan, berhak untuk secara langsung 

alau melaJui pihak kcliga yang dilunjuk oleh 

PPK melakukan pcrbaikan Lersebu L. Pcnycdia 

segcra selclah mencrima klaim PPK secara 

tcrtulis bcrkewajiban untuk mcngganli biaya 

pcrbaikan lersebul. PPK dapal mcmpcroleh 

pengganlian biaya dcngan memo tong 

pembayaran alas lagihan Pcnycdia yang jatuh 

tempo Uika ada) alau uang relensi atau 

pcncairan Jaminan Pemeliharaan alau jika 

lidak ada maka biaya pcngganlian akan 

dipcrhilungkan scbagai ulang Pcnycdia 

kepada PPK yang Lelah jaluh lcmpo. 

77.4 DaJam hal cacat mulu ditemukan olch PPK 

selama masa pelaksanaan maka penycdia 

wajib mcmperbaiki cacal mulu tcrscbul dan 

PPK tidak melakukan pcmbayaran pckcrjaan 

sebclum caca.L 

diperbaiki. 

mulu Lerscbut sclcsai 

77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh PPK 

sclama masa pemcliharaan maka pcnycdia wajib 

mcmpcrbaiki cacat mutu tcrsebut dalam jangka 

waktu yang ditcntukan dan mcngcnakan dcnda 

kclcrlambatan untuk scliap kctcrlam batan 

pcrbaikan cacal mutu. 

77 .6 Pcnyedia yang Lidak mclaksanakan perbaikan 

cacat mu Lu scwaktu masa pemeliharaan dapal 

dipulus Kontrak dan dikcnakan sanksi daftar 

hitam. 

77.7 Jangka waktu perbaikan cacal mulu scsuai 

dengan perkiraan waktu yang dipcrlukan unluk 

pcrbaikan dan dilclapkan olch PPK. 

77 .8 PPK dapal mcmperpanjang masa pcmcliharaan 

dalam hal jangka waklu pcrbaikan cacal mutu 

akan mclampaui masa pemcliharaan. 
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78.1 Kegagalan Bangunan Lerhitung scjak tanggal 

penyerahan akhir pekerjaan. 

78.2 Penyedia bertanggung jawab alas kcgagalan 
bangunan sclama umur konstruksi yang 

tcrcantum dalarn SSKK lelapi lidak lcbih dari 
10 (sepuluh) Lahun dan dalam SSKK agar 

dicanlumkan lama pertanggungan lerhadap 
Kegagalan Bangunan yang dite tapkan apabila 

rcncana umur konslruksi kurang dari 10 
(sepuluh) Lahun. 

78.3 PPK berlanggung jawab a las kcgagalan 

bangunan yang lcrjadi selelah jangka waktu 
yang ditetapkan dalam SSKK. 

78.4 Pcnycdia berkewajiban untuk melindungi, 

membebaskan dan menanggung Lanpa batas 
PPK beserta inslansinya lerhadap scmua bentuk 
Lunlutan, Langgung jawab, kewajiban, 

kchilangan, kerugian, dcnda, gugalan atau 
tuntutan hukum, proses pcmcriksaan hukum 

dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta 
instansinya (kecuali kerugian yang m endasari 

tuntulan tersebut discbabkan kesalahan atau 
kclalaian PPK) schubungan dengan klaim 

kehilangan atau kerusakan harta benda dan 
cidera tubuh, sakit atau kcmatian pihak ketiga 
yang timbul dari kcgagalan bangunan. 

78.5 PPK maupun Penyedia berkcwajiban unluk 
mcnyimpan dan mcmclihara scmua dokumen 
yang digunakan dan terkait dengan 

pclaksanaan ini sclama Umur Konstruksi 
yang lercantum dalam SSKK tctapi tidak lebih 

dari 10 (sepu luh) tahun. 

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

79. Penyelesaian 
Persclisihan / Sengkcta 

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk bcrupaya 
sungguh -sungguh mcnyelesaikan secara damai 
scmua persclisihan yang timbul dari atau 
berhubungan dcngan Kontrak 1ru atau 
interprctasinya sclama a tau setelah 
pelaksanaan p ekerjaan ini dcngan prinsip 
dasar musyawarah untuk m encapai 
kcmufakatan. 

79.2 Dalam haJ musyawarah para pihak 
sebagaimana dimaksud pada pasal 79. 1 tidak 
dapal mencapai suatu kcmufakalan, maka 
pcnyelesaian perselisihan atau scngkcta antara 
para pihak dalam Kon trak dapat dilakukan 
melalui , altcrnatif pen yelesaian sengketa, 
dcwan sengkcta (menggantikan 

mediasi/konsiliasi) dan/ atau arbitrase. 
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79 .3 Sclain kctcntuan pada pasal 79.2 para pihak 
dapat mcmbcntuk dcwan scngkcta (untuk 
menggantikan mcdiasi dan konsiliasi) 

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan 
scngkcta untuk mcnggantikan rnediasi dan 
konsiliasi maka nama anggota dcwan scngketa 
yang dipilih dan ditetapkan olch para pihak 
scbclum pcnandatanganan Kontral<. 

80.1 Para pihak bcrtindak bcrdasarkan asas saling 
percaya yang discsuaikan dcngan hak-hak 
yang terdapat dalam Kon trak. 

80.2 Para pihak sctuju untuk melaksanakan 
pcrjanjian dcngan jujur tanpa menonjolkan 
kcpcntingan masing-masing pihak. Apabila 
sclama Kontrak, salah satu pihak merasa 
dirugikan , maka diupayakan tindakan yang 
tcrbaik untuk mcngatasi kca daan tcrsebut. 
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A.4 CONTOH SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) PAKET 

PEKERJAAN KONSTRUKSI 

PASAL 
DALAM 
SSUK 

4.1 & 4.2 

4.2 & 5.1 

6.3 & 

41.3 & 

41.5 

KOP SKPD 

SYARAT- SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
Pakct Pckerjaan: ..... ....................... fnama pakel pekerjaan/ 

KETENTUAN DATA 

Korcspondcnsi Alam.at Para Pihak sebagai bcrikul: 

Saluan Kcrja PPK: PPK ... [diisi nama satuan 
kcrja PPK] 

Nam.a : .. fdiisi nama PPK] 
Alam.al : ... [diisi alamal PPK] 
Website : ... [ diisi website PPK] 
E-mail : ... [ diisi e-mail PPK] 
Faksimile : ... [diisi nomor faksimile PPK] 

Pcnycdia : .. [diisi nama badan usaha/nama KSO] 
Na.ma : ... fdiisi nama yang lld sural perjanjian] 
Alam.al : ... [diisi alamat Penyedia[ 
E-mail : ... [diisi e-mail Penyedia] 
Faksimile : ... [diisi nomor faksimilc Pcnycdia] 

Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai bcrikul: 
Pihak 

Pencairan 
Jaminan 

Untuk PPK: 
Nam.a : ... [diisi nama yang dilunjuk menjadi 

W akil Sah PPK] 
Bcrdasarkan Surat Keputusan 
PPK ... nomor. .. tanggal ... fdiisi nomor 
dan ianggal SK pengangkatan Wakil 
SahPPKJ 

Unluk Pen ycdia: 
Nam.a : ... [diisi nama yang dilunjuk menjadi 

Wal<il Sah Pcnycdia] Bcrdasarkan 
Surat Kcpulusan ... nomor .. . langgal ... 
f diisi nomor dan tang gal SK 
pengangkatan Wakil Sah Penyediaj 

Ja.rninan dicairkan dan disclorkan pada ... 
fdiisi nama kantor Kas Negara/ Kas Daerahj 



27.l 

27.4 

31.8 

31.18 

31.2 1 

Masa 
Pelaksanaan 

Masa 

Pelaksanaan 
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Teri.ma 

Sebagian 

Pckerjaan 
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Konlrak) 
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Pemeliharaan 
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Sebagian 
Pekerjaan 

Masa 

Pemeliharaan 

untukSerah 

Terima 

Sebagian 
Pekerjaan 

(Bagian 
Kontrak) 
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Mas a Pclaksanaan sclama . . . / diisi jumlah hari 

kalender dalam angka dan huruj] hari kalcndcr 
lerhitung scjak Tanggal Mulai Kerja yang 

tercantum dalam SPMK. 

1. Masa Pclaksanaan bagian pekcrjaan (bagian 
Kon lrak) . . . /diisi bagian pekerjaannyaj sclama 

......... fdiisi jumlah hari kalender dalam angka 

dan huruj] hari kalendcr lcrhitung sejak 

Tanggal Mulai Kcrja yang lcrcanlum dalam 
SPMK. 

2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian 

Konlrak) ... [diisi bagian pekerjaannyaj selama 
. . . . . . . . . f diisi jumlah hari kalender dalam angka 
dan huruj] hari kalendcr tcrhitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tcrcantum dalam 
SPMK. 

3. Dst. 

Catalan: 

Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah 
terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai 
dengan yang dicantumkan dalam dokumen 

pemilihan (rancangan Kontrak) 

Masa Pemcliharaan bcrlaku sclama . . . . . . . . . [diisi 
jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari 

kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan 

Perla.ma Pekerjaan (PHO). 

Dalarn Kontrak ini dibcrlakukan scrah tcrima 

pekerjaan sebagian atau sccara parsial untuk 
bagian Kon lrak sc bagai beriku l: 

1. .. 
2 .. . 

3. Dsl. 
/diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah 
terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai 
dengan yang dicantumkan dalam dokumen 
pemilihan (rancangan Kontrak)/ 

1. Masa Pemcliharaan bagian pekcrjaan bagian 

Kontrak) ... [ diisi bagian pekerjaannya] 

selama ... [ diisi jumlah hari kalender dalam 
angka dan hurujJ hari kalender lerhitung 

sejak tanggal pcnyerahan perlama bagian 
pekerjaan ... [ diisi bagian pekerjaannya]. 

2. Masa Pemcliharaan bagian pekcrjaan bagian 

Kontrak) . .. [diisi bagian pekerjaannya] 

selama ... [ diisi jumlah hari kalender dalam 

angka dan hurujJ hari kalendcr lcrhitung 
sejak tanggal penyerahan pcrlama bagian 

pckcrjaan ... [ diisi bagian pekerjaannya]. 

3. Dst. 



33.1 

36.7 

Garn.bar As 
dan Built 

Pcdoman 
Pcngopcrasian 
dan 
Perawalan/ 
Pemeliharaan 
Pcnycsuaian 
Harga 
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Catatan: 
Ketentuan di atas diisi apa.bila diberlakukan serah 
terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan 
sudah ditetapkan dalam Daku.men Pemilihan. 

Garn.bar "As built:' discrahkan paling 
lambal.. .. ( .... dalam huruf.. .. ) dan/atau pcdoman 
pengopcrasian dan pcr awalan/pcmcliharaan 
harus diserahkan paling lambal... (. .. dalam 
huruf .. ) hari kalender sctclah Tanggal 
Penyerahan Perlama Pckerjaan. 

Pcnyesuaian harga... fdipilih diberikan/tidak 
diberikan/ dalarn hal dibcrikan maka rumusannya 
scbagai bcrikul: 

Hn = l!Q(a-b.Bn/ B o- c .Cn/C o- d .Dn 'Do-..... ) 
Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan 

dilaksanakan; 
Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; 
a = Koefisien tetap yang tercliri atas 

keuntungan clan o,·erhead, dalam hal 
pena,Yaran tidak mencantumkan 
besaran komponen keuntungandan 
oi-erhead maka a = 0, 15 

b, c, = Koefisien komponen kontrak sepeni 
d tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb ; 

Penjumlahan a+b+c+d+ .... dst adalahl ,00 
Bn, = Indeks harga komponen pada b u 1 an saat 
Cn, pekerjaan dilaksanakan 
Dn 

Bo, = Indeks harga komponen pada bulan 
Co, penyampaianpenaw aran . 
Do 

Rumusan tcrsebul di alas mcmpcrhalikan hal­
hal sebagai berikut: 
a) Pcnctapan koefisien bahan, lcnaga kcrja, 

alat kcrja, bahan bakar clan scbagainya 
dilelap_!<an sepcrti con Loh scbagai beriku t: 

j P ekerjaan 
omponen 

... a:··-········· b . ........ .. c ............ .. d_ .......... ·a·-b-·c-d 
i rm unan , , 
( Galian 0,15 1,00 
I an 0,15 1,00 
] d engan alat 
l Beton 0,15 .. .. .... ... . 1,00 

eton 0,15 1,00 I 
benulang 

b) Kocfisien komponen Konlrak clilclapkan 
olch PPK dari perbandingan anlara harga 
bahan, lcnaga kerja, alal kcrja clan 
sebagainya (apabila ada) lerhadap Harga 
Saluan clari pembobotan HPS dan 
dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan 

(Rancangan Konlrak). 



42.b 

47.(i) 

Pembayaran 
Tagihan 

Hak dan 
Kewajiban 
Penyedia 

54.1.(d) Tindakan 
Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan PPK 
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c) lndcks harga yang digunakan bersumber 
dari pencrbitan BPS. 

d) Dalam hal indeks harga lidak dimual dalam 
pcncrbitan BPS, digunakan indcks harga 
yang dikcluarkan olch instansi lcknis. 

c) Rumusan penyesuaian Harga Konlrak 
ditelapkan sebagai bcriku l: 
Pn = (Hn lxVl)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ ... dst 
Pn =Harga Konlrak sclelah dilakukan 

penyesuaian Harga Satuan; 
Hn = Harga Saluan baru setiap jenis 

komponcn pekerjaan sctelah 
dilakukan pcnyesuaian harga 
mcnggunakan ru musan pcnycsuaian 
Harga Saluan; 

V = Volume scliap jenis komponcn 
pekerjaan yang dilaksanakan. 

f) Pcmbayaran penyesuaian harga dilakukan 
oleh PPK, apabila Penyedia tclah 
mengajukan tagihan discrlai perhilungan 
bcserta data-data dan tclah dilakukan audit 
scsuai dengan ketcntuan perundang­
undangan. 

g) Penyedia dapat mengajukan lagihan sccara 
berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah 
pekerjaan yang dibcrikan penycsuaian 
harga terse but dilaksanakan. 

h) Pcmbayaran pcnycsuaian harga dilakukan 
olch PPK, apabila Pcnycdia Lelah 
mcngajukan tagihan diserlai perhilungan 
bescrta data-data dan Lelah dilakukan audit 
sesuai dengan kctcntuan pcraturan 
perundang-undangan. 

Batas akhir wal<tu yang discpakali untuk 
penerbitan SPP olch PPK untuk pembayaran 
tagihan angsuran adalah ... ( ... dalam huruf .. .) hari 

kerja terhitung sejak tagihan dan kclcngkapan 
dokumen penunjang yang tidak dipersclisihkan 
ditcrima oleh PPK. 

Hak dan kewajiban Pcnycdia: 
1. . ........ . 

2. · ·· ······· 
3. Dst. 
fdiisi hak dan kewajiban Penyedia yang t'imbul 
akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah 

tercant'um dalam SSUKJ 
Tindakan lain oleh Penyedia yang memcrlukan 
persctujuan PPK adalah: ....... (diisi selain yang 
sudah tercant'um dalam SSUK, apabila ada) 



54.2.(d) 

56 

63 

Tindakan 
Penycdia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan 
Pengawas 
Pekerjaan 

Kepemilikan 
Dokumcn 

Fasilitas 

64.1.(h) Peristiwa 
Kompensasi 

Sumbcr 
Pcmbiayaan 

68.1.(e) Besaran Uang 
Muka 

68.2.(d) Pembayaran 
Prestasi 
Pekerjaan 
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a) Menambah dan/ alau mengurangi volume 
pckerjaan yang mcnimbulkan pcrubahan 
lotal harga Kon trak dan / alau nilai masing­
masing lingkup pekcrjaan; 

b) Mcnambah jenis item pckcrjaan baru; 
c) Mcnambah dan/atau mcngurangi harga 

Kontrak; 
d) Mcngubah jadwal pelaksanaanpekerjaan; 
e) Pcrsctujuan pembayaran preslasi 

pekcrjaan. 

Tindakan lain olch Pcnycdia yang mcmcrlukan 
persetujuan Pcngawas Pckerjaan adalah: ...... . 
(diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, 
apabila ada) 

a) Metodc dan ijin pelaksanaan pckcrjaan; 
b) Rencana Mulu Kontrak (RMK); 
c) Pengujian mulu bahan dan hasil pckcrjaan 

yang termasuk titik tunggu setiap tahapan 
pckerjaan (holding points); 

d) Pcrbaikan cacat mulu pckcrjaan; 
e) HasiJ prcstasi pekerjaan dilapangan yang 

memenuhi 
Kontrak. 

mutu SCSUaJ pcrsyaratan 

Pcnyedia diperbolehkan menggunakan salinan 
dokumcn dan piranti lunak yang dihasilkan 
dari Pekcrjaan Konstruksi m1 dcngan 
pembatasan sebagai beriku t:... [diisi 
batasan/ ketentuan yang dibolehkan dalam 

penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/ riset 
setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK/ 
PPK akan mcmbcrikan fasilitas bcrupa : .. [diisi 
Jasilitas milik PPK yang akan diberikan kepada 

Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 

ini (apabila ada)j 
Termasuk Pcristiwa Kompcnsasi yang dapat 
diberikan kepada Pcnycdia adalah ... [diisi apabila 

ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah 

tertuang dalam SSUKJ 

Kontrak Pcngadaan Pekcrjaan Konstruksi ini 
dibiayai dari __ TahunAnggaran_ 
Uang muka dibcrikan paling tinggi sebesar ... % 
(. .... dalam huruf .... ) dari Harga Kontrak. 
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan 
dcngan cara : ........ .... [diisi dengan memilih 

Termini Bulanan/ 
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk 
mcngajukan tagihan pembayaran prcstasi 

pekerjaan: 
1 .......... . 



68.3.(d) Pcmb ayaran 

68.4. (c) 

75.4 

Bahan 

dan/atau 
Peralatan 

Denda akibat 
Keterlambatan 

Perbaikan 
Cacal Mutu 
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2. ········ ·· 
3. Dst. 
{diisi dokumen yang disyaratkanj 

Penentuan dan bcsaran pembayaran untuk 
bahan dan/ atau pcralatan yang menjadi bagian 
pcrmancn dari pckcrjaan utama (material on 
site), ditctapkan sebagai bcrikut: 
1. .... {diisi bahan/ peralatanj.... di bayar ....... % dari 

harga satuan pckerjaan; 
2 . .... fdiisi bahan/peralatanj. ... dibayar .. ..... % dari 

harga satuan pckcrjaan; 
3 ... .. dst. 
{contoh yang termasuk material on site peralatan: 
eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan 
elektromekanik; contoh bahan fabrikasi: sheet pile, 
geosintetik, konduktor, tower, insulator; contoh 
bahan jadi: beton pracetakj 
{contoh yang tidak termasuk material on site : 
pasir, batu, semen, aspal, besi tulanganj 

Untuk pckerjaan ini bcsar denda keterlambatan 
untuk setiap hari kcterlambatan adalah 1/ 1000 
(satu perseribu) dari ... (scbelum PPN) /diisi dengan 
memilih salah satu. dari Harga Kontrak atau harga 
bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan 
belum diserah terimakan apabila ditetapkan serah 
terima pekerjaan secara parsialj 

1. Denda keterlambatan akibat cacat mutu 
untuk setiap hari kctcrlarnbatan adalah 
sc bcsar 1/1000 ( satu pcrseribu) dari biaya 
perbaikan cacal mu tu. J angka waktu 
pcrbaikan cacat mutu sesuai dcngan 
perkiraan waktu yang diperlukan untuk 
perbaikan clan ditelapkan olchPPK. 

2. Apabila dipcrlukan, penanganan kctcrlambatan 
perbaikan cacal mutu dapal diarnbil alih oleh 
PPK atau Pihak Lain yang ditctapkan oleh PPK 
dengan seluruh biaya aktual yang diperlukan 
ditambah 10% dari biaya aktual terscbut harus 
ditanggung oleh Pcnycdia. Pcngarnbilalihan 
pcnanganan oleh PPK Lidak mclepaskan 
tanggung j awab Pcnycdia terhadap denda yang 
ditetapkan. Apabila Penyedia lidak dapal 
memberikan biaya pcngganti terscbul maka 
PPK dapat mcnunda pembayaran. 

3. Mengacu pada Syarat-Syaral Umum Konlrak 
Pasal 75 Penyedia harus mcngizinkan PPK atau 
Pihak Lain yang ditunjuk olch PPK untuk 
melalrnanakan penanganan tcrsebut. 



76.1 

77.4 
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Konstruksi 
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Per tanggungan 
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Kegagalan 
Bangunan 

Penyelesaian 
Perselisihan / 
Sengkcla 

- 61 -

a. Bangunan Hasil Pekerjaan mcmiliki Umur 
Konslruksi selama ... ( ... dalam huruf .. .) lahun 
sejak Tanggal Pcnyerahan Akhir Pckerjaan. 
f diisi sesuai dengan yang tertuang dalam 
dokumen perancanganj 

b.Pertanggungan lerhadap Kcgagalan Bangunan 
ditelapkan selama ... (. .. dalam huruf . .) lahun 
scjak TanggaJ Pcnycrahan Akhir Pekerjaan. 
f diisi sesuai dengan umur rencana pad a huruf a 
apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 1 0 
(sepuluh) tahun] 

Dalam hal musyawarah unluk mufakal lidak 
lcrcapai, maka para pihak scpakal 
mcnyelesaikan pcrsclisihan/scngkela mclalui : 
L ............. fapabila menggunakan altematif 

penyelesaian sengketa dipilih 
mediasi/ konsiliasij mcnunjuk ........................ . 
fdiisi nama mediator/ konsiliator] 
atau 
Dewan Sengkela menunjuk ............ /diisi nama 
sejumlah anggota dewan sengketaj 

2 Arbitrasc mcnu nju k .... ...... .. [diisi nama 
lembaga arbitrase yang berbadan hukumj 

[dapat dipilih 1 (satu) 
penyelesaian sengketa 
kesepakatan saat 
Penandatanganan Kontrak/ 

atau lebih pilihan 
berdasarkan hasil 
Rapat Persiapan 
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8.1 CONTOH SURAT PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN PAKET 

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG 

KOP SKPD 

SURAT PERJANJIAN 

unluk mclaksanakan 
Pakct Pekerjaan Pcngadaan Barang 

Nomor: _____ _ 

SURAT PERJANJIAN ini bcrikul scmua larnpirannya (seJanjutnya discbul "Konlrak") 
dibuat dan ditandatangani di ____ pada hari ____ langgaJ _ bulan 
____ lahun _____ ftanggal, bulan dan tahun diisi dengan huru.fi anlara: 
1. ____ {nama PA/ KPA/ PPKJ, selaku Pcjabal Penandalangan Kontrak, yang 

bertindak untuk dan alas nama ____ fnama satuan kerja PA/ KPA/ PPKJ, 
yang bcrkedudukan di ____ falamat PA/ KPA/ PPKJ, berdasarkan Surat 
Kepu lusan _______ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai 
PA/ KPA/ PPKJ No ______ /No. SK penetapan sebagai PA/ KPA/ PPKJ, 
sclanjulnya disebul "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan 

2. ____ {nama wakil Penyediaj, __ ljabatan wakil Penyediaj, yang 
berlindak untuk dan alas nama ____ {nama Badan Usaha Penyedia/, yang 
berkedudukan di ____ {alamat Penyedia}, bcrdasarkan Akla 
Pendirian/ Anggaran Dasar No. _ /No. Akta Pendirian/ Anggaran Dasarj langgaJ 

{tanggal penerbitan Akta Pendirian/ Anggaran Dasarj, selanju tnya 
disebul "Penyedia". 

Para Pihak mcncrangkan terlebih dahulu bahwa: 

(a) Telah diadakan proses pemilihan pcnycdia yang lclah scsuai dengan Dokumcn 
Pernilihan. 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak Lelah mcnunjuk Penye dia mclalui Surat 
Penunjukan Pcnyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ___ , tanggaJ 
bulan ___ tahun. ___ , unluk mclal<sanakan Pekcrjaan sebagaimana 
dilerangkan daJam Syaral-Syarat Umum Konlrak, selanjulnya disebul 
"Pengadaan Barang". 

(c) Penyedia lelah menyalakan kcpada Pejabat Penandatangan Kontrak, mcmenuhi 
persyaratan kualifikasi, memiliki kcahlian profcsionaJ, personel dan sumbcr daya 
teknis, scrta tclah mcnyclujui untuk mcnyediakan barang scsuai dcngan 
persyaralan dan ketcnluan daJarn Konlrak ini. 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penye dia menyatakan mcmiliki 
kewenangan untuk menandalangani Konlrak ini dan mengikat pihak yang 
diwakili. 

Paraf -
PPK Penyedia 

-
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(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia rnengakui dan menyalakan 
bahwa sehubungan dcngan pcnandalanganan Konlrak ini masing-masing pihak: 
1) Lelah dan senantiasa diberikan kescmpalan unluk didampingi olch advokal; 
2) menandatangani kontrak ini sctclah mcncliti secara patut; 
3) telah mcmbaca dan memaharni sccara penuh ketentuan konlrak ini ; 
4) telah mendapatkan kescmpatan yang mcmadai untuk mcmeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam konlrak ini bcscrla semua fakta 
dan kondisi yang terkait 

Maka olch karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dcngan m1 

bcrsepakal dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

Pasal 1 
Istilah dan Ungkapan 

Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan mal<na yang sama 
seperti yang lercantum dalam larnpiran kontrak ini . 

Pasal 2 
Ruang Lingkup Pekerjaan 

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas: 
1. 
2. 
3. ___ dst. 
/diisi ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan/ 

Pasal 3 
Jcnis dan Nilai Konlrak 

(1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jcnis Konlrak ________ _ 
/diisi dengan jenis Kontrak lumsum/ harga satuan/ gabungan lumsum dan harga 
satuanj; 

(2) Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 
Rp. _____ ( rupiah) ; 

Pasal 4 
Dokumen Konlrak 

(1) Dokumen-dokumen berikul merupakan kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari kon trak ini: 
a . adcndum/perubahan kontrak (apabila ada); 
b. Konlrak; 
c. Syarat-Syaral Khusus Konlrak; 
d. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 
e. Dokumen Penawaran; 
f. spcsifikasi teknis; 
g. gambar-gambar (apabila ada); 
h. daflar kuantitas dan harga (apabila ada); dan 
i. dokumen lainnya scpcrti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 

(2) Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika 
terjadi pcrlcntangan antara ketenluan dalam sualu dokumen dengan kctcntuan 
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah kctcntuan dalam dokumcn 
yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di alas. 

Paraf 
PPK Pcnyedia 
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Pasal 5 
Hak clan Kewajiban 

Hak clan kewajiban tirnbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak clan Penyedia 
clinyalakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syaral Khusus 
Konlrak (SSKK). 

Pasal 6 
Masa Bcrlaku Konlrak 

Masa bcrlaku Kontral< ini terhitung scjak tanggal pcnanclalanganan kontrak sampai 
clengan selesainya pekerjaan clan lcrpcnuhinya scluruh hak clan kcwajiban Para 
Pihak scbagaimana diatur clalam SSUK clan SSKK. 

Dengan clemikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah berscpakal 
unluk mcnanclatangani kontrak ini pada langgal tersebul di alas dan melaksanakan 
Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Rcpublik 
Indonesia dan dibual dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan 
meterai, mempunyai kekualan hukum yang sama dan mcngikal bagi para pihak, 
rangkap yang lain dapal diperbanyak sesuai kebu tuhan lanpa dibubuhi melerai. 

Untuk dan atas nama 
Pejabat Penandatangan Kontrak 

Catalan: 

ftanda tangan dan cap J 

[nama lenqkap/ 
[jabatanj 

Unluk clan alas nama 
Penyedia 

ftanda tangan dan cap] 

f.nama lenqkap/ 
[jabatanj 

- Kontrak dengan mclcrai pada bagian landa tangan Pejabat Penandatangan 
Kontrak diserahkan unluk Penyedia; dan 

- Konlrak dengan meterai pada bagian tanda tangan Penyedia discrahkan untuk 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 
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B.2 CONTOH SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP) 

MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG 

KOP SKPD 

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP) 

Nomor: ___ _ 
Pakcl Pekerjaan : __ _ 

Yang berlanda langan di bawah ini: 

-----1nama Pejabat Penandatangan Kontrakj 
____ ljabatan Pejabat Penandatangan Kontrakj 
-----1alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrakj 
selanjulnya discbul sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; 

berdasarkan Surat Pcrjanjian ____ nomor ____ langgal ___ _ 
bersama ini mcmerintahkan: 

----lnama Penyedia/ 
____ falamat Penyediaj 
yang dalam hal ini diwakili oleh : ___ _ 
selanjulnya discbut scbagai Penyedia; 

UNTUK 

untuk mengirimkan barang dcngan memperhalikan kclcnluan-kelcnluan scbagai 
bcrikul: 

1. Rincian Barang: 

No. Jenis Barang Saluan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Har a 1 

I 1-
2. Tanggal barang dilerima: ___ _ 

3 . Syaral-syaral pekcrjaan : sesuai dcngan pcrsyaralan dan kelenluan Konlrak; 

4. Waklu pcnyelesaian : sclama _ ( ____ ) hari kalender/bulan/lahun dan 
pekcrjaan harus sudah selesai pada langgal _ 

5. Alamal pengiriman barang : ______________ _ 

1 Scrnua jcnis harga yang tcrcanturn dalam Daflar Kuantitas dan l larga adalah harga scbclurn PPN (Pajak 
Pcrtarnbahan Ni lai). 



- 66 -

6. Sanksi: terhadap keterlambatan pcnyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan 
Barang dan pembayaran kepada penyeclia dapat dihenlikan sesuai ketentuan 
dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. 

__ /tempatj, _ /tanggalj __ fbulanj __ /tahunj 

Untuk dan atas nama ___ _ 

Pejabat Penandatangan Kontrak 

[tanda tanganj 

/nama lenqkap/ 

fjabalanj 
NIP: ___ _ 

Menerima dan menyetujui: 

Untuk dan alas nama ____ -fnama Penyediaj 

/tanda tanganj 

/nama lenqkap wakil sah badan usaha/ 

[jabatanj 
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B.3 CONTOH SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK UNTUK MELAKSANAKAN 
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG 

KOP SKPD 

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
Pak.et Pekerjaan: ................... ......... /nama paket pekerjaanj 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Definisi lstilah-islilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum 
Kontrak ini harus mcmpunyai arti atau tafsiran seperti yang 
dimaksudkan sebagai bcrikut: 

1.1 Barang adalah setiap benda baik bcrwujud maupun 
tidak berwujud, bergcrak mau pun Lidak bergerak, yang 
dapat dipcrdagangkan, dipakai, dipcrgunakan atau 
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
Kem en terian/ Lem baga/ Pcrangkat Daer ah. 

1.3 Kuasa Pcngguna Anggaran pada pclaksanaan APBN 
yang sclanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
mcmpcrolch kuasa dari PA untuk mclaksanakan 
sebagian kcwcnangan dan tanggung jawab penggunaan 
anggaran pada Kementerian/Lcmbaga yang 
bersangku tan. 

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD 
yang sclanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk mclal<Sanakan sebagian kewenangan 
pcngguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
lugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

1.5 Pcjabat Pcmbuat Komitmcn yang sclanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
PA/KPA untuk mengambil kcputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengcluaran anggaran belanja ncgara/ anggaran belanja 
daerah. 

1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau 
PPK. 

1. 7 Aparat Pcngawas Intern Pemcrin tah atau pengendali 
internal yang sclanjutnya disebut APIP adalah aparat 
yang mclakukan pengawasan melalui audit, rcviu , 
pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyclenggaraan tugas dan fungsi Pemerinlah. 

1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjulnya 
disebut Penycdia adalah Pclaku Usaha yang 
menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak. 

1.9 Subpenycdia adalah Penyedia yang mengadakan 
perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab 
Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan 
(subkontrak). 
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1.10 Kernitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam 
bcntuk konsorsium/kerja sama operasi/bcnluk kerja 
sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, 
kewajiban dan langgung jawab yang jelas berdasarkan 
pcrjanjian tertulis. 

1.11 Surat Jaminan yang selanjulnya djscbul Jaminan 
adalah jaminan tcrtulis yang dikcluarkan olch Bank 
Umum/Pcrusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ 
lembaga keuangan khusus yang mcnjalankan usaha di 
bidang pembiayaan, pcnjaminan dan asuransi unluk 
mendorong ckspor Indonesia scsuai dengan kctcntuan 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

1.12 Kontrak Pcngadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
discbut Kontrak adalah pcrjanjian tcrtulis antara 
Pejabal Penandatangan Kontrak dengan Penyedia. 

1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekcrjaan dari satu 
pekcrjaan yang dilelapkan dalam dokumen pemilihan. 
Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercanlum 
pada bagian Kontrak tersebul tidak Lcrganlung satu 
sama lain dan memiliki fungsi yang bcrbcda, dirnana 
fungsi masing-masing bagian Kontrak tcrscbut Lidak 
lcrkait satu sama lain. 

1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tcrcantum dalam 
Kontrak. 

1.15 Hari adalah hari kalendcr, kccuali discbutkan secara 
eksplisit scbagai hari kcrja. 

1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang sclanjutnya disingkat HPS 
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditctapkan 
oleh PPK. 

1.17 Pckcrjaan utama adalah jcnis pekerjaan yang secara 
langsung menunjang terwujudnya clan bcrfungsinya 
sualu barang sesuai peruntukannya yang diletapkan 
dalam Dokumcn Pcmilihan. 

1.18 Bagian pckcrjaan yang disu bkontrakkan adalah bagian 
pckcrjaan bukan pekerjaan u lama yang ditelapkan 
dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya 
diserahkan kepada Pcnycdia lain dan disetujui tcrlebih 
dahulu olch Pcjabat Penandalangan Kontrak. 

1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang 
menunjukkan kebuluhan waktu yang dipcrlukan unluk 
menyelcsaikan pckcrjaan, tcrdiri alas lahap 
pelal<Sanaan yang disusun secara logis, rcalistis dan 
dapat dilaksanakan. 

1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak 
ini terhitung scjak langgal pcnandalanganan Kontrak 
sampai dcngan selcsainya pckcrjaan dan lcrpenuhinya 
seluruh hak dan kewajiban Para Pihak. 

1.21 Tanggal mulai kerja adalah langgal Penyedia mulai 
bekcrja yang sama dcngan langgal pcnandalangan Surat 
Perintah Pcngirirnan (SPP) yang ditcrbilkan olch Pcjabal 
Pcnandatangan Kontrak. 



2. Penerapan 

3. Bahasa dan 
Hukum 

4. Perbualan yang 
dilarang dan 
Sanksi 
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1.22 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah langgal 
penyerahan pckerjaan, yang dinyalakan dalam berila 
acara serah lerima barang yang ditandalangani oleh 
Pejabal Pcnandatangan Kontrak dan Pcnycdia. 

1.23 Tcmpal Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum 
dalam Syaral-syaral khusus Kontrak dan merupakan 
lempat dimana barang akan dipcrgunakan oleh Pejabat 
Penandalangan Kontrak. 

1.24 Tcmpat Tujuan Pengiriman adalah tcmpat dimana 
kewajiban pcngiriman barang oleh Pcnyedia berak.hir 
sesuai dengan kclcnluan pcngiriman yang digunakan. 

SSUK diterapkan secara luas dalarn pelaksanaan pekerjaan 
pcngadaan barang tctapi lidak dapat bcrtcn tangan dengan 
kelenluan-ketenluan dalam Dokumcn Kontrak lain yang lebih 
tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak. 

3.1 Bahasa Konlrak dan bahasa korespondcnsi harus dalam 
bahasa Indonesia. 

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang bcrlaku di 
Indonesia. 

4.1 Berdasarkan elika pengadaan barang/jasa pcmerintah, 
para pihak dilarang untuk: 
a. menawarkan, mencrima atau menjanjikan untuk 

mcmbcri atau mcncrima hadiah atau imbalan bcrupa 
apa saja atau melakukan lindakan lainnya untuk 
mcmpcngaruhi siapapun yang dikctahui atau patul 
dapat diduga berkaitan dengan pengadaan lill; 
dan/atau 

b. membuat dan/atau menyampaikan secara lidak 
benar dokumen dan/ atau kcterangan lain yang 
disyaratkan unluk pcnyusunan dan pelaksanaan 
Kontrak ini. 

4.2 Penycdia mcnjamin bahwa yang bcrsangkulan (lermasuk 
semua anggola Kernitraan) dan subpenycdianya (jika 
ada) lidak akan mclakukan tindakan yang dilarang pada 
klausul 4.1. 

4.3 Penycdia yang menurut penilaian Pejabal Penandalangan 
Kontrak lcrbukli melakukan larangan- larangan di atas 
dapat dikcnakan sanksi-sanksi administralif sebagai 
berikut: 
a. Pcrnutusan Kontrak; 
b . Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan diselor 

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; 
c. Sisa uang muka harus dilunasi olch Pcnyedia alau 

Jaminan Uang Muka dicairkan; dan 
d. Dikcnakan Sanksi Daftar Hitam. 

4.4 Pcngcnaan sanksi administralif di alas dilaporkan olch 
Pejabat Pcnandatangan Kontrak kcpada PA/KPA. 

4.5 Pejabat Pcnandatangan Kontrak yang tcrlibal dalam KKN 
dan penipuan dikenakan sanksi bcrdasarkan kctentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 



5. Asal Barang 

6. Koresponden si 

7. Walcil sah para 
pihak 

8. Perpajakan 

9. Pengalihan 
dan/atau 
Subkonlrak 

5.1 
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Pcnyedia harus menyampaikan asal matcrial/bahan 
yang Lcrdiri dari rincian komponen dalam negeri dan 
komponen impor. 

5.2 Asal barang mcrupakan tcmpal barang dipcrolch, anlara 
lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 

5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang 
manufaktur, pabrikasi, pcrakitan dan penyclesaian akhir 
pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam 
negeri). 

5.4 Jika dalam proses pcmbuatan barang digunakan 
komponen berupa barang, jasa, alau gabungan 
kcduanya yang tidak berasal dari dalam negcri (impor) 
maka penggunaan komponcn impor harus sesuai dengan 
bcsaran TKDN yang lcrcantum dalam Daftar 
Inventarisasi Barang/ Jasa produksi Dalam Negeri 
(apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan 
bagian dari Penawaran Penyedia. 

5.5 Pengadaan barang impor harus mencanlumkan 
persyaratan kelcngkapan dokumcn barang: 
a. Surat Kctcrangan Asal ( Certificate of Origin); dan 
b. Sertifikat Produksi. 

5.6 Surat Kcterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sert.ifikat 
Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat 
Pcnandatangan Kontrak sebclum scrah lerirna pckcrjaan. 
Persyaratan Surat Kcterangan Asal ( Certificate of Origin) 
dan Scrtifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan 
Kontrak. 

Semua pembcritahuan, permohonan, persetujuan dan/atau 
korcspodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat 
secara lertulis dalarn Bahasa Indonesia dan dianggap tclah 
diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pi_hak 
jika telah disampaikan sccara langsung, disampaikan melalui 
surat tcrcalat, e-mail dan/ a tau faksimile scbagaimana 
lcrcantum dalam SSKK. 

Setiap tindakan yang dipcrsyaralkan atau diperbolchkan untuk 
dilakukan dan setiap dokumen yang dipersyaralkan atau 
diperbolchkan untuk dibuat bcrdasarkan Konlrak ini oleh 
Pejabat Pcnandatangan Kontrak atau Pcnycdia hanya dapat 
dilakukan atau d.ibuat oleh pcjabat yang disebu tkan dalarn 
SSKK. Khusus untuk Penyedia pcrorangan, Penycdia tidak 
bolch diwakilkan. 

Penyedia, Subpenyedia Uika ada) dan Pcrsonel yang 
bersangku tan berkewajiban untuk membayar scmua pajak, 
bea, retribusi dan pungutan lain yang sah yang dibcbankan 
oleh pcraturan perpajakan alas pelaksanaan Konlrak ini. 
Semua pengcluaran perpajakan ini dianggap tclah termasuk 
dalarn nilai Kontrak. 

9.1 Pcngalilian scluruh Kontrak hanya diperbolchkan dalam 
hal pergantian nama Pcnyedia, baik sebagai akibat 
pclcburan (merger), konsolidasi, atau pcrnisahan. 
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9 .2 Pcnycdia dapal bekerjasarna dengan pclaku usaha lain 
anlara lain dcngan mensubkontrakkan sebagian 
pekerjaan, kecuali pekerjaan u lama dalarn Kontrak ini 
scb agaimana diatur dalam SSKK. 

9.3 Penyedia hanya boleh mcnsubkontral<kan 
pekcrjaan dan dilarang mensubkontrakkan 
pckcrjaan. 

scbagian 
scluruh 

9.4 Penyedia hanya boleh mcnsubkontrakkan pekcrjaan 
a pa bila pekerjaan lersebul sejak awal di dalarn Dokumcn 
pemilihan dan dalam Konlrak diizinkan unluk 
disubkontrakkan. 

9.5 Penyedia hanya bolch mensubkontrakkan pekcrjaan 
setelah mendapat persctujuan tcrtulis dari Pejabat 
Penandatangan Kontrak. Pcnycdia tetap 
bcrlanggungjawab alas bagian pekcrjaan yang 
disu bkonlrakkan. 

9.6 Jika kclcntuan di alas dilanggar maka Pcnyedia 
dikenakan sanksi yang dialur dalam SSKK. 

10. Pengabaian Jika tcrjadi pengabaian oleh salu Pihak lerhadap pclanggaran 
ketcnluan lcrlcnlu Kontrak oleh Pihak yang lain maka 
pengabaian lersebul lidak menjadi pengabaian yang lerus­
mcncrus selama Masa Konlrak atau seketika menjadi 
pengabaian lcrhadap pclanggaran ketcnluan yang lain. 
Pengabaian hanya dapat mengikal jika dapat dibuktikan secara 
lertulis dan dilandatangani oleh Para Pihak alau Wakil Sah 
Pihak yang melakukan pengabaian. 

11. Penycdia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab pcnuh 
lerhadap pcrsonel dan su bpcnycdianya Uika ada) serta 
pekcrjaan yang dilakukan oleh pcrsoncl dan subpcnycdianya. 

12. Kemilraan Kemilraan mcmberi kuasa kcpada salah salu anggola yang 
disebul dalam Surat Perjanjian Kcmitraan unluk bertindak 
unluk dan alas nama Kcmilraan dalam pclaksanaan hak dan 
kewajiban terhadap Pejabal Pcnandalangan Konlrak 
berdasarkan Kontrak. 

B. PELAKSANAAN KONTRAK 

13. Jangka Waklu 
Pelaksanaan 
Pekcrjaan 

14. Surat Perinlah 
Pcngiriman (SPP) 

13.1 Konlrak ini berlaku sejak langgal pcnandatanganan. 

13.2 Waktu pelaksanaan pekcrjaan adalah jangka waktu yang 
dilcntukan dalam SSKK. 

14.1 Pcjabal Pcnandalangan Konlrak mencrbilkan SPP 
sclambal- lambalnya 14 (cmpat bclas) hari kcrja sejak 
tanggal penandalanganan Kontrak, kccuali apabila 
anggaran belum berlaku . 

14.2 Tanggal penandalanganan SPP 
Penandalangan Kontrak ditelapkan 
mulai bcrlaku efektif Kontrak. 

oleh Pejabal 
sebagai langgal 



15. Lingkup 
pekerjaan 

16. Slandar 

17. Pcngawasan/ 
Pengcndalian 
Pelaksan aan 
Pckerjaan 

18. Inspcksi 
Pabrikasi 

- 72 -

14.3 SPP harus suclah diselujui/clilanclalangani oleh Pcnyedia 
scsuai clengan yang clipcrsyaratkan sclambal-lambatnya 
7 (lujuh) hari kerja scjal<: langgal penerbitan SPP. 

14.4 Apabila sclelah 7 (lujuh) hari scjak langgal pcnerbilan 
SPP Pcnycclia liclak menandalangani SPP maka Pcnyedia 
clianggap Lelah m enyetujui SPP dan langgal awal 
pcrhilungan waktu pelaksanaan pckerjaan aclalah hari 
kctujuh scjak langgal penerbilan SPP. 

14.5 Tanggal pcnandatanganan SPP oleh Penycdia clitetapkan 
scbagai langgal awal pcrhitungan waktu pelaksanaan 
pekerjaan sampai clcngan serah tcrima barang. 

Barang yang akan diadakan harus scsuai clengan daftar 
kuantilas. 

Pcnyeclia harus mcnyediakan barang yang mcmenuhi 
spesifikasi clan standar yang ditetapkan dalam spcsifikasi 
teknis dan/atau gambar. 

17.1 Selama bcrlangsungnya pclaksanaan pckcrjaan, Pejabat 
Penanclatangan Kontrak jika clipanclang perlu dapat 
mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang 
berasal dari personel Pejabat Pcnandatangan Kontrak. 
Pengawas Pekerjaan bcrkcwajiban untuk mengawasi 
pelaksanaan pckerjaan. 

17.2 Tim Tcknis bcrasal clari unit kcrja, instansi yang lcrkail 
clan/ a tau tenaga profesional. 

17 .3 Pengawas Pekerjaan bcrkcwajiban untuk mcngawas1 
pelaksanaan pekcrjaan. 

17.4 Tim Tcknis bcrkcwajiban untuk mcnilai pelaksanaan 
pckcrjaan . 

17.5 Oalam melaksanakan kcwajibannya, pcngawas pekcrjaan 
sclalu berlinclak untuk kepentingan Pcjabat 
Pcnandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan clapal 
bcrlinclak scbagai Wal<:il Sah Pcjabal Pcnanclalangan 
Kontrak. 

17.6 Penycclia bcrkcwajiban untuk mclal<Sanakan semua 
perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan 
kewenangan pengawas pekerjaan dalam Konlrak ini clan 
saran alau rekomcndasi dari Tim Teknis. 

18.1 Oalam hal cliperlukan, Pcjabat Penanclalangan Kontrak 
atau Tim fnspeksi yang clitunjuk Pejabat Penandatangan 
Kontrak clapat mclalrukan inspeksi atas proses pabrikasi 
barang/pcralatan khusus sebagaimana ditetapkan clalam 
SSKK. 

18.2 Jadwal, tempal clan ruang lingkup inspcksi sesuai SSKK. 

18.3 Biaya pelaksanaan inspeksi tcrmasuk dalam nilai 
Kontrak. 



19. Pengepakan 

20. Pengirirnan 

21. Asuransi 

22. Transporlasi 
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19.1 Penyedia bcrkewajiban alas langgungannya sendiri 
unluk mengepak barang scdcmikian rupa schingga 
Barang lcrhindar dan tcrlindungi dari risiko kerusakan 
atau kchilangan sclama masa transportasi atau pada 
saal pcngiriman dari tempat asaJ barang sampai ke 
Tcmpat sebagaimana dilctapkan di daJam SSKK. 

19.2 Pcnycdia harus mclakukan pengcpakan, penandaan dan 
penyertaan dokumen yang berisi idcnlitas barang di 
daJam dan di luar paket barang sebagaimana ditelapkan 
daJam SSKK. 

20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyclesaikan pengiriman 
barang sesuai dengan jadwal pcngiriman. Dokumen 
nnc1an pcnginman dan dokumen lerkait lainnya diatur 
dalam SSKK. 

20.2 Sarana transportasi yang dipakai dialur daJam SSKK. 

20.3 Unluk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko 
tinggi, Penyedia harus membcril<:an informasi secara rinci 
lentang cara pcnanganannya. 

21.1 Pcnycdia harus mcngasuransikan barang-barang yang 
akan discrahkan sesuai dengan kelentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang 
lercanlum dalam SSKK. 

21.2 Pcnycdia harus mengasuransikan pcngmman barang­
barang sesuai dengan kelentuan pcraluran perundang­
undangan yang berlaku dan kelcntuan yang lercantum 
dalam SSKK 

21.3 Penerima manfaal harus dijclaskan dalam dokumcn 
asuransi scbagaimana ditclapkan dalam SSKK. 

21.4 Semua biaya asuransi Lelah lcrmasuk dalam nilai 
Kontrak. 

22.1 Pcnycdia berlanggung jawab untuk mcngalur 
pengangkutan barang (lcrmasuk pcmualan dan 
penyimpanan) sampai dengan Tempal Tujuan 
Pcngiriman sebagaimana ditctapkan dalam SSKK. 

22.2 Transporlasi barang harus diteruskan sampai dengan 
Tempal Tujuan Akhir scbagaimana ditclapkan daJam 
SSKK 

22.3 Semua biaya transportasi (lcrmasuk pcmuatan dan 
penyimpanan) telah lcrmasuk di dalam Nilai Kontrak. 



23. Risiko 

24. Pcmeriksaan 
dan/atau 
Pengujian 

25. Uji Coba 
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Semua risiko tcrhadap kerusakan atau kchilangan barang tetap 
bcrada pada Pcnyedia dan tidal< al<an beralih kepada Pejabat 
Pcnandatangan Kontral< sampai dcngan Tempal Tujuan 
Pengiriman/Tcmpat Penyerahan Hasil Pekcrjaan. 

22.1 Pejabal Pcnandalangan Kontrak berhak untuk 
melalrukan pcmeriksaan dan / atau pengujian atas 
Barang untuk memastikan kccocokannya dengan 
spesifikasi dan persyaratan yang telah dilcnlukan dalam 
Konlral<. 

22.2 Pcmeriksaan dan/atau pengujian dapal dilalrukan 
sendiri oleh Pcnycdia dan disaksikan olch Pcjabal 
Penandalangan Kontrak atau diwal<ilkan kepada pihal< 
ketiga scbagaimana diatur dalam SSKK. 

22.3 Pcmeriksaan dan/atau Pengujian dilaksan al<an 
sebagaimana diatur dalam SSKK. 

22.4 Biaya pemcriksaan dan/atau pengujian lelah termasuk 
pada nilai Kontrak. 

22.5 Pcmeriksaan dan/atau pengujian dilalrukan di lempal 
yang ditcntukan dalam SSKK dan dihadiri olch Pejabal 
Pcnandalangan Kontral< dan/alau pihak lain yang 
terkail. Pcnycdia berkewajiban untuk membcrikan al<ses 
kcpada Pejabal Penandalangan Kontrak dan/alau pihal< 
lain yang terkait lanpa biaya. Jika pemeriksaan 
dan/atau pcngujian dilalrukan di luar Tempat Tujuan 
Akhir mal<a semua biaya kehadiran Pcjabal 
Pcnandatangan Konlral< dan/atau pihak lain yang 
lerkait mcrupakan tanggungan Pcjabat Penandatangan 

Kontrak. 

22.6 Jika basil pcmcriksaan dan/atau pcngujian lidak sesuai 
dcngan jenis dan mu tu barang yang dilclapkan dalam 
Konlrak, Pejabat Pcnandatangan Konlral< bcrhak untuk 
menolak barang tcrsebul dan Pcnyedia alas biaya sendiri 
berkewajiban untuk mcmperbaiki alau mcngganti barang 

tersebul. 

22.7 Alas pelal<sanaan pcmcriksaan dan/alau pcngujian yang 
tcrpisah dari serah tcrima barang, Pejabal 
Penandatangan Konlrak dan/atau pihak lain yang 
terkail membual berita acara pemcriksaan yang 
ditandatangani olch Pcjabat Pcnandalangan Kontral< 
dan/ alau pihak lain yang lcrkail dan Penycdia. 

25.1 Sctelah barang dikirim , barang diuji-coba olch Penyedia 
disaksikan oleh Pejabal Penandalangan Konlral< 
dan/ alau pihak lain yang terkait. 

25.2 Hasil uji coba diluangkan dalam bcrila acara. 
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25.3 Apabila hasil uji coba lidak sesuai dengan spcsifikasi 
yang ditentukan dalarn Konlrak, maka Pcnyedia 
mcmpcrbaiki alau mcngganli barang lcrscbul dcngan 
biaya scpcnuhnya dilanggung Pcnycdia. 

26.1 Kecuali Kontrak dipuluskan lebih awal, Pcnyedia 
berkcwajiban menyelesaikan pckerjaan selambal­
lambatnya pada tanggal penyelcsaian yang ditctapkan 
dalam SSKK pada klausul 13.2 

26.2 Jika pckerjaan lidak sclcsai pada Langgal penyelesaian 
bukan akibat keadaan kahar alau bukan Pcristiwa 
Kompensasi alau karena kesalahan atau kelalaian 
Penyedia maka Pcnycdia dikenal<:an denda 
keterlam balan. 

26.3 Tanggal penyelesaian yang dirnaksud dalam klausul ini 
adalah tanggal pcnyelesaian scmua pckcrjaan. 

Peristiwa Kompensasi dapat dibcrikan kepada Pcnyedia dalam 
hal se bagai beriku t: 
a. Pejabat Penandatangan Konlrak mcngubah jadwal yang 

dapat mcmpengaru.hi pclaksanaan pekerjaan; 
b. kclcrlambatan pembayaran kcpada Penyedia; 
c. Pcjabat Pcnandalangan Kontrak mcnginstruksikan kepada 

pihak Pcnyedia untuk melalrukan pengujian tambahan 
yang setelah dilaksanal<:an pcngujian tcrnyala lidak 
dilcmukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

d. Pejabat Pcnandatangan Konlrak tidal<: mcmbcrikan gambar­
gambar, spcfikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang 
dibuluhkan; 

e. Pcnycdia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam 
Konlrak; 

f. Pcjabat Penandatangan Konlrak memerinlahkan 
penundaaan pelaksanaan pckerjaan; atau 

g. ketcntuan lain yang diatur dalam SSKK. 

28.1 Jika tcrjadi Pcrisliwa Kompensasi sehingga pcnyclcsaian 
pekcrjaan akan melampaui tanggal pcnyelesaian maka 
Pcnycdia berhak untuk meminta perpanjangan langgal 
penyelesaian bcrdasarkan data pcnunjang. Pejabat 
Pcnandatangan Konlrak dapat meminla perlimbangan 
Pcngawas Pckcrjaan (apabila ada) dalam mcmutuskan 
perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekcrjaan. 

28.2 Jil<:a Peristiwa Kompensasi mengakibatkan 
keterlambatan pcnyelcsaian pekerjaan maka Pejabat 
Pcnandatangan Konlrak berkewajiban untuk 
membcrikan perpanjangan waktu penyelesaian 
pekcrjaan. 

28.3 Perpanjangan waktu penyeJcsaian pekcrjaan dapat 
dibcril<:an jika berdasarkan data penunjang dapat 
dibuklikan dibut-uhkan penambahan waktu pcnyclesaian 
pekerjaan. 

28.4 Penycdia tidak berhak atas perpanjangan waktu 
penyelcsaian pekerjaan jika Pcnycdia gagal atau lalai 
untuk mcmberikan pembcritahuan dini dalam 
mcngantisipasi/mcngatasi dampak kompcnsasi. 
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28.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada 
tidaknya perpanjangan waktu dan untuk bcrapa lama, 
paling lambat dalam jangka waktu scbagaimana diatur 
dalam SSKK setelah Pcnycdia mcminta perpanjangan. 

28.6 Pcrpanjangan Tanggal Pcnyelcsaian harus dilakukan 
mclalui adendum / pcru bah an Kon trak. 

23.1 Dalam hal Penyedia gagal mcnyelcsaikan pekerjaan 
sampai masa pelal<:sanaan Kontrak bcrakhir, namun 
Pcjabat Pcnandatangan Kontrak menilai bahwa Pcnycdia 
mampu mcnyelcsaikan pckerjaan, Pejabat 
Pcnandatangan Kontrak dapal membcrikan kescmpatan 
kcpada Pcnyedia untuk menyclesaikan pekerjaan. 

23.2 Pcmberian kesempalan kepada Penycdia untuk 
menyelcsaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
klausul 29. 1, dimuat dalam adendum / pcru bah an 
Kontrak yang didalamnya mcngalur waktu pcnyclcsaian 
pckerjaan, pengenaan sanksi dcnda keterlambatan 
kepada Penyedia dan pcrpanjangan Jaminan 
Pelaksanaan. 

23.3 Jangka waktu pcmberian kescmpalan kepada Penycdia 
untuk menyelesaikan pckcrjaan diatur dalam SSKK. 

C. PENYELESAIAN KONTRAK 

30. Serah Tcrima 
Barang 

30.1 Setclah pekerjaan selcsai 100% (scratus persen) , 
Penycdia mengajukan permintaan secara tcrtulis kcpada 
Pejabat Pcnandatangan Kontrak unluk serah tcrima 
barang. 

30.2 Scrah tcrima barang dilalrukan di tcmpat scbagaimana 
ditelapkan dalam SSKK. 

30.3 Scbelum dilalrukan serah terima, Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak melalrukan pemeriksaan tcrhadap hasil 
pckcrjaan , yang dapat di ban tu olch Pengawas Pckerjaan 
dan/ atau tim teknis. 

30.4 Pcmcriksaan barang dilalrukan dcngan menilai 
kesesuaian barang yang discrahtcrimakan yang 
tcrcantum dalam Kon trak. 

30.5 Pcjabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk 
memeriksa kebenaran dokumen yang bcrisi idenlitas 
aarang dan mcmbandingkan kesesuaiannya dengan 
Kontrak. 

30.6 Pejabat Penandatangan Kontrak mcnolak scrah Lerima 
barang jika hasil pcmeriksaan pckcrjaan tidak sesuai 
dengan Kontrak. 

30.7 Atas pelaksanaan serah tcrima barang, Pejabat 
Pcnandatangan Kontrak membuat Serita Acara Serah 
Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan 
Pcnyedia. 
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30.8 Dalam hal Pejabat Penandalangan Konlrak menolak 
serah Lcrima barang maka dibuat Bcrila Acara Penolakan 
Scrah Tcrima dan segera mcmcrintahkan kcpada 
Penyedia untuk mcrnperbaiki, mengganti dan/atau 
mclengkapi kekurangan pckcrjaan. 

30.9 Jika pcngoperasian barang mernerlukan kcahlian khusus 
maka sebclum pelaksanaan scrah lcrima barang 
Pcnyedia berkewajiban untuk mclakukan pelat..ihan ijika 
dicanlumkan dalam Kontrak). Biaya pclatihan termasuk 
dalam Nilai Konlrak. 

30. 10 Pejabal Penandatangan Kontrak mcnerima barang 
sclclah: 
a. scluruh barang yang discrahlcrimakan scsuai 

dcngan Konlrak; dan 
b. Penyedia menycrahkan scrlifikat garansi kepada 

Pcjabat Pcnandatangan Konlrak (apabila dipcrlukan). 

30.11 Jika barang yang diserahlcrimakan terlambat melcwali 
batas waktu akhir Kontral< karcna kcsalahan atau 
kelalaian Penycdia atau bukan akibat keadaan kahar 
maka Penyedia dikcnakan dcnda kcterlambalan. 

31. 1 Pcnycdia dengan jaminan pabrikan dari produscn 
pabrikan ijika ada) bcrkcwajiban untuk menjamin bahwa 
selama pcnggunaan secara wajar, barang tidak 
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh Lindakan 
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, 
bahan dan cara kcrja. 

31.2 Jaminan bcbas cacal mutu/garansi m1 berlal<u selama 
masa garansi berlal<u. 

31.3 Pejabal Penandatangan Kontrak mcnyarnpaikan 
pembcrilahuan cacal mutu kcpada Pcnyedia segera 
setclah ditcmukan cacal mutu lcrsebut sclama sclama 
masa garansi berlal<u . 

3 1.4 Terhadap pembcritahuan cacat mutu oleh Pejabal 
Pcnandatangan Konlrak, Pcnyedia bcrkewajiban untuk 
mcmpcrbaiki, mcngganti dan/ atau mclcngkapi barang 
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam 
pcmberitahuan lersebut. 

31 .5 Jika Penyedia tidak mcmperbaiki, mengganli dan/ atau 
mclcngkapi barang akibal cacat mutu dalarn jangka 
waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan 
Kontrak akan menghitung biaya pcrbaikan yang 
diperlukan dan Pejabat Penandatangan Konlrak secara 
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk olch 
Pejabal Penandatangan Kontrak akan melal<ukan 
perbaikan, penggantian dan/ atau melengkapi barang 
terscbut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya 
untuk mcmperbaiki, mengganli dan/ atau mclcngkapi 
barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan 
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 
Biaya terse but dapat dipotong olch Pejabal 
Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan 
pelaksanaan Penyedia. 
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31.6 Tcrlcpas dari kcwajiban pcnggant.ian biaya, Penycdia 
yang laJai mcmpcrbaiki cacat mutu dikc nakan Sanksi 
Daftar Hitam. 

32.1 Pcnycdia diwajibkan memberikan petunjuk kepada 
Pejabat Pcnandatangan Kontrak tcntang pedoman 
pengoperasian dan perawatan sebclum serah terima 
barang. 

32.2 Apabila Pcnycdia t.idak mcmbcrikan pcdoman 
pcngoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan 
Kontrak bcrhak menahan pembayaran scbesar 5% (lima 
per scratus) dari nilai Kontrak. 

D. PERUBAHAN KONTRAK 

33. Perubahan 
Kontrak 

33.1 Kontrak hanya dapat diubah mclaJui 
adcndum/perubahan Kontrak. 

33.2 Adcndum/pcrubahan Kontrak dapat dilaksanakan daJam 
haJ terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 
saat pclaksanaan dcngan gambar dan/atau spcsifikasi 
teknis yang ditcntukan daJam dokumcn Kontrak dan 
disetujui olch para pihak, mclipuli: 
a. menambah atau mengurangi volume yang tcrcantum 

daJam Kontrak; 
b. menam bah dan / atau mcngurangi jcnis kegiatan; 
c. mcngu bah spcsifikasi tcknis sesuai dcngan kondisi 

lapangan; dan / atau 
d. mcngubah jadwaJ pclaksanaan. 

33.3 Selain adcndum/pcrubahan Kontrak yang diatur pada 
kJausul 33.2, adcndum/perubahan Kontrak dapat 
dilakukan untuk haJ-haJ yang discbabkan masaJah 
adrninistrasi, antara lain perganlian Pejabat 
Penandatangan Kontrak, peru bahan rckening Penyedia 
dan sebagainya. 

33.4 Pekcrjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh pcrscn) 
dari nilai Kontrak awaJ dan harus mcmpcrlimbangkan 
tersedianya anggaran. 

33.5 Perintah pcrubahan pckerjaan dibuat oleh Pcjabat 
Pcnandatangan Kontrak sccara tcrtulis kcpada Penyedia 
kcmudian dilanjulkan dcngan negosiasi tcknis dan harga 
dcngan tctap mcngacu pada kctcntuan yang tcrcantum 
daJam Kontrak awaJ. 

33.6 Hasil ncgosiasi teknis dan harga terscbut dituangkan 
daJam Bcrita Acara scbagai dasar pcnyusunan 
adendum/perubahan Kontrak. 

33.7 Pcrubahan jadwaJ daJam haJ tcrjadi pcrpanjangan waktu 
pelaksanaan dapat diberikan olch Pejabat 
Penandatangan Konlrak atas pcrtimbangan yang layak 
dan wajar untuk haJ-haJ sebagai bcrikut: 
a. Pcrisitiwa kompcnsasi; dan/ atau 
b. Keadaan kahar. 
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33.8 Dalarn hal kcadaan kahar waktu penyelcsaian pckerjaan 
dapal diperpanjang sckurang-kurangnya sama dcngan 
waklu terhenlinya pelaksanaan kontrak akibat keadaan 
kahar. 

33.9 Dalarn hal pcristiwa kompcnsasi, waktu pcnyelcsaian 
pckcrjaan dapat diperpanjang paling lama sarna dengan 
waktu terhcnlinya/tcrlarnbalnya pelaksanaan Konlrak 
akibat pcristiwa kompensasi. 

33. 10 Pejabat Pcnandatangan Konlrak dapat menyctujui sccara 
tertulis pcrpanjangan waklu pelaksanaan selelah 
mclakukan pcnelilian Lerhadap usulan yang diajukan 

oleh Pcnyedia. 

33.11 Pejabat Penandatangan Konlrak dapal menugaskan 
pengawas pekerjaan dan/ a Lau Lim tcknis untuk menelili 
kelayakan/kewajaran pcrpanjangan waktu pclaksanaan. 

33.12 Persetuj u an pcrpanjangan waklu pclaksanaan Kontrak 
dituangkan dalarn adendum/pcrubahan Kontrak. 

27.1 Yang dimaksud keadaan kahar dalam Kontrak ini adalah 

suatu keadaan yang terjadi diluar kchcndak para pihak 
dan tidak dapat diperkirakan scbclumnya, sehingga 

kewajiban yang dilenlukan dalam konlrak mcnjadi Lidak 

dapat dipcnuhi. 

27 .2 Yang lermasuk kcadaan kahar tidak lerbalas pada: 

a. Bencana alarn; 
b. Bcncana non alarn; 

c. Bencana sosial; 

d. Pemogokan; 

e. Kcbakaran; 
f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/ alau 
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyalakan 

melalui kcputusan bcrsarna Mentcri Kcuangan dan 

menteri teknis terkait. 

27.3 Apabila Lerjadi keadaan kahar, maka Penyedia 

mcmberitahukan kepada Pejabat Penandatangan 
Kontrak paling lambal 14 (cmpat bclas) hari kalender 
scjak mcnyadari atau scharusnya mcnyadari alas 

kcjadian atau kcadaan kahar, dengan mcnycrtakan 

bukli. 

27.4 Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang 
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 

27.5 Pada saat tcrjadinya kcadaan kahar, kontrak ini akan 
dihcnlikan sementara hingga keadaan kahar berakhir 

dengan ketentuan: 
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a. Pcnyedia berhak untuk mcncrima pcmbayaran sesuai 
dcngan prcstasi atau kcmajuan pclaksanaan 
pekcrjaan yang telah dicapai setclah dilakukan 
pcmcriksaan bersama atau b crdasarkan audit. 

b. Jika selama masa keadaan kahar Pejabat 
Pcnandatangan Kontrak mcmerinlahkan secara 
lertulis kepada Penycdia untuk scdapat mungkin 
mcncruskan pekerjaan maka Pcnyedia berhak untuk 
menerima pembayaran scbagaimana dilcntukan 
dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya 
yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan 
untuk bekcrja dalam situasi demikian. Pcnggantian 
biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan 
Konlrak. 

27.6 Kcgagalan salah satu Pihak untuk mcmenuhi 
kcwajibannya yang ditentukan dalam Konlrak bukan 
mcrupakan cidera janji atau wanprcslasi jika kcgagalan 
tcrsebut diakibalkan olch kcadaan kahar dan Pihak yang 
ditimpa keadaan kahar: 
a . Lelah mengambil scmua tindakan yang scpatulnya 

untuk mcmcnuhi kewajiban dalam konlrak; dan 
b. lclah mcmbcrilahukan sccara tcrtulis kepada Pihak 

lainnya dalam Konlrak sclambal-lambalnya 14 
(cmpat bclas) hari scjak mcnyadari alas kejadian 
atau Keadaan kahar, dengan mcnyerlakan salinan 
p emyataan terjadinya pcristiwa yang menyebabkan 
terhenlinya/ terlambatnya pelaksanaan Konlrak. 

27.7 Kctcrlambatan pengadaan akibal kcadaan kahar lidak 
dikcnakan sanksi. 

27.8 Pcnghcntian Konlrak karcna kcadaan kahar dituangkan 
sccara tertulis oleh Pcjabat Pcnandatangan Kontrak 
dcngan discrtai alasan pcnghcntian pckcrjaan. 

27. 9 Pcnghcntian Kontrak karcna kcdaan kahar dapat 
b crsifat: 
a. sementara hingga kca daan kahar bcrakhir; atau 
b. pcrmancn apabila akibat kcadaan kahar tidak 

mcmungkinkan dilanju lkan / disclesaikannya 
pckerjaan. 

27 .1 0 Pcnghentian pekerjaan al<ibat kcadaan kahar lclap 
mcmpertimbangkan cfcktifitas pekerjaan dan tahun 
anggaran. 

E. PENGHENTIAN DAN PEMVTUSAN KONTRAK 

35. Penghentian 
Konlrak 

36. Pemutusan 
Kontrak 

Penghenlian Kontrak dapal dilakukan karcna tcrjadi keadaan 
kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 34. 

36.1 Pcmutusan Kontrak dapat dilakukan olch Pcjabat 
Penandatangan Konlrak atau Pcnycdia. 

36.2 Pcjabat Pcnandatangan Kontrak dapal memutuskan 
Kontrak secara sepihak apabila Pcnycdia tidak 
mcmenuhi kcwajibannnya scsuai kctcnluan dalam 
Kontrak. 
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36.3 Penyedia dapat mcmutuskan Konlrak secara sepihak 
apabila Pcjabal Pcnandatangan Konlrak tidak mcmcnuhi 
kcwajibannya sesuai ketcntuan dalam Konlrak. 

36.4 Pcmutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 
(empal belas) hari selclah Pcjabal Penandalangan 
Konlrak/Pcnyedia menyampai.kan pembcritahuan 
rencana Pemutusan Konlral<: secara tcrtulis kepada 
Pcnyedia/Pejabat Penandalangan Konlrak. 

37. 1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pcrdala, Pcjabat Pcnandatangan 
Konlrak dapat memutuskan Konlrak m1 melalui 
pembcritahuan tcrtulis kcpada Pcnycdia selelah 
tcrjadinya hal-hal scbagai bcrikut: 

a. Pcnyedia lcrbukti melakukan KKN, kccurangan 
dan/ atau pemalsuan dalam proses pcngadaan yang 
dipuluskan olch Instansi yang berwenang; 

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan 
KKN dan/atau pclanggaran pcrsaingan schat dalam 
pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa dinyatakan 
benar oleh Instansi yang bcrwcnang; 

c. Penyedia bcrada dalam kcadaan paiJit; 
d. Penycdia terbukti dil<:enakan Sanksi Daftar Hitam 

sebclum pcnandatangan Konlrak; 
e. Penyedia gagal memperbaiki kincrja sctclah mcndapat 

Surat Peringatan sebanyak 3 (Liga) kali; 
f. Penycdia tidak mcmpertahankan bcrlakunya Jaminan 

Pclaksanaan; 
g. Pcnycdia lalai/ cidcra janji dalam melaksanakan 

kewajibannya dan tidak mcmperbaiki kclalaiannya 
dalam jangka waktu yang telah ditctapkan; 

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan 
Konlrak, Penycdia tidak akan rnampu mcnyclcsaikan 
kescluruhan pekerjaan walaupun diberil<:an 
kcsempalan menyelesai.kan pckerjaan selama jangka 
waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK; 

1. sctclah diberikan kcscmpalan menyelesaikan 
pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam 
klausul 29.3 SSKK, Pcnycdia Lidak dapat 
menyelesai.kan pekerjaan; atau 

J. Penycdia menghenlikan pekerjaan melcbihi waktu 
yang ditcntukan dalam SSKK dan penghcnlian ini 
tidak lercantum dalam program mulu serla tanpa 
persetujuan pengawas pekcrjaan (apabila ada). 

37.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak scbagaimana 
dimaksud pada klausul 37 .1 , maka: 
a. Jami.nan Pelaksanaan dicairkan; 
b. sisa Uang Muka harus dilunasi olch Pcnycdia atau 

Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan) ; 

dan 
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 
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37.3 Pcjabat Penandalangan Kontrak membayar kepada 
Pcnycdia sesuai dengan pencapaian preslasi pekerjaan 
yang lelah dilcrima olch Pcjabal Pcnandalangan Kontrak 
sampai dengan tanggal berlakunya pemulusan Konlrak 
dikurangi dcnda yang harus dibayar Penycdia (apabila 
ada), serta Pcnycdia menycrahkan semua hasil pekcrjaan 
kcpada Pejabat Penandalangan Konlrak dan selanjutnya 
menjadi milik Pejabat Pcnandalangan Konlralc 

38.1 Dengan mengesampingkan Pasal J 266 dan 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, Pcnycdia dapat 
memutuskan Konlrak melalui pemberilahuan tertulis 
kcpada Pcjabal Pcnandalangan Konlrak apabila: 

a. Pejabat Penandatangan Konlrak memerintahkan 
Penycdia sccara tcrtulis untuk menunda 
pelaksanaan pekerjaan alau kelanjulan pekerjaan 
dan pcrintah tcrsebut tidak ditarik sclama waktu 
yang disepakali scbagaimana lercanlum dalam 
SSKK; 

b. Pcjabat Pcnandatangan Konlrak tidak mcnerbilkan 
surat perintah pembayaran untuk pcmbayaran 
tagihan angsuran sesuai dcngan jangka waklu yang 
discpakali scbagaimana tcrcantum daJam SSKK. 

38.2 Dalam hal pcmutusan Konlrak maka Pejabal 
Penandatangan Konlral< mcmbayar kepada Pcnyedia 
sesuai dengan preslasi pekcrjaan yang lclah diterima 
olch Pejabal Pcnandatangan Konlrak sampai dcngan 
langgal bcrlakunya pcmutusan Konlrak dikurangi dcnda 
keterlambatan yang harus dibayar Pcnycdia (apabila 
ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pckerjaan 
kepada Pcjabat Penandalangan Konlrak dan sclanjutnya 
mcnjadi milik Pcjabal Penandatangan Kontrak. 

32.1 Konlrak beral<hir apabila pckcrjaan tclah selesai dan hak 
dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Konlrak 
sudah terpcnuhi. 

32 .2 Tcrpenuhinya hak dan kewajiban para pihak 
sebagaimana dimal<sud pada klausul 39.1 adalah terkait 
dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat 
dari pelaksanaan Kontrak. 

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK 

40. Hak dan 
Kewajiban 
Pejabat 
Penandatangan 
Konlrak 

34.1 Pejabal Pcnandatangan Konlrak mcmpunyai hak: 
a. mengawasi dan mcmcriksa pekcrjaan yang 

dilaksanakan olch pcnycdia; 
b. meminta laporan-laporan yang tcrcantum di dalam 

Kontrak mcngenai pclaksanaan pekcrjaan yang 
dilakukan oleh pcnyedia; 

c. mencrima hasil pengadaan barang sesuai dcngan 
spesifikasi dan jadwal pcnycrahan pekcrjaan yang 
tclah ditetapkan dalam Kontrak; 

d. mengenakan sanksi kcpada penyedia; 
e. rnemberikan instruksi; 
f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila 

ada); 
g. mcnyetujui adendum/pcrubahan Konlrak; 



G. PENYEDIA 
41. Hak dan 

Kewajiban 
Pcnyedia 

42. Tanggung Jawab 

43. Penggunaan 
Dokumen 
Kontrak dan 
Informasi 
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h. menerirnajaminan uang muka, jaminan pclaksanaan 
dan garansi (apabila ada); dan/atau 

i. menilai kinerja Pcnyedia. 
34.2 Pejabal Pcnandatangan Kontrak mcmpunyai kewajiban: 

a. membayar pekcrjaan sesuai dcngan harga yang 
tercant--um dalam Kontrak dan sesuai dengan waktu 
yang Lelah cLitetapkan kepada Penyedia; dan 

b. mcmbayar uang muka; 
c. membayar penyesuaian harga; 
d. mcmbayar ganti rugi karcna kcsalahan yang 

dilakukan Pcjabal Penandatangan Konlrak; dan 
c. membcrikan fasilitas bcrupa sarana dan prasarana 

alau kemudahan lainnya untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang lercanlum 
dalam SSKK. 

41.1 Pcnycdia mcmpunyai Hak: 
a. mencrima pcmbayaran unluk pclaksanaan 

pengadaan barang scsuai dcngan harga yang telah 
dilcnlukan dalam Kontrak; dan 

b. memperoleh fasilitas dari Pcjabat Penandalangan 
Konlrak unluk kclancaran pelaksanaan pcngadaan 
barang sesuai kctentuan Kontrak. 

41.2 Pcnyedia mempunyai Kewajiban: 
a. melaporkan pclaksanaan pcngadaan barang sccara 

pcriodik kcpada Pejabat Penandatangan Kontrak; 
b. melaksanakan dan menyclesaikan pcngadaan barang 

scsuai dcngan jadwal pelaksanaan pcngadaan 
barang yang telah ditetapkan dalam Konlrak; 

c. melaksanakan dan menyelesaikan pckerjaan secara 
cermat, akurat dan pcnuh tanggung jawab 
berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; 

d. memberikan kclcrangan yang dipcrlukan unluk 
pemcriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabal 
Pcnandatangan Kontrak; 

c. menycrahkan h asil pengadaan barang sesuai dengan 
jadwal dan lempat pcnycrahan pckerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Konlrak; 

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai 
untuk melindungi lingkungan tempal kerja dan 
membatasi perusal<an dan gangguan kepada 
masyarakat maupun miliknya alcibat kegiatan 
Pcnycdia; dan 

g. menghindari pertentangan kcpcnlingan (conflict of 
interest). 

Pcnyedia berlanggungjawab/bcrkcwajiban unluk menyerahkan 
barang sesuai dengan kualitas barang, kctcpatan volume, 
ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan kctepatan 
tempat Pengiriman/pcnycrahan barang. 

Pcnyedia tidak diperkcnankan mcnggunakan dan 
menginformasikan dokumen Kontrak alau dokumcn lainnya 
yang berhubungan dengan Kontrak untuk kcpcnlingan pihak 
lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, 
kecuali dengan izin lertulis dari Pejabal Penandalangan 
Kontrak. 



44. Hak Alas 
Kekayaan 
Inlelektual 

45. Penanggungan 
dan Risiko 

46. Pcrlindungan 
Tenaga Kcrja 
(apabila 
diperlukan) 
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Penyedia bcrkewajiban unluk melindungi Pejabal 
Penandatangan Kontrak dari segala lunlulan alau klaim dari 
pihak lain alas pclanggaran Hak Alas Kckayaan Inlclcklual. 

45.1 Penyedia berkewajiban untuk mclindungi, mcmbebaskan 
dan menanggung tanpa batas Pejabal Penandatangan 
Konlral< bcscrla instansinya lcrhadap semua benluk 
tunlutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, 
kerugian, dcnda, gugatan atau tuntutan hukum, proses 
pemcriksaan hukum dan biaya yang dikcnakan lcrhadap 
Pcjabat Penandatangan Konlrak bescrta inslansinya 
(kecuali kcrugian yang mcndasari tuntutan tersebut 
disebabkan kesalahan atau kclalaian berat Pejabat 
Penandatangan Kontrak) sehubungan dcngan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut tcrhilung sejak langgal SPP 
ditandatangani olch Pcnycdia sampai dcngan tanggal 
pcnandatanganan bcrita acara serah terima: 
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta 

bcnda Pcnyedia, Su bpenycdia Uika ada) dan 
Pcrsonel; 

b. cidera tubuh, sakil atau kcmatian Pcrsoncl; 
dan/atau 

c. kehilangan atau kerusakan harla benda clan cidera 
tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 

45.2 Tcrhitung sejal< tanggal SPP sampai dengan tanggal 
pcnandatanganan bcrita acara scrah tcrima, semua 
risiko kchilangan atau kcrusakan Hasil Pckcrjaan, Bahan 
dan Perlcngkapan mcrupal<an risiko Pcnyedia, kecuali 
kerugian atau kerusakan lcrscbut diakibatkan olch 
kesalahan atau kelalaian Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak. 

45.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki olch Pcnyedia 
tidak membatasi kewajiban pcnanggungan dalam syaral 
ini. 

45.4 Kehilangan atau kerusakan tcrhadap Basil Pckcrjaan 
atau Bahan yang mcnyatu dengan Hasil Pckcrjaan yang 
terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Pcnyedia 
sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam 
SSKK atau dimulainya masa bcrlalru garansi, harus 
dipcrbaiki, diganti dan/atau dilcngkapi olch Pcnycdia 
alas tanggungannya scndiri jika kchilangan atau 
kcrusakan terscbul tcrjadi akibat tindakan atau 
kelalaian Pcnyedia. 

44.1 Pcnyedia dan Subpcnyedia bcrkewajiban atas biaya 
scndiri untuk mcngikutsertal<an Pcrsonclnya pada 
program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial 
tenaga kerja scbagaimana diatur dalam peraturan 
pcrundang-undangan. 

44.2 Pcnycdia berkewajiban untuk mcmatuhi dan 
mcmerintahkan Pcrsonclnya untuk mematuhi ketcntuan 
mcngcnai kcsclamatan kerja scbagaimana diatur 
peraturan perundang-undangan. 



4 7. Pemeliharaan 
Lingkungan 

48. Asuransi 
Khusus dan 
Pihak Ketiga 

49. Tindakan 
Penyedia yang 
Mcnsyaralkan 
Perselujuan 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak 

50. Kerjasama 
Penyedia dengan 
Usaha Kecil 
Scbagai 
Subpenycdia 

51. Penggunaan 
lokasi kerj a 
(apabila ada) 
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44.3 Pcnyedia bcrkewajiban alas biaya scndiri untuk 
mcnyediakan kepada setiap Personclnya (lermasuk 
Personel Subpcnyedia, jika ada) pcrlcngkapan 
keselamatan kerja yang scsuai dan mcmadai. 

44.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk 
melaporkan kecelakaan bcrdasarkan hukum yang 
bcrlaku, Penyedia melaporkan kcpada Pejabal 
Pcnandatangan Kontrak mengcnai scliap kecelakaan 
yang lirnbul schubungan dengan pelaksanaan Konlrak 
ini dalam waklu 24 (dua puluh cmpal) jam sctclah 
kejadian. 

Penycdia berkewajiban mcngambil langkah-langkah yang 
mcmadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun 
di luar tempat kerja clan membatasi gangguan lingkungan 
lerhadap pihak lain dan harta bendanya schubungan dengan 
pclaksanaan Kontrak ini. 

48.1 Apabila dipcrsyaralkan dalam SSKK, Pcnyedia wajib 
menyediakan asuransi scjak SPP sampai dcngan tanggal 
selesainya pekcrjaan untuk: 
a. semua barang dan pcralalan yang mcmpunyai risiko 

linggi tcrjadinya kccclakaan, pelaksanaan pekerjaan, 
scrla pckcrja unluk pelal<Sanaan pekerjaan, alas 
scgala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, 
kehilangan, serta risiko lain yang lidak dapal diduga; 
dan 

b . pihak lain sebagai akibal kccclakaan di lempal 
kcrjanya. 

48.2 Besarnya asuransi sudah dipcrhitungkan dalam 
penawaran dan termasuk dalam nilai Konlralc 

Penyedia berkewajiban untuk rnendapatkan lcbih dahulu 
persctujuan tcrtulis Pcjabat Pcnandalangan Kontrak sebelum 
melakukan tindakan-lindakan bcrikut: 
a. mcnsubkontrakkan sebagian pengadaan barang; dan/ atau 
b. lindakan lain yang diatur dalarn SSKK. 

42.1 Penyedia dapat bekcrjasama dcngan usaha kecil dengan 
mcnsubkontrakkan sebagian pekcrjaan yang bukan 
pckerjaan utama. 

42.2 Bagian Pckcrjaan yang wajib disubkontral<an olch 
Pcnycdia kepada usaha kecil sebagai subpcnycdia diatur 
di dalam SSKK. 

42.3 Dalam kcrjasama di atas, Pcnyedia b ertangung jawab 
penuh alas kescluruhan pekcrjaan lcrscbut. 

42.4 Pcnycdia mcrnbual laporan pclaksanaan subkonlrak. 

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan 
lokasi kerja bersarna-sama dcngan Penyedia yang lain Uika ada) 
dan pihak-pihak lainnya yang berkepenlingan atas lokasi kerja. 
Jil<a dipandang pcrlu, Pcjabat Penandalangan Kontrak dapat 
rncmbcrikan jadwal kerja Penyedia yang lain di 1okasi kcrja. 



52. Keselamalan 
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Penycdia bcrlanggung jawab alas kcsclamalan scmua pihak di 
lokasi kerja (apabila ada). 

53. Sanksi Finansial 43.1 Sanksi fmansial bagi Pcnyedia dapat bcrupa sanksi ganti 
rugi, denda keterlambatan atau pcncairan jaminan. 

54. Jaminan 

43.2 Sanksi ganti rugi bagi Penycdia dikenakan apabila 
jarninan tidak dapat dicairkan, kcsalahan dalam 
perhilungan volume pckerjaan bcrdasarkan hasil audit, 
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai 
dengan Kontrak bcrdasarkan hasil audit. Bcsarnya 
sanksi ganti rugi adalah scbesar nilai kerugian yang 
ditimbulkan. 

43.3 Sanksi denda kctcrlambatan bagi Pcnyedia dikenakan 
apabila terjadi ketcrlambatan penyelesaian pekerjaan 
dcngan cara memotong pembayaran prcstasi pekerjaan 
Penyedia. Pembayaran Dcnda tidak mcngurangi 
tanggung jawab Kontraktual Penycdia. 

43.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pclunasan uang 
muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila 
diberikan uang muka) bagi Penycdia dikenakan apabila 
Penyedia tidal< menyelcsaikan pckcrjaan sctelah 
bcrakhirnya masa pclaksanaan pckcrjaan atau 
dilakukan pemutusan Kontrak. 

54.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan 
Penandatangan Konlrak scbclum 
Kontral<. 

kepada Pejabat 
penandatanganan 

54.2 Masa bcrlakunya Jaminan Pclal<Sanaan , sekurang­
kurangnya scjak tanggal pcnandatanganan Kontrak 
sampai dcngan serah Lerima barang. 

54.3 Jaminan Pelaksanaan dikcmbalikan setclah pckerjaan 
dinyatakan selesai 100% (seratus perscn) dan setelah 
mcnycrahkan scrtifikat garansi. 

54.4 Jaminan Uang 
Penandatangan 
uang muka dan 
muka. 

Muka diberikan kepada Pcjabat 
Kon trak apabila Pcnyedia mencrima 
diserahkan sebclum pcngam bilan uang 

54.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dcngan bcsarnya uang 
muka yang ditcrima oleh Penyedia. 

54.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi sccara 
proporsional scsuai dengan sisa uang muka yang 
diterima. 

54.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya 
scjak tanggal persetujuan pcmbcrian uang muka sampai 
dengan tanggal serah terima barang. 

54.8 Besamya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan­
jaminan tcrsebut di alas disesuaikan dengan kctentuan 
dalam Dokumcn Pemilihan. 



55. Laporan Hasil 
Pekerjaan 

56. Kepemilikan 
Dokumen 

57. Personcl 
dan/atau 
Peralalan 
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45.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan 
Kontrak untuk mcnetapkan volume pckerjaan atas 
kegiatan yang tclah dilaksanakan guna pembayaran 
hasil pekerjaan. Hasil pcmeriksaan pckerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekcrjaan. 

45.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengcndalian, 
dibuat laporan realisasi mcngenai seluruh aktivitas 
pekerjaan. 

45.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila dipcrlukan 
pemeriksaan dilakukan olch unsur pcngawas (apabila 
ada) dan disetujui oleh Pcjabat Pcnandatangan Kontrak. 

56.1 Semua rancangan, garnbar, spcsifikasi, desain, laporan 
dan dokumen-dokumen lain yang dipcrsiapkan oleh 
Penyedia berdasarkan Kontrak 1m sepcnuhnya 
merupakan milik Pejabat Pcnandatangan Kontrak. 

56.2 Penyedia bcrkewajiban untuk mcnyerahkan scmua 
dokumcn beserta daftar rinciannya kcpada Pejabat 
Pcnandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah 
lcrima barang atau waktu pemutusan Kontrak. 

56.3 Penyedia dapat menyimpan l (satu) buah salinan tiap 
dokumcn tersebut di atas dcngan batasan penggunaan 
yang diatu r dalarn SSKK. 

47.1 Personel dan/atau peralalan yang dilempatkan harus 
scsuai dengan yang tercanlum dalam Dokumcn 
Penawaran. 

4 7. 2 Pcnggan tian Person el tidak boleh dilakukan kecuali alas 
pcrsctujuan tertulis Pejabat Pcnandatangan Kontrak. 

47.3 Penggantian Personcl dilakukan oleh Penycdia dengan 
mengajukan permohonan terlebih dahulu kcpada Pcjabat 
Pcnandatangan Kontrak beserta alasan pcnggantian. 

47.4 Pejabat Pcnandatangan Kontrak dapal menilai dan 
menyetujui pcnempatan/pengganlian Pcrsoncl mcnurut 
kualifikasi yang dibutuhkan. 

47.5 Pejabal Pcnandalangan Kontrak dapat meminla 
pergantian Pcrsonel apabila mcnilai bahwa Personcl: 
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pckerjaan 

dcngan baik; 
b. bcrkclakuan tidak baik; atau 
c. mcngabaikan pekcrjaan yang menjadi tugasnya. 

47.6 Jika pcnggantian Personel pcrlu dilakukan, maka 
Penyedia berkewajiban unluk mcnyediakan pengganti 
dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari 
Pcrsoncl yang digantikan tanpa biaya lambahan apapun 
dalam waktu 7 (lujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 

47.7 Personel bcrkewajiban unluk menjaga kerahasiaan 
pekerjaannya. 



- 88 -

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 

58. Nilai Kontrak 

59. Pembayaran 

58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar 
Penyeclia atas pelaksanaan pekerjaan dalam 
sebesar nilai Konlrak alau berdasarkan 
perhitungan akhir. 

kepada 
Kontrak 

hasil 

58.2 Untuk Konlrak Harga Satuan atau item pekerjaan 
dengan harga satuan pada Konlrak Gabungan Lumsum 
dan Harga Saluan, rincian nilai Kontrak sesuai dengan 
rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan 
harga. 

49.1 Vang Muka 

49.2 

a. Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai 
kctentuan dalam SSKK untuk: 

1) mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan 
tenaga kcrj a; 

2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok 

barang/bahan/ material/ peralatan; dan/ atau 
3) pekerjaan tcknis yang diperlukan untuk 

persiapan pelaksanaan pekerjaan. 

b. bcsaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan 
dibayar sctelah Penyedia menyerahkan Jaminan 

Uang Muka senilai uang muka yang diberikan; 
c. dalam hal Pcjabat Penandatangan Konlrak 

menyccliakan uang muka mal<a Penyedia harus 
mengajukan permohonan pengambilan uang muka 
secara tertulis kepada Pcjabat Penandatangan 
Konlrak disertai dengan rencana penggunaan uang 
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 
Kontral{ dan rencana pengembaliannya; 

d. Jaminan Uang Muka cliterbitkan oleh bank umum, 
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau 
lcmbaga keuangan khusus yang mcnjalankan usaha 
di bidang pcmbiayaan, penjaminan dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki 
izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang; 
e. pengembalian uang muka dapat dilal{ukan dengan 

dipcrhitungkan berangsur-angsur secara 
proporsional pada sctiap pcmbayaran prestasi 
pekerjaan atau sesuai kescpakatan yang diatur 
dalam Kontrak clan paling lambat harus lunas pada 

saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus 

persen) . 

Prcslasi Pekcrjaan 
sistem bulanan, 
sccara sckaligus 

a. pembayaran dilakukan dengan 
sistem tcrmin alau pembayaran 
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. 



60. Perhitungan 
Akhir 
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b. pembayaran preslasi hasil pckerjaan dilakukan 
dengan kelenluan: 
1) Penyedia Lelah mengajukan lagihan disertai 

laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) Pengecualian untuk: 

a) Pengadaan Barang/ J asa yang karcna 
sifatnya dibayar lerlebih dahulu sebelum 
barang/jasa dilerima; 

b) pembayaran bah.an/material dan/atau 
peralalan yang menjadi bagian dari hasil 
pekerjaan yang akan diserahlerimakan yang 
Lelah berada diJokasi pekcrjaan clan 
dicantumkan dalam Kontrak namun belum 
lcrpasang; atau 

c) pcmbayaran pekerjaan yang bclum sclesai 
100% (seralus persen) pada saal balas akhir 
pengajuan pembayaran dengan menyerahkan 
jaminan alas pcmbayaran. 

pembayaran dapal dilakukan sebelum prestasi 
pekerjaan diterima/ Lerpasang. 

3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, 
denda (apabila ada) dan pajak; dan 

4) unluk Kontrak yang mempunyai subkonlrak, 
permintaan pembayaran dilengkapi bukti 
pembayaran kepada scluruh su bpenyedia sesuai 
dengan preslasi pekerjaan. 

c. Penyclesaian pembayaran hanya dapal dilaksanakan 
sctelah barang dinyatakan ditcrima sesuai dengan 
berita acara serah lerima barang dan bilamana 
dipersyaralkan dilengkapi dengan berita acara hasil 
uji coba. 

d. Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) mengikuli 
kelenluan umum yang bcrlaku di bidang 
perdagangan. 

49.3 Sanksi Finansial 
Sanksi Finansial dapal berupa sanksi ganti rug:i alau 
denda kelerlambalan. 
a. Ganti Rugi 

Sanksi ganli rugi bagi Penyedia apabila lerbukli 
jaminan Lidak bisa dicairkan, lerjadi kesalahan 
dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan 
hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang 
kualitasnya Lidak sesuai dengan Konlrak 
berdasarkan basil audit. Besarnya sanksi ganli rugi 
adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan 
sebagaimana dilentukan dalam SSKK. 

b. Denda kelcrlambalan 
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia 
atas keterlambalan penyelcsaian pekerjaan untuk 
setiap hari keterlambalan adalah sebagaimana yang 
ditetapkan di dalam SSKK. 

60.1 Untuk Konlrak Harga Saluan atau item pekerjaan 
dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum 
dan Harga Saluan, perhilungan akhir nilai pekerjaan, 
berdasarkan volume pekerjaan yang Lelah diselesaikan 
100% (seratus persen) dan diluangkan dalam Adendum 
Konlrak (apabila ada). 



61. Pcnangguhan 
Pembayaran 

62. Pcnycsuaian 
Harga 
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60.2 Pembayaran angsuran prcstasi pckerjaan lcrakhir 
dilakukan selelah pckcrjaan sclcsai 100% (seratus 
persen) dan Berila Acara Serah Tcrima Lelah 
ditandalangani olch kcdua belah Pihak. 

51.1 Pejabal Penandalangan Konlrak dapal mcnangguhkan 
pcmbayaran scliap angsuran prcslasi pckerjaan Penyedia 
jika Penycdia gagal alau lalai rncmcnuhi kewajibannya. 

51.2 Pcjabal Pcnandalangan Konlrak sccara lertulis 
membcrilahukan kepada Pcnyedia lenlang pcnangguhan 
hak pcmbayaran, discrtai alasan-alasan yang jelas 
mcngenai penangguhan lcrscbut. Penyedia dibcri 
kcscmpalan unluk memperbaiki dalam jangka wal{lu 
lcrlcnlu. 

51.3 Pcmbayaran yang dilangguhkan discsuaikan dcngan 
proporsi kegagalan alau kclalaian Pcnycdia. 

51.4 Jika dipandang perlu olch Pcjabal Penandatangan 
Konlrak, pcnangguhan pcrnbayaran akibal 
kcterlambatan penycrahan pckcrjaan dapal dilakukan 
bcrsamaan dcngan pengcnaan dcnda kcpada Pcnyedia. 

52.1 Pcmbcrlakuan Pcnycsuaian harga pada Konlrak 
scbagaimana diatur di dalam SSKK. 

52.2 Pcnyesuaian Harga dibcrlakukan lerhadap Kontrak 
Tahun Jarnak yang bcrbcntuk Konlrak Harga Saluan 
alau item pckcrjaan dengan harga saluan pada Konlrak 
Gabungan Lumsum dan Harga Saluan yang masa 
pelaksanaannya lcbih dari 18 (delapan belas) bulan. 

52.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke- 13 
(tiga bclas) sejak pclaksanaan pckerjaan. 

52.4 Pcnycsuaian Harga Saluan bcrlaku bagi seluruh 
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen 
kcunlungan, biaya lidak langsung (overhead cost) dan 
harga satuan timpang scbagaimana tcrcantum dalarn 
penawaran. 

52.5 Pcnycsuaian Harga Satuan dibcrlakukan scsuai dengan 
jadwal pelaksanaan yang tcrcanlum dalam Kontrak 
awal/ Adendum Konlrak. 

52.6 Pcnycsuaian Harga Satuan bagi komponen pckerjaan 
yang berasal dari luar ncgcri, mcnggunakan indeks 
penycsuaian harga dari ncgara asal barang terscbut. 

52.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Saluan baru scbagai 
akibal adanya Adendum Konlrak dapat diberikan 
pcnycsuaian harga mulai bulan ke- 13 (tiga belas) scjak 
Adendum Kontrak lcrscbut ditandalangani. 

52.8 Indcks yang digunakan dalam hal pclaksanaan Kontrak 
terlambat disebabkan oleh kcsalahan Pcnyedia adalah 
indcks harga terendah anlara jadwal Konlrak dan 
realisasi pekerjaan. 
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52.9 Penyesuaian Harga Saluan, clilelapkan dengan rumus 
sebagai berikul: 

Hn Harga Satuan pad a saal pekerjaan 
clilaksanakan; 

Ho = Harga Saluan pada saat harga penawaran; 
a = Kocfisien lelap yang lcrdiri alas kcunlungan 

dan overhead; 
Dalarn ha] penawaran lidak mencantumkan 
besaran komponen keunlungan dan overhead 
maka a= 0 ,15. 

b , c, d = Kocfisicn komponcn Konlrak sepcrli lenaga 
kerja, bahan, aJat kerja, dsb; 
Penjumlahan a+b+c+d+ .... dsl adalah 1,00. 

Bo, Co, Do Indeks harga komponen pada bulan 
penyarnpaian pcnawaran. 

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponcn pada saat 
pekerjaan dilaksanakan. 

52.10 Koefisien komponen Konlrak bcrdasarkan kocfisien yang 
digunakan daJarn anaJisis harga satuan penawaran. 

52.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari pcnerbilan 
BPS. 

52.12 Dalarn haJ indeks harga lidak dirnua t dalarn penerbitan 
BPS, digunakan indeks harga yang dikcluarkan oleh 
instansi leknis. 

52. 13 Rumusan p enyesuaian nilai Konlrak ditetapkan sebagai 
berikut: 

Pn = (11n
1 

x Vi)+ (Hn2 x Vz) + (Hn3 X V3) + ··· 

Pn = Nilai Kontrak selelah dilakukan penycsuaian 
Harga Saluan; 

Hn = Harga Saluan baru seliap jcnis komponen 
pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga 
menggunakan rumusan penycsuaian Harga 
Saluan; 

V = Volume setiap jenis komponen pckerjaan yang 
dilaksanakan. 

52.14 Hasil perhitungan Penycsuaian Harga dituangkan daJarn 
Adendum Konlrak setelah clilalrukan audit sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

I. PEN GA WASAN MUTU 

63. Pengawasan dan 
Pemeriksaan 

Pejabal Penandatangan Kontrak berhak mclakukan 
pcngawasan dan pemeriksaan lerhadap pelaksanaan pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh Penyeclia. Apabila diperlukan, Pejabal 
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak 
lain untuk melakukan pcngawasan dan pemeriksaan atas 
semua pclaksanaan pekerjaan yang dilaksanaJ<an oleh 
Pcnyedia. 



64. Pcnilaian 
Pekerjaan 
Semcnlara olcb 
Pcjabal 
Pcnandalangan 
Konlrak 

65. Cacal Mutu 

66. Pengujian 
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64.1 Pejabal Penandalangan Kontrak dalarn masa 
pelaksanaan pckerjaan mclakukan pcnilaian alas basil 
pckcrjaan yang dilakukan olch Pcnyedia. 

64.2 Pcnilaian alas hasi1 pekerjaan dilakukan lerhadap mulu 
dan kcmajuan pckerjaan. 

Pejabal Penandatangan Kontrak alau unsur pcngawas (apabila 
ada) mcmcriksa sctiap hasil pekerjaan dan mcmbcrilahukan 
Pcnycdia sccara tcrlulis alas scliap cacal mu Lu yang 
dilcmukan. Pejabal Penandalangan Kontrak alau unsur 
pcngawas mcmcrintahkan Pcnyedia untuk mcncmukan dan 
mengungkapkan cacat mulu, serla menguji hasil pekerjaan 
yang clianggap oleh Pejabat Pcnandalangan Kontrak alau unsur 
pcngawas (apabila ada) mengandung cacal mutu. Penycdia 
bcrtanggung jawab atas pcrbaikan cacal mulu sclama Masa 
Konlrak dan Masa Garansi. 

Pejabal Penandalangan Kontrak alau unsur pengawas (apabila 
ada) memcrinlahkan Penycdia unluk mclakukan pengujian 
cacal mulu yang Lidak lercanlum dalam spcsiftkasi lcknis dan 
gambar dan apabila basil uji coba mcnunjukkan adanya cacal 
mulu maka Pcnycdia berkcwajiban unluk mcnanggung biaya 
pengujian lcrscbut. Jika lidak ditcmukan adanya cacat mutu 
maka uji coba tersebul dianggap sebagai Perisliwa Kompensasi. 

67. Perbaikan Cacal 67.1 Pejabal Pcnandalangan Kontrak alau unsur pengawas 
Mulu (apabila ada) mcnyampaikan pcmbcrilahuan cacal mulu 

kcpada Pcnycdia scgcra selclah dilcmukan cacal mulu 
lersebul. Penycdia bcrlanggung jawab alas cacal mulu 
selama Masa Kontrak dan Masa Garansi. 

67.2 Terbadap pembcrilahuan cacal mulu lcrscbul, Pcnyedia 
berkewajiban unluk mcmpcrbaiki cacal mutu dalam 
jangka waktu yang ditclapkan dalam pcmberilahuan. 

67.3 Jika Penyedia tidak mempcrbaiki cacat mulu dalam 
jangka waktu yang dilcnlukan maka: 

67.4 

a. Pcjabat Pcnandalangan Kontrak dapal mcmulus 
Kontrak secara scpihak dan Pcnyedia dikenakan 
sanksi scbagaimana pada klausul 37.2.; alau 

b. Pcjabat Pcnandalangan Kontrak bcrhak untuk sccara 
langsung alau mclalui pihak lain yang ditunjuk oleh 
Pcjabat Pcnandatangan Kontrak melakukan 
pcrbaikan lcrscbut. Pcnycdia scgcra sclelah 
mcnerima perm.in laan pcngganlian biaya/ klaim dari 
Pcjabat Pcnandalangan Konlral< sccara lcrlulis 
bcrkcwajiban unluk mcngganli biaya perbaikan 
tcrsebul. Pcjabat Pcnandalangan Kontrak dapal 
m.emperoleh pengganlian biaya dcngan mcmolong 
pcmbayaran alas lagihan Penyedia yang jatuh tempo 
(apabila ada) alau biaya pcnggantian diperhitungkan 
scbagai hutang Pcnycdia kcpada Pejabat 
Pcnandatangan Kontrak yang Lelah jaluh tempo. 

Pcjabal 
Denda 

Pcnandatangan 
Kelcrlambatan 

perbaikan cacal mutu. 

Kontrak dapat mcngenakan 
untuk sctiap kelcrlambalan 



- 93 -

J. PENYELESAlAN PERSELISIHAN 

68. Itikad Baik 

69. Penyelesaian 
Pcrselisihan 

68.1 Pejabal Penandatangan Konlrak dan Penyedia bcrlindak 
berdasarkan asas saling pcrcaya yang disesuaikan 
dengan hak-hak yang lcrdapal dalam Konlrak. 

68.2 Pejabal Pcnandalangan Konlrak dan Penycdia seluju 
untuk melaksanakan Konlral< dengan jujur Lanpa 
menonjolkan kcpentingan masing-masing pihak. 

68.3 Apabila sclama Kontrak, salah salu pihak merasa 
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang tcrbaik 
unluk mengalasi keadaan terse bu L. 

68.4 Pejabat Penandatangan Konlrak dan Penyedia 
bcrkewajiban untuk bcrtindak dcngan itikad baik 
sehubungan dcngan hak-hak Pihak lain dan mcngambil 
scmua langkah yang diperlukan untuk memastikan 
Lcrpcnuhinya lujuan Konlrak. 

69.1 Pcjabat Penandatangan Konlrak dan Penycdia 
berkcwajiban untuk berupaya sungguh-sungguh 
menyelesaikan scmua persclisihan yang Limbul dari alau 
bcrhubungan dcngan Konlrak ini atau intcrprclasinya 
sclama atau sctclah pelaksanaan pckcrjaan ini secara 
musyawarah dan darnai. 

69.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselcsaikan sccara 
musyawarah dan damai, penyclcsaian scngketa dapat 
dilalrukan mclalui mcdiasi, konsiliasi, arbilrase alau 
liligasi scsuai dcngan kclenluan pcraturan pcrundang­
undangan. 

69 .3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan 
penyelesaian scngkcta yang disclenggarakan oleh LKPP, 
Lembaga Arbilrasc atau Pcngadilan Ncgcri. 

69.4 Pcjabal Penandalangan Kontrak dan Pcnycdia bersama­
sama memilih dan menelapkan tempal penyelesaian 
sengketa dan dicantumkan dalam SSKK. 
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B.4 CONTOH SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) PAKET 
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG 

KOP SKPD 

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
Paket Pekerjaan: .. ....... .............. . .... [nama paket pelcerjaan/ 

K.lausul dalam SSUK Pengaturan dalam SSKK 

4. Perbuatan 4.3.b Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor kc 
yang dilarang 
dan Sanksi /diisi dengan leas negara atau kas daerah/ 

6. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai bcrikut: 

Saluan Kerja Pejabat Pcnandatangan Kontrak: 

-----
Nama 
Alamat 
Tclepon 
Website 
Faksimile 
e-mail 

Penycdia 
Nama 
Alamat 
Telepon 
Website 
Faksimile: 
e-mail 

7. W aki1 sah para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikul: 
pihak 

Untuk Pejabat Pcnandatangan Kontrak: 

Untuk Penyedia: 

Pengawas Pekerjaan: 
sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak 
(apabila ada). 

9. Pengalihan 9.2 Daflar Bagian Pckcrjaan yang disubkontrakkan: 

dan/atau 1. 
Subkontrak 2. 

3. dst 
[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan 
penawaran Penyedia/ 

9.6 Pclanggaran lerhadap kctcnluan Pcngalihan dan/atau 
Su bkon trak dikcnakan sanksi 
[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan 
dikenakan: 



13. Jangka Waktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

18. Inspeksi 
Pabrikasi 

13.2 

18.1 
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a. dilakukan pemutusan Konlrak; atau 
b. membayar 2 (dua} kali lipat selisih harga di dalam 

Kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada 
subkontraktor.J 

Penyedia harus menyelesaikan pekcrjaan sclama: 
___ ( ___ ) (hari kalcnder); atau 
Penyedia harus menyelcsaikan pekcrjaan sejal< 
Tanggal SPP disclujui olch Pcnycdia sampai dengan 
langgal Tanggal ( ) 
[ diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah 
hari atau menggunakan tanggalj 

Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan 
{Ya/ Tidak/: _ 

18.2 Jika dipcrlukan mclakukan inspcksi alas proses 
pabrikasi barang/pcralalan khusus, inspeksi akan 
dilakukan pada: 
Hari 
Tanggal 
Ruang Lingkup : ________ _ 

19. Pcngcpakan 19.1 

20. Pengiriman 

21. Asuransi 

22. Transportasi 

24. Pemeriksaan 
dan/atau 
Pcngujian 

[ diisi dengan Tujuan Pengriman atau Tu.Juan Akhirj 

19.2 Pcngcpakan, penandaan dan pcnycrlaan dokumcn 
dalam dan diluar pal<ct barang harus dilalrukan 
scbagai berikul: 

20.1 

20.2 

21.1 

Rincian pengiriman dan dokumcn lcrkait lainnya 
yang harus discrahkan oleh Penyedia adalah: 

Dokumcn lcrscbut di alas harus sudah diterima olch 
Pcjabal Pcnandalangan Kontrak scbclum scrah 
tcrima barang. Jika dokumen tidak ditcrima maka 
Pcnycdia bertanggungjawab alas sctiap biaya yang 
diakibatkannya. 

Penyedia menggunakan transportasi _____ _ 
[jenis angkutanj untuk pcngiriman barang melalui 
_____ {daral/ laut/udaraj 

Perlanggungan asuransi terhadap barang meliputi : 

21.2 Pcrtanggungan asuransi tcrhadap pengiriman 
meliputi : _______ _ 

21.3 Penerima manfaal : ________ _ 

22.1 Tcmpat Tujuan Pengiriman: ____ _ 

22.2 Tempat Tujuan Akhir : ____ _ 

24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh 

[ diisi dengan penyedia/ Pejabal Penandatangan 
Kontrak/ Pihak Ketiga yang ditunjukf. 



25. Perisliwa 
Kompensasi 

28. Perpanjangan 
Waktu 

29. Pcmbcrian 
Kesempatan 

30. Ser ah Teri.ma 
Barang 

24.3 

24.5 

28.5 

29.3 

30.2 
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Pemeriksaan dan pcngujian disaksikan olch __ _ 
[ diisi dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam 
hal pemeriksaan dan/ atau pengujian dilak:ukan oleh 
penyedia, atau penyedia dan Pejabal Penandalangan 
Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/ atau pengujian 
diwakilkan kepada pihak ketigaj 

Pcrncriksaan dan/ atau pcngujian yang dilaksanakan 
melipuli: _____ _ 

Pemeriksaan dan/ atau pengujian dilaksanakan di: 

Pcnyedia dapat rncmpcroleh kompensasi apabila 

Pejabal Penandalangan Konlrak berdasarkan 
pcrlimbangan Pengawas Pckcrjaan (apabila ada) 
menelapkan ada lidaknya pcrpanjangan waktu dan 
untuk berapa lama, paling larnbal ____ _ 
fdiisi jumlah hari kerja/ sclclah Penycdia meminla 
pcrpanjangan. 

pembcrian kescmpalan kcpada Pcnycdia unluk 
menyelesaikan pckerjaan sampai dcngan ____ _ 
[diisi dengan jumlah hari kalenderj scjak bcrakhirnya 
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Serah lcrirna dilakukan pada: ___ _ 
[Tempal Tujuan Pengiriman/Tempat Tu.Juan Akhirj 
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37.Pcmutusan 37.1 Balas waklu pcnghenlian pckerjaan Pcnyedia paling 
Kon Lrak oleh 
Pejabat 
Penandalangan 
Konlrak 

lama _______ _ 
[diisi dengan jumlah hari kalender] 

38.Pemutusan 38.1 a . Balas waklu penundaan pclaksanaan pekerjaan 
Konlrak oleh 
Penyeclia 

40. Hak dan 
Kewajiban 
Pejabal 
Penandatangan 
Konlrak 

45. Penanggungan 
dan Risiko 

48. Asuransi 
Khusus dan 
Pihak Ketiga 

paling lama _______ _ 
[diisi dengan jumlah hari kalenderj 

b. Balas waklu unluk penerbilan sural perinlah 
pcm bayaran paling lama ______ _ 
[diisi dengan jumlah hari kalenderj 

40.2.e Pcjabal Penandalangan Kontrak akan mcmbcrikan 
fasililas bcrupa: ___ _ 
[diisi dengan rincian sarana dan prasaranan atau 
kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada 
Penyediaj 

45.4 __________ hari kalcndcr. 
/diisi dengan masa garansi apabila adaj 

48.1 Penycdia berkcwajiban mcnycdiakan asuransi untuk 
pekerja, barang atau pcralatan yang berisiko tinggi 
terjadinya kccclakaan terkait dengan pelaksanaan 
pckcrjaan [Ya/Tidakj: __ _ 

Penycdia bcrkcwajiban rncnycdiakan asuransi untuk 
pihak lain sebagai akibal kccclal<aan cli tcmpat 
kcrjanya tcrkail dengan pclaksanaan pekcrjaan 
{Ya/ Tidakj: __ _ 

49. Tindakan 49.b Tindakan lain Pcnycdia yang harus tcrlcbih dahulu 
mcndapatkan persctujuan t ertulis Pejabat 
Pcnandatangan Konlrak antara lain: 

Penyedia yang 
mensyaratkan 
Persclujuan 
Pejabal 
Penandalangan 
Kontrak 

50. Kerjasama 50.2 
Penyedia 
dengan Usaha 
Kecil Scbagai 
Su bpcnycdia 

Bagian Pckerjaan yang wajib dikerjasarnakan dengan 
usaha kccil: 
1. 
2. 
3 . dst 
[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan 
penawaran Penyedia baik sebagian maupun 
seluruhnya] 



56.Kcpernilikan 
Dokumen 

59 .Pem bayaran 

56.3 
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Pcnyedia diperbolchkan menggunakan salinan 
dokumcn yang dihasilkan dari pckcrjaan barang m1 
dcngan pembatasan scbagai bcrikul: __ 

59.1.a Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan 
uang muka ___ /Ya/Tidakj 

59. 1.b [jika "YA"/ 
Uang muka diberikan scbesar _ % ( ____ persen) 
dari Nilai Kontrak. 

59.2.a Pcmbayaran prestasi pckerjaan dilakukan dengan 
cara: ____ /Term.in/ Bulanan/ Sekaligusj. 

/Untu.k pembayaran dilaku.kan secara term.in, maka 
dilaku.kan dengan ketentu.an: 
Term.in ke- 1: sebesar % dari nilai Konlrak untuk 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

Term.in ke-2: sebesar % dari nilai Kontrak untuk 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

Term.in ke-3: sebesar % dari nilai Konlrak untu.k 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

dst...j 

/Untu.k pembayaran dilaku.kan secara bulanan, 
dibayar berdasarkan perhitu.ngan progres pekerjaan 
yang ditu.angkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan dan disetu.jui oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak./ 

59.3.a Ganli rugi 
Bcsar ganli rugi akibat jaminan Uaminan 

pelaksanaan dan/ atau jaminan uang muka) lidak 
bisa dicairkan: ______ _ 
/diisi dengan nilai kerugian yang dlimbulkanj 

59.3.b Dcnda Kelerlambatan 
Apabila lerjadi keterlambatan penyelcsaian pckerjaan, 
besarnya dcnda keterlambatan adalah: 
/diisi dengan memilih salah satu : 

I) 1 %0 (satu perm.ii) per hari dari harga Bagian 
Konlrak yang tercantum dalam Konlrak; atau 

2) 1 %0 (satu perm.ii) per hari dari harga Kontrakj 

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian 
Kontrak maka bagian pckcrjaan dimaksud adalah: 
1. 
2. 
3. 
4. __ dst 
/diisi dengan bagian pekerjaanj 



62. Penyesuaian 
Harga 

69. Penyclcsaian 
Perselisihan 

62.1 

69.4 
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Konlrak diberlakukan penyesuruan harga: __ 
[Ya/Tidakj 

Oalam hal lcrdapat scngkcta anlara Pcjabal 
Pcnandatangan Konlrak dengan Penyedia, 
penyelesaian scngketa akan dilakukan melalui 

{layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan 
oleh LKPP/ Lembaga Arbitrase/ Pengadilan Negerij 

Dalarn hal penyelesaian scngkela dilakukan pada 
Pcngadilan N egcri ______ _ 
fdisebutkan Nama Pengadilan Negerij 
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C. l CONTOH SURAT PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN PAKET 

PEKERJAAN JASA LAIN NY A 

KOP SKPD 

SURAT PERJANJIAN 

untuk mclaksanakan 
Pakel Pekcrjaan Pengadaan Jasa Lainnya ___ _ 

Nomor: ___ _ 

SURAT PERJANJIAN ini berikul scmua lampirannya (sclanjutnya discbul "Konlrak") 
dibual dan ditandatangani di ____ pada hari ____ tanggal _ bulan 
____ tahun _____ /tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruj) anlara: 
1. ____ /nama PA/ KPA/ PPKJ, selaku Pejabal Pcnandatangan Kon Lrak, yang 

bertindak unluk dan alas nama ____ /nama satuan kerja PA/ KPA/ PPK/, 
yang berkedudukan di ____ /alamat PA/ KPA/ PPK], bcrdasarkan Surat 
Kepu tusan _______ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai 
PA/ KPA/ PPKJ No _______ /No. SK penetapan sebagai PA/ KPA/ PPK], 
sclanjutnya discbut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan 

2. ____ /nama wakil Penyedia/, ____ [jabatan wakil Penyedia], yang 
bertindak untuk dan atas nama ____ /nama Badan Usahaj, yang 
berkedudukan di ____ /alamat Penyediaj , berdasarkan Akta 
Pendirian/ Anggaran Dasar No. _ /No. Akta Pendirian/ Anggaran Dasarj tanggal 

/tanggal penerbitan Aleta Pendirian/ Anggaran Dasarj, selanjutnya 
disebut "Penyedia". 

Para Pihak m enerangkan terlcbih dahulu bahwa: 
(a) Telah dia dakan proses p cmilihan Penyedia yang tclah scsuai dcngan Dokumen 

Pemilihan. 
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak Lelah menunjuk Penyedia m elalui Sural 

Penunjukan Penycdia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ___ , langgal 
____ bulan. ___ tahun. ___ , unluk m elaksanakan Pckcrjaan scbagaimana 
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Konlrak, selanjutnya discbul 
"Penga daan Jasa Lainnya". 

(c) Penyedia tclah menyalal<an kcpada Pejabat Penandatangan Kontrak, 
memenuhi persyaralan kualiftkasi, m emiliki keahlian profesional, pcrsonel dan 
sumbcr daya teknis, scrla tclah mcnyclujui unluk mcnyediakan Jasa Lainnya 
scsuai dcngan persyara tan dan ketenluan dalam Kontrak ini. 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mcnyatakan mcmiliki 
kewenangan untuk m enandalangani Konlral< ini dan mcngika l pihak yang 
diwakili. 

(c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mcngakui dan menyalakan 
bahwa schubungan dcngan penanda langanan Konlrak ini masing-m asing pihak: 
1) Lelah dan senantiasa diberikan kesempatan unluk didampingi olch advokal; 
2) menandatangani Kontrak ini sctelah mcneliti sccara palul; 
3) tclah mcmbaca dan memahami sccara penuh kctcntuan Konlrak ini; 
4) telah mcndapa lkan kcsempalan yang m em a dai unluk mcmcriksa dan 

m cngkonCirmasikan scmua kclcnluan dalam Konlrak ini bcscrla semua 
fakla dan kondisi yang lcrkail. 

Paraf ~-----~ 
1---

PPK Pcnyedia 
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Maka olch karena itu, Pejabal Penandalangan Konlrak dan Penycdia dcngan 1m 

bersepakal dan mcnyctujui ha1-ha1 scbagai beriku l: 

Pasal 1 
IsWah dan Ungkapan 

Peristilahan dan ungkapan dalam Konlrak ini memiliki arli dan makna yang sama 
seperti yang tercantum dalam larnpiran Konlrak ini. 

Pasal 2 
Ruang Lingkup Pekcrjaan 

Ruang lingkup pekcrjaan Pengadaan Jasa Lainnya lcrdiri alas: 
1. 
2. 
3. ___ dsl 
fdiisi ru.ang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya yang akan dilaksanakanj 

Pasal 3 
Jcnis dan Nilai Kontrak 

(1) Pengadaan Jasa Lainnya m1 mcnggunal<an Jcnis Kontrak 
________ ----1diisi dengan jenis Kontrak lumsum/ harga satuan/ gabungan 
lumsum dan harga satuanj. 

(2) Nilai Konlrak lcrmasuk Pajak Pcrtambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 
Rp _____ ( ______ rupiah); 

Pasal 4 
Dokumen Konlrak 

(1) Dokumcn-dokumen berikul mcrupakan kesaluan dan bagian yang lidak 
terpisahkan dari Kontrak ini: 
a. adcndum/pcrubahan Surat Pcrjanjian (apabila ada); 
b. Konlrak; 
c . Syarat-Syaral Khusus Kontrak; 
d. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 
c. Dokumen Pcnawaran; 
f. spcsifikasi tcknis; 
g. gambar-gambar (apabila ada); 
h. daftar kuanlitas dan harga (apabila ada); dan 
i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 

(2) Dokumen Kontrak dibual untuk sating mcnjelaskan salu sama lain dan jika 
lerjadi perlenlangan antara kelenluan dalam suatu dokumen dengan kclentuan 
dalam dokumen yang lain maka yang bcrlaku adalah ketcntuan dalam dokumen 
yang lcbih tinggi berdasarkan uru tan hierarki pada ayal ( 1) di alas. 

Pasal 5 
Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban limbal-balik Pcjabal Pcnandalangan Kontrak dan Penyedia 
dinyatakan dalam Syarat-Syaral Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syaral Khusus 
Kontrak (SSKK). 

Paraf -----
PPK Pcnyedia 
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Pasal 6 
Masa Bcrlaku Kontrak 

Masa berlaku Kontrak ini tcrhitung scjak tanggal pcnandatanganan Kontrak sampai 
dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para 
Pihak sebagairnana diatur dalam SSUK dan SSKK. 

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tclah bcrsepakat 
untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal terscbut di alas dan melaksanakan 
Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan di Rcpublik 
Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dcngan 
meterai , mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikal bagi para pihak, 
rangkap yang lain dapat dipcrbanyak scsuai kcbutuhan tanpa dibubuhi mctcrai. 

Untuk dan alas nama 
Pcjabat Penandatangan Kontrak 

Catatan: 

/tanda tangan dan cap 

fnama lenqkap/ 
[jabatan/ 

Untuk dan alas nama 
Penycdia 

/tanda tangan dan cap 

I nama lenqkap/ 
[jabatan/ 

- Kontrak dengan meterai pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan 
Kontrak diserahkan untu.k Penyedia; dan 

- Kontrak dengan meterai pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 
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C.2 CONTOH SURAT PERINTAH MULA! KERJA (SPMK) PAKET PEKERJAAN 

JASA LAIN NY A 

KOP SKPD 

SURAT PERINT AH MULAI KERJA (SPMK} 

Nomor : ____ _ 
Pakel Pekerjaan : ____ _ 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrakj 

____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrakj 

-----lalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrakj 

sclanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; 

berdasarkan Surat Perjanjian ____ nomor _____ Langgal 

bersama ini memerin tahkan: 

-----i nama Penyedia Jasa Lainnyaj 

-----i alamat Penyedia Jasa Lainnyaj 

yang dalam hal ini diwakili oleh : ___ _ 

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

untuk segera memulai pelaksanaan pckerjaan dengan mcmperhatikan 
kelentuan-ketenluan scbagai berikut: 

1. Nama Pakcl Pengadaan: ____ _ 

2. Tanggal mulai kerja: ___ _ 

3. Syarat-syarat pekerjaan 
Konlrak; 

sesuai dengan pcrsyaralan dan kctenluan 

4. Waklu penyclcsaian: sclama _ ( ____ ) hari kalcndcr/bulan/Lahun 
dan pekerjaan harus sudah selcsai pada tanggal 

5. Hasil Pekerjaan : ___________ ___ _ 
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6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Konlrak 
Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat 
dihentikan sesuai dalam kelenluan Syarat-Syaral Umum Konlrak. 

Untuk dan atas nama -----

Pejabat Penandatangan Kontrak 

/tanda tanganj 

[nama lengkap/ 
ljabatanj 
NIP: ___ _ 

Menerima dan menyetujui: 

Unluk dan atas nama -----lnama Penyediaj 

[tanda tanganj 

[nama lengkap wakil sah badan usaha/ 

ljabatanj 

_____ , ______ 20 
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C.3 CONTOH SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) PAKET 

PEKERJAAN JASA LAINNY A 

KOP SKPD 

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
Pakct Pckerjaan: ............................ /nama pakel pekerjaanj 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Dcfmisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum 
Kontrak ini harus mcmpunyai arti atau taisiran scperti yang 
dimaksudkan sebagai bcrikut: 

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa 
yang mcmbutuhkan peralatan, metodologi khusus 
dan/atau kctcrampilan dalam suatu sistem tata kelola 
yang lelah dikenal luas di dunia usaha unluk 
mcnyelcsaikan suatu pekcrjaan. 

1.2 Pcngguna Anggaran yang sclanjulnya discbul PA 
adalah pcjabat pcmcgang kcwenangan pcnggunaan 
anggaran Kemcnterian Ncgara/Lcmbaga/Pcrangkat 
Daerah. 

1.3 Kuasa Pcngguna Anggaran pada pclaksanaan APBN 
yang selanjulnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
mcmpcrolch kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kcwcnangan dan tanggung jawab 
p enggunaan anggaran pada Kementerian/Lcmbaga 
yang bcrsangkutan. 

1.4 Kuasa Pcngguna Anggaran pada pelaksanaan APBD 
yang selanjulnya disingkat KPA adalah pcjabal yang 
diberi kuasa untuk mclaksanakan scbagian 
kcwenangan pengguna anggaran dalam mclaksanakan 
scbagian tugas dan fungsi Pcrangkal Dacrah. 

1.5 Pejabal Pcmbuat Komitmen yang sclanjutnya disingkat 
PPK adalah pcjabal yang dibcri kcwenangan oleh 
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 
mclakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pcngeluaran anggaran belanja negara/ anggaran 
bclanja daerah. 

1.6 Pcjabat Penandatangan Konlrak adalah a dalah PA, 
KPA, atau PPK. 

1.7 Aparat Pcngawas Intern Pcmerintah atau pcngcndali 
internal yang selanjutnya discbut APIP adalah aparal 
yang mclakukan pengawasan melalui audit, rcviu , 
pcmantauan, cvaluasi dan kcgialan pengawasan lain 
terhadap pcnyclenggaraan tu gas clan fungsi 
Pcmcrintah. 
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1.8 Penycdia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjulnya 
discbut Pcnycdia adalah Pclaku Usaha yang 
menycdiakan barang/jasa berdasarkan Konlrak. 

1.9 Subpcnyedia adalah penyedia yang mengadakan 
perjanjian kcrja dcngan pcnycdia penanggung jawab 
Kontrak, unluk mclaksanakan scbagian pekcrjaan 
(subkontrak). 

1.10 Kemilraan adalah kcrja sama usaha anlar penycdia 
dalam bcntuk konsorsium/kerja sama opcrasi/benluk 
kerja sama lain yang masing-masing pihak mcmpunyai 
hak, kcwajiban dan tanggung jawab yang jelas 
bcrdasarkan perjanjian terlulis. 

1.11 Surat Jaminan yang selanjulnya discbul Jaminan 
adalah jaminan tcrtulis yang dikcluarkan olch Bank 
Umum/Pcrusahaan Pcnjaminan/Pcrusahaan 
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang 
mcnjalankan usaha di bi dang pembiayaan, 
penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan kctentuan dalam peraturan 
pcrundang-undangan di bidang lembaga pcmbiayaan 
ckspor Indonesia. 

1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang sclanjulnya 
discbut Kontrak adalah perjanjian tcrlulis antara 
Pejabat Pcnandatangan Kontrak dengan Pcnycdia. 

1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekcrjaan dari satu 
pckerjaan yang ditctapkan dalam Dokumcn Pemilihan. 
Pcnyelcsaian masing-masing pckcrjaan yang 
lcrcantum pada bagian Kontrak Lcrscbul tidak 
terganlung salu sama lain dan memiliki fungsi yang 
berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian 
Kontrak tcrsebut tidak tcrkail satu sama lain. 

1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tcrcanlum dalam 
Kontrak. 

1.15 Hari adalah hari kalcndcr, kccuali discbutkan sccara 
eksplisil sebagai hari kerja. 

1.16 Harga Pcrkiraan Scndiri yang sclanjutnya disingkal 
HPS adalah perkiraan harga barang/ jasa yang 
ditctapkan olch PPK. 

1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekcrjaan yang secara 
langsung mcnunjang tcrwujudnya dan berfungsinya 
hasil pckcrjaan yang ditclapkan daJam Dokumen 
Pcmilihan. 

1.18 Bagian pckerjaan yang disu bkontrakkan adalah 
bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang 
diletapkan dalam Dokumen Pcmilihan, yang 
pclaksanaannya diserahkan kepada penycdia lain dan 
disctujui tcrlebih dahulu olch Pcjabal Pcnandatangan 
Kontrak. 



2. Pcncrapan 

3 . Bahasa dan 
Hukum 
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1.19 Mclode pelaksanaan pckcrjaan adalah cara kcrja yang 
layak, rcalistik dan dapal dilaksanakan unluk 
menyclcsaikan scluruh pckcrjaan dan diyakini 
mcnggambarkan penguasaan dalam penyclesaian 
pekerjaan dcngan Lahap pelaksanaan yang sistirnatis 
berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penycdia. 

1.20 Pcrsonel inti adalah orang yang ditcmpatkan sccara 
pcnuh sesuai dengan persyaralan yang dilclapkan 
dalam Dokumen Pcmilihan serla posisinya dalam 
manajcmcn pelaksanaan pckcrjaan scsuai dcngan 
organisasi pclaksanaan yang diajukan untuk 
mclaksanakan pckcrjaan. 

1.21 Jadwal waktu pclaksanaan adalah jadwal yang 
mcnunjukkan kebuluhan waklu yang dipcrlukan 
untuk mcnyclesaikan pekcrjaan, tcrdiri alas tahap 
pelaksanaan yang disusun sccara logis, rcalistis dan 
dapal dilaksanakan. 

1.22 Masa Konlrak adalah jangka waklu bcrlakunya 
Konlrak ini lerhitung sejak langgal penandalanganan 
Konlrak sampai dcngan selesainya pekerjaan dan 
tcrpcnuhinya seluruh hak dan kcwajiban Para Pihak. 

1.23 Tanggal mulai kerja adalah Langgal Penyedia mulai 
bckcrja yang sama dcngan Langgal pcnandalangan 
SPMK yang diterbilkan oleh Pejabal Penandalangan 
Kontrak. 

1.24 Tanggal penyclcsaian pekcrjaan adalah langgal 
pcnycrahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam bcrita 
acara scrah lerima hasil pckcrjaan yang yang 
ditandalangani oleh Pejabal Pcnandalangan Konlrak 
dan Pcnyedia. 

1.25 Masa pcmcliharaan adalah kurun waktu Konlrak yang 
ditcntukan dalam syaral-syaral khusus Kontrak, 
dihitung sejak langgal pcnycrahan perlama pekerjaan 
sampai dengan langgal penycrahan akhir pekerjaan. 

SSUK dilcrapkan sccara luas dalam pelaksanaan pckcrjaan 
Jasa Lainnya ini tclapi tidal<. dapal bcrtcnlangan dcngan 
ketentuan-ketenluan dalam Dokumcn Konlrak lain yang 
lebih linggi bcrdasarkan urulan hicrarki dalam Kontrak. 

3.1 Bahasa Konlrak dan bahasa korespondensi harus 
dalam bahasa Indonesia. 

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang bcrlaku 
di Indonesia. 

4. Perbuatan yang 4 . 1 
di1arang dan 

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa 
pemerintah, para pihak dilarang untuk: 
a. mcnawarkan, menerima atau menjanjikan untuk 

mcmberi alau mcnerima hadiah atau imbalan 
bcrupa apa saja alau mclakukan Lindakan 
lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang 
diketahui atau patul dapat diduga berkaitan 
dcngan pengadaan ini; dan/ alau 

Sanksi 



5. Korespondensi 

6. Wakil Sah Para 
Pihak 

7. Perpajakan 

8. Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak 
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b. mcmbuat dan/ atau menyampaikan secara tidak 
bcnar dokumen dan/ atau kctcrangan lain yang 
disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan 
Kontrak ini. 

4.2 Penyedia mcnJamm bahwa yang bcrsangkutan 
(tcrmasuk scmua anggota Kemitraan) dan 
subpenyedianya Uika ada) tidak akan mclakukan 
tindakan yang dilarang pada klausul 4.1. 

4.3 Pcnyedia yang menu rut pcnilaian Pcjabal 
Penandatangan Konlrak lcrbukti mclakukan 
larangan-larangan di alas dapat dikcnakan sanksi­
sanksi administratif sebagai beriku l: 
a. Pemutusan Kontrak; 
b. Jaminan Pclaksanaan dicairkan dan disctor 

sebagaimana ditelapkan dalam SSKK. 
c. Sisa uang muka harus dilunasi olch Pcnyedia 

atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan 
d. Dikcnal<an Sanksi Daftar Hilam. 

4.4 Pengcnaan sanksi adrninistratiI di atas dilaporkan 
oleh Pejabat Penandalangan Konlrak kcpada 
PA/KPA. 

4.5 Pejabal Pcnandatangan Kontrak yang tcrlibal dalam 
KKN dan penipuan dikcnakan sanksi bcrdasarkan 
kctentuan peraturan perundang-undangan. 

Semua pemberitahuan, permohonan, persctujuan dan/atau 
korespondcnsi lainnya harus dibuat sccara Lcrlulis dalam 
Bahasa Indonesia dan dianggap tclah dibcritahukan kepada 
Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika Lelah 
disampaikan secara langsung, disampaikan mclalui surat 
tercatat, e-mail dan/atau faksimile sebagaimana tcrcantum 
dalam SSKK. 

Setiap tindakan yang dipcrsyaratkan atau diperbolehkan 
untuk dilakukan dan setiap dokumcn yang dipcrsyaratkan 
atau diperbolchkan unluk dibual berdasarkan Konlrak ini 
oleh Pcjabat Penandalangan Kon lrak alau Pcnycdia hanya 
dapat dilakukan alau dibual olch pejabat yang disebutkan 
dalam SSKK. Khusus untuk Penycdia pcrorangan, Penycdia 

tidak boleh diwakilkan. 

Pcnycdia, Su bpcnyedia Uika ada) dan personel yang 
bersangkutan berkewajiban untuk mcmbayar scmua pajak, 
bea, relribusi dan pungulan lain yang sah yang dibcbankan 
olch pcraturan perpajakan atas pclal<Sanaan Kontrak ini. 
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk 

dalam Nilai Kontrak. 

8.1 Pcngalihan scluruh Kontrak hanya diperbolehkan 
dalam hal pergantian nama Pcnycdia, baik scbagai 
al<ibat pclcburan (merger) , konsolidasi, a tau 
pemisahan. 



- 109 -

8.2 Pcnyedia dapat bekerja sarna dengan pelaku usaha 
lain antara lain dcngan mcnsubkontrakkan sebagian 
pckcrjaan, kccuali pekcrjaan ulama dalarn Kontrak ini 
sebagaimana dialur dalarn SSKK. 

8.3 Pcnycdia hanya bolch mensu bkontrakan scbagian 
pckerjaan dan dilarang mensubkontrakkan scluruh 
pekerjaan. 

8.4 Penyedia hanya boleh mcnsubkontrakan pekerjaan 
apabila pekcrjaan terscbut sejal< awal di dalam 
Dokumcn Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan 
untuk disubkontral<an. 

8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan 
setelah mcndapal pcrsctujuan lcrlulis dari Pcjabal 
Penandatangan Kontrak. Penyedia lelap berlanggung 
jawab atas bagian pekerjaan yang disu bkontral<kan. 

8.6 Jika kclcntuan di atas dilanggar maka Pcnyedia 
dikcnakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. 

9. Pengabaian Jika lerjadi pengabaian oleh satu Pihal< tcrhadap 
pclanggaran kelcnluan lcrtcntu Kontrak olch Pihak yang 
lain maka pcngabaian lersebut tidak mcnjacLi pcngabaian 
yang tcrus-mcncrus selama Masa Kontral< atau sekctika 
mcnjadi pcngabaian lerhadap pclanggaran kctcntuan yang 
lain. Pengabaian hanya dapal mcngikat jika dapat 
dibuktikan sccara tcrtulis dan ditandatangani olch Para 
Pihak atau Wal<il Sah Pihak yang melakukan pcngabaian. 

10. Penyedia Mandiri Pcnycdia berdasarkan Kontrak ini bcrtanggung jawab pen uh 
terhadap personcl dan su bpenycdianya Uika ada) scrta 
pekerjaan yang dilakukan olch pcrsoncl dan 
subpenyecLianya. 

11. Kemitraan Kemitraan mcmbcri kuasa kepada salah salu anggola yang 
discbut dalam Surat Pcrjanjian Kemitraan untuk bertindak 
untuk dan alas nama Kemitraan dalam pclaksanaan hak 
dan kewajiban lcrhadap Pcjabat Pcnandatangan Kontrak 
berdasarkan Kontrak. 

B. PELAKSANAAN KONTRAK 

12. Jangka Waklu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

13. Penyerahan 
Lokasi Kerj a 
(apabila 
dipcrlukan) 

12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandalanganan. 

12.2 Waktu pclaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu 
yang ditcntukan dalam SSKK. 

13.1 Pejabat Pcnandatangan Kontrak mcnyerahkan 
kcseluruhan lokasi kerja kepada pcnyedia sebclum 
SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, 
dilakukan pcmeriksaan lapangan bersama yang 
dituangkan dalarn Berita Acara Pcninjauan Lokasi 
Kcrja. 

13.2 Jika dalam pcmeriksaan lapangan bcrsarna ditemukan 
hal-hal yang dapat mcngal<ibatkan perubahan isi 
Kontrak maka perubahan tersebul harus dituangkan 
dalam adendum Kontrak. 



14. Surat Pcrintah 
Mulai Kcrja 
(SPMK) 

15. Program Mutu 

16. Rapat Persiapan 
Pelaksanaan 
Konlrak 
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13.3 Jika pcnycrahan hanya dilakukan pada bagian 
terlenlu dari lokasi kerja maka Pejabal Pcnandalangan 
Konlrak dapal dianggap telah menunda pelaksanaan 
pekerjaan lcrlenlu yang lcrkait dcngan bagian lokasi 
kcrja lcrscbul dan kondisi ini ditclapkan scbagai 
Peristiwa Kompensasi scrla dibual Berila Acara. 

13.4 Pcnyerahan lokasi kcrja dituangkan dalam Serita 
Acara Scrah Terima Lokasi Kcrja yang dilandalangani 
oleh para pihak. 

14. l Pejabal Pcnandalangan Konlrak menerbilkan SPMK 
selambat-lambatnya 14 (cmpat bclas) hari kcrja scjak 
langgal pcnandatanganan Konlrak, kccuali apabila 
anggaran bclum berlaku. 

14.2 Tanggal pcnandatanganan SPMK oleh Pejabal 
Penandalangan Konlrak ditclapkan scbagai tanggal 
mulai bcrlaku efeklif Konlrak. 

15.1 Penycdia bcrkcwajiban unluk mcnycrahkan program 
mulu pada rapal persiapan pelaksanaan Konlrak 
unluk disclujui olch Pcjabal Pcnandatangan Konlrak. 

15.2 Program mutu disusun oleh Pcnycdia paling scdikit 
berisi: 
a. informasi mengcnai pekcrjaan 

dilaksanakan; 
b. organisasi kerja Pcnycdia; 
c. jadwal pclaksanaan pekcrjaan ; 
d. prosedur pclaksanaan pckcrjaan; 
c. prosedur inslruksi kcrja; dan/ alau 
f. pelaksana kcrja. 

yang akan 

15.3 Program mutu dapat dircvisi scsuai dcngan kondisi 
lapangan . 

15.4 Pen ycdia berkcwajiban untuk mcmutakhirkan 
program mulu j ika lcrjadi adcndum Kontrak dan 
Pcristiwa Kompcnsasi. 

15.5 Pemulakhiran program mutu harus mcnunjukkan 
perkcmbangan kcmajuan scliap pekcrjaan dan 
dampaknya tcrhadap pcnjadwalan sisa pekcrjaan. 
Pcmulakhiran program mutu harus mendapalkan 
persetujuan Pcjabat Pcnandalangan Kontrak. 

15.6 Perselujuan Pcjabat Pcnandatangan Kontrak lerhadap 
program mulu tidak mcngubah kcwajiban Konlral<lual 
pcnycdia. 

16.1 Pejabal Penandatangan Konlrak bcrsama dcngan 
Pcnycdia, unsur percncanaan dan unsur pcngawasan 
menyelcnggarakan rapat pcrsiapan pelaksanaan 
Konlrak. 

16.2 Hal-hal yang dibahas dan discpakati dalam rapal 
persiapan pclaksanaan Kontrak mcliputi: 
a. rcviu Kontrak dan pem bagian lugas dan tanggung 

jawab dari kcdua bclah pihak; 



17. Pengawasan/ 
Pcngcndalian 
Pelaksanan 
Pekerjaan 

18. Persetujuan 
Pengawas 
Pekerjaan 
(Apabila 
dipcrlukan) 
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b. pcmutakhiran/pcmbaharuan rencana pekerjaan 
sepcrli langgal efeklif pelaksanaan dan tahapan 
pclaksanaan Kontrak; 

c. reviu rcncana penilaian kinerja pckcrjaan sebagai 
dasar mclakukan cvaluasi kemajuan pckcrjaan; 

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan 
pckerjaan; 

c. Tala cara, wal<tu dan frekuensi pengukuran dan 
pclaporan yang discsuaikan dcngan kondisi 
pckcrjaan; 

f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang 
jelas dan mendiskusikan prosedur untuk 
manajcmcn perubahan; dan 

g. melakukan klarifikasi rcncana koordinasi anlar 
para pihak sclama pclaksanaan pckcrjaan. 

16.3 Hasil rapat pers1apan pelaksanaan Kontrak 
dituangkan dalam Beri la A car a Rapat Persiapan 
Pclaksanaan Kontrak yang ditandatangani olch 
seluruh pcserla rapal. 

17 .1 Sela.ma bcrlangsungnya pelaksanaan pckcrjaan , 
Pejabat Pcnandatangan Kontrak jika dipandang pcrlu 
dapat mengangkal Pcngawas Pekcrjaan dan Tim 
Tcknis yang berasal dari pcrsoncl Pcjabal 
Pcnandalangan Kontrak. Pengawas Pckerjaan 
bcrkcwajiban unluk mcngawasi pelaksanaan 
pckerjaan. 

17.2 Tim Teknis bcrasal dari unil kerja inslansi yang lcrkail 
dan / a tau lenaga prof csional. 

17.3 Pcngawas Pckcrjaan bcrkcwajiban untuk mcngawasi 
pclaksanaan pckerjaan. 

17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk mcmbahas dan 
mcnilai pclaksanaan pekerjaan. 

17.5 Dalam mclaksanakan kcwajibannya, Pcngawas 
Pckerjaan sclalu bertindak unluk kcpcntingan Pejabal 
Pcnandatangan Kontrak. Pcngawas Pckerjaan dapat 
berlindak scbagai Wakil Sah Pejabat Pcnandatangan 
Kontrak. 

17.6 Pcnyedia bcrkcwajiban untuk melal<Sanakan semua 
perintah Pcngawas Pckcrjaan yang scsuai dcngan 
kewenangan Pengawas Pckerjaan dalam Kontrak ini 
clan saran atau rekomendasi dari Tim Tcknis. 

18.1 Semua gambar yang digunakan untuk rnendapalkan 
hasil pekerjaan baik yang pcrmancn maupun 
sementara harus mendapalkan persetujuan Pcngawas 
Pckerjaan. 

18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan 
terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan semcntara 
maka Penycdia berkcwajiban untuk menyerahkan 
spesifikasi dan gambar usulan hasil pekcrjaan 
scmentara lcrscbut untuk disetujui olch Pengawas 
Pckerjaan. Terlepas dari ada lidaknya pcrsctujuan 
Pengawas Pckerjaan, Pcnyedia berlanggung jawab 
secara pcnuh atas rancangan hasil pekcrjaan 
scmentara. 



19. Akses kc Lokasi 
Kerja 

20. Mobilisasi 
Peralatan dan 
Personcl (Apabila 
dipcrlukan) 

21. Pcmcriksaan 
Bcrsama 

22. Pemcriksaan 
dan/atau 
Pengujian 
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Pcnycdia bcrkcwajiban untuk menjamin akscs Pcjabat 
Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak, Tim Teknis dan/atau Pcngawas Pckcrjaan ke 
lokasi kcrja dan lokasi lainnya dimana pekcrjaan ini scclang 
atau akan dilaksanakan. 

20.1 Mobilisasi paling lambat clilal<sanakan scsuai waktu 
yang ditctapkan dalam SSKK. 

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dcngan lingkup pekcrjaan, 
yaitu: 
a. mcndalangkan 

tcrkait yang 
pckcrjaan; 

bahan/material clan pcralatan 
diperlukan dalam pclaksanaan 

b. mcmpcrsiapkan fasilitas 
gedung laboratorium, 
scbagainya; dan/ atau 

c. mcndatangkan pcrsoncl. 

seperti 
bengkel , 

kantor, rumah , 
guclang clan 

20.3 Mobilisasi bahan/material, pcralatan dan pcrsoncl 
dapal dilal<ukan secara bcrtahap scsuru clcngan 
kcbutuhan. 

21 .1 Apabila dipcrlukan, pada tahap awal pelaksanaan 
Kontrak, para pihak bcrsama-sama melakukan 
pemeriksaan lokasi pekerjaan clcngan melakukan 
pengukuran clan pemcriksaan detail konclisi lokasi 
pckcrjaan untuk setiap tahapan pckcrjaan clan 
rcncana mata pcmbayaran. 

21.2 Untuk pcmeriksaan bersama ini, Pcjabat 
Penanclatangan Kontrak clapat dibantu Tim Teknis. 

21.3 Hasil pcmcriksaan bersama dituangkan dalam Bcrita 
Acara. Apabila dalarn pcmeriksaan bcrsarna 
mcngakibatkan pcrubahan isi Kontrak, maka harus 
dituangkan dalam adcndum Kontrak. 

21.4 Jika hasil pcmeriksaan menunjukkan bahwa personcl 
clan/atau peralatan tcrnyata bclum mcmcnuhi 
persyaratan Kontrak maka Pcnyedia tctap dapat 
melanju tkan pckerjaan dcngan syarat pcrsoncl 
dan / atau pcralatan yang bclum mcmenuhi syarat 
harus scgcra cliganti dalarn jangka waktu yang 

cliscpakati bersama. 

22.1 Pejabat Pcnanclatangan Kontrak bcrhak untuk 
mclal<ukan pemcriksaan dan/ atau pengujian atas 
hasil pckerjaan untuk mcmastikan kccocokannya 
clcngan spesifikasi dan pcrsyaratan yang telah 
clitentukan dalam Kontrak. 



23. Waktu 
Penyclesaian 
Pekcrjaan 

24. Pcristiwa 
Kompensasi 
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22.2 Pemcriksaan dan/atau pcngujian dapal dilakukan 
scndiri olch pcnyeclia dan disaksikan olch Pcjabal 
Pcnandalangan Konlrak alau diwakilkan kcpada 
pihak kcliga scbagaimana diatur dalam SSKK. 

22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan 
sebagaimana dialur dalam SSKK. 

22.4 Biaya pcmcriksaan dan/atau pcngujian lclah 
lcrmasuk pada nilai Kontrak. 

22. 5 Pcmeriksaan dan/ a tau pengujian clilakukan cli tcmpat 
yang ditentukan dalam SSKK dan dihadiri olch 
Pcjabat Penandalangan Kontrak dan/atau pihak lain 
yang terkail. Pcnycdia bcrkcwajiban untuk 
mcmbcrikan akses kepada Pejabat Penandalangan 
Konlrak dan/atau pihak lain yang lerkail tanpa biaya. 
Jika pemeriksaan dan / a tau pcngujian clilakukan di 
luar Tempal Tujuan Akhir maka scmua biaya 
kehadiran Pcjabat Penandatangan Konlrak dan/atau 
pihak lain yang lerkail mcrupakan Langgungan 
Pejabal Pcnandatangan Konlrak. 

22.6 Jika hasil pcmcriksaan dan/atau pcngujian tidak 
scsuai dcngan jcnis dan mulu basil pckerjaan yang 
ditetapkan dalam Konlrak, Pejabat Pcnandatangan 
Konlral< bcrhak untuk mcnolak hasil pckcrjaan 
tcrsebul dan Penyedia alas biaya scncliri bcrkcwajiban 
untuk memperbaiki atau mcngganli basil pckcrjaan 
terse but. 

22.7 Atas pclaksanaan pcmeriksaan dan/alau pengujian 
yang t.crpisah dari scrah terima hasil pekerjaan, 
Pcjabal Pcnandatangan Kontral<: dan/alau pibak lain 
yang terkait membuat berita acara pemcriksaan yang 
clitandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 
dan/ alau pihak lain yang tcrkait dan Pcnycdia. 

23.1 Kecuali Konlral< dipuluskan lcbih awal , pcnyedia 
bcrkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat­
lambatnya pada tanggal pcnyclcsaian yang ditclapkan 
dalam SSKK pada klausul 12.2. 

23.2 Jika pekcrjaan tidak sclcsai pada tanggal pcnyclcsaian 
bukan akibat keadaan kahar alau bukan Peristiwa 
Kompensasi alau karcna kesalahan atau kclalaian 
Penyedia maka penyedia dikenakan denda 
keter lam batan. 

23.3 Tanggal pcnyelesaian yang climal<:sud dalarn klausul 
ini adalah tanggal penyelesaian scmua pckcrjaan. 

Perisliwa Kompensasi dapat clibcrikan kepada penyedia 
dalarn hal scbagai berikul: 
a. Pejabal Penandatangan Kontrak mcngubah jadwal yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
b. kelerlambatan pembayaran kcpada Penyedia; 



25. Perpanjangan 
Waktu 

26. Pembcrian 
Kesempatan 
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c. Pejabal Penandalangan Kontrak menginstruksikan 
kepada pihak Penycdia untuk melakukan pcngujian 
tambahan yang sclelah dilaksanakan pcngujian 
lernyala lidak ditcmukan kcrusakan/kcgagalan/ 
penyimpangan; 

d. Pcjabal Pcnandalangan Konlrak Lida1< mcmbcrikan 
gambar-gambar, spesifikasi dan / atau instruksi sesuai 
jadwal yang dibutuhkan; 

c. Penycdia bclum bisa masuk ke lokasi scsuai jadwal 
dalam Konlrak; 

f. Pcjabal Penandatangan Konlrak memerinlahkan 
penundaaan pelaksanaan pckcrjaan; alau 

g. ketcntuan lain dalam SSKK. 

25.1 Jika lerjadi Peristiwa Kompcnsasi schingga 
penyclcsaian pekerjaan akan mclampaui tanggal 
Penyclcsaian maka Pcnycdia berhak untuk meminta 
pcrpanjangan tanggal Penyelcsaian berdasarkan data 
penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapal 
meminla pcrtimbangan Pcngawas Pekerjaan/Tim 
Teknis (apabila ada) dalam mcmuluskan perpanjangan 
Tanggal Pcnyclesaian Pckerjaan. 

25.2 Jika Pcristiwa Kompensasi mengakibatkan 
ketcrlambatan pcnyclcsaian pekcrjaan maka Pejabat 
Pcnandatangan Kontrak berkcwajiban untuk 
membcrikan pcrpanjangan waktu pcnyclcsaian 
pckerjaan. 

25.3 Pcrpanjangan wal<tu penyelesaian pekerjaan 
diberikan jika berdasarkan data penunjang 
dibuktikan dibuluhkan pcnambahan 
pcnyelcsaian pckcrjaan. 

dapat 
dapat 

waktu 

25.4 Penyedia lidak berhak alas perpanjangan walctu 
penyelcsaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai 
untuk memberikan pemberitahuan dini dalam 
menganlisipasi/mcngalasi dampak Kompcnsasi. 

25.5 Pejabal Pcnandatangan Konlrak mcnctapkan ada 
tidalrnya perpanjangan waklu dan untuk berapa lama, 
paling lamba t dalam jangka waktu sebagaimana diatur 
dalam SSKK sctclah Penyedia mcminla pcrpanjangan. 

25.6 Perpanjangan tanggal Penyclcsaian harus dilakukan 
melalui adcndum/pcrubahan Konlrak. 

26.1 Oalam hal Penyedia gagal mcnyclcsaikan pekerjaan 
sampai masa pelaksanaan Konlrak berakhir, namun 
Pejabal Penandatangan Kontrak menilai bahwa 
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat 
Penandatangan Kontrak dapat mcmbcrikan 
kcscmpatan kcpada Penycdia unluk menyclcsaikan 
pckerjaan. 

26.2 Pembcrian kesempalan kepada Pcnycdia untuk 
menyclesaikan pckcrjaan sebagaimana dimaksud 
pada klausul 26.1 , dimuat dalam 
adendum/pcrubahan Konlrak yang didalamnya 
mengalur waktu penyclcsaian pekcrjaan, pcngenaan 
sanksi denda keterlambatan kcpada Penyedia dan 
pcrpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 
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26.3 Jangka waktu 
Pcnyedia untuk 
dalam SSKK. 

pemberian kesempalan 
mcnyclesaikan pckcrjaan 

kepada 
dialur 

C. PENYELESAIAN KONTRAK 

27. Ser ah Tcrima 
Pekerjaan 

24.1 Setclah pckcrjaan selcsai 100% (seratus perscn), 
pcnycdia mcngajukan permintaan sccara tcrtulis 
kcpada Pcjabal Pcnandalangan Kontrak untuk scrah 
tcrima hasil pckerjaan. 

24.2 Scrah lcrima hasil pckerjaan di lcmpal scbagaimana 
diletapkan dalam SSKK. 

24.3 Sebelum dilakukan serah lerima, Pejabal 
Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan 
terhadap hasil pckerjaan, yang dapat dibantu olch 
Pcngawas Pckcrjaan dan/atau Tim Tcknis. 

24.4 Pcmcriksaan hasil pckerjaan dilakukan dcngan 
mcnilai kcscsuaian pekerjaan yang discrahtcrimakan 
yang tercanlum dalam Kontrak. 

24.5 Pcjabat Penandatangan Kontrak bcrkcwajiban untuk 
memcriksa kcbcnaran ruang Lingkup, spcsifikasi 
dan/alau hasil pekerjaan dan mcmbandingkan 
kcscsuaiannya dcngan Kontrak. 

24.6 Pcjabat Pcnandatangan Kontrak mcnolak scrah 
terima pekcrjaan jika hasil pemeriksaan pckerjaan 
lidak scsuai dcngan Kontrak. 

24.7 Alas pclaksanaan scrah terima hasil pckcrjaan, 
Pcjabat Pcnandatangan Kontrak mcmbual Bcrita 
Acara Scrah Tcrima (BAST) yang dilandatangani 
bcrsama dengan Penyedia. 

24.8 Dalam hal Pcjabat Penandatangan Kontrak mcnolal< 
scrah tcrima barang mal<a dibuat Berita Acara 
Pcnolakan Serah Terima dan scgera memerinlahkan 
kcpada Pcnycdia untuk mcmpcrbaiki , mengganli 
dan/atau melengkapi kckurangan pekcrjaan. 

24. 9 Jika pcngoperasian hasil pekcrjaan mcmerlukan 
keahlian khusus maka scbclum pclaksanaan scrah 
terima pekerjaan Pcnycdia bcrkcwajiban untuk 
melakukan pclatihan (jika dicantumkan dalam 
Kontrak). Biaya pelatihan tcrmasuk dalam Nilai 
Kontrak. 

24.10 Pcjabat Pcnandatangan Konlrak mcncnma hasil 
pekcrjaan sctclah scluruh hasil pckcrjaan yang 
discrahterimal<an scsuai dengan Kontrak. 

24.11 Jika hasil pekerjaan yang discrahtcrimakan 
terlambat melcwati batas waktu akhir Kontrak 
karena kcsalahan atau kelalai.an Penycdia alau 
bukan akibal kcadaan kahar maka Penyedia 
dikcnakan denda ketcrlam batan. 



28. Jaminan bebas 
Cacat Mulu/ 
Garansi 

29. Pedoman 
Pengoperasian 
dan Pcrawatan 

- 116 -

28.1 Pcnycdia bcrkewajiban untuk mcnjamin bahwa 
sclama pcnggunaan secara wajar oleh Pejabal 
Penandalangan Kontrak, hasil pckerjaan lidak 
mcngandung cacal mulu yang disebabkan olch 
tindakan alau kelalaian Pcnycdia, atau cacat mutu 
akibal dcsain, bahan dan cara kcrja. 

28.2 Jaminan bcbas cacat mutu/garansi m1 berlaku 
sampai dcngan yang lcrtera dalam spesifikasi. 

28.3 Pejabal Pcnandalangan Konlrak mcnyampaikan 
pemberitahuan cacat mutu kcpada Pcnycdia segera 
sctclah dilcmukan cacat mu lu terse but sclama masa 
layanan purnajual. 

28.4 Terhadap pcmberitahuan cacal mutu olch Pcjabal 
Penandatangan Kontrak, Pcnyedia berkcwajiban 
untuk mcmpcrbaiki, mengganti dan/ alau mclcngkapi 
hasil pekcrjaan dalam jangka waktu yang dilclapkan 
dalam pemberilahuan lcrsebul. 

28.5 Jika Pcnyedia Lidak mempcrbaiki, mengganli 
dan/ atau melengkapi hasil pckcrjaan akibal cacal 
mulu dalam jangka waklu yang ditcntukan maka 
Pcjabat Pcnandalangan Konlral< akan mcnghitung 
biaya perbaikan yang dipcrlukan dan Pcjabat 
Penandatangan Kontrak sccara langsung alau melalui 
pihak lain yang ditunjuk olch Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak akan mclakukan perbaikan, pengganlian 
dan/atau mclcngkapi basil pekerjaan Lerscbut. 
Penyedia bcrkcwajiban untuk mcmbayar biaya unluk 
memperbaiki, mengganli dan/alau mclengkapi basil 
pekcrjaan lerscbul scsuai dcngan klaim yang diajukan 
sccara lcrlulis oleh Pcjabat Pcnandalangan Konlrak. 
Biaya tcrsebul dapat dipolong olch Pejabal 
Penandatangan Kontrak dari nilai lagihan atau 
jaminan pclaksanaan Penycdia. 

28.6 Terlepas dari kcwajiban pcngganlian biaya, Penycdia 
yang lalai dalam mempcrbaiki cacal mulu dikenakan 
sanksi Daflar Hitam. 

29.1 Pcnyedia diwajibkan mcmberikan petunjuk kcpada 
Pejabat Pcnandalangan Konlrak lcnlang pcdoman 
pengopcrasian dan pcrawatan sebclum serah terima 
hasil pekcrjaan. 

29.2 Apabila penycdia tidak membcrikan pcdoman 
pcngoperasian dan perawalan, Pejabal Pcnandatangan 
Konlrak bcrhak mcnahan pcmbayaran scbesar 5% 
(lirna pcrsen) dari nilai Konlrak. 

D. PERUBAHAN KONTRAK 

30. Peru bahan 
Kontral< 

30.1 Kontral< hanya dapat 
adendum/pcrubahan Kontral<. 

diubah mclalui 



- 1 17 -

30.2 Adendurn/pcrubahan Konlrak dapat dilaksanakan 
dalam hal Lcrdapat pcrbedaan anlara kondisi 
lapangan pada saat pelaksanaan dcngan gambar 
dan/alau spcsifikasi tcknis yang dilcnlukan dalam 
dokumcn Konlrak dan diselujui oleh para pihak, 
mclipuli: 
a. mcnambah atau mengurangi volume yang 

tcrcantum dalam Konlrak; 
b. mcnambah dan/atau mengurangi jenis kcgialan; 
c . mcngu bah spesifikasi lcknis scsuai dcngan 

kondisi lapangan; dan/atau 
d. mengubah jadwal pelaksanaan. 

30.3 Selain adcndum/pcrubahan Kontrak yang dialur 
pada klausul 30.2, adendum/perubahan Konlrak 
dapat dilakukan untuk hal-hal yang discbabkan 
masalah adminislrasi, anlara lain perganlian Pcjabal 
Penandatangan Konlrak, pcrubahan rekcning 
Pcnycdia dan sebagainya. 

30.4 Pekerjaan Lambah paling Linggi 10% (sepuluh persen) 
dari nilai Konlrak awal dan harus 
memperlimbangkan lersedianya anggaran. 

30.5 Perintah pcrubahan pckcrjaan dibuat olch Pcjabat 
Pcnandatangan Kontrak sccara lcrlulis kcpada 
Penyedia kcmudian dilanjulkan dengan negosiasi 
teknis dan harga dcngan lctap mengacu pada 
kclentuan yang lercantum dalam Kontrak awal. 

30.6 Hasil ncgosiasi teknis dan harga lerscbul dituangkan 
dalam Bcrita Acara sebagai dasar pcnyusunan 
adcndum/pcrubahan Kontralc 

30.7 Pcrubahan jadwal dalam hal tcrjadi pcrpanjangan 
waklu pclaksanaan dapat dibcrikan olch Pcjabat 
Pcnandatangan Konlrak alas pcrlimbangan yang 
layak dan wajar untuk hal-hal scbagai bcrikul: 
a. pcrisliwa kompcnsasi; dan/ atau 
b. kcadaan kahar. 

30.8 Dalam hal kcadaan kahar waklu pcnyelcsaian 
pekerjaan dapat dipcrpanjang sckurang-kurangnya 
sarna dcngan waklu tcrhcnlinya pclaksanaan 
Kontrak akibat kcadaan kahar. 

30.9 Dalam hal pcristiwa kompensasi, waktu pcnyclcsaian 
pckerjaan dapat diperpanjang paling lama sarna 
dengan wal<lu tcrhcnlinya/lcrlambalnya 
pclaksanaan Konlrak al<ibat pcrisliwa kompcnsasi. 

30. l 0 Pcjabat Pcnandatangan Konlrak dapat mcnyclujui 
sccara tcrlulis pcrpanjangan waklu pclaksanaan 
setelah melakukan penelitian lcrhadap usulan yang 
diajukan olch Penycdia. 

30.11 Pejabat Pcnandalangan Konlrak dapat mcnugaskan 
pcngawas pckcrjaan atau Lim tcknis unluk mencliti 
kclayakan/ kcwajaran pcrpanjangan waklu 
pclaksanaan. 



31. Kcaclaan Kahar 
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30. 12 Pcrsctujuan pcrpanjangan 
Kontrak cliluangkan dalam 
Kontrak. 

waktu pclaksanaan 
aclcnclum/pcrubahan 

31.1 Yang dimaksud kcaclaan kahar clalam Konlrak ini 
adalah sualu kcadaan yang terjadi diluar kehendak 
para pihak clan liclak clapat dipcrkirakan scbclumnya, 
schingga kcwajiban yang clitcntukan dalam Konlrak 
mcnjadi ticlak dapat dipcnuhi. 

31.2 Yang tcrmasuk kcadaan kahar lidak Lerbalas pada: 
a. Bcncana alam; 
b. Bcncana non alam; 
c. Bcncana sosial; 
d. Pemogokan; 
c. Kcbakaran; 
f. Kondisi cuaca ckstrim; dan / alau 
g. Gangguan industri lainnya scbagaimana 

dinyatakan melalui keputusan bcrsarna Mcntcd 
Kcuangan dan Mcntcri tcknis tcrkait. 

31.3 Apabila Lcrjadi kcadaan kahar, maka Pcnyedia 
mcmbcrilahukan kcpada Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak paling lambat 14 (cmpal belas) hari kalendcr 
scjak mcnyadari alau seharusnya mcnyaclari alas 
kcjadian alau kcadaan kahar, dcngan mcnycrlakan 
bukli. 

31.4 Tidak tcrmasuk kcadaan kahar adalah hal-hal yang 
mcrugikan akibat pcrbuatan atau kclalaian Para 
Pihak. 

31.5 Pada saat tcrjadinya kcadaan kahar, konlrak ini 
akan clihcnlikan scmcnlara hingga kcadaan kahar 
bcrakhir dcngan kctcntuan: 
a. Pcnycdia bcrhak untuk mencrima pembayaran 

sesuai dcngan preslasi atau kemajuan 
pclaksanaan pckcrjaan yang tclah dicapai setelah 
dilakukan pemcriksaan bcrsama a Lau 
bcrdasarkan audit. 

b. Jika selama masa kcadaan kahar Pcjabat 
Pcnandalangan Kontrak memerintahkan sccara 
Lerlulis kcpacla Pcnyedia untuk scdapat mungk.in 
mcncruskan pckcrjaan maka Pcnycdia bcrhak 
untuk mencrima pcmbayaran scbagaimana 
clilcntukan dalam kontrak clan mcndapat 
pcngganlian biaya yang wajar sesuai dengan yang 
tclah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi 
dcmikian. Pcnggantian biaya ini harus dialur 
dalam adcndum / peru bahan kontrak. 

31.6 Kcgagalan salah salu Pihak untuk mcmenuhi 
kewajibannya yang dilentukan dalam KonLrak bukan 
merupakan cidcra janji atau wanprcstasi, jika 
kcgagalan Lcrsebu t diakibatkan oleh kcadaan kahar 
dan Pihak yang ditimpa keadaan kahar: 
a. Lelah mcngambil scmua tindakan yang 

scpalutnya untuk mcmcnuhi kewajiban dalam 
Kon trak; clan 
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b. lclah mcmbcritahukan secara Lcrlulis kepada 
Pihak lainnya dalam Konlrak sclambat­
lambatnya 14 (empal belas) hari sejak menyadari 
alas kcjadian atau kcadaan kahar, dcngan 
mcnycrlakan salinan pcrnyalaan Lerjadinya 
penst.iwa yang menyebabkan 
Lcrhenlinya/ Lerlambalnya pclaksanaan Kon lrak. 

31.7 Kctcrlambalan pcngadaan akibal kcadaan kahar 
lidak dikcnakan sanksi. 

31.8 Penghenlian Konlrak karcna 
ctiluangkan sccara tertulis 
Pcnandalangan Konlrak dcngan 
penghcnlian pckcrjaan. 

kcadaan 
oleh 
discrlai 

kahar 
Pcjabal 
alasan 

31.9 Pcnghcnlian Konlrak karcna keadaan kahar dapal 
bcrsifat: 
a. semcnlara hingga kcadaan kahar berakhir; alau 
b. pcrmancn apabila akibal keadaan kahar Lidak 

mcmungkinkan dilanjulkan/ disclesaikannya 
pckcrjaan. 

31.10 Pcnghentian pckerjaan akibal kcadaan kahar Lclap 
mcmperlimbangkan cfcklifilas pckcrjaan dan lahun 
anggaran. 

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 

32. Penghenlian 
Kontrak 

33. Pemutusan 
Konlrak 

Penghcnlian Kontrak dapal dilakukan karena lcrjacti 
kcadaan kahar scbagaimana dimaksud pada klausul 31. 

29.1 Pcmulusan konlrak dapat dilakukan olch Pcjabal 
Pcnandalangan Konlrak alau Pcnycdia. 

29.2 Pejabal Pcnandalangan Kontrak dapal mcmuluskan 
Konlrak sccara scpihak apabila Pcnycdia lidak 
memcnuhi kcwajibannnya sesuai kclcntuan dalam 
Konlrak. 

29.3 Pcnycdia dapal mcmuluskan Konlrak sccara scpihak 
apabila Pcjabat Pcnandatangan Kon lrak lidak 
memcnuhi kcwajibannya scsuai kclcntuan dalam 
Konlral<. 

29.4 Pcrnulusan Kontrak dilakukan sckurang-kurangnya 
14 (cmpal bclas) hari sclelah Pejabal Pcnandalangan 
Kontrak/Pcnycdia menyampaikan pcmberitahuan 
rcncana Pcmutusan Kontrak secara lcrlulis kcpada 
Penycdia/Pejabal Penandalangan Kontrak. 



34. Pemutusan 
Kontrak oleh 
Pejabat 
Pcnandatangan 
Kontrak 

35. Pemutusan 
Kontrak oleh 
Penycdia 
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30.1 Dengan mcngesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat 
Pcnandatangan Kontrak dapat mcmu tuskan Kontrak 
ini mclalui pcmbcritahuan Lcrtulis kcpada Penyedia 
sclclah lerjadinya hal-hal sebagai bcrikut: 
a . Pcnycdia Lcrbukli melakukan KKN, kccurangan 

dan / alau pemalsuan dalam proses pengadaan 
yang djputuskan oleh Instansi yang bcrwenang; 

b. Pengaduan lentang penyimpangan prosedur, 
dugaan KKN dan/atau pclanggaran pcrsaingan 
sehal dalarn pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; 

c. Pcnyedia berada dalam keadaan pailit; 
d. Pcnyedia tcrbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam 

sebelum pcnandatangan Kontrak; 
e. Pcnycdia gagal mempcrbaiki kinerja sclelah 

mcndapat Surat Pcringatan sebanyak 3 (Liga) kali; 
f. Pcnycdia Lidak memperlahankan bcrlakunya 

Jarninan Pclaksanaan; 
g. Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan 

kewajibannya dan lidak memperbaiki kelalaiannya 
dalam jangka waktu yang tclah ditetapkan; 

h. bcrdasarkan penclilian Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak, Penycdia tidak akan mampu 
mcnyclcsaikan pckerjaan sclama jangka waktu 
yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia 
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan 
pekerjaan; 

1. sclclah diberikan kcscmpatan menyelesaikan 
pckerjaan sclarna jangka waktu yang diatur dalam 
klausul 26.3, Penycdia Barang/Jasa lidak dapal 
menyelesaikan pekerjaan; alau 

J. Penycdia menghenlikan pckcrjaan mclcbihi waktu 
yang ditcntukan dalam SSKK dan penghentian iru 
tidak tcrcantum dalam program mu Lu serla tanpa 
pcrsclujuan pcngawas pckcrjaan (apabila ada). 

30.2 Dalam hal lerjadi pcmutusan Konlrak scbagaimana 
dimaksud pada klausul 34. 1, maka: 
a. Jaminan Pclaksanaan dicairkan; 
b. sisa Uang Muka harus dilunasi olch pcnycdia alau 

Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); 
dan 

c. Pcnyedia dikenakan Sanksi Daftar Hilam. 

30.3 Pcjabat Pcnandatangan Kontrak mcmbayar kcpada 
Pcnyedia scsuai dcngan pcncapaian prcstasi pckerjaan 
yang tclah ditcrima olch Pcjabal Pcnandalangan 
Kon tr al< sampai dcngan tanggal berlakunya 
pemutusan Kontrak dikurangi dcnda yang harus 
dibayar Pcnycdia (apabila ada), serta Pcnyedia 
menycrahkan scmua hasil pekcrjaan kcpada Pcjabat 
Penandatangan Kontrak dan sclanjutnya menjaru milik 
Pcjabat Penandatangan Kontrak. 

31.l Dengan mcngesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdala, Pcnyedia dapat 
rncmutuskan Konlrak melalui pcmbcritahuan tertulis 
kepada Pcjabat Pcnandalangan Kontrak apabila: 



36. Berakhirnya 
Kontrak 

37. Peninggalan 
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a. Pcjabal Pcnandatangan Kontrak mcmerinlahkan 
Penycdia sccara tertulis unluk mcnunda 
pclaksanaan pckcrjaan atau kclanjulan pckerjaan 
dan pcrinlah lcrscbut lidak dilarik selama waktu 
yang discpakali sebagaimana lcrcanlum dalam 
SSKK; atau 

b. Pejabal Penandalangan Kontrak tidak 
mcncrbitkan sural pcrintah pcmbayaran untuk 
pcmbayaran lagihan angsuran scsuai dcngan 
jangka waklu yang discpakati sebagaimana 
lercan tum dalam SSKK. 

31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pcjabat 
Pcnandalangan Kontrak mcmbayar kcpada Pcnycdia 
sesuai dcngan prcslasi pckcrjaan yang Lelah ditcrima 
oleh Pcjabal Penandatangan Kontrak sampai dcngan 
Langgal berlakunya pcmutusan Kontrak dikurangi 
dcnda kclcrlambalan yang harus dibayar Pcnycdia 
(apabila ada), serta Pcnycdia mcnycrahkan scmua 
hasil pckcrjaan kcpada Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak dan sclanjutnya mcnjadi milik Pcjabat 
Penandatangan Kontrak. 

36.1 Kontrak bcrakhir apabila pekcrjaan Lelah sclcsai dan 
hak dan kewajiban para pihak yang Lerdapat dalarn 
Kontrak sudah tcrpcnuhi. 

36.2 Terpcnuhinya hak dan kewajiban para pihak 
sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah 
terkait dcngan pcmbayaran yang scharusnya 
dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak. 

Semua Bahan, Perlcngkapan, Peralatan, Hasil Pckerjaan 
Semcntara yang masih bcrada di lokasi kcrja setclah 
pcmutusan Kontrak akibal kelalaian atau kesalahan 
pcnyedia, dapat dirnanfaatkan sepcnuhnya olch Pcjabat 
Penandatangan Kontrak tanpa kcwajiban pcrawalan. 
Pcngambilan kcmbali scmua peninggalan lcrscbut olch 
pcnycdia hanya dapal dilakukan sctclah 
mempertimbangkan kcpcntingan Pcjabal Pcnandatangan 
Kontrak. 

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK 

38. Hak dan 
Kewajiban 
Pcjabat 
Penandatangan 
Kontrak 

38.1 Pejabal Pcnandatangan Kontral<. mcmpunyai hak: 
a. mcngawasi dan memcriksa pckcrjaan yang 

dilaksanakan olch Pcnycdia; 
b. mcminla laporan-laporan yang tcrcanlum di 

dalarn Kontrak mcngcnai pclaksanaan pckcrjaan 
yang dilakukan olch Pcnycdia; 

c. mcncrima hasil pekcrjaan scsuai dengan 
spcsifikasi dan jadwal pcnycrahan pekcrjaan yang 
Lelah dilctapkan dalarn Kontrak. 

d. mcngcnakan sanksi kcpada Pcnycdia; 
e. memberikan instruksi; 
f. mengusulkan pcngcnaan sanksi daftar hitam; 
g. mcnyctujui adcndum/pcrubahan Kontrak; 
h. mcncrirna jaminan uang muka, jaminan 

pclaksanaan dan jaminan pcmcliharaan (apabila 
ada); dan/atau 

1. mcnilai kincrja Pcnycdia. 



G. PENYEDIA 

39. Hak dan 
Kewajiban 
Penycdia 

40. Tanggung Jawab 

41. Pcnggunaan 
Dokumcn 
Konlrak dan 
Informasi 

- 122 -

38.2 Pejabal Pcnandalangan Konlrak mcmpunyai 
kewajiban: 
a. mcmbayar pckcrjaan scsuai dcngan harga yang 

tcrcantum dalam Konlrak dan scsuai dengan 
waklu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; 

b. mcmbayar uang muka (Apabila dipcrsyaratkan); 
c. mcmbayar penycsuaian harga; 
d. mcmbayar ganli rugi karcna kcsalahan yang 

dilakukan Pcjabat Pcnandalangan Kontrak; dan 
e. membcrikan fasililas berupa sarana dan 

prasarana atau kemudahan lainnya unluk 
kclancaran pclaksanaan pckerjaan scbagaimana 
yang lercan Lum dalam SSKK. 

39. l Pcnycdia mempunyai hak: 
a. mcncrima pembayaran unluk pelaksanaan 

pekcrjaan scsuai dengan harga yang lclah 
dilcnLukan dalam KonLrak; dan 

b. mcmperolch fasiliLas dari Pcjabal PcnandaLangan 
Konlrak unluk kelancaran pelaksanaan pekcrjaan 
sesuai kelcnLuan Konlrak. 

39.2 Pcnycdia mcmpunyai Kewajiban: 
a. mclaporkan pelal<Sanaan pekerjaan sccara periodik 

kcpada PcjabaL PcnandaLangan Konlrak; 
b. mclaksanakan dan menyelesaikan pckerjaan scsuai 

dcngan jadwal pelaksanaan pckcrjaan yang Lelah 
dilctapkan dalam KonLrak; 

c. mclaksanakan dan mcnyclesaikan pckcrjaan sccara 
ccrmaL, akural dan pcnuh Langgung jawab 
bcrdasarkan kcLcntuan dalam Konlrak; 

d . memberikan kcLcrangan yang dipcrlukan untuk 
pcmcriksaan pclaksanaan yang dilakukan Pcjabal 
PenandaLangan Kontrak; 

e. mcnycrahkan hasil pekcrjaan scsuai dcngan jadwal 
dan tempal pcnycrahan pckcrjaan yang Lelah 
dilctapkan dalam Konlrak; 

f. mengambil langkah-langkah yang cukup mcmadai 
unluk mclindungi lingkungan tempal kcrja dan 
mcmbaLasi pcrusakan dan gangguan kepada 
masyarakaL maupun miliknya akibal kcgiaLan 
Pcnycdia; dan 

g. mcnghindari pcrtenlangan kepenlingan (conflict of 
interest). 

Pcnyedia bcrLanggungjawab/berkcwajiban unluk 
mclaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan scsuai dengan 
kualilas, kcLcpatan volume, kctcpaLan waktu 
pelaksanaan/pcnyerahan dan kctcpatan lcmpat 
pcngiriman/pcnycrahan hasil pckcrjaan. 

Pcnyedia lidak dipcrkcnankan mcnggunakan dan 
mcnginformasikan dokumen Kontrak atau dok:umcn 
lainnya yang bcrhubungan dengan Konlrak untuk 
kepentingan pihak lain , misalnya spcsifikasi tcknis 
dan/atau gambar-gambar, kccuali dengan izin tertulis dari 
Pcjabat Pcnandalangan Kontrak. 



42. Hak Atas 
Kekayaan 
In lcleklual 

43. Penanggungan 
dan Risiko 

44. Perlindungan 
Tenaga Kerja 
(apabila 
diperlukan) 
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Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat 
Penandatangan Konlrak dari segala luntutan alau klaim 
dari pihak lain alas pclanggaran Hal< Alas Kckayaan 
lnlclektual. 

43.1 Pcnyedia bcrkcwajiban unluk mclindungi, 
mcmbebaskan clan menanggung lanpa balas Pejabat 
Penandatangan Konlrak beserla inslansinya lerhadap 
semua bentuk tuntulan, tanggung jawab, kewajiban, 
kehilangan, kcrugian, dcnda, gugalan atau tunlutan 
hukum, proses pcmcriksaan hukum dan biaya yang 
dikcnakan tcrhadap Pcjabat Pcnandatangan Konlral< 
bescrta inslansinya (kccuali kerugian yang mcndasari 
tuntutan lcrscbul discbabkan kcsalahan alau 
kelalaian bcral Pejabat Pcnandalangan Kontrak) 
sehubungan dengan klaim yang limbul dari hal-hal 
berikul lerhilung scjak tanggal SPMK sampai dcngan 
tanggal pcnandatanganan bcrila acara scrah tcrima: 
a. kchilangan atau kcrusakan pcralatan dan harta 

bcnda Pcnycdia, Subpcnycdia Uika ada) dan 
Person cl; 

b. cidera lubuh, sal<it atau kemalian Pcrsoncl; 
dan/alau 

c. kchilangan atau kcrusakan harta bcnda dan cidcra 
tubuh, sal<it atau kcmatian pihak lain. 

43.2 Terhitung sejak langgal SPMK sampai dengan tanggal 
penandatanganan berila acara serah terima, scmua 
risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, 
bahan dan pcrlengkapan merupakan risiko Penycdia, 
kccuali kcrugian atau kerusakan lerscbu l dial<ibatkan 
olch kcsalahan atau kelalaian Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak. 

43.3 Pcrtanggungan asuransi yang dimiliki olch Penyedia 
tidak mcmbalasi kcwajiban pcnanggungan dalam 
syarat ini. 

43.4 Kehilangan alau kcrusakan lerhadap hasil pekerjaan 
alau bahan yang mcnyatu dengan basil pekcrjaan 
yang tcrjadi sejak langgal SPMK ditcrbitkan sampai 
balas akhir Masa Pcmcliharaan (apabila ada) 
sebagaimana di atur dalam SSKK harus dipcrbaiki, 
diganli dan/ atau dilcngkapi olch Pcnycdia atas 
langgungannya scndiri jika kehilangan atau 
kcrusal<an Lcrsebul tcrjadi akibat lindal<an alau 
kelalaian Pcnycdia. 

44. l Penyedia dan Subpcnycdia berkcwajiban atas biaya 
scndiri untuk mcngilrulserlakan pcrsonelnya pada 
program jaminan sosial kcschalan dan jaminan sosial 
tenaga kcrja scbagaimana dialur dalam peraluran 
perundang- u ndangan. 

44.2 Pcnyedia bcrkcwajiban unluk mcmaluhi dan 
memerin tahkan Personelnya unluk mematuhi 
kelentuan mcngcnai kcsclamalan kcrja scbagaimana 
diatur peraturan perundang-undangan. 

44.3 Penyedia bcrkewajiban alas biaya scndiri untuk 
menycdiakan kcpada setiap pcrsonelnya (lermasuk 
person el Subpcnyedia, jika ada) , perlengkapan 
keselarnatan kerja yang scsuai dan mcmadai. 



45. Pemeliharaan 
Lingkungan 
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44.4 Tanpa mcngurangi kcwajiban penyedia unluk 
melaporkan kccelakaan berdasarkan hukum yang 
bcrlaku, Pcnycdia mclaporkan kcpada Pcjabat 
Pcnandalangan Konlrak mcngenai scliap kecclakaan 
yang timbul schubungan dcngan pelaksanaan Konlrak 
ini dalam waklu 24 (dua puluh cmpal} jam selelah 
kejadian. 

Penyedia bcrkcwajiban mengambil langkah-langkah yang 
memadai unluk melindungi lingkungan baik di daJam 
maupun di luar lempat kerja dan mcmbatasi gangguan 
lingkungan lerhadap pihak lain dan harla bendanya 
sehubungan dcngan pelaksanaan Konlrak ini. 

46. Asuransi Khusus 46.1 
dan Pihak Keliga 

Apabila dipcrsyaratkan dalam SSKK, Pcnyedia wajib 
menyedial<an asuransi scjak SPMK sampai dengan 
langgal sclcsainya pekcrjaan untuk: 

47. Tindakan 
Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persctujuan 
Pejabal 
Penandatangan 
Kontral< 

48. Kerjasama 
Penyedia dengan 
Usaha Kecil 
sebagai 
Su bpcnycdia 

49. Penggunaan 
lokasi kerja 
(apabila ada) 

50. Kcsclamatan 

a. scmua barang clan pcralatan yang mcmpunyai 
risiko Linggi terjadinya kecclakaan, pclaksanaan 
pekerjaan, serta pckerja unluk pelaksanaan 
pckerjaan, alas segala risiko tcrhadap 
kccelakaan, kerusakan, kchilangan, serla risiko 
lain yang Lidak dapat diduga; clan 

b. pihak lain scbagai aJ<ibal kccclal<aan di tempat 
kerjanya. 

46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan daJam 
penawaran clan lcrmasuk dalam nilai Kontrak. 

Penycdia berkcwajiban untuk mcndapatkan lcbih dahulu 
persctujuan lerlulis Pcjabal Penandatangan Konlrak 
scbelum mclakukan tindakan- tindakan bcrikul: 
a. mensubkonlral<l<an sebagian pckerjaan; dan/alau 
b. tindakan lain yang dialur dalam SSKK. 

48.1 Penyedia dapal bekerjasama dengan usaha kecil 
dcngan mensubkonlral<l<an scbagian pekcrjaan yang 
bukan pekerjaan utama. 

48.2 Bagian Pckerjaan yang wajib disubkonlral<l<an oleh 
Pcnycdia kcpada usaha kccil scbagai Subpcnyedia 
diatur di dalam SSKK. 

48.3 Dalam kerjasa.ma di alas, Pcnyedia bcrlanggung jawab 
penuh atas kcseluruhan pekcrjaan lersebut. 

48.4 Penycdia mcmbuat laporan mengenai pelaksanaan 
subkonlrak. 

Pcnyedia berkcwajiban unluk bekcrjasama clan 
menggunakan lokasi kcrja bersama-sama dengan Pcnycdia 
lain Uika ada) clan pihak-pihak lainnya yang bcrkcpentingan 
alas lokasi kerja. Jika dipandang perlu , Pejabat 
Penandalangan Konlrak dapat mcmberikan jadwal kerja 
Penycdia yang lain di lokasi kerja. 

Penycdia bcrlanggung jawab alas keselamalan scmua pihak 
di lokasi kerja (apabila ada). 
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51. Sanksi Finansial 51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi 
ganli rugi, dcnda kclcrlambatan atau pcncairan 
jaminan. 

52. Jaminan 

51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikcnakan apabila 
jaminan Lidak dapal dicairkan, lerjadi kesalahan 
dalam perhilungan volume pekerjaan bcrdasarkan 
hasil audit, mcnycrahkan barang/ jasa yang 
kualilasnya lidak scsuai dengan Konlrak bcrdasarkan 
hasil audit. Bcsarnya sanksi ganli rugi adalah scbesar 
nilai kerugian yang dit.imbuJkan. 

51.3 Sanksi dcnda kclcrlambatan bagi Pcnycdia dil<enakan 
apabila Lcrjadi kclcrlambalan pcnyelcsaian pckcrjaan 
dengan cara memo tong pcmbayaran prestasi 
pekerjaan Pcnycdia. Pembayaran Dcnda t.idak 
mengurangi tanggung jawab Kontraktual Penyed.ia. 

51.4 Sanksi pcncairan jaminan pclaksanaan, pcncairan 
jaminan pcmcliharaan, pclunasan uang muka alau 
pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan 
uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Pcnyedia 
t.idak menyclcsaikan pekerjaan sctclah berakhirnya 
masa pelaksanaan pekcrjaan atau dilakukan 
pcmutusan Kontrak. 

44.1 Jaminan Pclaksanaan dibcrikan kepada Pejabat 
Penandalangan Kontrak scbclum pcnandalanganan 
Kontrak. 

44.2 Masa bcrlakunya Jarninan Pelaksanaan sekurang­
kurangnya scjak langgal pcnandatanganan Konlrak 
sampai dengan scrah Leri.ma pekerjaan. 

44.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan sctclah pekerjaan 
d.inyatakan sclcsai 100% (seratus persen). 

44.4 Jaminan Uang Muka dibcril<an kcpada Pcjabat 
Penandalangan Konlrak apabila Pcnycdia mcnerima 
uang muka dan d.iserahkan sebelum pengambilan 
UangMuka. 

44.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dcngan besarnya 
uang muka yang diterima olch Pcnycdia. 

44.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi sccara 
proporsional scsuai dengan sisa uang muka yang 
ditcrima. 

44.7 Masa bcrlaku Jaminan Uang Muka sckurang­
kurangnya sejak tanggal pcrsetujuan pemberian Uang 
Muka sampai dcngan tanggal scrah lcrima hasil 
pekerjaan. 

44.8 Besarnya jaminan, bcntuk dan masa berlaku jaminan­
jaminan tersebul di alas disesuaikan dcngan 
kctentuan dalam Dokumcn Pcmilihan. 



53. Laporan Hasil 
Pckerjaan 

54. Kepcmilikan 
Dokumen 

55. Personcl 
dan/atau 
Pcralalan 
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53.1 Pemeriksaan pckcrjaan dilakukan selama pelaksanaan 
Konlrak unluk mcnclapkan volume pckcrjaan alas 
kcgialan yang Lelah dilaksanakan guna pembayaran 
hasil pckcrjaan. Hasil pcmeriksaan pekerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pckcrjaan. 

53.2 Untuk kepenlingan pengawasan dan pengendalian, 
dibual laporan realisasi mcngcnai scluruh aktivitas 
pekcrjaan. 

53.3 Laporan dibual olch Penycdia, apabila diperlukan 
pcmeriksaan dilakukan olch unsur pcngawas (apabila 
ada) dan disclujui oleh Pejabal Penandalangan 
Kontrak. 

54.1 Semua rancangan, gambar, spcsifikasi, desain, 
laporan dan dokumcn-dokumen lain yang 
dipersiapkan olch Penyedia berdasarkan Konlrak ini 
sepenuhnya merupakan milik Pejabal Pcnandalangan 
Konlrak. 

54.2 Penyedia berkewajiban unluk menyerahkan scmua 
dokumcn bcscrla daftar rinciannya kepada Pcjabat 
Penandalangan Konlrak paling larnbal pada saal serah 
lcrima pckcrjaan alau waklu pcmutusan Konlrak. 

54.3 Pcnyedia dapat mcnyimpan 1 (satu) buah salinan Liap 
dokumen tcrscbut di atas dcngan balasan pcnggunaan 
diatur dalam SSKK. 

55.1 Pcrsoncl dan/atau pcralatan yang dilempaU<an harus 
sesuai dengan yang lercantum dalam Dokumen 
Penawaran. 

55 .2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali 
atas persctujuan tcrtulis Pcjabat Pcnandatangan 
Konlrak. 

55.3 Penggantian Personcl dilakukan oleh Penyedia dengan 
mengajukan permohonan tcrlebih dahulu kcpada 
Pejabat Penandatangan Konlrak beserta alasan 
penggan Lian. 

55.4 Pejabal Pcnandatangan Konlrak dapat mcnilai dan 
m enyctUJUl pcncmpatan/ penggantian Person cl 
menurut kualifikasi yang dibuluhkan. 

55.5 Pejabat Pcnandatangan Konlrak dapat meminta 
pergantian Pcrsoncl apabila menilai bahwa Pcrsoncl: 
a. tidak marnpu atau tidak dapat melakukan 

pckerjaan dcngan baik; 
b. bcrkclakuan tidak baik; atau 
c. mengabaikan pekerjaan yang mcnjadi tugasnya. 

55.6 Jika penggantian Personcl pcrlu dilakukan, maka 
penyedia berkewajiban untuk menycdiakan pcngganti 
dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari 
Pcrsoncl yang digantikan tanpa biaya tarnbahan 
apapun dalam waktu 7 (lujuh) hari scjak dirninta o]eh 
Pcjabal Pcnandalangan Kon lrak. 
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55.7 Pcrsonel bcrkcwajiban unluk mcnJaga kcrahasiaan 
pckerjaannya. 

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 

56. Nilai Konlrak 

57. Pembayaran 

48.1 Pcjabal Pcnandalangan Kontrak mcmbayar kcpada 
Pcnycdia alas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak 
sebesar nilai Kontrak alau bcrdasarkan hasil 
pcrhilungan akhir. 

48.2 Unluk Kontrak Harga Saluan alau item pckerjaan 
dengan harga saluan pada Kon trak Gabungan 
Lumsum dan Harga Saluan, rincian nilai Konlrak 
sesuai dengan rincian yang lcrcanlum dalam daflar 
kuantilas dan harga. 

57.1 Uang Muka 

a. Uang Muka dapal diberikan kcpada Pcnyedia 
sesuai ketentuan dalam SSKK unluk: 
1) mobilisasi barang/bahan/malerial/peralalan 

dan lenaga kerja; 
2) pembayaran uang Landa jadi kepada pemasok 

barang/bahan/malcrial/ peralalan ; dan/ alau 
3) pckcrjaan lcknis yang dipcrlukan untuk 

persiapan pclaksanaan pekerjaan. 

b. bcsaran uang muka dilcnlukan dalam SSKK clan 
dibayar setclah Penycdia mcnycrahkan Jaminan 
Uang Muka senilai uang muka yang clibcrikan; 

c. dalam hal Pcjabat Pcnandalangan Kontrak 
menyediakan uang muka rnaka Penyedia harus 
mcngajukan pcrmohonan pengambilan uang 
muka secara lcrlulis kcpacla Pejabal 
Pcnanclalangan Kontrak diserlai dcngan rcncana 
pcnggunaan uang muka untuk melaksanakan 
pckcrjaan sesuai Konlrak dan rencana 
pengembaliannya; 

d. Jaminan Uang Muka dilcrbitkan oleh bank 
um um , perusahaan pcnjaminan, Pcrusahaan 
Asuransi atau lcmbaga kcuangan khusus yang 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, 
pcnJamman clan asuransi unluk mendorong 
ekspor Indonesia scsuai dcngan kctentuan 
peraturan perundang-undangan di biclang 
lcmbaga pembiayaan ekspor Indonesia yang 
mcmiliki izin untuk mcnjual produk jaminan 
(suretyship) clitetapkan olch lembaga yang 
bcrwenang; 

e . pcngcmbalian uang muka dapal dilakukan 
dengan diperhilungkan berangsur-angsur sccara 
proporsional pacla sctiap pcmbayaran prestasi 
pckcrjaan atau scsuai kescpakatan yang diatur 
dalam Kontrak clan paling lambat harus lunas 
pada saat pckcrjaan mcncapai preslasi 100% 
(scratus pcrsen). 
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57 .2 Prcstasi Pckerjaan 
a. pcmbayaran dilakukan dcngan sislcm bulanan, 

sislem lermin alau pcmbayaran secara sekaligus 
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. 

b. pcmbayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan 
dengan kelenluan: 
1) pcnyedia tclah mengajukan lagihan discrtai 

laporan kemajuan hasil pckcrjaan; 
2) pcngccualian unluk: 

a) Pengadaan Barang/ J asa yang karena 
sifalnya dibayar lcrlebih dahulu sebelum 
Barang/Jasa dilerima; 

b) pembayaran bahan/malcrial dan/alau 
pcralalan yang menjadi bagian dar-i hasiJ 
pckerjaan yang akan diserahlerimakan 
yang lelah berada dilokasi pekerjaan dan 
dicantumkan dalam Kontrak namun 
belum lerpasang; atau 

c) pcmbayaran pekerjaan yang bclum 
sclcsai 100% (scralus pcrscn) pada saal 
balas akhir pcngajuan pcmbayaran 
dengan mcnycrahkan jarninan alas 
pcmbayaran. 

pcmbayaran dapat dilakukan sebclum 
prcslasi pckcrjaan dilcrima/lcrpasang; 

3) pcmbayaran dipotong angsuran uang muka, 
denda (apabila ada) dan pajak; dan 

4) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, 
perminlaan pembayaran dilcngkapi bukli 
pembayaran kcpada seluruh subpenyedia 
scsuai dengan prcstasi pckerjaan. 

c. Pcnyelcsaian pcmbayaran hanya dapat 
dilaksanakan sctclah hasil pekcrjaan dinyalakan 
dilerima scsuai dengan berila acara scrah lerima 
hasil pekcrjaan clan bilamana dipcrsyaratkan 
dilengkapi dcngan bcrila acara hasil uji coba. 

d. Pembayaran dengan L/C mengikuti kctentuan 
umum yang bcrlaku di bidang perdagangan. 

57 .3 Sanksi Finansial 
Sanksi finansial dapal berupa sanksi ganli rugi alau 
dcnda kctcrlambalan; 

a. Ganti Rugi 
Sanksi ganli rugi bagi Pcnycdia apabila lcrbukli 
jaminan yang lidak bisa dicairkan, lerjadi 
kesalahan dalam perhilungan volume pekerjaan 
bcrdasarkan hasil audit, mcnyerahkan 
barang/jasa yang kualilasnya tidak sesuai dengan 
Kontrak bcrdasarkan hasil audit. Bcsarnya sanksi 
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang 
ditimbulkan scbagaimana dialur dalam SSKK 

b . Denda Kcterlambatan 
bcsarnya denda yang dikcnakan kcpada Pcnyedia 
atas kelcrlambalan penyclesaian pekcrjaan untuk 
scliap hari kclerlambalan adalah scbagaimana 
yang dilctapkan di dalam SSKK. 



58. Pcrhilungan 
Akhir 

59. Pcnangguhan 
Pembayaran 

60. Penyesuaian 
Harga 
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58.1 Unluk Konlrak Harga Saluan atau item pekerjaan 
dengan harga saluan pada Kontrak Gabungan 
Lumsum dan Harga Saluan, perhitungan akhir nilai 
pckerjaan bcrdasarkan volume pckcrjaan yang tclah 
diselcsaikan 100% (seratus perscn) dan dituangkan 
dalam Adendum Konlrak (apabila ada) 

58.2 Pcrnbayaran angsuran prestasi pckcrjaan tcrakhir 
dilakukan sctelah pekcrjaan selcsai 100% (seralus 
pcrscn) dan Serita Acara Scrah Tcrima lclah 
dilandatangani oleh kcdua bclah Pihak. 

59.1 Pcjabal Penandatangan Kontrak dapat rnenangguhkan 
pembayaran sctiap angsuran prcstasi pckerjaan 
Pcnyedia jika pcnycdia gagal atau lalai memenuhi 
kewajibannya. 

59.2 Pejabal Penandalangan Konlrak secara tcrtulis 
memberilahukan kepada Pcnycdia ten tang 
penangguhan hak pembayaran, diserlai alasan-alasan 
yang jelas mengenai penangguhan tcrsebut. Penycdia 
dibcri kcscmpatan untuk memperbaiki dalam jangka 
waktu tcrtcntu . 

59.3 Pcmbayaran yang ditangguhkan discsuaikan dcngan 
proporsi kegagalan alau kelalaian Pcnycdia. 

59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Pcnandatangan 
Kontrak, pcnangguhan pcmbayaran akibat 
kctcrlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan 
bcrsamaan dcngan pengenaan dcnda kcpada Pcnycdia. 

60.1 Pembcrlakuan Pcnyesuaian harga pada Kontrak 
scbagaimana diatur di dalam SSKK. 

60.2 Pcnycsuaian Harga diberlakukan lerhadap Konlrak 
Tahun Jamak yang berbcntuk Kontrak Harga Saluan 
atau item pekerjaan d engan harga saluan pada 
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Saluan yang 
masa pelaksanaannya lebih dari 18 (dclapan belas) 
bulan. 

60.3 Pcnyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan 
ke- 13 (tiga bclas) sejak pelaksanaan pckerjaan. 

60.4 Pcnyesuaian Harga Saluan bcrlaku bagi seluruh 
kcgiatan/mata pembayaran , kecuali komponen 
keuntungan, biaya lidak langsung (overhead cost) 
dan harga satuan timpang scbagaimana tercanlum 
dalam pcnawaran. 

60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan yang lercantum dalam 
Kontrak awal/ Adcndum Kontrak. 

60.6 Penycsuaian Harga Saluan bagi komponcn pekerjaan 
yang bcrasal dari luar ncgcri, mcnggunakan indcks 
penyesuaian harga dari negara asal barang terse but. 
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60.7 Jenis pekerjaan baru dcngan Harga Saluan baru 
scbagai ak:ibat adanya Adcndum Kontrak dapat 
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga 
bclas) sejak Adendum Kontrak terse but 
diLandaLangani. 

60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan 
Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan 
Penyedia adaJah indeks harga lerendah antarajadwal 
Kontrak dan realisasi pekerjaan. 

60. 9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan 
rumus sebagai berikut: 

( 
Bn Cn Dn ) 

fin = 110 a+ b.-+ c.-+ d. - + ··· 
Bo Co Do 

Hn Harga Saluan pada saal pekerjaan 
dilaksanakan; 

Ho Harga Satuan pada saal harga penawaran; 
a = Koefisien tetap yang terdiri alas keuntungan 

dan overhea d ; 
Dalam hal penawaran lidak m encantumkan 
besaran komponen keunlungan dan 
overhead maJ<a a = 0 , 15. 

b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti 
tenaga kerja, bahan, alal kerja, dsb; 
Penjumlahana+b+c+d+ .... dst a dalah 1,00. 

Bo, Co, Do = lndeks harga komponcn pada bulan 
penyampaian penawaran. 

Bn, Cn, 0 11 = Indeks harga komponen pada saat 
pekerjaan dilaksanakan. 

60.10 Koefisien komponen Kontral< berdasarkan koefisien 
yang digunakan daJam analisis harga satuan 
p enawaran. 

60.11 Indcks harga yang digunakan bersumber dari 
penerbitan BPS. 

60.12 DaJam haJ indeks harga tidak dimua l daJam 
p enerbitan BPS, digunakan indeks harga yang 
dikcluarkan oleh inslansi leknis. 

60.13 Rumusan penyesuaian nilai Kontrak dilelapkan 
sebagai bcrikul: 

P11 = Nilai Kontrak selelah dilaJ<ukan penyesuaian 
Harga Satuan; 

Hn = Harga Saluan baru setiap jcnis komponen 
pekcrjaan selelah dilaJ<ukan p cnyesuaian 
harga menggunakan rumusan penyesuaian 
Harga Saluan; 

V = Volume se tiap jenis komponen pekerjaan yang 
dilaksanakan. 
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60.14 Hasil pcrhilungan Penycsuaian Harga diluangkan 
dalam Adcndum Konlrak sclclah dilakukan audit 
sesuai dengan kelentuan peraluran perundang­
undangan. 

I. PENG A WASAN MUTU 

61. Pcngawasan 
dan 
Pcmeriksaan 

62. Penilaian 
Pckcrjaan 
Semenlara oleh 
Pejabat 
Pcnandalangan 
Konlrak 

63. Cacal Mulu 

64. Pcngujian 

65. Perbaikan 
Cacat Mutu 

Pejabal Pcnandalangan Konlrak bcrhak mclakukan 
pengawasan dan pemcriksaan lerhadap pelaksanaan 
pckerjaan yang dilaksanakan olch Pcnycdia. Apabila 
diperlukan, Pcjabat Pcnandatangan Konlral{ dapal 
mcmerinlahkan kepada pihak lain unluk melakukan 
pengawasan dan pcmcriksaan alas scmua pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. 

62.1 Pejabal Pcnandalangan Konlrak dalam masa 
pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan pcnilaian 
alas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. 

62.2 Pcnilaian alas hasil pekcrjaan dilakukan Lcrhadap 
mulu dan kcmajuan pckerjaan. 

Pcjabat Penandatangan Konlrak alau unsur pcngawas 
(apabila ada) mcmeriksa setiap hasil pekerjaan dan 
mcmbcrilahukan Pcnycdia sccara t.erlulis alas seliap cacal 
mulu yang dilemukan. Pcjabal Pcnandalangan Konlrak 
alau unsur pcngawas mcmcrintahkan Pcnyed.ia unluk 
menemukan dan mengungkapkan cacal mulu, serla 
menguji hasil pekerjaan yang dianggap olch Pejabal 
Penandatangan Konlrak atau unsur pengawas (apabila 
ada) mcngandung cacat mulu. Pcnycdia bcrt.anggung 
j awab alas perbaikan cacat mutu selama Masa Konlrak 
dan Masa Pemeliharaan. 

Pcjabat Pcnandatangan Konlrak alau unsur pcngawas 
(apabila ada) mcmerinlahkan Pcnycdia untuk melakukan 
pengujian cacat mutu yang lidak tercantum dalam 
Spesifikasi Teknis dan Garnbar dan apabila hasil uji coba 
menunjukkan adanya cacat mulu maka Penycdia 
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian 
tersebul. Jika tidak dilemukan adanya cacal mulu maka 
uji coba lersebul dianggap scbagai Pcristiwa Kompcnsasi. 

65.1 Pejabat Pcnandalangan Kontrak alau unsur 
pcngawas (apabila ada) mcnyarnpaikan 
pcmbcritahuan cacat mutu kepada Pcnycdia scgera 
sctclah dilemukan cacat mutu tcrscbut. Pcnyed.ia 
bcrlanggung jawab atas cacal rnulu sclarna Masa 
Konlrak dan Masa Pemeliharaan. 

65.2 Tcrhadap pemberitahuan cacat mulu tersebut, 
Penyedia bcrkcwajiban untuk memperbaiki cacal 
mutu dalam jangka waklu yang ditetapkan dalam 
pcmbcritahuan. 

65.3 Jika Pcnycdia tidak mcmperbaiki cacat mulu dalarn 
jangka waktu yang ditcnlukan maka: 
a. Pejabat Penandatangan Konlrak dapat memutus 

Kon Lrak secara scpihak dan Pcnycd.ia dikenakan 
sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; alau 
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b. Pcjabat Penandatangan Kontral< berhak untuk 
sccara langsung atau melalui pihak lain yang 
ditunjuk olch Pejabat Pcnandatangan Kontrak 
mclakukan pcrbaikan tcrscbut. Pcnycdia scgcra 
sctelah menerima pcrmintaan penggantian 
biaya/klaim dari Pejabat Pcnandatangan 
Kontrak secara tertulis bcrkcwajiban untuk 
mengganti biaya pcrbaikan terscbul. Pejabat 
Pcnandatangan Kontral< dapat mcmpcrolch 
pcngganlian biaya dcngan memotong 
pembayaran alas tagihan Pcnyedia yang jatuh 
tempo (apabila ada) atau biaya pcnggantian 
dipcrhitungkan sebagai hulang penyedia kepada 
Pcjabat Pcnandatangan Kontrak yang Lelah 
jatuh tempo. 

65.4 Pejabat Pcnandatangan Kontrak dapat mcngenakan 
Denda Kelerlambatan untuk setiap kcterlambatan 
perbaikan cacat mutu. 

J. PENYELESAlAN PERS ELI SI HAN 

66. 1likad Baik 

67. Penyelesaian 
.Perselisihan 

66.1 Pcjabat Pcnandatangan Kontrak dan Pcnycdia 
berlindak bcrdasarkan asas saling pcrcaya yang 
discsuaikan dengan hak-hak yang tcrdapat dalam 
Kontrak. 

66.2 Pcjabat Penandatangan Kontrak dan Pcnyedia setuju 
untuk mclaksanakan Kontrak dcngan jujur tanpa 
menonjolkan kcpentingan masing-masing pihak. 

66.3 Apabila sclama Kontrak, salah salu pihak mcrasa 
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang tcrbaik 
untuk mengatasi kcadaan terscbut. 

66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penycdia 
berkcwajiban untuk bertindak dcngan itikad baik 
sehubungan dcngan hak-hak Pihak lain dan 
mengambil scmua langkah yang dipcrlukan untuk 
mcmastikan Lcrpcnuhinya tujuan Kontrak. 

67 .1 Pejabal Pcnandatangan Kontrak dan Penycdia 
berkcwajiban untuk berupaya sungguh-sungguh 
mcnyelesaikan scmua perselisihan yang timbul dari 
atau berhubungan dengan Kontrak m1 atau 
interprctasinya sclama atau setclah pclaksanaan 
pekcrjaan ini secara musyawarah dan damai. 

67.2 Oalam hal pcrsclisihan tidak dapat diselesaikan 
sccara musyawarah dan damai , pcnyelcsaian sengketa 
dapat dilalrukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrasc 
atau litigasi scsuai dcngan kctcntuan peraturan 
perundang-undangan. 

67 .3 Penyelesaian sengkcta dapat dilalrukan di layanan 
penyelcsaian sengkcta yang diselcnggarakan olch 
LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Ncgeri. 

67.4 Pejabat Pcnandatangan Kontrak dan Pcnyedia 
bersama-sama mcmilih dan mcnetapkan tcmpat 
pcnyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK. 
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C.4 CONTOH SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) PAKET 
PEKERJAAN JASA LAINNYA 

KOP SKPD 

SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
Paket Pekcrjaan: ...... ...................... fnama pket pekerjaanj 

Klausul dalam 
SSUK 

4. Pcrbualan yang 
dilarang dan 
sanksi 

5. Korcspondcnsi 

6. Walcil Sah Para 
Pihak 

8 . Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak 

No. 
SSUK 

Pengaturan dalam SSKK 

4.3.b Jaminan Pclaksanaan dicairkan dan di sclor kc 
/diisi dengan kas negara atau 

kas daerah/ 

Alamat Para Pihak scbagai bcriku t: 

Satuan Kerja Pejabat Pcnandatangan Kon trak: __ -

Nama 
Alama l 
Tclcpon 
Website 
Fal<Similc 
e-mail 

Penyedia: 
Nama 
Alamat 
Tclcpon 
Website 
Faksimilc 
e-mail 

6. Wal<.il Sah Para Pihak sebagai bcrikut: 

8.2 

Untuk Pcjabat Pcnandatangan Kontrak. ___ _ 

Untuk Pcnycdia: 

Pcngawas Pckcrjaan : ____ scbagai wal<.il sah 
Pcja bat Pcnandatangan Kontrak (apabila a da ) 

Daflar Bagian Pckcrjaan yang disubkontral<.kan: 

1. 
2. 
3 . ____ dsl 

{diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan 
penawaran Penyedia/ 



12. Jangka Waktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

20. Mobilisasi 
Peralalan dan 
Personel 
(Apabila 
diperlukan) 

22. Pcmeriksaan 
dan/atau 
Pengujian 

24. Pcristiwa 
Kompensasi 

25. Perpanjangan 
Waktu 

26 . Pemberian 
Kescmpalan 

27. Serah Terima 
Pckerjaan 

8.6 

12.2 

20.1 

22.2 
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Pelanggaran 
dan/atau 

lcrhadap 
subkontrak 

ketcnluan Pengalihan 
dikcnakan sanksi: 

/diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan 
dikenakan: 
a. Dilakukan pemutusan Kontrak; atau 
b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga 

didalam Kontrak dengan harga yang dibayarkan 
kepada subkontraktor.J 

Pcnycdia harus menyelesaikan pckerjaan selama: 
( ) hari kalendcr, atau Pcnycdia harus 

menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK 
diterbilkan sampru dcngan Tanggal _______ ) 
/diisi dengan memilih salah satu, menggunakan 
jumlah hari atau menggunakan tanggalj 

Mobilisasi paling lambal dilaksanakan hari 
kalcndcr sejak langgal mulai kerja yang lcrcanlum 
dalam SPMK. [ diisi dengan jumlah hari mobilisasi 
yang ditentukan oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak berdasarkan pertimbangan mas a 
pelaksanaan Kontrakl 

Pemeriksaan dan / alau pengujian disaksikan oleh 
___ f diisi dengan Pejabat Penandatangan 
Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/ atau 
pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia 
dan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal 
pemeriksaan dan/ atau pengujian diwakilkan 
kepada pihak ketiga/ 

22.3 Pemeriksaan dan/alau pcngujian yang 
dilaksanakan melipuli: ______ _ 

22.5 Pemcriksaan dan/atau pcngujian dilaksanakan di: 

Penyedia 

25.5 

26.3 

27.2 

dapal mcmperolch kompensasi apabila 

Pejabat Pcnandatangan Kontral<. bcrdasarkan 
pcrtimbangan Pengawas Pckerjaan (apabila ada) 
menetapkan ada tidaknya pcrpanjangan wal<:tu dan 
untuk berapa lama, paling lam bat ____ ___, diisi 
jumlah hari kerjaj sctclah Penycdia memin ta 
perpanjangan. 

Pcmberian kescmpatan kepada Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 

f diisi dengan jumlah hari kalenderj 
sejak bcral<:hirnya jangka waktu pclaksanaan 
pckcrjaan. 

Scrah tcrima dilakukan pada: ____ /Tempat 
Tujuan Pengiriman/Tempat Tu.juan Akhir} 
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34. Pcmutusan 34.1 Batas waktu penghcntian pekcrjaan Pcnyedia 
Konlrak oleh 
Pcjabat 
Penandatangan 
Kontrak 

35. Pemulusan 
Konlrak olch 
Penyedia 

38. Hak dan 
Kewajiban 
Pcjabat 
Penandatangan 
Konlrak 

43. Pcnanggungan 
dan Risiko 

46. Asuransi 
Khusus dan 
Pihak Kctiga 

47.Tindakan 
Penyedia yang 
mensyaratkan 
Pcrsclujuan 
Pejabal 
Pcnandatangan 
Konlrak 

48. Kcrjasama 
Penycdia 
dengan Usaha 
Kccil Scbagai 
Subpenycdia 

54. Kcpcmilikan 
Dokumen 

57 . Pembayaran 

paling lama _______ /diisi dengan 
jumlah hari. kalenderf 

35.1.a Balas waklu penundaan pelaksanaan pekerjaan 
atau kelanju Lan pekcrjaan paling lama 

/diisi dengan jumlah hari. kalender/ 

35. l.b Batas waktu untuk pcnerbitan sural perinlah 
pembayaran paling lama __ __,diisi 
dengan jumlah hari. kalenderj 

38.2.c Pejabal Pcnandalangan Kontrak akan memberikan 
fasilitas bcru pa: __ {diisi dengan ri.ncian sarana 
dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan 
diberi.kan kepada Penyediaj 

43.4 ____ hari kalcnder. 
/diisi dengan masa Pemeliharaan apabila adaj 

46.1 Penyedia bcrkewajiban mcnycdiakan asuransi 
unluk pekcrja, barang alau peralatan yang berisiko 
tinggi lerjadinya kccclakaan tcrkait dengan 
pclaksanaan pckcrjaan /Ya/Tidakj: 

47.b 

48.2 

54.3 

57.1.a 

57.1.b 

Penycdia bcrkcwajiban mcnyediakan asuransi 
untuk pihak lain scbagai akibat kccclakaan di 
lempal kcrjanya terkait dengan pclaksanaan 
pekcrjaan {Ya/Tidakj: __ _ 

Tindakan lain Pcnycdia yang harus tcrlebih dahulu 
mcndapatkan persetujuan lertulis Pcjabat 
Penandatangan Kontrak antara lain: 

Bagian Pekcrjaan yang wajib 
dengan usaha kecil: 

1. 
2. 
3. ___ dsl 

{diisi setelah proses pemilihan 
dengan penawaran Penyedia 
maupun seluruhnyaj 

dikcrj asarnakan 

selesai, sesuai 
baik sebagian 

Pcnycdia dipcrbolehkan mcnggunakan salinan 
dokumcn yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan 
pcmbatasan scbagai bcriku t : _ 

Pekerjaan Pcngadaan Jasa 
dibcrikan uang muka 

Lainnya ini dapal 
[Ya/Tidak] 

[jika "YA"/ 
Vang muka diberikan scbcsar _ % ( ___ perscn) 
dari Nilai Konlrak. 



60.Penycsuaian 
Harga 

57.2.a 

57.3.a 

57.3.b 

60.1 
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Pembayaran prestasi pckerjaan dilakukan dengan 
kelcntuan: [Termini Bulanan/ Sekaligusj. 

{Untu.k pembayaran dilakukan secara termin, maka 
dilakukan dengan ketentu.an: 
Termin ke-1: sebesar _ % dari nilai Kontrak untuk 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

Termin ke-2: sebesar % dari nilai Kontrak untuk 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

Termin ke-3: sebesar % dari nilai Kontrak untu.k 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

dst.. .J 

[Untu.k pembayaran dilakukan secara bulanan, 
dibayar berdasarkan perhitu.ngan progress 
pekerjaan yang dituangkan dalam laporan 
kemajuan hasil pekerjaan dan disetu.jui oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak.J 

Ganli Rugi 
Bcsar ganli rugi akibat jaminan (pelaksanaan, 
pemeliharaan dan/alau uang muka) lidak bisa 
dicairkan: ___ [diisi dengan nilai kerugian yang 
ditimbulkanj 

Dcnda Kctcrlambatan 
Apabila terja di kcterlambalan penyelesaian 
pckcrjaan, bcsarnya dcnda ketcrlambalan adalah: 

/Diisi dengan memilih salah satu.: 
1) 1 %a (satu permil) per hari dari harga Bagian 

Kontrak yang tercantu.m dalam Kontrak; atau 
2) 1 %a (satu permil) per hari dari harga Kontrakj 

Apabila dikenakan dcnda kclcrlambalan dari 
bagian Konlrak maka bagian pckcrjaan dimaksud 
adalah: 

l. 
2 . 
3. 
4. _ dsl 

/diisi dengan bagian pekerjaanj 

Konlrak diberlakukan penyesuaian harga: __ 
(Ya/Tidak] 



67. Pcnyclcsaian 
Pcrselisihan 

67.4 
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Dalam hal lerdapal scngkela anlara Pcjabal 
Pcnandalangan Konlral<: dengan Penycdia, 
pcnyelcsaian sengkela akan dilakukan melalui 

[1,ayanan penyelesaian 
diselenggarakan oleh 
Arbitrase/ Pengadilan Negerij 

sengketa yang 
LKPP/ Lembaga 

Dalam hal pcnyelcsaian scngkcta dilakukan pada 
Pcngadilan Ncgcri _______ /disebutkan 
Nama Pengadilan Negeri/ 
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0.1 CONTOH SURAT PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN PAKET 

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI 

KOP SKPD 

SURAT PERJANJIAN 

untuk mclaksanakan 
Pakct Pekcrjaan Pcngadaan Jasa Konsultansi. ___ _ 

Nomor: ___ _ 

SURAT PERJANJIAN ini berikul semua lampirannya (selanjulnya disebul "Konlrak") 
dibuat dan ditandatangani di ____ pada hari ____ langgal _ bulan 
____ tahun _____ {langgal, bulan dan lahun diisi dengan huru.J] anlara: 
1. ____ /nama PA/ KPA/ PPKJ, selaku Pejabal Penandatangan Konlrak, yang 

bertindak unluk dan alas nama ____ /nama satuan kerja PA/ KPA/ PPKJ, 
yang berkedudukan di ____ {alamat PA/ KPA/ PPKJ, berdasarkan Surat 
Kcpulusan _______ /pejabal yang menandalangani SK penetapan sebagai 
PA/ KPA/ PPKJ No _______ {No. SK penetapan sebagai PA/ KPA/ PPKJ, 
selanjutnya disebul "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan 

2. ____ {nama wakil Penyedia], ____ [jabatan wakil Penyediaj, yang 
bertindak untuk dan alas nama ____ {nama Badan Usaha/, yang 
berkedudukan di ____ {alamat Penyediaj, berdasarkan Akta 
Pendirian/ Anggaran Dasar No. _ {No. Akta Pendirian/ Anggaran Dasar/ tanggal 
_____ /tanggal penerbitan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar/, selanjutnya 
disebul "Penyedia". 

Para Pihal< mcnerangkan terlebih dahulu bahwa: 
(a) Telah diadakan proses pcmilihan Penyedia yang tcJah scsuai dcngan Dokumcn 

Pernilihan. 
(b) 

(c) 

(d) 

(c) 

Pejabat Penandatangan Kontrak lelah menunjuk Penyedia mclalui Surat 
Penunjukan Pcnyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ___ _, tanggal 
____ bulan. ___ tahun. __ _, unluk melaksanakan Pckcrjaan scbagaimana 
ditcrangkan dalam Syaral-Syarat Umum Konlrak, selanjulnya disebut 
"Pengadaan Jasa Konsullansi". 
Penyedia telah mcnyatakan kcpada Pejabat Penandatangan Kontrak, 
memenuhi persyaralan kualifikasi, mcmiliki kcahlian profcsional, personcl dan 
sumber daya tcknis, serta telah mcnyelujui unluk menyediakan Jasa 
Konsullansi scsuai dengan pcrsyaralan dan kctcnluan dalam Konlrak ini. 
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mcnyatakan memiliki 
kewenangan untuk mcnandatangani Kontrak ini dan mcngikal pihak yang 
diwakili. 
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mcngakui dan menyatakan 
bahwa schubungan dengan pcnandalanganan Konlrak ini masing-masing pihak: 

1) tclah dan senanliasa dibcrikan kesempatan untuk didampingi olch advokat; 
2) mcnandalangani Konlrak ini setclah menelili sccara patut; 
3) telah membaca dan memahami sccara pcnuh ketcnluan Konlrak ini; 
4) tclah mendapatkan kcsempatan yang memadai untuk mcmcriksa dan 

mcngkonfirmasikan semua kctcntuan dalam Konlrak ini bcscrta semua 
fakta dan kondisi yang terkait. 

~ ~ Paraf 

c----~~~~-P-_c_n==-y_c=d=i=a::: 
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Maka oleh karcna itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dcngan m1 
bersepakat dan menyetujui hal-hal scbagai berikut: 

PasaJ 1 
Istilah dan Ungkapan 

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama 
seperti yang tcrcantum dalam lampiran Kontrak ini. 

PasaJ 2 
Ruang Lingkup Pekerjaan 

Ru ang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini tcrdiri alas: 
1. __ _ 
2. __ _ 
3. _ __ dst 
[diisi ru.ang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakanj. 

PasaJ 3 
J enis dan Nilai Kon trak 

(1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jcnis Kontrak 

[diisi dengan jenis Konlrak lumsum/ berdasarkan waktu penugasanj. 
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adaJah scbesar 

Rp. _____ (, ______ rupiah); 

Pasal 4 
Dokumen Kontrak 

(1) Dokumcn-dokumen berikut merupakan kcsatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Kon trak inj: 

1. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada); 
11. Kontrak; 

111. syarat-syarat khusus Kontrak; 
1v. syarat-syarat umum Kontrak; 
v. Dokumen Penawaran; 

Vl. KAK; 
vii. gambar-gambar (apabila ada); 

vlll. Rckapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan 
ix. dokumen lainnya scpcrti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saJing menjelaskan satu sama lain dan jika 
terjaru pertentangan antara ketentuan daJam suatu dokumen dengan ketentuan 
dalam dokumen yang lain maka yang bcrlaku adalah ketcntuan dalam dokumcn 
yang lebih tinggi berdasarkan urutan hicrarki pada ayat (1) di atas; 

Pasal 5 
Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban tirnbal-baJik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 
runyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus 
Kontrak (SSKK). 

Paraf 
PPK Penycdia 
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Pasal 6 
Masa Bcrlaku Kontrak 

Masa bcrlaku Konlrak ini tcrhitung scjak tanggal penandalanganan Konlrak sarnpai 
dengan selcsainya pckcrjaan dan lerpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para 
Pihak scbagaimana dialur dalarn SSUK dan SSKK. 

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penye dia lclah berscpakal 
untuk menandatangani Kontrak ini pada langgal lcrsebul di alas dan mclaksanakan 
Konlrak sesuai dengan kelcnluan pcraturan perundang-undangan di Rcpublik 
Indonesia dan dibual dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan 
melerai, mcmpunyai kckualan hukum yang sarna dan mengikat bagi Para Pihak, 
rangkap yang Lain dapal dipcrbanyak scsuai kcbuluhan lanpa dibubuhi melerai. 

Unluk dan alas nama Pejabat 
Penandatangan Konlrak 

Catalan: 

/tanda tangan dan cap} 

[nama lenqkap/ 
fjabatanj 

Unluk dan alas nama Penyedia 

ftanda tangan dan cap} 

[nama lenqkap/ 
fjabatanj 

- Kontrak dengan meterai pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan 
Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan 

- Kontrak dengan meterai pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 
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D.2 CONTOH SURAT PERINTAH MULA! KERJA (SPMK) UNTUK 

MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSJ 

KOP SKPD 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

Nomor: ___ _ 
PakclPckcrjaan: ___ _ 

Yang berlanda tangan di bawah ini: 

___ _,nama Pejabat Penandatangan Kontrak/ 

____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrakj 

___ _, alamat kegiatan/ satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak/ 

selanjutnya discbul scbagai Pejabat Penandatangan Kontrak; 

berdasarkan Surat Pcrjanjian 

bersarna ini mcmerintahkan: 

___ _,nama penyedia/ 

----1alamat penyediaj 

yang dalarn hal ini diwakili oleh: ___ _ 

nomor 

sclanjulnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi; 

tanggal 

untuk segera memulai pclaksanaan pckcrjaan dcngan mcmpcrhatikan kclcntuan­

kctentuan scbagai berikut: 

1. Macam pekcrjaan: ___ _ 

2. Tanggal mulai kerja: ___ _ 

3. Syaral-syarat pckcrjaan: scsuai dcngan pcrsyaralan dan kelcnluan KonLrak; 

4. Waktu penyelesaian: sclama _ ( ____ } hari kalender/bulan/tahun /pilih 

salah satu/ dan pekcrjaan harus sudah sclcsai pada tanggal __ _ 

5 . Hasil Pckcrjaan: ___ _ 
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6. Sanksi: Terhadap kelcrlambalan penycrahan h asil kcrja dan laporan akhir, 

Konlrak Pcngadaan Jasa Konsullansi dan pcmbayaran kcpada penyedia dapal 

dihentikan sesuai dcngan kelcnluan dalam Syaral-Syaral Umum Konlrak. 

Untuk dan alas nama ___ _ 

Pejabat Penandatangan Kontrak 

/tanda tanganj 

{nama lenqkap/ 

[jabatanj 
NIP: ___ _ 

Menerima dan menyetujui: 

Untuk dan alas narna ____ /nama penyediaj 

/tanda tanganj 

{nama lenqkap wakil sah badan usaha/ 
[jabatanj 

____ , _ ___ _ ,20 _ 
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D.3 CONTOH SYARAT- SYARAT UMUM KONTRAK UNTUK MELAKSANAKAN 

PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI 

KOP SKPD 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syaral-Syaral Umum 
Konlrak ini harus mcmpunyai arli alau lafsiran scpcrli yang 
dimaksudkan sebagai beriku l : 

l. l Jasa Konsullansi adalah Jasa layanan profcsional yang 
membutuhkan keahlian lerlentu dibcrbagai bidang 
keilmuan yang mcngutamakan adanya olah pikir. 

1.2 Pcngguna Anggaran yang selanjulnya discbut PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan pcnggunaan anggaran 
Kernen terian N cgara/ Lem bag a/ Per an gkat Daer ah. 

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang 
selanjutnya disingkal KPA adalah pcjabal yang mcmperoleh 
kuasa dari PA untuk melal<:sanakan scbagian kcwcnangan 
dan langgung jawab penggunaan anggaran pada 
Kcmcnlcrian/Lcmbaga yang bcrsangkutan. 

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang 
selanjutnya disingkal KPA adalah pcjabat yang dibcri 
kuasa unluk melaksanakan scbagian kcwcnangan 
pcngguna anggaran dalam mclaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi Pcrangkat Dacrah. 

1.5 Pejabat Pcmbuat Komilmen yang sclanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabal yang dibcri kewenangan olch PA/KPA untuk 
mengambil kcputusan dan/alau mclakukan lindakan yang 
dapat mcngakibalkan pengcluaran anggaran belanja 
negara/ anggaran belanja daerah. 

1.6 Pcjabal Pcnandalangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, 
atau PPK. 

1.7 Aparal Pengawas lntcrn Pcmcrinlah alau pcngcndali 
internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparal yang 
melakukan pcngawasan mclalui audit, rcviu , pemantauan, 
evaluasi dan kcgiatan pengawasan lain lerhadap 
pcnyelenggaraan tugas dan fungsi Pcmcrinlah; 

1.8 Penycdia Barang/Jasa Pcmcrinlah yang sclanjutnya 
discbut Pcnycdia adalah Pclaku Usaha yang mcnyediakan 
barang/jasa berdasarkan Konlrak. 

1.9 Subpenycdia adalah pcnycdia yang mengadakan perjanjian 
kcrja dengan pcnyedia pcnanggung jawab Kontrak, unluk 
mclaksanakan scbagian pekerjaan (subkontrak). 
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1.10 Kemitraan adaJah Kerja sama antar penyedia baik dalam 
bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja 
sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, 
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan 
perjanjian tertulis. 

1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah 
jaminan terlulis yang dikcluarkan olch Bank Umum/ 
Perusahaan Penjaminan/Pcrusahaan Asuransi/lembaga 
keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang 
pcmbiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong 
ekspor Indonesia sesuai dengan kclentuan dalam 
pcraturan perundang-undangan di bidang lembaga 
pcmbiayaan ekspor Indonesia. 

1.12 Kontral<: Pengadaan Barang/ Jasa yang sclanju tnya disebut 
Kontrak adaJah perjanjian lerlulis anlara Pejabat 
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia. 

l .13 Bagian Kontrak adaJah bagian pekerjaan dari satu 
pekcrjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. 
Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum 
pada bagian Kontrak terscbut tidal< tcrgantung satu 
sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana 
fungsi masing-masing bagian Kontrak tersebul tidak 
terkait satu sama lain. 

1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam 
Kontrak. 

1.15 Hari adaJah hari kalender, kecuali disebutkan sccara 
cksplisil scbagai hari kerja. 

1.16 Harga Pcrkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkal HPS 
adalah perkiraan harga barang/ jasa yang dilelapkan olch 
PPK. 

1.17 Pckerjaan u tama adalah jenis pckerjaan yang sccara 
langsung mcnunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil 
pekerjaan yang ditelapkan dalam Dokumcn Selcksi. 

1.18 Bagian Pekcrjaan yang disubkontral<:kan adalah bagian 
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditelapkan daJam 
Dokumcn Scleksi, yang pelaksanaannya discrahkan 
kepada pcnyedia lain dan disetujui lcrlebih dahulu oleh 
Pejabal Penandalangan Kontrak. 

1.19 Rckapitulasi Penawaran Biaya (dncian harga penawaran) 
adalah daftar kuantilas yang Lelah diisi harga saluan dan 
jumlah biaya kcscluruhannya yang mcrupakan bagian dari 
pcnawaran. 

1.20 Rincian Biaya Langsung Personcl adalah biaya langsung 
yang dipcrlukan unluk membayar remunerasi lenaga ahli 
berdasarkan Kon trak. 

1.21 Rincian Biaya Langsung Non Pcrsonel adalah biaya 
langsung yang diperlukan unluk mcnunjang pclaksanaan 
Kontrak yang dibuat dengan mcmpertimbangkan dan 
berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapal 
diperlanggungjawabkan scrla scsuai dengan pcrkiraan 
kcgiatan. 



2. Penerapan 

3. Bahasa dan 
Hukum 
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1.22 Personcl Jnli adalah orang yang dilcmpaU<an secara penuh 
sesuai dcngan pcrsyaralan yang 
Dokumcn Sclcksi scrla posisinya 

dilelapkan dalam 
dalarn manajcmcn 

pelal<Sanaan pckcrjaan scsuai dcngan organisasi 
pelaksanaan yang diajukan 
pekerjaan. 

unluk melaksanakan 

1.23 Tenaga Ahli adalah bagian dari Pcrsoncl dcngan kcahlian, 
kualifikasi dan pcngalarnan di bidang lertcnlu. 

1.24 Melode Pclaksanaan Pekcrjaan adalah cara kerja yang 
layak, realislis dan dapal dilaksanakan untuk 
menyelesaikan seluruh pckcrjaan dan diyakini 
menggarnbarkan penguasaan dalarn pcnyclcsaian 
pekerjaan dcngan tahap pclaksanaan yang sistimalis 
bcrdasarkan sumbcr daya yang dimiliki Penycdia. 

1.25 Jadwal Waktu Pclaksanaan 
mcnunjukkan kcbutuhan waklu 
mcnyclcsaikan pekcrjaan, tcrdiri 
yang disusun sccara logis, 
dilaksanakan. 

adalah jadwal yang 
yang dipcrlukan unluk 
alas Lahap pclaksanaan 

rcalislis dan dapat 

1.26 Masa Konlrak adalah jangka waklu berlalrunya Konlrak ini 
tcrhitung sejak tanggal pcnandatangan Kontrak sampai 
dcngan langgal sclcsainya pekcrjaan dan lcrpenuhinya 
seluruh hak dan kewajiban Para Pihal<. 

1.27 Tanggal mulai kerja adalah langgal Pcnycdia mulai bckcrja 
yang sama dcngan tanggal penandatangan SPMK yang 
dilcrbiU<an oleh Pejabal Penandalangan Konlrak. 

1.28 Tanggal pcnyelcsaian pckerjaan adalah langgal pcnyerahan 
pekcrjaan, yang dinyalal<an dalam bcrila acara scrah 
lcrima hasil pckerjaan yang yang dilandatangani olch 
Pejabal Pcnandalangan Konlrak dan Penyedia. 

1.29 Kcrangka Acuan Kcrja yang sclanjutnya disingkal KAK 
adalah dokumcn yang disusun olch PPK unluk 
menjelaskan lujuan, lingkup jasa konsullansi scrla 
keahlian yang dipcrlukan unluk pelaksanaan pckcrjaan 
berdasarkan Kon lrak ini. 

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pckerjaan 
pcngadaan Jasa Konsullansi lclapi lidak dapal bertcnlangan 
dengan kctcnluan-kctcnluan dalam Dokumcn Konlrak lain 
yang lcbih linggi bcrdasarkan urulan hierarki dalam Konlrak. 

3. 1 Bahasa Konlrak dan bahasa korcspondensi harus dalam 
bahasa Indonesia. 

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang bcrlalru di 
Indonesia. 

4. Pcrbuatan yang 4.1 
dilarang dan 

Berdasarkan clika pcngadaan barang/jasa pemerinlah, 
para pihak dilarang unluk: 
a. mcnawarkan, mcncrima atau mcnjanjikan unluk 

m emberi atau mcnerima hadiah atau imbalan bcrupa 
apa saja alau melalrukan lindakan lainnya unluk 
mcmpengaruhi siapapun yang dikelahui atau patut 
dapat diduga berkaitan dengan pcngadaan ini; 
dan/atau 

Sanksi 



5. Asal Jasa 
Konsullansi 

6. Korcspondensi 

7. Wakil Sah Para 
Pihak 

8. Perpajakan 

9. Pengalihan 
dan/atau 
Subkonlrak 
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b. membuat dan/atau menyampaikan sccara lidak 
bcnar dokumcn dan/ alau kctcrangan lain yang 
disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan 
Kontrak ini. 

4.2 Pcnyedia menjamin bahwa yang bersangkulan (termasuk 
semua anggota Kemitraan} dan subpenycdianya Uika ada) 
lidak akan melakukan lindakan yang dilarang pada 
klausul 4. 1. 

4.3 Pcnycdia yang menurut pcnilaian Pcjabal Pcnandatangan 
Konlrak tcrbukli mclakukan larangan- larangan di alas 
dapal dikcnakan sanksi-sanksi adminislralif scbagai 
bcrikul: 
a. Pemu tu san Kon trak; 
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Pcnyedia atau 

jaminan uang muka dicairkan; dan 
c. Dikcnakan sanksi daftar hilam. 

4.4 Pengenaan sanksi adminislralif di alas dilaporkan olch 
Pejabal Pcnandatangan Kontrak kepada PA/KPA. 

4 .5 Pejabal Pcnandalangan Kontrak yang tcrlibal dalam KKN 
dan pcnipuan dikcnakan sanksi bcrdasarkan kelentuan 
peraturan pcrundang- undangan. 

Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikcrjakan olch tcnaga kcrja 
Indonesia. 

Semua pcmbcrilahuan, pcrmohonan, pcrselujuan dan/alau 
korespondensi lainnya bcrdasarkan Kontrak ini harus dibuat 
sccara terlulis dalam Bahasa lndoncsia dan dianggap telah 
dibcritahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika 
lelah disampaikan sccara langsung, disampaikan mclalui surat 
tercalat, e-mail dan/ alau faksimilc scbagaimana lercanlum 
dalam SSKK. 

Sctiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan unluk 
dilakukan dan setiap dokumcn yang dipersyaratkan atau 
diperbolchkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh 
Pejabat Pcnandalangan Konlrak alau Pcnyedia hanya dapal 
dilakukan atau dibual oleh pcjabal yang disebulkan dalam 
SSKK. 

Pcnycdia, Subpcnycdia Uika ada) dan personcl yang 
bcrsangkutan bcrkcwajiban untuk mcmbayar semua pajak, bea, 
retribusi dan pungulan lain yang sah yang dibebankan oleh 
pcraturan pcrpajakan alas pelaksanaan Kontrak ini. Scmua 
pengcluaran perpajakan ini dianggap lelah termasuk dalam nilai 
Konlrak. 

9.1 Pcngalihan scluruh Kontrak hanya dipcrbolchkan dalam 
hal pcrgantian nama Penyedia, baik sebagai akibal 
peleburan (merger}, konsolidasi , atau pcmisahan. 

9.2 Penyedia dapal bekerja sama dengan pcnyedia lain dcngan 
mcnsubkontrakkan sebagian pekcrjaan , kecuali pekcrjaan 
ulama dalam Konlrak ini sebagaimana dialur dalam 
SSKK. 



10. Pengabaian 

11. Pcnycdia 
Mandiri 

12. Kemitraan 

9.3 Pcnycdia 
pekerjaan 
pekerjaan. 
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hanya bolch 
dan dilarang 

mcnsu bkonlrakkan 
mensu bkon trakkan 

scbagian 
scluruh 

9.4 Pcnycdia hanya bolch mcnsubkontrakkan pckcrjaan 
apabila pckcrjaan tcrsebut sejak awal di dalam Dokumen 
Selcksi dan dalam Kontrak diijinkan un tuk 
disubkontrakkan. 

9.5 Penycdia hanya bolch rncnsubkontrakkan pckcrjaan 
sctclah rncndapat pcrsctujuan tcrtulis dari Pejabat 
Penandatangan Konlrak. Pcnycdia tctap bcrtanggungjawab 
atas bagian pekcrjaan yang disu bkontrakkan. 

9.6 Jika ketcntuan di alas dilanggar maka Pcnycdia dikenakan 
sanksi yang diatur dalarn SSKK. 

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihal, terhadap pclanggaran 
kctcntuan tcrtcntu Kontrak olch Pihak yang lain maka 
pengabaian tersebul tidak menjadi pengabaian yang Lerus­
menerus sclarna Masa Konlrak atau seketika menjadi 
pengabaian lerhadap pclanggaran ketenluan yang lain. 
Pcngabaian hanya dapal mengikal jika dapal dibuktikan secara 
lertulis dan ditandatangani olch Para Pihak alau Wakil Sah 
Pihak yang rnclakukan pcngabaian. 

Pcnycdia bcrdasarkan Kontrak ini berlanggung jawab pcnuh 
lerhadap personel dan subpcnyedianya Uika ada) scrla 
pckcrjaan yang dilakukan olch pcrsonel alau subpcnyedianya. 

Kemilraan mcmbcri kuasa kcpada salah salu anggola yang 
disebul dalarn Surat Perjanjian Kemilraan untuk bertindak 
untuk dan alas narna Kcmilraan dalarn pclaksanaan hak dan 
kcwajiban lcrhadap Pejabat Pcnandatangan Kontrak 
bcrdasarkan Kontrak. 

B. PELAKSANAAN KONTRAK 

13. Jangka Waktu 13.1 Kontrak ini bcrlaku sejak tanggal penandatanganan. 
Pelaksanaan 
Pckerjaan 13.2 Waktu pclaksanaan pekerjaan adalah jangka waklu yang 

14. Penyerahan 
Lokasi Kcrja 
(apabila 
diperlukan) 

ditcntukan dalam SSKK 

14.1 Pejabat Pcnandalangan Kontrak mcnyerahkan 
kcscluruhan lokasi kcrja kcpada pcnycdia scbclum SPMK 
diterbitkan. Scbelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan 
pcmeriksaan lapangan bcrsama yang dituangkan dalarn 
Bcrila Acara Pcninjauan Lokasi Kcrja. 

14.2 Jika dalam pcmeriksaan lapangan bcrsama ditcrnukan 
hal-hal yang dapat mengakibatkan pcrubahan isi Kontrak 
maka pcrubahan Lersebut harus dituangkan dalam 
adcndum Kontrak. 

14.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tcrtcntu 
dari lokasi kcrja maka Pejabat Penandatangan Kontrak 
dapal dianggap telah menunda pclaksanaan pekerjaan 
tertcntu yang tcrkail dcngan bagian lokasi kerja lcrsebul 
dan kondisi ini dilctapkan scbagai Pcristiwa Kompensasi 
scrta dibual Bcrila Acara. 



15. Surat Pcrintah 
Mulai Kerja 
(SPMK) 
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14.4 Pcnyerahan lokasi kcrja diluangkan dalam Berila Acara 
Serah Terima Lokasi Kerja yang dilandalangani olch para 
pihak. 

15.1 Pejabal Pcnandalangan Konlrak mcnerbitkan SPMK 
sclambat-lambalnya 14 (cmpal bclas) hari kerja scjak 
langgaJ penandalanganan Konlrak, kecuali apabila 
anggaran bclum bcrlaku . 

15.2 Tanggal penandatanganan SPMK olch Pcjabal 
Penandatangan Konlrak dilelapkan scbagai langgal mulai 
berlaku efeklif Kontrak. 

16. Program Mutu 16.1 Pcnycdia berkcwajiban unluk mcnycrahkan program mulu 
pada rapal pcrsiapan pelaksanaan Konlrak untuk 
diselujui oleh Pcjabat Pcnandatangan Konlrak. 

17. Rapat 
Persiapan 
Pelaksanaan 
Kontrak 

16.2 Program mulu disusun oleh Pcnycdia paling scdikil bcrisi: 
a. informasi mcngcnai pckerjaan yang akan 

dilaksanakan; 
b . organisasi kcrja Pcnycdia; 
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
d. proscdur pclaJ<Sanaan pckcrjaan; 
e. proscdur inslruksi kcrja; dan/atau 
f. p elaksana kerja. 

16.3 Program mulu dapal direvisi sesuai dengan kondisi 
lapangan. 

16.4 Penyedia berkcwajiban unluk mcmutakhirkan program 
mulu jika lcrjadi adendum Kontrak dan Peristiwa 
Kompensasi. 

16.5 Pemulakhiran program mulu harus mcnunjukkan 
pcrkembangan kcmajuan setiap pckcrjaan dan dampaknya 
lerhadap penjadwalan sisa pckcrjaan. Pcmulakhiran 
program mu lu harus mendapalkan pcrse tujuan Pejabal 
Pcnandalangan Konlrak. 

16.6 Pcrsctujuan Pcjabal Pcnandatangan Kontrak terhadap 
program mutu tidak mcngubah kcwajiban Konlraktual 
pcnyedia. 

1 7. 1 Pejabat Penandatangan Kon Lrak bcrsama dengan 
Pcnycdia, unsur perencanaan dan unsur pengawasan 
menyelenggarakan rapat pcrsiapan pclaksanaan Kontrak. 

17 .2 Hal-ha! yang dibahas dan discpakati dalam rapal 
persiapan pclaksanaan Kontrak mcliputi: 
a. reviu Kontrak dan pcmbagian lugas dan tanggung 

jawab dari kcdua b elah pihak; 
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pckerjaan 

sepcrti tanggal efcktif pelaksanaan dan tahapan 
pelaksanaan Kon trak; 

c. reviu rencana penilaian kincrja pekerjaan scbagai 
dasar mclakukan cvaluasi kcmajuan pekcrjaan; 

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan 
pekerjaan; 

c. tata cara, waktu dan frekucnsi pcngukuran dan 
pelaporan yang discsuaikan dcngan kondisi pekerjaan; 



18. Pengawasan/ 
Pcngendalian 
PeJaksanan 
Pekerjaan 

19. Mobilisasi 

20. Waktu 
Pcnyclcsaian 
Pekcrjaan 

21. Peristiwa 
Kompensasi 
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f. melakukan klarifikasi haJ-haJ yang masih kurang jelas 
dan mcndiskusikan prosedur untuk rnanaJcmen 
peru bahan; dan 

g. melaJ<t.1kan klarifikasi rcncana koordinasi antar para 
pihak selarna pclaksanaan pekcrjaan. 

17.3 Hasil rapal persiapan pelaksanaan KonLrak diluangkan 
daJam Bcrila Acara Rapat Pcrsiapan Pelaksanaan KonlraJ< 
yang dilandalangani oleh seJuruh pcscrla rapal. 

18.1 Selarna berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabal 
Pcnandalangan Kontrak dapal dibantu olch Pengawas 
Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasaJ dari pcrsonel 
Pejabat Pcnandalangan Kontrak. Pengawas Pckcrjaan 
bcrkewajiban unluk mcngawasi pclaksanaan pekcrjaan. 

18.2 Tim Teknis berasaJ dari unit kerja, inslansi yang lerkail 
dan/atau tenaga profesionaJ. 

18.3 Pcngawas Pckcrjaan berkewajiban untuk mengawasi 
pclaksanaan pckcrjaan. 

18.4 Tim Teknis bcrkewajiban untuk membahas dan menilai 
laporan konsultan. 

18.5 DaJarn mclaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekcrjaan 
selaJu bertindak unluk kcpentingan Pcjabat 
Penandatangan Konlrak. Pengawas Pckcrjaan dapal 
bcrlindak sebagai Wal<il Sah Pejabal Pcnandalangan 
Kontrak. 

18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua 
perintah Pcngawas Pckcrjaan yang scsuai dcngan 
kcwenangan pengawas pekcrjaan daJarn Konlrak ini dan 
saran atau rckomcndasi dari Tim Teknis. 

19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanaJ<an scsuai waklu yang 
dilelapkan. 

19.2 Mobilisasi dapal dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kcbutuhan. 

20.1 KccuaJi Kontrak dipu luskan lebih awaJ, pcnycdia 
bcrkewajiban mcnyelcsaikan pckerjaan sclarnbal­
larnbalnya pada langgaJ pcnyclcsaian yang dilctapkan 
daJarn SSKK pada klausul 13.2. 

20.2 Jika pekcrjaan lidak selesai pada langgaJ pcnyelesaian 
bukan aJcibat keadaan kahar alau bukan Pcristiwa 
Kompcnsasi alau karcna kesaJahan alau kelaJaian 
Pcnycdia rnaJ<a pcnycdia dikcnakan denda kcterlambalan. 

20.3 TanggaJ penyclesaian yang dimaJ<Sud daJarn klausul ini 
adaJah tanggaJ penyelesaian scmua pckerjaan. 

Peristiwa Kompensasi dapal dibcrikan kepada pcnyedia daJam 
haJ sebagai bcrikut: 
a. Pcjabal Pcnandalangan Kontrak mcngu bah jadwaJ yang 

dapal mempcngaruhi pclaksanaan pekcrjaan; 
b. kcterlambatan pcmbayaran kcpada pcnyedia; 



22. Perpanjangan 
Waktu 

23. Pem bcrian 
Kescmpalan 
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c. Pejabal Penandatangan Kontrak mcnginslruksikan kepada 
penycdia unluk melakukan pengujian tarnbahan yang 
sclelah dilaksanakan pengujian ternyala tidak dilcmukan 
kcrusakan/kcgagalan/penyimpangan; 

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar­
garn bar, spcsifikasi dan / alau in slruksi scsuai j ad wal yang 
dibutuhkan ; 

e. penyedia bclum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam 
Kontrak; 

f. Pcjabat Pcnandatangan Kontrak memcrintahkan 
pcnundaan pclaksanaan pekerjaan; atau 

g. ketcntuan lain dalarn SSKK. 

22.1 Jika terjadi Pcristiwa Kompensasi sehingga pcnyelcsaian 
pckcrjaan akan mclampaui tanggal penyclesaian maka 
Pcnyedia bcrhak untuk mcminta pcrpanjangan tanggal 
pcnyclcsaian bcrdasarkan data pcnunjang. Pejabat 
Penandatangan Kontrak dapal m eminta pcrtimbangan 
Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan 
perpanjangan tanggal Penyelcsaian Pekerjaan . 

22.2 Jika Pcristiwa Kompcnsasi mcngakibatkan kctcrlambatan 
pcnyelcsaian pckcrjaan maka Pcjabat Penandatangan 
Kontrak berkewajiban untuk mcmbcrikan perpanjangan 
waktu penyclcsaian pckcrjaan. 

22.3 Pcrpanjangan waktu penyelcsaian pekcrjaan dapat 
dibcrikan jika bcrdasarkan data penunjang dapat 
dibuktikan dibuluhkan penambahan waktu penyclesaian 
pekerjaan. 

22.4 Pcnycdia tidak bcrhak alas pcrpanjangan waktu 
pcnyelcsaian pckcrjaan jika pcnycdia gagal atau lalai 
untuk mcmberikan pemberitahuan dini dalam 
mcngantisipasi alau mcngatasi dampak Pcrisliwa 
Kompensasi. 

22.5 Pcjabat Penandatangan Kontrak mcnctapkan ada tidaknya 
pcrpanjangan waktu dan untuk bcrapa lama, paling 
larnbat dalarn jangka waklu scbagaimana diatur dalam 
SSKK selelah Pcnyedia mcminta pcrpanjangan. 

22.6 Pcrpanjangan Langgal Pcnyclcsaian harus dilakukan 
mclalui adcndum/pcrubahan Kontrak. 

23 .1 Dalam hal Pcnycdia gagal menyelcsaikan pckerjaan 
sampai masa pclaksanaan Kontrak berakhir, namun 
Pcjabat Penandatangan Kontrak mcnilai bahwa Pcnyedia 
marnpu mcnyclcsaikan pekcrjaan, Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak dapat mcmberikan kesempatan kcpada Pcnyedia 
untuk menyclcsaikan pekerjaan. 

23.2 Pemberian kcscmpatan kcpada Pcnyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
klausul 23.1, dimual dalam adendum/perubahan Konlrak 
yang didalamnya mcngatur waktu pcnyclcsaian pckerjaan, 
pcngenaan sanksi dcnda kcterlambalan kcpada Pcnycdia. 

23.3 Jangka waklu pcmberian kcscmpatan kepa da Penycdia 
untuk menyelesail<an pekerjaan diatur dalam SSKK. 
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C. PENYELESAIAN KONTRAK 

24. Serah Terima 24.1 Selelah pekcrjaan sclesai 100% (scralus persenl, pcnyedia 
Pckerjaan mengajukan perminlaan secara lerlulis kepada Pejabal 

Pcnandalangan Kontrak untuk scrah lerima hasil 
pckcrjaan. 

25. Layanan 
Tambahan 

24.2 Serah lerima hasil pekerjaan dilakukan di tempal 
scbagaimana ditclapkan dalam SSKK. 

24.3 Scbclum dilakukan scrah lcrima, Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak mclakukan pemcriksaan lerhadap hasil 
pekerjaan, yang dapat dibanlu olch pengawas pekcrjaan 
dan/alau Tim Teknis. 

24.4 Pemeriksaan hasil pckerjaan dilakukan dengan mcnilai 
kcsesuaian pekerjaan yang diserahtcrimakan yang 
tercanlum dalam Konlrak. 

24.5 Pcjabat Pcnandatangan Konlrak bcrkewajiban untuk 
memcriksa kcbenaran hasil pckerjaan dan/atau dokumcn 
laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan 
kcscsuaiannya dcngan Konlrak. 

24.6 Pcjabal Penandalangan Kontrak menolak serah lerima 
pekerjaan jika hasil pekerjaan dan / a tau dokumen laporan 
pclaksanaan pekerjaan tidak scsuai dcngan Konlrak. 

24.7 Alas pelaksanaan scrah lcrima hasil pckcrjaan, Pejabal 
Pcnandatangan Konlrak membual Berita Acara Serah 
Terima (BAST) yang ditandalangani bcrsama dengan 
Penyedia. 

24.8 Dalam hal Pejabat Pcnandatangan Kontral< menolak serah 
tcrima pekerjaan maka dibual Bcrila Acara Penolakan 
Ser ah Tcrima dan scgcra mcmcrin lahkan kcpada Pcnycdia 
unluk mcmperbaiki, mengganli dan/alau mclcngkapi 
kekurangan pckerjaan. 

24.9 Jika pengopcrasian hasil pckcrjaan mcmcrlukan kcahlian 
khusus maka scbclum pclaksanaan serah tcrima 
pekerjaan Penyedia berkewajiban unluk mclakukan 
pelatihan Uika dicanlumkan dalam Konlral<). Biaya 
pelalihan lcrmasuk dalam Nilai Kontrak. 

24.10 Pejabal Pcnandatangan Konlral< menerima hasil pckcrjaan 
setclah scluruh hasil pckerjaan yang discrahtcrimakan 
sesuai dengan Konlrak. 

24.11 Jika hasil pckcrjaan yang diserahterimakan lcrlarnbat 
melewati batas waktu al<hir Kontrak karcna kesalahan 
alau kelalaian Pcnyedia atau bukan akibal keadaan kahar 
maka Pcnyedia dikenakan denda kelerlambatan. 

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjulan sebagaimana 
tercantum dalam SSKK. 
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D.PERUBAHAN KONTRAK 

26. Peru bahan 
Kontrak 

26. 1 Konlrak hanya dapal diubah mclalui adendum/perubahan 
Kontrak. 

26.2 Adendum/perubahan Konlrak dapat dilaksanakan dalam 
hal lerdapal pcrbcdaan anlara kondisi lapangan pada saal 
pelaksanaan dengan gam bar dan/ alau spcsiftkasi/ KAK 
yang dilcnlukan dalam dokumcn Konlrak dan disctujui 
oleh para pihak, melipuli: 

a. menambah atau mengurangi volume yang lcrcanlum 
dalam Kontrak; 

b. mcnambah dan/alau mengurangi jenis kegialan; 
c. mcngubah gambar dan/alau spcsifi.kasi/KAK scsuai 

dcngan kondisi lapangan; dan/ alau 
d. mcngubah jadwal pclaksanaan. 

26.3 Sclain adcndum/pcrubahan Kontrak yang dialur pada 
klausul 26.2, adcndum/perubahan Kontrak dapal 
dilakukan unluk hal-hal yang disebabkan masalah 
adminislrasi, an Lara lain pcrganlian Pcjabal 
Pcnandalangan Konlrak, pcrubahan rckcning Pcnycdia 
dan scbagainya. 

26.4 Pckcrjaan tambah paling Linggi 10% (sepuluh perscn) dari 
nilai Konlrak awal dan harus mcmpcrlimbangkan 
tcrsedianya anggaran. 

26.5 Pcrinlah perubahan pckerjaan dibual olch Pcjabal 
Penandalangan Konlrak sccara lcrlulis kcpada Pcnyedia 
kemudian dilanjutkan dengan ncgosiasi Leknis dan biaya 
dcngan tctap mengacu pada kclcnluan yang lcrcanlum 
dalam Kontrak awal. 

26.6 Hasil ncgosiasi lcknis dan harga Lersebul diluangkan 
dalam Bcrila Acara scbagai dasar penyusunan 
adcndum/perubahan Konlrak. 

26. 7 perubahan jadwal dalam hal lcrjadi pcrpanjangan waklu 
pclaksanaan dapat diberikan oleh Pejabal Pcnandalangan 
Kontrak atas perlimbangan yang layak dan wajar untuk 
hal-hal scbagai berikut: 
a . pcrisliwa kompensasi; dan/atau 
b. kcadaan kahar. 

26.8 Dalam hal pcrisliwa kompcnsasi, waktu pcnyelcsaian 
pekerjaan dapal dipcrpanjang paling lama sama dcngan 
waklu Lcrhcntinya/tcrlambalnya pclaksanaan Konlrak 
akibat pcrisliwa kompensasi. 

26.9 Dalam hal keadaan kahar, waklu pcnyelcsaian pckerjaan 
dapal dipcrpanjang sekurang-kurangnya sama dcngan 
waklu tcrhenlinya pelaksanaan Kontrak akibal kcadaan 
kahar. 

26.10 Pcjabat Pcnandatangan Konlrak dapal mcnyctujui sccara 
tcrtulis pcrpanjangan waklu pclaksanaan sctclah 
mclakukan pcnclitian Lcrhadap usulan yang diajukan olch 
Pcnycdia. 



27. Keadaan 
Kahar 
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26.11 Untuk kepenlingan perubahan Kontrak, Pejabat 
Penandatangan Kontrak dapat menctapkan tim pcneliti 
Kontrak. 

26.12 Pcjabat Pcnandatangan Kontrak dapat mcnugaskan 
pcngawas pckcrjaan dan/atau Lim teknis untuk mencliti 
kclayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan. 

26.13 Persetujuan pcrpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak 
dituangkan dalam adendum/pcrubahan Kontrak. 

27. 1 Yang dimaksud keadaan kahar dalarn Kon trak ini adalah 
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak 
dan tidak dapat diperkirakan scbclumnya, schingga 
kewajiban yang dilentukan dalam kontrak menjadi tidak 
dapat dipenuhi. 

27.2 Yang temasuk kcadaan kahar lidak tcrbatas pada: 
a. Bencana alam; 
b. Bcncana non aJam; 
c. Bcncana sosiaJ; 
d. Pemogokan; 
c. Kcbakaran; 
f. Kondisi cu aca ckstrim dan/ atau 
g. Gangguan industri lainnya scbagaimana dinyatakan 

melalui kcputusan bcrsama Mcntcri Kcuangan dan 
Menteri tcknis terkait. 

27.3 Apabila terjadi kcadaan kahar, maka Pcnycdia 
memberitahukan kcpada Pejabat Penandatangan kontral< 
paling lambat 14 (empat bclas} hari kalcndcr sejak 
menyadari atau seharusnya menyadari a las kcjadian atau 
kcadaan kahar, dengan mcnyerlakan bukti. 

27.4 Tidak tcrmasuk keadaan kahar adalah haJ-hal yang 
mcrugikan al<ibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 

27.5 Pada saal tcrjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan 
dihenlikan scmcntara hingga kcadaan kahar bcral<hir 
dcngan kctcntuan: 
a. Penycdia berhak untuk mcncrima pembayaran scsuai 

dcngan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pckcrjaan 
yang telah dicapai sctclah dilakukan pcmeriksaan 
bersama atau berdasarkan h asil audit. 

b. Jika selama masa keadaan kahar Pejabat 
Pcnandatangan kontrak m emcrintahkan sccara tcrtulis 
kepada Pcnycdia untuk scdapat mungkin mcneruskan 
pckerjaan maka Pcnyedia bcrhak untuk mcnerima 
pembayaran sebagaimana dilentukan dalam kontrak 
dan mendapat p cngganlian biaya yang wajar scsuai 
dengan yang telah dikcluarkan untuk bckerja dalam 
situasi demikian. Pcngganlian biaya ini harus diatur 
dalam adendum/ perubahan Kontrak. 
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27.6 Kegagalan salah salu Pihak untuk mcmcnuhi 
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan 
merupakan cidera janji atau wanpreslasi jika kcgagalan 
lcrsebu l diakibat.kan oleh keadaan kahar dan Pihak yang 
dilimpa keadaan kahar: 
a. Lelah mengambil scmua tindakan yang sepatutnya 

unLuk mcmenuhi kewajiban dalam konlrak; dan 
b. Lelah memberitahukan secara Lcrtulis kcpada Pihak 

lainnya dalam kontrak sclambat- lambatnya 14 (cmpat 
belas) hari sejak menyadari alas kejadian alau 
keadaan kahar, dengan mcnyertakan salinan 
pernyataan Lerjadinya peristiwa yang mcyebabkan 
terhentinya/Lcrlambatnya pelaksanaan kontrak. 

27.7 Kcterlambalan pengadaan akibat kcadaan kahar tidak 
dikcnakan sanksi. 

27.8 Pcnghentian kontrak karcna kcadaan kahar dilakukan 
sccara tcrtulis olch Pcjabat Pcnandatangan Konlrak 
dcngan disertai alasan pcnghentian pckerjaan. 

27.9 Pcnghcntian Konlrak karena Kcdaan Kahar dapat bcrsifat: 
c. semcntara hingga keadaan kahar bcrakhir; atau 
d. permancn apabila akibat kcadaan hahar tidak 

memungkinkan dilanju t.kan/ diselesaikannya 
pckerjaan. 

27.l0Pcnghentian pckerjaan akibal 
mcmpertimbangkan cfektifitas 
anggaran. 

kcadaan 
pckerjaan 

kahar 
dan 

tcLap 
tahun 

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 

28. Penghentian 
Kontrak 

29. Pcmutusan 
Kontrak 

Penghcntian Konlrak dapat dilakukan karcna tcrjadi keadaan 
kahar scbagaimana dimaksud pada klausul 27. 

29.1 Pcmutusan Kontrak dapal dilakukan olch pihak Pejabal 
Pcnandatangan Kon trak a tau pihak Penycdia. 

29.2 Pcjabat Penandatangan Konlrak dapat memutuskan 
Konlral< sccara scpihak apabila Pcnycdia tidak mcmcnuhi 
kcwajibannnya sesuai kctentuan dalam Konlrak. 

29.3 Pcnyedia dapat mcmutuskan Konlrak sccara scpihal< 
apabila PejabaL Pcnandatangan Kontrak Lidak memenuhi 
kewajibannya scsuai kctcntuan dalarn Kontrak. 

29.4 Pemutusan Kontrak dilakukan sckurang-kurangnya 14 
(cmpat bclas) hari sctclah Pejabat Penandatangan Kontrak 
/Penyedia mcnyampaikan pcmbcrilahuan rencana 
Pcmutusan Kontrak secara tcrtulis kcpada 
Penycdia/Pejabal Pcnandatangan Konlrak. 



30. Pemutusan 
Kon trak oleh 
Pejabat 
Pcnandatanga 
n Kontrak 

31. Pcmu tusan 
Kontrak oleh 
Pcnyedia 
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30.1 Dcngan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Pcrdata, Pejabal 
Pcnandalangan Kontrak dapal mcmutuskan Kontrak ini 
melalui pcmberitahuan tertulis kcpada Pcnyedia sctclah 
terjadinya hal-hal sebagai bcrikul: 
a. Penycdia terbukli melakukan KKN, kecurangan 

dan/ atau pcmalsuan dalam proses pengadaan yang 
dipuluskan olch Instansi yang berwcnang; 

b. Pengaduan tentang pcnyimpangan prosedur, dugaan 
KKN dan / atau pelanggaran persaingan schal dalam 
pclaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyalakan 
bcnar olch Instansi yang bcrwcnang; 

c. Pcnyedia berada dalam keadaan pailit; 
d. Pcnyedia tcrbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam 

sebelum pcnandatanganan Konlrak; 
e. Penyedia gagal mcmperbaiki kinerja sctelah mendapat 

Surat Pcringatan scbanyak 3 (tiga) kali; 
f. Penycdia lalai/ cidcra janji dalam mclaksanal<an 

kcwajibannya dan tidak mcmperbaiki kclalaiannya 
dalam jangka waktu yang tclah ditetapkan; 

g. Berdasarkan penclitian Pcjabat Pcnandatangan 
Kontrak, Pcnycdia tidak akan mampu mcnyelesaikan 
kescluruhan pekerjaan walaupun diberikan 
kcscmpatan menyclcsaikan pckcrjaan sclama jangka 
waklu yang diatur dalam klausul 23.3 SSKK; 

h. setelah diberikan kcscmpatan mcnyelesaikan 
pckcrjaan sclama jangka waklu yang diatur dalam 
klausul 23.3 SSKK, Penyedia tidak dapat 
mcnyelesaikan pckcrjaan; atau 

1. Pcnyedia menghcnlikan pekerjaan melebihi waktu 
yang ditcntukan dalam SSKK dan pcnghentian ini 
tidak lercanlum dalam program mutu serla tanpa 
perselujuan pcngawas pekcrjaan (apabila ada). 

30.2 Dalam hal lerjadi pemut-usan Kontrak dilakukan 
scbagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka: 
a. sisa Uang Muka harus dilunasi olch pcnycdia atau 

Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); 
dan 

b. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hilam. 

30.3 Pejabat Penandatangan Kontrak mcmbayar kcpada 
Pcnyedia scsuai dcngan pencapaian preslasi pekcrjaan 
yang tclah ditcrima olch Pejabal Penandatangan Konlrak 
sampai dcngan tanggal bcrlakunya pcmulusan Konlrak 
dikurangi denda yang harus dibayar Pcnyedia (apabila 
ada), serta Pcnyedia menyerahkan scmua hasil pckerjaan 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan sclanjutnya 
mcnjadi milik Pcjabal Penandatangan Konlrak. 

31.1 Dengan mengcsampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pcrdata, Pcnycdia dapal 
memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tcrtulis 
kcpada Pejabat Pcnandatangan Kontrak apabila: 
a. Pejabat Penandalangan Konlrak mcmcrinlahkan 

Pcnycdia secara tcrtulis untuk menunda pclaksanaan 
pckcrjaan atau kelanju tan pckcrjaan dan pcrinlah 
terse but tidak ditarik sclama waktu yang disepakati 
sebagaimana lcrcantum dalam SSKK; 



32. Berakhirnya 
Konlra.k 

33. Peninggalan 
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b. Pejabat Penandatangan Kontra.k tida.k mencrbitkan 
sural pcrinlah pembayaran untuk pcmbayaran 
lagihan angsuran scsuai dcngan jangka wa.ktu yang 
discpa.kati scbagaimana lcrcanlum dalam SSKK. 

31.2 Dalam hal pcmutusan Kontrak, maka Pcjabat 
Pcnandatangan Kontra.k mcmbayar kepada Pcnyedia 
scsuai dcngan prcslasi pekcrjaan yang Lelah dilcrima oleh 
Pcjabal Pcnandalangan Kontra.k sampai dcngan tanggal 
berlakunya pcmulusan Konlra.k dikurangi dcnda 
keterlambalan yang harus clibayar Penyedia (apabila ada), 
serta Penycclia menyerahkan scmua hasil pekerjaan 
kepada Pcjabal Pcnandalangan Konlra.k dan sclanjutnya 
mcnjadi milik Pejabat Penandatangan Konlrak. 

32.1 Kontrak berakhir apabila pckcrjaan tclah sclcsai dan ha.k 
dan kewajiban para piha.k yang lcrdapal dalam Konlrak 
sudah lcrpcnuhi. 

32.2 Tcrpcnuhinya ha.k dan kewajiban para pihak scbagaimana 
dirnaksud pada klausul 32.1 adalah terkail dengan 
pcmbayaran yang scharusnya dilakukan akibal dari 
pclaksanaan Kon lrak. 

Scmua bahan, pcrlengkapan, pcralalan, hasil pekcrjaan 
scmcnlara yang masih bcrada di lokasi kcrja sctelah 
pemulusan Konlrak akibat kelalaian alau kcsalahan pcnycdia, 
dapal dimanfaatkan sepenuhnya olch Pejabat Pcnandalangan 
Konlrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kcmbali 
semua pcninggalan tcrsebul oleh penyedia hanya dapat 
dilakukan setclah mempertimbangkan kcpentingan Pcjabat 
Pcnandatangan Konlrak. 

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK 

34. Hak dan 
Kewajiban 
Pcjabal 
Pcnandatang­
an Kontrak 

34.1 Pcjabat Pcnandalangan Konlra.k mempunyai hak: 
a. mcngawasi dan mcmcriksa pckcrjaan yang 

dilaksana.kan olch Pcnyedia; 
b. meminla laporan-laporan yang lercanlum di dalam 

Kon tra.k mengenai pelaksanaan pekcrjaan yang 
dilakukan oleh Pcnycdia; 

c. mcncrima hasil pekcrjaan sesuai dcngan 
spcsifikasi/KAK dan jadwal pcnycrahan pekcrjaan yang 
telah clitctapkan dalam Kontra.k; 

d. mengenakan sanksi kepada Pcnyedia; 
c. membcrikan instruksi; 
f. mengusulkan pcnetapan sanksi daftar hilam (apabila 

ada); 
g. mcnyclujui adcndum/pcrubahan Konlra.k; 
h. mcnerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau 
i. mcnilai kinerja Penycdia. 

34.2 Pcjabat Pcnandalangan Konlrak mempunyai kcwajiban: 
a. mcmbayar pekcrjaan sesuai dengan biaya yang 

Lcracanlum dalam Konlrak dan scsuai dcngan waktu 
yang Lelah clilclapkan kepada Pcnycdia; 



G.PENYEDIA 

35.Hak dan 
Kcwajiban 
Penyedia 

36. Tanggung 
jawab 

37. Pcnggunaan 
Dokumcn 
Konlrak dan 
Informasi 

38. Hak Atas 
Kekayaan 
Inlelektual 
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b. membayar uang muka (apabila ada); 
c. mcmbayar pcnyesuaian harga (apabila ada); 
d. mcmbayar ganti rugi karena kcsalahan yang dilakukan 

Pejabal Penandalangan Konlrak; dan 
e. membcrikan fasilitas bcrupa sarana dan prasarana alau 

kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan 
pckcrjaan scbagaimana yang lercanlum dalam SSKK. 

35.1 Pcnycdia mempunyai hak: 
a. menerima pembayaran unluk pelaksanaan pckcrjaan 

scsuai dcngan harga yang Lelah dilcntukan dalam 
Kon Lrak; dan 

b. memperolch fasililas dari Pcjabal Pcnandatangan 
Konlrak untuk kclancaran pclaksanaan pekcrjaan 
scsuai kelcntuan Kontrak. 

35.2 Pcnycdia mempunyai Kcwajiban: 
a. melaporkan pclaksanaan pckcrjaan sccara pcriodik 

kepada Pejabat Pcnandatangan Konlrak; 
b. mclaksanakan dan mcnyelcsaikan pekerjaan sesuai 

dcngan jadwal pclaksanaan pekcrjaan yang tclah 
ditctapkan dalam Kontrak; 

c. melaksanakan dan menyclesaikan pckerjaan secara 
cermat, akurat dan pcnuh tanggung jawab bcrdasarkan 
ketcntuan dalam Kontral<; 

d. mcm bcrikan keterangan-keterangan yang diperlukan 
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan 
Pcjabat Pcnandatangan Kontrak; 

c. mcnycrahkan hasil pekerjaan sesuai dcngan jadwal dan 
lcmpat pcnyerahan pckcrjaan yang tclah dilclapkan 
dalam Kontral<; 

f. mcngambil langkah-langkah yang cukup mcmadai 
unluk melindungi lingkungan lcmpat kerja dan 
mernbatasi pcrusakan dan gangguan kcpada 
masyarakat maupun miliknya akibal kcgiatan 
Penyedia; dan 

g. menghindari pcrtcntangan kcpcntingan (conflict of 
interest). 

Penyedia bertanggungjawab / bcrkcwajiban 
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai 
kualitas, kclcpatan volume, kctepatan 
pclaksanaan / pen ycrahan dan kclcpalan 
pcngiriman/pcnycrahan hasil pekcrjaan. 

untuk 
dengan 
waktu 

tcmpat 

Pcnyedia tidak dipcrkcnankan mcnggunakan dan 
menginformasikan dokumcn Kontral< atau dokumcn lainnya 
yang bcrhubungan dengan Kontrak untuk kcpcntingan pihak 
lain, misalnya Spcsifikasi lcknis/KAK dan/atau gambar­
gambar, kecuali dengan ijin tcrtulis dari Pcjabat 
Pcnandatangan Kontrak. 

Pcnyedia bcrkewajiban untuk mclindungi Pcjabat 
Penandatangan Kontrak dari scgala tuntulan atau klaim dari 
pihak lain alas pclanggaran Hak Alas Kekayaan lnlelcktual. 



39. Penanggungan 
dan Risiko 

40. Perlindungan 
Tenaga Kerja 
(apabila 
dipcrlukan) 
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39.1 Penycdia berkcwajiban unluk melindungi, membebaskan 
dan mcnanggung lanpa balas Pcjabal Pcnandatangan 
Kontrak beserta instansinya lcrhadap semua benluk 
tuntulan, tanggung jawab, kcwajiban, kchilangan, 
kcrugian, denda, gugalan atau tunlutan hukurn, proses 
pcmcriksaan hukum dan biaya yang dikcnakan terhadap 
Pejabal Penandatangan Kontrak bescrta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tun tu Lan terse but 
disebabkan kcsalahan atau kclalaian beral Pcjabat 
Penandatangan Kontrak) sehubungan dcngan klairn yang 
tirnbul dari hal-hal berikut terhitung scjak langgal SPMK 
sampai dengan tanggal penandalanganan berila acara 
scrah terima: 
a . kchilangan atau kcrusakan peralatan dan harta 

bcnda Pcnycdia, Subpcnycdia Uika ada) dan Personel; 
b. cidera tubuh, sakit atau kemalian Pcrsonel; 

dan/alau 
c. kehilangan atau kerusakan harla bcnda dan cidera 

tubuh, sakit atau kcmatian pihal< lain. 

39.2 Tcrhitung scjak tanggal SPMK sampai dcngan langgal 
penandatanganan bcrila acara serah Lerima, semua risiko 
kehilangan atau kerusakan basil pckcrjaan, bahan dan 
perlengkapan mcrupakan risiko Penyedia, kecuali 
kcrugian atau kcrusakan terscbut diakibatkan olch 
kesalahan atau kelalaian Pcjabal Penandatangan Kontrak. 

39.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak 
membatasi kewajiban penanggungan dalam syaral ini. 

39.4 Kchilangan atau kcrusakan tcrhadap hasil pckerjaan atau 
bahan yang menyatu dcngan hasil pckcrjaan sejak tanggal 
SPMK harus dipcrbaiki, diganti dan/atau dilcngkapi olch 
Penyedia alas langgungannya sendiri jika kchilangan alau 
kerusakan lcrscbut tcrjadi akibal tindakan alau kclalaian 
Penycdia. 

40.1 Pcnycdia dan Subpcnycdia berkewajiban alas biaya 
sendiri unluk mengikutsertakan pcrsonelnya tcnaga 
pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan 
jaminan sosial Lcnaga kerja scbagairnana dialur dalarn 
peraturan perundang-undangan. 

40.2 Penycdia berkewajiban untuk mcmaluhi dan 
mcmerintahkan Personclnya untuk memaluhi pcraturan 
keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

40.3 Penycdia bcrkcwajiban atas biaya scndiri unluk 
mcnyediakan kcpada setiap p ersonclnya (tcrmasuk 
personcl Subpenycdia, jika ada) pcrlengkapan 
kcsclamatan kcrja yang scsuai dan mcmadai. 

40.4 Tanpa mengurangi kcwajiban pcnyedia untuk mclaporkan 
kecelakaan berdasarkan hukum yang bcrlal<u, Pcnyedia 
melaporkan kepada Pejabal Pcnandatangan Kontrak 
mengenai setiap kccclakaan yang tim bu! schubungan 
dengan pelaksanaan Konlrak ini dalam waklu 24 (dua 
puluh cmpat) jam setelah kejadian. 



41 . Tindakan 
Pen yedia yang 
mensyaratkan 
Pcrsetujuan 
Pejabat 
Pcnandatang­
an Kontrak 

4 2. Kerj asama 
Pcnyedia 
dengan U saha 
Kecil sebagai 
Subpcnyedia 

43.Sanksi 
Finansial 

44.Jaminan 
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Pcnycdia berkewajiban unluk mcndapatkan lcbih dahulu 
perselujuan tcrtulis Pcjabal Pcnandalangan Kontrak scbelum 
melakukan lindakan-lindakan bcrikul: 
a. mcnsubkontrakkan scbagian pckcrjaan; dan/alau 
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 

42.1 Pcnyedia dapal bekerjasama dcngan usaha kccil, dcngan 
mcnsubkontrakkan sebagian pckcrjaan yang bukan 
pekcrjaan u lama. 

42.2 Bagian Pekcrjaan yang wajib disubkonlrakan oleh 
Pcnyedia kcpada usaha kccil sebagai subpcnycdia diatur 
di dalam SSKK. 

42.3 Dalam kerjasama di alas, Pcnycdia bcrlangung jawab 
penuh alas kescluruhan pckerjaan lcrscbul. 

42.4 Pcnycdia mcmbual laporan pelaksanaan subkontrak. 

43.1 Sanksi finansial bagi Pcnycdia dapal beru pa sanksi ganli 
rugi, denda kclerlambalan, atau pencairan jaminan. 

43.2 Sanksi ganli rugi bagi Penyedia dikenakan apabila 
jaminan lidak dapal dicairkan, lerjadi kesalahan dalam 
pcrhitungan volume hasil pekcrjaan berdasarkan hasil 
audit, mcnyerahkan barang/ jasa yang kualilasnya tidal< 
sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Bcsarnya 
sanksi ganli rugi adalah scbesar nilai kcrugian yang 
dilimbulkan. 

43.3 Sanksi dcnda kelcrlambalan bagi Penyedia dikenakan 
apabila terjadi kelcrlambatan pcnyelesaian pckerjaan 
dengan cara memotong pembayaran prcslasi pekerjaan 
Pcnycdia. Pcmbayaran Dcnda lidak mcngurangi langgung 
jawab Konlraktual Penycdia. 

43.4 Sanksi pclunasan uang muka alau pencairan jaminan 
uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Pcnyedia 
dikenakan apabila Penyedia lidak menyclesaikan 
pckcrjaan sctelah bcral<hirnya masa pclaksanaan 
pekerjaan atau dilakukan pcmulusan Konlrak. 

44.1 Jaminan Uang Muka dibcrikan kcpada Pejabal 
Pcnandatangan Konlrak apabila Penycdia mcncrima uang 
muka dan diserahkan scbclum pcngambilan Uang Muka. 

44.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan bcsarnya uang 
muka yang dilcrima olch Pcnycdia. 

44.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapal dikurangi secara 
proporsional sesuru dcngan sisa uang muka yang 
dilerima. 

44.4 Masa bcrlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya 
sejak tanggal pcrsclujuan pembcrian uang muka sampai 
dengan tanggal scrah tcrima basil pekerjaan. 



45. Laporan Hasil 
Pekcrjaan 

46. Kcpcmilikan 
Dokumcn 

47. Pcrsoncl 
dan/alau 
Pcralalan 
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45.1 Pcmcriksaan pekerjaan dilakukan sclama pelaksanaan 
Konlrak. Hasil pcmcriksaan pckcrjaan diluangkan dalam 
laporan kcmajuan hasil pckcrjaan. 

45.2 Unluk kcpcnlingan pcngawasan dan pcngcndalian, dibual 
laporan realisasi mengcnai scluruh aklivilas pekerjaan. 

45.3 Laporan dibual oleh Pcnycdia, apabila diperlukan 
pcmcriksaan dilakukan olch unsur pcngawas (apabila 
ada) dan disclujui olch wakil Pcjabal Pcnandalangan 
Konlrak. 

46.1 Scmua rancangan, gambar, spcsifikasi, dcsain, laporan 
dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh 
Pcnyedia bcrdasarkan Konlrak ini scpcnuhnya mcrupakan 
milik Pcjabal Pcnandalangan Konlral<. 

46.2 Pcnycdia bcrkewajiban untuk mcnycrahkan scmua 
dokumen bcscrla daftar rinciannya kcpada Pejabal 
Pcnandalangan Kontrak paling lam.bat pada saat serah 
lcrima pekcrjaan alau waklu pcmulusan Konlrak. 

46.3 Penycdia dapal mcnyimpan 1 (salu) buah salinan Liap 
dokumen lcrscbul di alas dcngan balasan pcnggunaan 
dialur dalam SSKK. 

47.1 Pcrsoncl dan / atau peralalan yang dilempalkan harus 
sesuai dengan yang lcrcanlum dalam Dokumcn 
Pcnawaran. 

47.2 Pengganlian Personel Lidak bolch dilakukan kecuali alas 
pcrselujuan lcrlulis Pcjabal Pcnandalangan Konlrak. 

4 7 .3 Pcngganlian Pcrsonel dilakukan oleh Pcnycdia dcngan 
mcngajukan pcrmohonan Lerlcbih dahulu kepada Pcjabal 
Pcnandatangan Konlrak bcscrta alasan pcngganlian. 

4 7.4 Pcjabat Pcnandalangan Konlrak dapal mcnilai dan 
menyclujui penempalan/pcngganlian Pcrsoncl menurul 
kualifikasi yang dibu luhkan. 

47.5 Pcjabat Pcnandalangan Konlrak dapal meminla 
pcrgantian Pcrsoncl apabila mcnilai bahwa Pcrsonel: 
a. Lidak mampu alau Lidak dapal melakukan pckcrjaan 

dcngan baik; 
b . bcrkclakuan Lidak baik; alau 
c. mengabaikan pckcrjaan yang mcnjadi lugasnya. 

47.6 Jika pcngganlian Pcrsoncl pcrlu dilakukan, maka 
pcnycdia berkcwajiban unluk menycdiakan pengganli 
dengan kualifikasi yang sclara alau lcbih baik dari 
Pcrsoncl yang diganlikan lanpa biaya Lambahan apapun 
dalam waklu 7 (lujuh) hari scjak diminla olch Pejabal 
Pcnandalangan Konlrak. 

47.7 Pcrsonel bcrkcwajiban unluk mcnjaga k crahasiaan 
pckcrjaannya. 
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H.PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 

48. Nilai Konlrak 

49. Pembayaran 

48.1 Pejabat Penandalangan Kontrak membayar kepada 
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalarn Konlrak 
sebesar nilai Konlrak alau berdasarkan hasil perhilungan 
akhir. 

48.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai Kontrak 
sesuai dengan r:incian yang lercantum dalam Rekapitulasi 
Penawaran Biaya. 

49.1 UangMuka 
a. Uang Muka dapat diber:ikan kepada Penyedia sesuai 

ketenluan dalarn SSKK u n tu k: 
1) Mobilisasi barang/bahan/malerial/peralatan dan 

tenaga kerja; dan/ alau 
2) pekerjaan leknis yang diperlukan unluk 

persiapan pelaksanaan pekerjaan. 
b. besaran uang muka ditenlukan dalam SSKK dan 

dibayar selelah Penyedia menyerahkan Jarninan 
Uang Muka senilai uang muka yang diberikan; 

c. dalarn hal Pejabal Pcnandatangan Kontrak 
menyediakan uang muka maka Penyedia harus 
mengajukan permohonan pengambilan uang muka 
secara lerlulis kepada Pejabal Penandatangan 
Konlrak diserlai dengan rencana penggunaan uang 
muka unluk mclaksanakan pckerjaan sesuai Konlrak 
dan rencana pengembaliannya; 

d. Jaminan Uang Muka dilerbilkan olch bank umum, 
perusahaan penjaminan , Perusahaan Asuransi alau 
lembaga kcuangan khusus yang mcnjalankan usaha 
di bidang pcmbiayaan, penjarninan dan asuransi 
unluk mcndorong ekspor Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki 
izin unluk menjual produk jaminan (suretyship) 
dilelapkan oleh lembaga yang berwenang; 

c. pcngembalian uang muka dapat dilakukan dcngan 
diperhilungkan berangsur-angsur secara 
proporsional pada scliap pcmbayaran prestasi 
pekcrjaan atau scsuai kcscpakatan yang diatur 
dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada 
saal pckcrjaan mencapai preslasi 100% (seralus 
persen). 

49.2 Prestasi pekerjaan 
a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, 

sistem lermin atau pem bayaran secara sekaligus 
sesuai yang dilclapkan dalam SSKK. 

b. pcmbayaran prcslasi hasil p ckerjaan dilakukan 
dengan kclentuan: 
1) penyedia Lelah mcngajukan lagihan diserlai 

laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dipolong angsuran uang muka, 

denda (apabila ada) dan pajak; dan 
3) untuk Kontrak yang mcmpunyai subkontrak, 

perminlaan pembayaran dilcngka pi bukli 
pembayaran kcpada scluruh subpenyedia sesuai 
dengan prestasi pekerjaan. 

c. Pcnyelcsaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan 
selclah hasil pckerjaan dinyalakan dilerima. 



50. Perhitungan 
Akhir 

51. Penangguhan 
Pembayaran 

52. Penyesuaian 
Harga 
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49.3 Sanksi Finansial 
Sanksi Finansial dapat bcrupa sanksi ganti rugi atau 
dcnda kclcrlambalan. 
a. Ganli Rugi 

Sanksi ganli rugi bagi Pcnyedia apabila lcrbukti 
jaminan lidak bisa dicairkan, lerjadi kesalahan dalam 
perhilungan volume pekerjaan bcrdasarkan basil 
audit, menycrahkan hasil pckerjaan yang kualitasnya 
lidak scsuai dcngan Konlrak bcrdasarkan hasil audit. 
Bcsarn ya sanksi gan li ru gi adalah se besar nilai 
kcrugian yang dilimbulkan sebagaimana dilcntukan 
dalam SSKK. 

b. Dcnda kclcrlambalan 
Besarnya denda yang dikcnal<an kcpada Penycdia alas 
kclcrlambalan pcnyclesaian pckcrjaan unluk seliap 
hari kclerlambatan adalah sebagaimana yang 
dilclapkan di dalam SSKK. 

53.60 Untuk Konlrak Waktu Penugasan perhilungan akhir nilai 
pekcrjaan bcrdasarkan jumlah waktu yang digunakan 
untuk menyclcsaikan seluruh pckerjaan yang dituangkan 
dalam Adcndum Konlrak (apabila ada). 

53.61 Pembayaran angsuran prcslasi pckcrjaan lcral<hir 
dilakukan selelah seluruh pekcrjaan selesai dan dan 
Bcrila Acara Serah Terima Lelah ditandatangani oleh 
kedua belah Pihalc 

51.1 Pcjabal Pcnandatangan Kontrak dapal mcnangguhkan 
p embayaran scliap angsuran prcslasi pekcrjaan Pcnycdia 
jika pcnycdia gagal alau lalai memcnuhi kcwajiban 
Konlraklualnya. 

51.2 Pejabal Pcnandatangan Konlrak secara lerlulis 
memberitahukan kepada Pcnyedia tenlang pcnangguhan 
hak pembayaran, discrlai alasan-alasan yang jelas 
mcngcnai pcnangguhan tersebut. Pcnycdia dibcri 
kescmpalan untuk mcmpcrbaiki dalam jangka waklu 
tcrtcntu. 

51.3 Pembayaran yang ditangguhkan discsuaikan d engan 
proporsi kegagalan atau kelalaian Penycdia. 

51 .4 Jika dipandang perlu oleh Pcjabat Penandatangan 
Kontrak, pcnangguhan pcmbayaran akibat kcterlambatan 
pcnycrahan pckcrjaan da pat dilakukan bersamaan dcngan 
pcngcnaan dcnda kcpada Penycdia. 

52.1 Pcmberlakuan Penycsuaian harga pada Kontrak 
sebagaimana diatur di dalam SSKK. 

52.2 Pcnyesuaian Harga dibcrlakukan lcrhadap Kontrak Tahun 
Jamal< yang bcrbcntuk Kontrak Waktu Pcnugasan yang 
masa p elaksanaannya lcbih dari 18 (dclapan bclas) bulan. 

52.3 Pcnyesuaian Harga dibcrlakukan mulai dari bulan ke- 13 
(tiga bclas) scjak pelaksanaan pekcrjaan. 

52.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kcgiatan / mata 
pembayaran, kecuali komponen kcuntungan, biaya tidak 
langsung (overhead cost) dan biaya saluan timpang 
sebagaimana tcrcantum dalam pcnawaran. 
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52.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan scsuai dcngan 
jadwal pclaksanaan yang tcrcanlum dalam Konlrak 
awal/ Adcndum Konlrak. 

52.6 Penyesuaian Harga bagi komponcn pekcrjaan yang berasal 
dari luar negeri, menggunakan indeks penycsuaian harga 
dari ncgara asal barang lersebut. 

52.7 Jcnis pckcrjaan baru scbagai akibat adanya Adendum 
Konlrak dapat dibcrikan pcnycsuaian harga mulai bulan 
kc- 13 (tiga bclas) scjak Adcndum Kontrak tcrscbul 
dilandatangani. 

52.8 lndeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Konlrak 
lcrlambal disebabkan oleh kesalahan Pcnyedia adalah 
indeks harga lcrcndah antarajadwal Kontral< dan rcalisasi 
pckcrjaan. 

52.9 Pcnyesuaian Harga ditclapkan dcngan rumus sebagai 
berikut: 

a. Untuk pcnycsuaian biaya pcrsoncl (rcmuncrasi) 

Rn = 
Ro = 
a = 

Rn = R0 (a+ b. ~:) 

Rcmuncrasi selelah penyesuaian harga; 
Rcmuncrasi saat penawaran biaya ; 
Kocfisicn telap yang lerdiri alas keuntungan 
dan overhead; 
Dalam haJ penawaran tidak mcncanlumkan 
bcsaran komponcn kcunlungan dan overhead 
maka 
a = 0,15. 

b = Kocfisicn rcmunerasi. (b = 1 - a) 
Io = lndeks upah nominal pada bulan pcnyampaian 

penawaran biaya. 
ln = Indcks upah nominal pada saal pekerjaan 

dilaksanakan. 

b. Pcnyesuaian harga untuk komponcn non-pcrsoncl 
yang bcrsifal Harga Saluan 

lln = llo (a+ b. !:) 
Hn = Harga Saluan komponen non-pcrsonel setelah 

penycsuaian h arga; 
Ho = Harga Saluan komponen non-pcrsonel saat 

pcnawaran biaya; 
a = Kocfisien lclap yang Lerdiri alas kcunlungan 

dan overhead; 
Dalam haJ penawaran tidak mcncantumkan 
besaran komponcn keuntungan dan overhead 
maka a = 0,15. 

b = Koefisicn biaya non-pcrsoncl. 
(b = 1 - a) 
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Bo = lndeks harga komponcn non-personcl pada 
bulan pcnyampaian penawaran biaya. 

B 0 = Indcks harga komponen non-pcrsonel pada saal 
pckcrjaan dilaksanakan. 

52. lOKoefisien komponen Kontrak berdasarkan koefisicn yang 
digunakan dalam analisis harga saluan pcnawaran. 

52.11 Indcks upah nominal dan indcks harga yang digunakan 
bcrsumbcr dar:i pencrb:itan BPS. 

52.12Dalam hal indcks harga tidak dimuat dalarn pcncrbitan 
BPS, digunakan indeks harga yang dikcluarkan olch 
instansi tcknis. 

52.13Hasil pcrhilungan Penyesuaian Harga diluangkan dalam 
Adendum Konlrak sctelah dilakukan audit scsuai dengan 
kctcn tu an pcraturan pcrundang-undangan. 

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

53. Ilikad Baik 

54. Penyelesaian 
Perselisihan 

53.1 Pejabal Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak 
berdasarkan asas saling pcrcaya yang discsuaikan dcngan 
hal<-hak yang lcrdapal dalarn Kontrak. 

53.2 Pejabal Penandatangan Kontrak dan Penycdia sctuju 
untuk mclaksanakan Kontrak dengan JUJUr lanpa 
mcnonjolkan kcpcntingan masing-masing pihak. 

53.3 Apabila sclarna Kontrak, salah satu pihak mcrasa 
dirugikan, maka diupayakan lindakan yang lcrbaik unluk 
mengatasi keadaan terscbut. 

53.4 Pejabat Pcnandatangan Kontrak dan Pcnyedia 
bcrkcwajiban untuk bertindak dcngan itikad baik 
sehubungan dcngan hak-hak Pihak lain dan mengarnbil 
scmua langkah yang diperlukan untuk memastikan 
terpcnuhinya Lujuan Kontrak. 

54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pcnyedia 
berkcwajiban unluk berupaya sungguh-sungguh 
mcnyelcsaikan sccara musyawarah mufakal alas scmua 
pcrselisihan yang Limbul dari atau bcrhubungan dcngan 
Kontrak ini atau intcrprclasinya selama atau selelah 
pclaksanaan pekerjaan Jasa Konsullansi m1 sccara 
musyawarah dan damai. 

54.2 DaJam haJ pcnyclcsaian perselisihan mclalui musyawarah 
mufakal lidak tcrcapai, maka penyelcsaian sengketa dapat 
dilalrukan mclalui mcdiasi, konsiliasi, arbitrase atau 
litigasi sesuai dengan kclentuan pcraluran pcrundang­
undangan. 

54.3 Penyclesaian scngkcla dapat dilakukan 
pcnyelcsaian sengketa yang disclcnggarakan 
Lembaga Arbitrasc alau Pengadilan Ncgeri. 

di layanan 
oleh LKPP, 

54.4 Pejabat Pcnandatangan Kontrak dan Penyedia bersama­
sama mcmilih dan menctapkan tcmpal penyclesaian 
sengketa dan dicantumkan dalam SSKK. 
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0.1 CONTOH SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) UNTUK 

MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN JASA KONSUL TANSl 

Klausul dalam 
SSUK 

4. Pcrbualan 
yang dilarang 
dan Sanksi 

6. Korcspondensi 

7. Wakil Sah 
Para Pihak 

9. Pengalih an 
dan/atau 
Subkontrak 

KOP SKPD 

No.SSUK Pengaturan dalam SSKK 

4.3.b Jaminan Uang Muka dicairkan dan di sclor kc 

9.2 

/diisi dengan kas negara atau kas daerah/ 

Alam.al Para Pihak sebagai berikul: 
Saluan Kcrja Pcjabal Pcnandalangan Konlrak: __ 
Nama 
Alam.al 
Telepon 
Website 
Faksimilc 
e-mail 

Pcnyedia: 
Nama 
Alamal 
Tclepon 
Website 
Faksimilc 
e-mail 

Wakil Sah Para Pihak scbagai bcrikut: 

Unluk Pcjabal Pcnandalangan Konlrak: ____ _ 

Untuk Pcnycdia: 

Pcngawas Pckcrjaan: ____ sebagai wakil sah 
Pejabal Pcnandalangan Kontrak 
(apabila ada) 

Daflar Bagian Pekcrjaan yang disubkontrakkan : 
l. __ _ 

2. -----------
3. ___ dst 
/diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuat dengan 
penawaran Penyedia] 

9.6 Pelanggaran lcrhadap ketcnluan Pcngalihan dan/alau 
Subkonlrak dikenakan sanksi _ 

fdiisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan 
dikenakan: 
a. dilakukan pemutusan Kontrak; alau 
b . membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam 

Kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada 
subkontraktor] 



13.Jangka 
Waklu 
Pelaksanaan 
Pckerjaan 

21. Perisliwa 
Kompensasi 

13.2 

21.g 

22.Perpanjangan 22.5 
Waktu 

23.Pemberian 
Kescmpatan 

24. Ser ah Tcrima 
Pekcrjaan 

25.Layanan 
Tambahan 

30.Pemulusan 
Kon Lrak olch 
Pejabal 
Penandatanga 
n Konlrak 

31. Pemu tusan 
Kontrak olch 
Penyedia 

23.3 

24.2 

30.1.i 

31.1.a 

31.1.b 

34.Hak dan 34.2.c 
Kewajiban 
Pejabal 
Penandatanga 
n Kontrak 

41. Tindakan 41. b 
Penyedia yang 
mensyaralkan 
Persetujuan 
Pejabal 
Pcnandatanga 
n Kontrak 

42.Kerjasama 42.2 
Penyedia 
dengan U saha 
Kecil Se bagai 
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Penycdia harus menyclesaikan pekerjaan sclama: 
__ {, ___ ) (hari kalcndcr), atau Penycdia harus 
menyelesaikan pckcrjaan sejak langgal SPMK 
dilcrbitkan sampai dcngan Tanggal ____ (, __ _, 
f diisi dengan memilih salah satu., menggunakan jumlah 
hari atau menggu.nakan tanggalj 

Penycdia dapal mempcroleh kompensasi apabila 

Pcjabal Pcnandatangan Kontrak berdasarkan 
pcrlimbangan Pcngawas Pckcrjaan (apabila ada) 
menetapkan ada tidaknya pcrpanjangan wal<lu dan 
untuk bcrapa lama, paling lam bat _ 
[diisi jumlah hari kerjaj sctelah Penyedia meminla 
perpanj angan. 

pemberian kescmpalan kcpada Pcnyedia untuk 
menyclesaikan pekerjaan sampai dcngan ___ _ 
fdiisi dengan jumlah hari kalenderj scjak bcraliliimya 
jangka waklu pclaksanaan pckcrjaan. 

Serah lcrirna dilalru kan pada: ___ _ 

Layanan tambahan yang harus discdiakan olch 
Penycdia : __________ _ 

Balas wal<tu pcnghcntian pckcrjaan Pcnycdia paling 
lama ________ _ 
fdiisi denganjumlah hari kalenderj 

Batas wal<lu penundaan pclaksanaan pckcrjaan alau 
kclanju tan pekerjaan paling lama _______ _ 
fdiisi denganjumlah hari kalenderj 

Balas waktu untuk pcncrbilan sural pcrintah 
pcmbayaran paling lama _______ _ 
f diisi dengan jumlah hari kalenderj 

Pcjabat Pcnandalangan Konlrak akan mcmbcrikan 
fasilitas bcrupa : ______ _ 
f diisi dengan rincian sarana dan prasarana a tau 
kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada 
Penyediaj 

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebib dahulu 
mendapalkan pcrsctujuan lcrtulis Pcjabal 
Pcnandatangan Kontrak anlara lain: 

Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan 
usaha kccil: 
1. 



Su bpenyedia 

46. Kepcmilikan 
Dokumen 

49. Pem bayaran 

2. 
3. 
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dst 
/diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan 
penawaran Penyedia baik sebagian maupun 
seluruhnya/ 

46.3 Penycdja dipcrbolchkan menggunakan salinan 
dokumcn dari pekerjaan ini dengan pembatasan 
scbagai bcrikut: 

49.1.a Pckcrjaan Pcngadaan Konsultan m1 dapat dibcrikan 
uang muka _ _ _ [Ya/Tidakj. 

49.1.b [jika "YA"} 
Uang muka diberikan scbesar _ % 
dari Nilai Kontrak. 

__ pcrscn) 

49.2.a Pcmbayaran prcstasi pekcrjaan dilakukan dcngan 

49.3.a 

49.3.b 

cara: ___ _ [Termini Bulanan/ Sekaligusj. 

{Untuk pembayaran dilak:ukan secara termin, maka 
dilak:ukan dengan ketentuan: 
Termin ke-1: sebesar % dari nilai Kontrak untuk 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

Termin ke-2: sebesar % dari nilai Kontrak untuk 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

Termin ke-3: sebesar % dari nilai Kontrak untuk 
penyelesaian tahapan pekerjaan/ sub-output berupa 

dst.j 

{Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, 
dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan 
yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak.J 

Gan.ti rugi 
Bcsarnya ganti rugi (akibat jaminan uang muka) Lidak 
bisa dicairkan: __ _ 
/diisi dengan nilai kerugian yang dtimbulkanJ 

Dcnda Ketcrlambatan 
Apabila Lerjadi kclcrlambalan penyclesaian pckcrjaan, 
bcsarnya denda kctcrlambatan adalah: ____ _ 

[Diisi dengan memilih salah satu: 
60.4. 1 .1.1 1 %0 (satu permil) per hari dari harga 

Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; 
atau 

60. 4. 1. 1. 2 1 %0 (satu permil) per hari dari harga 
Kontrak/ 

Apabila dikenakan denda kctcrlambatan dari bagian 
Kontrak maka bagian pckcrjaan dimaksud adalah: 



52. Penyesuaian 
Harga 

54 . Penyelesaian 
Perselisihan 

52 . 1 

54.4 
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1. ------
2. ------
3. 
4. __ dsl 
fdiisi dengan bagian pekerjaan} 

Pcnycsuaian Harga dibcrlakukan {Ya/Tidakj 

Dalam hal tcrdapal sengkela antara Pejabal 
Pcnandalangan Konlrak dengan Penycdia, 
penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui 

[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan 
oleh LKPP/ Lembaga Arbitrase/ Pengadilan Negerij 

Dalam hal pcnyelesaian scngkela dilakukan pada 
Pengadilan Negeri _____ _ 
{disebulkan Nama Pengadilan Negeri/ 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Ors. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n . WALIKOTA MADWN 

Daerah 

199602 1 001 




